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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
profesional dan berkinerja tinggi serta untuk memberikan
kejelasan dan kepastian karir Pegawai Negeri Sipil dalam
kerangka penyelenggaraan manajemen karir yang berbasis
sistem merit, diperlukan standar kompetensi jabatan di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (4)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi berwenang untuk menyusun dan
menetapkan standar kompetensi jabatan di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 265);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1331);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi
Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1057);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

4. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas
jabatan.
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5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau
mengelola unit organisasi.

7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan,
etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus
dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh
hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
merupakan sekelompok jabatan tinggi pada Instansi
Pemerintah.

9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

12. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara
ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan
pokok-pokok tugas jabatan.

Pasal 2
Jenjang JPT pada Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:
a. JPT Madya; dan
b. JPT Pratama.

Pasal 3

(1) JPT Madya dan JPT Pratama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dalam melaksanakan tugas jabatan harus
memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya dan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), meliputi:
a. identitas jabatan;
b. kompetensi jabatan; dan
c. persyaratan jabatan.

Pasal 4
(1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
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a. nama jabatan;
b. Ikhtisar Jabatan; dan
c. kode jabatan.
(2) Kompetensijabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.
(3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
a. pangkat;
b. kualifikasi pendidikan;
c. jenis pelatihan;
d. wukuran kinerja jabatan; dan
pengalaman kerja.

Pasal 5
Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf b disusun berdasarkan:
a. kamus Kompetensi Teknis;
b. kamus Kompetensi Manajerial; dan
c. kamus Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 6
(1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a adalah Kompetensi Teknis Urusan
Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi
(2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Advokasi Kebijakan Bidang Kemaritiman dan

Investasi

b. Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan
Investasi

c. Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Kemaritiman dan
Investasi

Advokasi Kebijakan Bidang Ekonomi Maritim

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi Maritim

Analisis Pengembangan Ekonomi Maritim

Advokasi Kebijakan Bidang Hukum Laut

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Hukum laut

Analisis Pengembangan Hukum Laut

Advokasi Kebijakan Bidang Manajemen Konektivitas

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Manajemen

Konektivitas

Analisis Pengembangan Konektivitas

m. Advokasi Kebijakan Bidang Sosial Budaya Maritim

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Sosial Budaya

Maritim

o. Analisis Pengembangan Sosial Budaya Maritim

p. Advokasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan
Energi

q. Pengendalian Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim
dan Energi

r.  Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Kedaulatan Maritim

dan Hukum Laut
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Analisis terhadap Wawasan Maritim Indonesia
Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Ketahanan dan
Kedaulatan Energi

Diplomasi Maritim Indonesia

Analisis Keamanan dan Ketahanan Maritim

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Navigasi dan
Keselamatan Maritim

Advokasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim
Pengendalian Kebijakan Bidang Sumber Daya
Maritim

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Sumber Daya
Maritim

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Pengelolaan Ruang
Laut dan Pesisir

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Pengelolaan
Perikanan Tangkap

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Pengembangan
Perikanan Budaya

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Peningkatan Daya
Saing

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Hilirisasi Sumber
Daya Maritim

Analisis Penataan Ruang Laut dan Wilayah Perikanan
Analisis Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan

Analisis Pengembangan Industrialisasi dan
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Advokasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan
Transportasi

Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan
Transportasi

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan
Transportasi

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar,
Perkotaan, dan Sumber Daya Air

. Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Infrastruktur

Pengembangan Wilayah

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Infrastruktur
Konektivitas

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Industri Pendukung
Infrastruktur

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Industri Maritim
dan Transportasi

Analisis Bidang Infrastruktur

Analisis Bidang Transportasi

Analisis Pengembangan Bidang Industri Maritim
Analisis Dalam Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN)

Advokasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan
dan Kehutanan

Pengendalian Kebijakan  Bidang  Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan
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Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara
Lestari

Analisis Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan
Analisis Penanganan Permasalahan Bidang
Lingkungan dan Kehutanan

Analisis Pengelolaan dan Penataan Kawasan Hutan
dan Ekosistem Gambut

Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Produk dan
Industri Kehutanan

Analisis Pengelolaan dan Pemulihan Daerah Aliran
Sungai (DAS) Secara Lestari

Analisis Pengelolaan Sampah dan Penanganan
Pencemaran

Analisis Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan
Iklim dan Kebencanaan

Advokasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Pengendalian Kebijakan Bidang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Analisis Pengembangan Potensi Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Analisis Akses Permodalan dan Kekayaan Intelektual
bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Analisis Pengembangan Pariwisata berkelanjutan

mmm. Analisis Pengembangan Inovasi Produk dan

nnn.

000.

ppPp.

Qqq.

rrr.
SSs.
ttt.

uuu.

VVV.

Ekonomi Kreatif

Advokasi  Kebijakan  Bidang Investasi dan
Pertambangan

Pengendalian Kebijakan Bidang Investasi dan
Pertambangan

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Investasi dan
Pertambangan

Analisis Isu-Isu  Strategis Bidang Kebijakan
Percepatan Investasi

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Investasi Jasa
Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Investasi Strategis
Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Kerja Sama
Investasi Pemerintah dan Badan Usaha

Analisis Isu-Isu Strategis Bidang Pertambangan
Analisis Kelayakan Investasi

www. Analisis Strategi Pengembangan Investasi

XXX.

yyy-.

Analisis Kebijakan Manajemen Pertambangan dan
Hilirisasi Minerba
Analisis Strategi Pengelolaan Sumber Daya Minerba

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

e

integritas;

kerja sama;
komunikasi;
orientasi pada hasil;
pelayanan publik;
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f. pengembangan diri dan orang lain;
g. mengelola perubahan; dan
h. pengambilan keputusan.
(4) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan
Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sampai dengan Pasal 6 secara lengkap tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 8
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
DAN

KEMARITIMAN

BIDANG

INVESTASI REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

STANDAR KOMPETENSI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

TINGGI

JABATAN PIMPINAN

KEMARITIMAN DAN INVESTASI

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Sekretaris Kementerian Koordinator
: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Manajemen Administrasi Pemerintahan

1-02-04-01-00-000

JABATAN FPIMPINAN TINGGI MADYA

L

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai mgas memimpin
dan melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tu-
gas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves dalam

rangka terlaksananya

layanan kesckretariatan dalam men-

dukung kinerja Kemenko Marves

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 5 Mampu menjadi 5.1. Mempertahankan tingkat stan-
role model dalam dar keadilan dan etika yang
pENETAPAT tinggi dalam perkataan dan tin-
standar keadilan dakan sehari-hari yang dipatuhi
dan etika di ting- olch scluruh pemangku kepent-
kat nasional ingan pada linglup instansi yang

dipimpinnya.

5.2. Menjadi role model/keteladanan
dalam penerapan standar keadi-
lan dan etika yang tinggi di ting-
kat nasional.

3.3. Membuat konsep kebijakan dan
strategi penerapan sikap integri-
tas dalam pelaksanaan tugas
dan norma-norma yvang scjalan
dengan nilai strategis organisasi.

2. Kerjasama 5 Menciptakan 3.1. Menciptakan hubungan kerja
situasi kerja sama vang konstruktif dengan men-
secara konsisten, erapkan norma/etos/ nilai-nilai
baik di dalam kerja yang baik di dalam dan di
maupun di luar lnar organisasi; meningkatkan
frim b produktivitas dan menjadi panu-

tan dalam organisasi.

5.2. Secara konsisten menjaga sinergi

agar pemangku  kepentingan
dapat bekerja sama dengan orang
di dalam maupun di luar organ-
isasi.

www.peraturan.go.id
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5.3.

Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumberdaya
dari berbagai pemanghku kepent-
ingan untuk tujuan bangsa dan
Negars.

3. Komunikasi Menggagas sistem| 5.1. Menghilangkan hambatan komu-
komunikasi vang nikasi, mampu berkomunikasi
terbuka secara dalam isu-isu nasional yang
strategis untuk memiliki resiko tinggi, mengga-
mencari solusi lang hubungan dalam skala
dengan tujuan strategis di tingkat nasional.
meningkatkan 5.2. Menggunakan saluran komu-
kinerja nikasi formal dan nonformal

guna mencapai kescpakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat instansi/na-
sional.

5.3. Menggagas sistemn komunikasi
dengan melibatkan pemanghku
kepentingan sejak dini untuk
mencari sohusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil Meningkatkan 3.1. Memastikan  kualitas  sesuai

muiu pencapaian
kerja organisasi

3.2.

3.3.

standar dan keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang memberi
kontribusi pada pencapaian tar-
get prioritas nasional.
Memastikan tersedianya sumber
daya organisasi untuk menjamin
tercapainya target prioritas in-
stansi/nasional.

Membuat kebijakan untuk men-
erapkan metode kerja yang lebih
efektif-efisien dalam mencapai
tujuan prioritas nasional.

3. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pe-
layanan publik
YANEg menjamin
terselengegaranya
pelayanan publik
yvang objektif, ne-
tral, tidak mem-
ihak, tidak dis-
kriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi /ke-
lompok / partai
politik

3.1,

3.2.

3.3.

Mampu menciptakan kebijakan
pelayanan publik yang menjamin
terselenggaranya pelayanan pub-
lik wang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadifkelompok/partai
politike.

Menginternalisasikan nilai dan
semangat pelayanan publik yang
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok kepada setiap indi-
vidu di lingkungan instansi/na-
sional.

Menjamin terselenggaranya pela-
vanan publik yang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi

www.peraturan.go.id
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-10-

fkelompok fpartai politik.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi
untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar
secara berkelanju
tan dalam rangka
mendukung pen-
capaian

5.1.

3.2,

3.3.

Menciptakan situasi yang men-
dorong individu, kelompok, unit
kerja untuk mengembangkan ke-
mampuan belajar secara berke-
lanjutan di tingkat instansi.

Merekomendasikan / memberi-
kan penghargaan bagi upaya
pengembangan wyang berhasil,
memastikan  dukungan bagi
orang lain dalam mengembang-
kan kemampuan dalam wunit
kerja di tingkat instansi.
Memberikan inspirasi kepada in-
dividu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan da-
lam penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Peru-

bahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
gerakkan
dukungan
pemangku
kepentingan un-
tuk menjalankan
perubahan secara
berkelanjutan
pada tingkat in-
stansi/nasional

3.1.

5.2.

5.3.

Membuat kebijakan yang men-
dorong perubahan yang berdam-
pak pada pencapaian sasaran
prioritas nasional.

Menggalang dan menggerakkan
dukungan para pemangku
kepentingan untuk mengimple-
mentasikan perubahan yang te-
lah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara barm untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan
vang tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang lebih be-
sar bagi para pemangku kepent-
ingan.

8. Pengambilan Kepu-

tusan

Menghasilkan so-
lusi dan
mengamhbil kepu-
tusan untuk
mengatasi perma-
salahan jangka
panjang/strategis,
berdampak
nasional

5.1.

5.2.

3.3

Menghasilkan solusi yang dapat
mengatasi permasalahan jangka
panjang.

Menghasilkan soclusi strategis
vang berdampak pada tataran in-
stansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan wyang berdampak na-
sional dengan memitigasi risiko
yvang mungkin timbul.

IB. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk mem-
bangun hub-
ungan sosial
pseikologis

3.1.

5.2.

Menjadi wakil pemerintah yang
mampu membangun hubungan
sosial psikologis dengan
masyarakat schingga mencip-
takan kelekatan yang kuat an-
tara ASN dan para pemanghu
kepentingan serta diantara para

pemangku kepentingan ita
sendiri.
Mampu mengkomunikasikan

dampak risiko yang teridentifi-
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5.3.

kasi dan merekomendasikan tin-
dakan korektif berdasarkan per-
timbangan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mem-
bangun hubungan jangka pan-
jang.

Mampu membuat kebijakan
vang mengakomodasi perbedaan
latar belakang, agama/ ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik yang
berdampak positif secara na-
sional.

C. Teknis

10. Penyusunan Kemampuan un- | 3.1 Mampu memberikan arahan
Perencanaan tuk membuat ke- terkait pola kerja unit yang be-
Penganggaran bijakan terin- rada dibawah kendalinya.

tegrasi terkait 5.2 Mampu membuat kebijakan

penyusunan atas hal-hal yang berhubungan

perencanaan dengan Penyusunan pe-
TENCANAEATN PCnEangEaran.

prERtgnni 3.3 Mampu membuat kebijakan
yvang saling memberikan dam-
pak terhadap tugas pokok dan
fungsi PenyusUnan pe-
TENCANAEAN PENEANEEATAN  &FAT
lebih efektif dan efisien dengan
memperhatikan rekomendasi
yvang ada.

11. Manajemen Sumber Kemampuan un- | 3.1. Mampu mengidentifikasi ke-
Daya Manusia Apa- tuk mengem- lemahan dan kekurangan dalam
ratur Sipil Negara bangkan konsep, teori, konscp dan kebijakan ma-

teori dan ke- najemen SDM ASN.
3.2. Mampu mengembangkan teori,

bijakan, sumber
rujukan untuk
implementasi
serta pemecahan
masalah mana-
jemen Sumber
Diaya Manusia
Aparatur Sipil
Negara

3.3.

konsep dan kebijakan mana-
jemen SDM untuk menghasilkan
pegawai ASN memiliki integritas,
profesional, netral dan mampu
berperan sebagai perekat NKRI.
Mampu menjadi sumber rujukan
utama ([nasional] dalam imple-
mentasi kebijakan dan pemeca-
han masalah dalam pencrapan
manajemen SDM ASN.

12. Pengelolaan Akunt-

abilitas Kinerja

Kemampuan un-
tuk menentukan
arahan kebijakan
peningkatan
kinerja organisasi

5.1

3.2 Mampu

Mampu untuk mengkomuni-
kasikan rekomendasi YANE
berhubungan dengan pengel-
olaan kinerja organisasi secara
terintegrasi dan saling mem-
berilkan dampak terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi antar unit di dalam organ-
isasi.

membuat kebijakan
pengelolaan  kinerja organisasi
guna penguatan kinerja organ-
isasi.
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3.3 Mampu memberikan arahan dan
menetapkan sasaran kerja organ-
isasi.

13. Manajemen Keu- 3 Kemampuan 3.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
Angan mengembangkan han dan kekurangan dalam teori,

konsep, teori dan konsep dan kebijakan mana-
kebijakan, sum- jemen keuangan.
ber rujukan un- 3.2 Mampu mengembangkan teori,
tuk implementasi konsep dan kebijakan mana-
serta pemecahan Jemen IEI:‘U.EI.'IJEETI .
N ——— 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan
. utama [nasional) dalam
Jemen kenangan implementasi kebijakan dan
pemecahan masalah dalam
penerapan manajemen keuang-
an.

14. Pembentukan Pera- 5 Kemampuan un- | 2.1 Mampu mengidentifikasi, meng-
turan Perundang- tuk menyempur- analisis, teori, konsep, kebijakan
undangan nakan naskah pembentukan peraturan perun-

rancangan dalam dangan undangan serta pelaksa-
Pembentukan Per- naannya dalam hal menemukan
aturan Perun- kelebihan dan kekurangan serta
dang-undangan rekomendasi perbaikannya.

5.2 Mampu mengembangkan teori,
konsep dan kebijakan pemben-
tukan peraturan perundang un-
dangan, meyakinkan stakeholder
untuk menerima konsep, teori
dan kebijakan yang dikem-
bangkan.

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan
utama ([nasional] dalam imple-
mentasi kebijakan dan pemeca-
han masalah dalam pemben-
tukan peraturan perundang un-
dangan.

153. Penyusunan ] Kemampuan un- | 3.1 Mampu memberikan arahan
Rencana Strategis tuk membuat ke- terkait pola kerja unit yang be-
{Renstra) dan bijakan terin- rada dibawah kendalinya.
Rencana Kerja tegrasi terkait 3.2 Mampu membuat kebijakan atas
{Renja) penyusunan hal-hal vang berhubungan

rencana strategis dengan  penyusunan  rencana

{renstra) dan strategis (renstra) d.a.n“rcnja.

renja 3.3 Mampu membuat kebijakan yang
saling memberikan dampak ter-
hadap tugas pokok dan fungsi
penyusunan rencana  strategis
[renstra)] dan renja agar lebih
efektif dan efisien dengan mem-
perhatikan rekomendasi  yang
ada.

ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak Perlu

Penting

A. Pendidikan 1. Jenjang

Paling Rendah S5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3
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[

. Bidang Ilmu

Manajemen/Manajemen SDM /Administrasi
Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Hukum/

Administrasi Publik

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional
Tk. I (PIM I)

2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang

Perencanaan dan
Anggaran

. Pelatihan di Bidang

Hukum

. Pelatihan di Bidang

Komunikasi

. Pelatihan di Bidang

Manajemen SDM

. Pelatihan di Bidang

Manajemen Per-
kantoran

3.Fungsional

. Pelatihan Pengel-

olaan Barang dan
Jasa

. Pelatihan Arsiparis
. Pelatihan Analis

Kepegawaian

. Pelatihan Analis

Kebijakan

. Pelatihan Analis

Hukum

C. Pengalaman kerja

1.

| &)

Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan bi-
dang kesckretaria-
tan/perencanaan/h
ukum /komu-
nikasi/manajemen
SDM secara kumu-
latif paling singkat
sclama 7 (tujuh) ta-
hun dan/atau

. Sedang atau pernah

menduduki JPT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama pal-
ing singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas dokumen perencanaan
Kualitas dokumen rancangan peraturan perun-

dang-undangan

Kualitas dokumen dan pembinaan sumber daya

manusia

Kualitas dokumen layanan informasi
Kualitas dukungan administrasi perkantoran
Kualitas peclaksanaan reformasi birokrasi dan

Akuntabilitas

Kualitas koordinasi pelaksanaan tugas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

-14-

: Staf Ahli Bidang Hulkum Laut
: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
: Kemaritiman dan Investasi

@ 1-

02-0:4-08-00-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

L

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Staf Ahli Bidang Hukum Laut mempunyai tugas memberikan rek-
omendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator
sesuai keahliannya di bidang Hukum Laut

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 3 Mampu menjadi 3.1. Mempertahankan tingkat
role model dalam standar keadilan dan etika yang
penerapan tinggi dalam perkataan dan tin-
standar keadilan dakan schari-hari yang dipatuhi
dan etika di ting- oleh seluruh pemanghku kepent-
kat nasional ingan pada lingkup instansi

vang dipimpinnya.

5.2. Menjadi role model/keteladanan
dalam penerapan standar keadi-
lan dan etika yang tinggi di ting-
kat nasional.

5.3. Membuat konsep kebijakan dan
strategi pencrapan sikap
integritas dalam pelaksanaan tu-
gas dan norma-norma Yang sec-
jalan dengan nilai strategis or-
Eanisasi.

2. Kerjasama 5 Menciptakan 3.1. Menciptakan hubungan kerja
situasi kerja sama vang konstruktif dengan men-
secara konsisten, crapkan norma/etos/nilai-nilai
baik di dalam kerja yang baik di dalam dan di
maupun di luar luar organisasi; meningkatkan
instansi produktivitas dan menjadi panu-

tan dalam organisasi.

5.2. Becara konsisten menjaga
sinergi agar pemangku kepent-
ingan dapat bekerja sama
dengan orang di dalam maupun
di luar organisasi.

53.3. Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumberdaya
dari berbagai pemanghku kepent-
ingan untuk tujuan bangsa dan
Negara.

3. Komunikasi 5 Menggagas sistemn| 3.1. Menghilangkan hambatan ko-
komunikasi yang munikasi, mampu berkomu-
terbuka secara nikasi dalam isu-isu nasional
strategis untuk yvang memiliki resiko tinggi,
mencari aoluai menggalang hubungan dalam
dengan tujuan skala strategis di tingkat na-
meningkatkan sianal.
kinerja 53.2. Menggunakan saluran komu-

nikasi formal dan nonformal
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5.3.

guna mencapai kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat instansi/na-
sional.

Menggagas sistern komunikasi
dengan melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini untuk
mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

3.1.

3.2.

3.3.

Memastikan  kualitas ses1ail
standar dan keberlanjutan hasil
kerja organisasi yvang memberi
kontribusi pada pencapaian tar-
get prioritas nasional.
Memastikan tersedianya sumber
daya organisasi untuk menjamin
tercapainya target prioritas in-
stansi/nasional.

Membuat kebijakan untuk men-
erapkan metode kerja yang lebih
efektif-efisien dalam mencapai
tujuan prioritas nasional.

3. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pe-
layanan publik
yang menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik
yang objektif, ne-
tral, tidak mem-
ihak, tidak dis-
kriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi, ke-
lompok /partai
politik

3.1,

3.2,

3.3.

Mampu menciptakan kebijakan
pelayanan publik yang menja-
min terselenggaranya pelayanan
publik yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi/kelompok/partai
politike.

Menginternalisasikan nilai dan
semangat pelayanan publik yang
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok kepada setiap indi-
vidu di lingkungan instansi/na-
sional.

Menjamin terselenggaranya pela-
vanan publik yang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, s=serta tidak ter-
pengaruh  kepentingan  pribadi
fkelompok /partai politik.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi
untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar
secara berkelanju-
tan dalam rangka
mendukung pen-
capaian

3.1,

3.2,

Menciptakan situasi yang men-
dorong individu, kelompok, unit
kerja untuk mengembangkan
kemampuan belajar SEeCcara
berkelanjutan di tingkat in-
stansi.

Merekomendasikan / memberi-

kan penghargaan bagi upaya
pengembangan wang berhasil,
memastikan  dukungan  bagi
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5.3.

orang lain dalam mengem-
bangkan kemampuan dalam
unit kerja di tingkat instansi.
Memberikan inspirasi kepada in-
dividu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan da-
lamn penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Peru-

bahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
gerakkan
dukungan
pemanghku
kepentingan un-
tuk menjalankan
perubahan secara
berkelanjutan
pada tingkat in-
stansi fnasional

5.1.

2.2,

3.3

Membuat kebijakan yang men-
dorong perubahan yang berdam-
pak pada pencapaian sasaran
prioritas nasional.

Menggalang dan menggerakkan
dukungan para pemanghku
kepentingan untuk mengimple-
mentasikan perubahan yang te-
lah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara baru untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan
yvang tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang lebih be-
sar bagi para pemanghku kepent-
ingan.

8. Pengambilan Kepu-

tu=san

Menghasilkan so-
lusi dan
mengambil kepu-
tusan untuk
mengatasi perma-
salahan jangka
panjang/ strategis,
berdampak
nasional

3.1.

3.2.

5.3.

Menghasilkan solusi yang dapat
mengatasi permasalahan jangka
panjang.

Menghasilkan solusi strategis
yvang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan wyang berdampak na-
sional dengan memitigasi risiko
yvang mungkin timbul

IB. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk mem-
bangun hubungan|
sosial psikologis

3.1.

3.2,

Menjadi wakil pemerintah yang
mampu membangun hubungan
sosial psikologis dengan
masyarakat schingga mencip-
takan kelekatan yang kuat an-
tara ASN dan para pemanghku
kepentingan serta diantara para

pemangku kepentingan itu
sendiri.
Mampu mengkomunikasikan

dampak risiko yang teridentifi-
kasi dan merckomendasikan tin-
dakan korektif berdasarkan per-
timbangan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
subku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mem-
bangun hubungan jangka pan-
jang.
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5.3.

Mampu membuat kebijakan
yvang mengakomodasi perbedaan
latar belakang, agama/ke-

percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik yang
berdampak positif secara na-
sional.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan un- | 3.1 Mampu mengembangkan
Bidang Ke- tuk mengem- konsep dan advokasi kebijakan
maritiman dan In- bangkan konsep, bidang kemaritiman dan
vestasi teori, kebijakan investasi serta meyakinkan

advokasi stakeholder Agar dapat

kebijakan bidang menerima konscp dan

kemaritiman dan kebijakan Vang telah

investasi yang dikembangkan.

sinergis dan 5.2 Mampu menganalisis dampak

terintegrasi sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yang dipilih.

3.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam menghasilkan kebijakan
terkait advokasi kebijakan
bidang kemaritiman dan
investasi.

11. Analisis Isu-Isu Kemam puan un- 5.1 Mampu merumuskan dan
Strategis Bidang Ke- tuk memberikan mengembangkan inisiatif barm
maritiman dan In- inisiatif baru dan dalam melakukan analisis isu-
vestasi menghasilkan isu strategis bidang

rekomendasi tema) kemaritiman dan investasi.

isu utama dan 3.2 Mampu memilih dan me-

strategis bidang nentukan isu utama yang lebih

kemaritiman dan strategis dan prioritasi dengan

investasi mempertimbangkan berbagai
dampak dari aspek sosial,
budaya, politik dan keamanan.

3.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
kemaritiman dan investasi.

12. Advokasi Kebijakan Kemampuan un- | 3.1 Mampu mengembangkan
Bidang Hukum Laut| tuk konsep dan advokasi kebijakan

mengembangkan bidang hukum laut serta
konsep, teord, meyakinkan stakeholder agar
kebijakan dapat menerima konscp dan
advokasi kebijakan YVang telah
kebijakan bidang dikembangkan.

hukum laut yang | 5.2 Mampu menganalisis dampak
sinergis dan sosial, politik, budaya dan
terintegrasi keamanan atas opsi kebijakan

yang dipilih.

3.3 Mampu menjadi sumber

rujukan utama [nasional)
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dalam menghasilkan kebijakan
terkait advokasi  kebijakan
bidang hukum laut.

13. Analisis Isu-lsu 3 Kemam puan 3.1 Mampu merumuskan dan
Strategis Bidang untuk mengembangkan inisiatif barm
Hukum Laut memberikan dalam melakukan analisis isu-

inisiatif baru dan isu strategis bidang hukum
menghasilkan laat.
rekomendasi tema| 5.2 Mampu memilih dan  me-
isu utama dan nentukan isu utama yang lebih
strategis bidang strategis dan prioritas dengan
Hukum laut mempertimbangkan  berbagai
dampak dari aspek sosial,
budaya, politik dan keamanan.
3.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
hukum laut.

14. Analisis Pengem- 5 Kemam puan 3.1 Mampu mengembangkan kon-
bangan Hukum untuk mengem- sep, teori, metode danfatau
Laut bangkan teori, maonitoring dan evaluasi ana-

konsep dan me- lisis pengembangan hukum

My LIS laut.

rekomendasi sertal 5.2 Mampu mengembangkan dan

menjadi sumber menyusun rekomendasi dalam

rujukan utama merumuskan analisis pengem-

dalam merumus- bangan hukum laut.

kan analisis 5.3 Mampu menjadi sumber -

pengembangan jukan utama ([nasional) dalam

hukum laut merumuskan analisis pengem-
bangan hukum laut.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnyva ter-

hadap jabatan

Jenis Persyaratan Uraian

Perlu

Mutlak | Penting

1. Jenjang Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan

2. Bidang Ilmu Hukum/Hubungan Internasional

Pelatihan Kepem-

impinan Nasional |

Tk. I [PIM I}

1. Pelatihan Hulkum

B Laut

4. Teknis 2. Pelatihan Diplo- '
masi

1. Pelatihan Analis V
Hukum

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

1. Manajerial

B. Pelatihan

3.Fungsional

C. Pengalaman kerja 2. Memiliki pengala- X
man Jabatan dalam
bidang tugas yang

terkait dengan
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. Sedang atau pernah

hukum laut secara
kumulatif paling
singkat selama 7
[tujuh) tahun
danfatau

menduduki JPFT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama pal-
ing singkat 2 |dua) ta-

hun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Utama Muda [IV/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Kualitas rekomendasi
hukum laut

. Kualitas rekomendasi kebijakan penyelesaian isu-
isu strategis di bidang hulkum laut

isu-isu strategis bidang
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Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

-20-

: Btaf Ahli Bidang Sosio-Antropologi
: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-02-04-09-00-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Men-
teri Koordinator sesuai keahliannya di bidang Sosio-Antropologi

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Levwel | Deskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 5 Mampu menjadi 3.1. Mempertahankan tingkat stan-
role model dalam dar keadilan dan etika yang
penerapan standar tinggi dalam perkataan dan tin-
keadilan dan etika dakan sehari-hari yang
di tingkat nasional dipatuhi oleh seluruh
pemangku kepentingan pada
linglkup instansi YANE

dipimpinnya.

5.2, Menjadi role modelf kete-
ladanan dalam penerapan
standar keadilan dan etika
yvang tinggi di tingkat nasional.

3.3. Membuat konsep kebijakan
dan strategi penerapan sikap
integritas dalam pelaksanaan
ugas dan norma-norma YVang
scjalan dengan nilai strategis
organisasi.

2. Kerjasama

5 Menciptakan 3.1. Menciptakan hubungan kerja
situasi kerja sama yvang konstruktif dengan men-
secara konsisten, erapkan norma  etos f nilai-
baik di dalam mau- nilai kerja yang baik di dalam
pun di luar instansi dan di luar organisasi; mening-

katkan produktivitas dan men-
jadi panutan dalam organisasi.

5.2, Secara konsisten menjaga
sinergi agar pemangku kepent-
ingan dapat bekerja sama
dengan orang di dalam maupun
di luar organisasi.

5.3. Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumberdaya
dari berbagai pemanghku
kepentingan untuk tujuan
bangsa dan negara.
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3. Komunikasi

Menggagas sistem
komunikasi yang
terbuka secara
strategis untuk
mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1.

3.2,

5.3.

Menghilangkan hambatan
komunikasi, IMAaTm pl ber-
komunikasi dalam isu-isu na-
sional wyang memiliki resiko
tinggi, menggalang hubungan
dalam skala strategis di tingkat
nasional.

Menggunakan saluran komu-
nikasi formal dan nonformal
guna mencapai kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat instansi/na-
sional.

Menggagas sistem komunikasi
dengan melibatkan pemanghku
kepentingan scjak dini untuk
mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di ting-
kat instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

3.1.

3.2,

5.3.

Memastikan kualitas sesuai
standar dan  keberlanjutan
hasil kerja organisasi yang
memberi kontribusi pada pen-
capaian target prioritas na-
sional.

Memastikan tersedianya sum-
ber daya organisasi untuk men-
jamin tercapainya target priori-
tas instansi/nasional.
Membuat  kebijakan untuk
menerapkan metode kerja yang
lebih efektif-efisien dalam men-
capai tujuan prioritas nasional.

5. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pela-
yanan publik yang
menjamin terse-
lenggaranya pela-
yanan publik yang
ohjektif, netral,
tidalk memihalk,
tidak diskriminatif,
serta tidak ter-
pengaruh kepent-
ingan pribadi/ke-
lompok /partai poli-
tik

3.1.

5.2,

5.3.

Mampu menciptakan kebijakan
pelayanan publik yang menja-
min terselenggaranya pela-
yanan publik yang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Skelompok / partai politik.
Menginternalisasikan nilai dan
semangat pelayanan  publik
yang mengiluti standar objeb-
tif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan  pri-
badi/kelompok kepada setiap
individu di lingkungan instansi
/nasional.

Menjamin terselenggaranya pe-
layanan publik yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok / partai politik.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menciptakan

3.1.

Menciptakan situasi yang men-
dorong individu, kelompok,
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situasi yang men-
dorong organisasi
untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar secara
berkelanjutan da-
lam rangka men-
dukung pencapaian

5.2,

3.3.

unit kerja untuk mengem-
bangkan kemampuan belajar
secara berkelanjutan di tingkat
instansi.

Merekomendasikan f memberi-
kan penghargaan bagi upaya
pengembangan yang berhasil,
memastikan dukungan bagi
orang lain dalam mengem-
bangkan kemampuan dalam
unit kerja di tingkat instansi.
Memberikan inspirasi kepada
individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan
dalam penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
gerakkan
dukungan
pemangku kepent-
ingan untuk men-
jalankan peru-
bahan secara
berkelanjutan pada
tingkat in-

stansi fnasional

3.1.

3.2,

3.3

Membuat kebijakan yang men-
dorong perubahan Vang
berdampak pada pencapaian
sasaran prioritas nasional.
Menggalang dan menggerakkan
dulkungan para pemanghu
kepentingan untuk mengimple-
mentasikan perubahan yang te-
lah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara baru untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan
yang tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang lebih be-
sar bagi para pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Kepu-
tusan

Menghasilkan so-
lusi dan mengam-
bil keputusan un-
tuk mengatasi per-
masalahan jangka
panjang/ strategis,
berdampak
nasional

3.1.

5.2,

5.3.

Menghasilkan solusi yang dapat
mengatasi permasalahan jang-
ka panjang.

Menghasilkan solusi strategis
yvang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan wyang berdampak na-
sional dengan memitigasi risiko
yvang mungkin timbul.

IB. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk membangun
hubungan sosial
psikologi

5.1.

Menjadi wakil pemerintah yang
mampu membangun hubungan
soaial psikologis dengan
masyarakat schingga mencip-
takan kelekatan yang kuat an-
tara ASN dan para pemanghu
kepentingan serta diantara para
pemangku kepentingan  itu
sendiri.
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5.2 Mampu menghomunikasikan

dampak risiko yvang teridentifi-
kasi dan merckomen-dasikan
tindakan korektif berdasarkan
per-timbangan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mem-
bangun hubungan jangka pan-
jang.

.Mampu membuat kebijakan

yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agamafke-
percayaan, suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi politik yang
berdampak positif secara na-
sional.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Kemaritiman|
dan Investasi

Kemampuan untuk
mengembangkan
konsep, teori,
kebijakan advokasi
kebijakan bidang
kemaritiman dan
investasi yang
sinergis dan
terintegrasi

Mampu mengembangkan kon-
sep dan advokasi kebijakan
bidang kemaritiman dan
investasi serta meyakinkan
stakeholder agar dapat me-
nerima konsep dan kebijakan
yvang telah dikembangkan.
Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yvang dipilih.

Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam menghasilkan kehija-
kan terkait advokasi kebijakan
bidang kemaritiman dan
investasi.

11. Analisis Isu-Isu
Strategis Bidang Ke-|
maritiman dan In-
vestasi

Kemam puan untuk
memberikan
inisiatif baru dan
menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
kemaritiman dan
investasi

Mampu merumuskan dan
mengembangkan inisiatif baru
dalam melakukan analisis isu-
isu strategis  bidang  ke-
maritiman dan investasi.
Mampu memilih dan me-
nentukan isu utama yang
lebih strategis dan prioritasi
dengan mempertimbangkan
berbagai dampak dari aspek
sosial, budaya, politik dan
keamanan.

Mampu menjadi sumber
rijukan utama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang ke-
maritiman dan investasi.

12. Advokasi Kebijakan
Bidang Sosial Bu-
daya Maritim

Kemam puan untuk
mengembangkan
konsep, teori,
kebijakan advokasi
kebijakan bidang

Mampu mengembangkan kon-
sep dan advokasi kebijakan
bidang sosial budaya maritim
serta meyakinkan stakeholder
agar dapat menerima konsep
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sosial budaya dan kebijakan wyang telah

maritim yang dikembangkan.

sinergis dan 3.2 Mampu menganalisis dampak

terintegrasi sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yvang dipilih.

3.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam menghasilkan kebijak-
an terkait advokasi kebijakan
bidang sosial budaya maritim.

13. Analisis Isu-Isu 3 Kemampuan untuk| 5.1 Mampu merumuskan dan
Strategis Bidang So- memberikan mengembangkan inisiatif baru
sial Budava Maritim inisiatif baru dan dalam melakukan analisis isu-

menghasilkan isu strategis bidang sosial

rekomendasi tema budaya maritim.

isu utama dan 5.2 Mampu memilih dan me-

strategis bidang nentukan isu utama yang lebih

Sosial budaya strategis dan prioritas dengan

maritim mempertimbangkan berbagai
dampak dari aspek sosial,
budaya, politik dan keamanan.

3.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
sosial budaya maritim.

14. Analisis Pengem- 5 Kemampuan untuk| 5.1 Mampu mengembangkan kon-
bangan Sosial Bu- mengembangkan sep, teori, metode dan/atau
daya Maritim teori, konsep dan monitoring dan evaluasi ana-

menyusun rek- lisis pengembangan sosial bu-

omendasi serta daya maritim.

menjadi sumber 3.2 Mampu mengembangkan dan

rujukan utama da- menyusun rekomendasi dalam

lam merumuskan merumuskan analisis pen-

analisis pengem- gembangan sosial budaya mar-

bangan sosial bu- jtim.

daya maritim 3.3 Mampu menjadi sumber ru-
jukan utama (nasional] dalam
merumuskan analisis pen-
gembangan sosial budaya mar-
itim.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang
A. Pendidikan

Paling Rendah S-1/D-4, diuntamakan S-2 atan 5-3

2. Bidang Ilmu

Antropologi/ Politik/ Sosiologi/ lmu Sosial

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional
Thk. I [PIM T)
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2. Teknis

1. Pelatihan Ke-
budayaan
Masyarakat

2. Pelatihan Pening-
katan Kualitas
SDM Ke-
maritiman

3. Pelatihan An-
tropologi Maritim

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Hukum

2. Pelatihan Analis
Kebijakan

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
sosio-antropologi
secara kumulatif
paling singkat
selama 7 (tujuh) ta-
hun danfatau

2. Sedang atau pernah
menduduki JPT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama pal-
ing singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Utama Muda [IV/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas rekomendasi isu-isu strategis di bidang

sosio-antropologi

2. Kualitas rekomendasi kebijakan penyelesaian isu-

isu strategis di bidang sosio-antropologi
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Nama Jabatan : Btaf Ahli Bidang Ekonomi Maritim
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi
Kode Jabatan : 1-02-04-10-00-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada
Menteri Koordinator sesuai keahliannya di bidang Ekonomi

Maritim.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 5 Mampu menjadi 3.1. Mempertahankan tingkat
role model dalam standar keadilan dan etika
penerapan standar yang tinggi dalam perkataan
keadilan dan ctika dan tindakan sehari-hari yang
di tingkat nasional dipatuhi oleh seluruh
pemangku kepentingan pada
lingkup instansi VAang

dipimpinnya.

5.2. Menjadi role model/keteladan-
an dalam penerapan standar
keadilan dan etika yvang tinggi
di tingkat nasional.

5.3. Membuat konsep kebijakan
dan strategi penerapan sikap
integritas dalam pelaksanaan
tugas dan norma-norma yang
sejalan dengan nilai strategis

OTrEANisasi.

2. Kerjasama 5 Menciptakan 5.1. Menciptakan hubungan kerja
situasi kerja sama vang konstruktif dengan me-
secara konsisten, nerapkan  norma ctos/nilai-
baik di dalam mau- nilai kerja yang baik di dalam

dan di luar organisasi;

pun di luar instansi
meningkatkan produktivitas

dan menjadi panutan dalam

organisasi.
5.2. Becara  konsisten  menjaga
sinergi Aagar pemanghku

kepentingan dapat bekerja
sama dengan orang di dalam
maupun di har organisasi.

5.3, Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumber daya
dari berbagai pemangku ke-
pentingan untuk tujuan
bangsa dan negara.
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3. Komunikasi

Menggagas sistem
komunikasi yvang
terbuka secara
strategis untuk
mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja

3.2,

5.3

. Menghilangkan hambatan ko-

munikasi, mampu berkom-
unikasi dalam isu-isu na-
sional yang memiliki resiko
tinggi, menggalang hubungan
dalam skala strategis di ting-
kat nasional.

Menggunakan saluran komu-
nikasi formal dan nonformal
guna mencapai kescpakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat instansi/na-
sional.

Menggagas sistem komunikasi
dengan melibatkan pemanghku
kepentingan secjak dini untuk
mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di ting-
kat instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

3.3

. Memastikan kualitas sesuai

standar dan keberlanjutan
hasil kerja organisasi yang
memberi kontribusi pada pen-
capaian target prioritas na-
sional.

. Memastikan tersedianya sum-

ber daya organisasi untuk
menjamin tercapainya target
prioritas instansi/nasional.
Membuat kebijakan  untuk
menerapkan metode kerja
yang lebih efektif-efisien da-
lam mencapai tujuan prioritas
nasional.

3. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pela-
yvanan publik yang
menjamin terse-
lenggaranya pela-
yvanan publik yang
objektif, netral,
tidak memihal,
tidak diskriminatif,
serta tidak ter-
pengarnih kepent-
ingan pribadi/ke-
lompok/partai poli-
tik

3.2,

. Mampu

menciptakan ke-
bijakan pelayanan publik yvang
menjamin terselengegaranya
pelayanan publik yang objek-
tif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompolk/partai poli-
tik.

Menginternalisasikan nilai
dan semangat pelayanan pub-
lik yang mengikuti standar ob-
jektif, netral, tidak memihal,

tidak diskriminatif, trans-
paran, tidak terpengaruh
kepentingan pribadifke-

lompok kepada setiap individu
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3.3

di lingkungan
sional.

instansi/na-

Menjamin terselenggaranya
pelayanan publik yang objek-
tif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pri-
badi/kelompolk / partai politik.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi
untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar secara
berkelanjutan da-
lam rangka men-
dukung pencapaian

3L

3.2,

Menciptakan  situasi yang
mendorong indiwvidu, ke-
lompok, wunit kerja wuntuk
mengembanghkan kemampuan
belajar secara berkelanjutan
di tingkat instansi.

Merckomendasikan / memberi-
kan penghargaan bagi upaya
pengembangan yvang berhasil,
memastikan dulkungan bagi
orang lain dalam mengem-
bangkan kemampuan dalam
unit kerja di tingkat instansi.

5.3. Memberikan inspirasi kepada
individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan
dalam penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Perubahan Memimpin, meng- | 3.1. Membuat kebijakan  yang
galang dan meng- mendorong perubahan yang
geraklan berdampak pada pencapaian
dukungan sAsAran prioritas nasional.
pemangku kepent- 5.2. Menggalang dan menggerak-
ingan untuk men- MEAT dUH:IJ.JI'IgElI] para pemang-
jalanlan peru- ku kepentingan untuk meng-
bahan secara implementasikan perubahan

R yang telah ditetapkan.

:;:jljkiﬁil_nan pada 5.3. Secara berkelanjutan, mencari
B} . cara-cara baru untuk mem-
BtanEL/ nasana] beri nilai tambah bagi peru-
bahan yang tengah dijalankan
agar memberi manfaat yang
lebih besar bagi para

pemangku kepentingan.

8. Pengambilan Kepu- Menghasilkan so- 5.1. Menghasilkan solusi yang

tusan lusi dan mengam- dapat mengatasi permasala-
bil keputusan un- han jangka panjang.
tuk mengatasi per- | 5.2. Menghasilkan solusi strategis
masalahan jangka vang berdampak pada tataran
panjang, strategis, instansi/nasional.
berdampak 5.3. Membuat keputusan atau ke-
nasional bijakan yang berdampak na-

sional dengan memitigasi
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risiko yang mungkin timbul

IB. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa 5 Wakil pemerintah | 3.1. Menjadi  wakil pemerintah
untuk membangun yang mampu membangun
hubungan sosial hubungan sosial psikologis
psikologis dengan masyarakat schingga

menciptakan kelekatan yang
kuat antara ASN dan para
pemangku kepentingan serta
diantara para pemanghku
kepentingan itu sendiri.

5.2. Mampu mengkomunikasikan
dampak risiko yang teridentif-
ikasi dan merckomendasikan
tindakan korektif berdasarkan
pertimbangan perbedaan latar
belakang, agama/kepercaya-
an, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik un-
tuk membangun hubungan
jangka panjang.

5.3. Mampu membuat kebijakan
yang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agama
fkepercayaan, suku, gender,
sosial echkonomi, preferensi
politik yang berdampak positif
seccara nasional.

C. Teknis
10. Advokasi Kebijakan 5 Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan
Bidang Kemaritiman mengembangkan konsep dan advokasi
dan Investasi konsep, teori, ke- kebijakan bidang kemaritiman
bijakan advokasi dan investasi serta
kebijakan bidang meyakinkan stakeholder agar
kemaritiman dan dapat menerima konsep dan
investasi yang kebijakan  yang telah  di-
sinergis dan terin- kembangkan.
tegrasi 5.2 Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yang dipilih.

5.3 Mampu menjadi sumber
nijukan utama [nasional)
dalam menghasilkan kebijak-
an terkait advokasi kebijakan
bidang kemaritiman dan
investasi.

11. Analisis Isu-lsu & Kemampuan untuk| 2.1 Mampu merumuskan dan
Strategis Bidang Ke- memberikan mengembangkan inisiatif baru
inisiatif baru dan dalam melakukan analisis isu-
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maritiman dan Inves-
tasi

menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
kemaritiman dan
investasi

3.2

3.3

isu strategis bidang |hke-
maritiman dan investasi.

Mampu memilih dan
menentukan isu utama yvang
lebih strategis dan prioritasi

dengan mempertimbangkan
berbagai dampak dari aspek
sosial, budaya, politik dan
keamanan.

Mampu menjadi sumber
nijukan utama (nasional)

dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
kemaritiman dan investasi.

12. Advokasi Kebijakan
Bidang Ekonomi Mar-
itim

Kemampuan untuk
mengembangkan
konsep, teori,
kebijakan advokasi
kebijakan bidang
elkonomi maritim
yang sinergis dan
terintegrasi

3.1

3.2

3.3

Mampu mengembangkan kon-
sep dan advokasi kebijakan
bidang ekonomi maritim serta
meyakinkan stakeholder agar
dapat menerima konsep dan
kebijakan wyang telah di-
kembangkan.

Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan

yang dipilih.
Mampu menjadi sumber
rujukan utama (nasional)

dalam menghasilkan kebija-
kan terkait advokasi kebijakan
bidang ekonomi maritim.

13. Analisis Isu-Isu
Strategis Bidang
Ekonomi Maritim

Kemampuan untuk
memberikan
inisiatif baru dan
menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
Ekonomi maritim

3.1

3.2

5.3

Mampu merumuskan dan
mengembangkan inisiatif baru
dalam melakukan analisis isu-
isu strategis bidang ekonomi
maritim.

Mampu memilih dan me-
nentukan isu utama yang
lebih strategis dan prioritas
dengan mempertimbangkan
berbagai dampak dari aspek
sosial, budaya, politik dan
keamanan.

Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
ckonomi maritim.
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bangan Ekonomi
Maritim

14. Analisis Pengem- 3

Kemampuan untuk
mengembangkan
teori, konsep dan
menyusun rek-
omendasi serta
menjadi sumber
rujukan utama da-
lam merumuskan
analisis pengem-
bangan ekonomi
maritim

3.1

5.2

Mampu mengembangkan kon-
sep, teori, metode dan/fatau
monitoring dan evaluasi ana-
lisis pengembangan eckonomi
maritim.

Mampu mengembangkan dan
menyusun rekomendasi dalam
merumuskan analisis pen-
gembangan ckonomi maritim.

5.3 Mampu menjadi sumber r-

jukan utama (nasional) dalam
merumuskan analisis
pengembangan ekonomi mari-
tim.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak Perlu

Penting

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan

2. Bidang Ilmu

Ekonomi

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional
Th. I [PIM I}

1. Pelatihan

B. Pelatihan
2. Teknis

Pengembangan
Ekonomi Maritim

. Pelatihan Local

Economic Re-
gional Develop-
ment (LERD)

. Pelatihan

Ekonomi Makro

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

Hukum

. Pelatihan Analis

Kebijakan

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengala-

man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
ekonomi maritim
secara kumulatif
paling singkat
selama 7 (tujuh) ta-
hun dan/fatau

. Sedang atau pernah

menduduki JPT
pratama atau JF jen-
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jang ahli utama pal-
ing singkat 2 [dua)
tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Utama Muda [IV/c)

1. Kualitas rekomendasi isu-isu strategis di bidang
clkonomi maritim

2. Kualitas rekomendasi kebijakan penyelesaian isu-
isu strategis di bidang ekonomi maritim

E. Indikator Kinerja Jabatan
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: Btaf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas
: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

: Kemaritiman dan Investasi
: 1-02-04-11-00-000

JABATAN PIMPINAN

TINGGI MADYA

L

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Staf Ahli Bidang Manajemen Konecktivitazs mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada
Menteri Koordinator sesuai keahliannya di bidang Manajemen
Konektivitas

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Level |

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1.

Integritas

Mampu menjadi
role model dalam
penerapan standar
keadilan dan etika
di tingkat nasional

1.

3.2,

3.3

Mempertahankan tinghkat
standar keadilan dan etika
yang tinggi dalam perkataan
dan tindakan sehari-hari yang
dipatuhi oleh seluruh
pemangku kepentingan pada
lingkup instansi wyang di-
pimpinnya.

Menjadi role model/keteladan-
an dalam penerapan standar
keadilan dan etika yvang tinggi
di tingkat nasional.

Membuat konsep kebijakan
dan strategi penerapan sikap
integritas dalam pelaksanaan
tugas dan norma-norma yang
sejalan dengan nilai strategis
organisasi.

2. Kerjasama

Menciptakan
situasi kerja sama
sccara konsisten,
baik di dalam mau-
pun di luar instansi

3.1,

3.2,

3.3

Menciptakan hubungan kerja
yang konstruktif dengan men-
erapkan norma/ etos / nilai-
nilai kerja yang baik di dalam
dan di luar organisasi;
meningkatkan produktivitas
dan menjadi panutan dalam
organisasi.

Secara konsisten menjaga si-
nergi agar pemangku kepent-
ingan dapat bekerja sama
dengan orang di dalam mau-
pun di luar organisasi.
Membangun hkonsensus un-
tuk menggabungkan sum-
berdaya dari berbagai
pemangku kepentingan untuk
tujuan bangsa dan negara.

3. Komunikasi

Menggagas sistem
komunikasi yvang
terbuka sccara
strategis untuk
mencari solusi
dengan tujuan

meningkatkan

a.1.

Menghilangkan hambatan ko-
munikasi, mampu berkomu-
nikasi dalam isu-isu nasional
yang memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan dalam
skala strategis di tingkat na-
sional.
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kinerja

3.2,

3.3

Menggunakan saluran komu-
nikasi formal dan nonformal
guna mencapai kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat instansi
Jfnasional.

Menggagas sistem komuni-
kasi dengan melibatkan
pemangku kepentingan sejak
dini wuntuk mencari solusi
dengan tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat instansi
Jfnasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

3.

3.2,

3.3

—

. Memastikan kualitas

sesuai
standar dan keberlanjutan
hasil kerja organisasi yang
memberi kontribusi pada pen-
capaian target prioritas na-
sional.

Memastikan tersedianya sum-
ber daya organisasi untuk
menjamin tercapainya target
prioritas instansi/nasional.
Membuat kebijakan untuk
menerapkan metode kerja
yang lebih efektif-efisien da-
lam mencapai tujuan prioritas
nasional.

5. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pela-
yanan publik yang
menjamin
tersclenggaranya
pelayanan publik
vang objektif, ne-
tral, tidak mem-
ihak, tidak diskrim-|
inatif, serta tidak
terpengarh
kepentingan
pribadifke-
lompok/partai poli-
tik

3.

3.2,

3.3

1.

Mampu menciptakan ke-
bijakan pelayanan  publik
yang menjamin terseleng-
garanya pelayanan publik
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ ke-
lompok/ partai politik.
Menginternalisasikan nilai
dan semangat pelayanan pub-
lik yvang mengilkuti standar ob-
jektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, trans-
paran, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ ke-
lompok kepada setiap individua
di lingkungan instansi/na-
sional.

Menjamin terselenggaranya
pelayanan publik yang objek-
tif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta tidak
terpengarih kepentingan
pribadi/ kelompolk /partai poli-
tilk.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi

3.

—

. Menciptakan

situasi yang
mendorong individu, ke-
lompok, wunit kerja untuk
mengembangkan kemampuan
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untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar secara
berkelanjutan da-
lam rangka men-
dukung pencapaian

3.2,

3.3,

belajar secara berkelanjutan
di tingkat instansi.
Merekomendasikan / mem-
berikan penghargaan bagi
upaya pengembangan yang
berhasil, memastikan du-
kungan bagi orang lain dalam
mengembangkan kemampuan
dalam unit kerja di tingkat in-
stansi.

Memberikan inspirasi kepada
individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan
dalam penerapan di tingkat
instansi.

7. Mengelola Perubahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
geraklkan
dukungan
pemangku kepent-
ingan untuk men-
jalankan peru-
bahan secara
berkelanjutan pada
tingkat in-
stansi/nasional

3.1

3.2,

3.3

Membuat kebijakan VaNng
mendorong perubahan yang
berdampak pada pencapaian
sasaran prioritas nasional.

Menggalang dan menggerak-
kan dukungan para
pemangku kepentingan untuk
mengimplementasikan peru-
bahan yang telah ditetapkan.
Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara baru untuk mem-
beri nilai tambah bagi peru-
bahan yang tengah dijalankan
agar memberi manfaat yang

tusan

Iusi dan mengambil
keputusan untuk
mengatasi perma-
salahan jangka
panjang/ strategis,
berdampak
nasional

3.2,

3.3

lebih besar bagi para
pemangku kepentingan.
8. Pengambilan Kepu- Menghasilkan so- 5.1. Menghasilkan  solusi  yang

dapat mengatasi permasala-
han jangka panjang.
Menghasilkan solusi strategis
yang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan yang berdampak na-
sional dengan memitigasi
risiko yang mungkin timbul.

IB. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk membangun
hubungan sosial
psikologis

3L

Menjadi wakil pemerintah
yang mampu membangun
hubungan sosial psikologis

dengan masyarakat sehingga
menciptakan kelekatan yang
kuat antara ASN dan para
pemangku kepentingan serta
diantara para pemangku
kepentingan itu sendiri.

3.2,

Mampu mengkomunikasikan
dampak risiko yang teridentif-
ikasi dan merckomendasikan
tindakan korektif berdasarkan
pertimbangan perbedaan latar
belakang, agama S le-
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3.3,

percayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk membangun hubungan
jangka panjang.

Mampu membuat kebijakan
yang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agama/ kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, prefer-
ensi politik yang berdampak
positif secara nasional.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Kemaritiman
dan Investasi

Kemampuan untuk
mengembangkan
konsep, teori,
kebijakan advokasi
kebijakan bidang
kemaritiman dan
investasi yang
sinergis dan
terintegrasi

3.1

3.2

3.3

Mampu mengembangkan
konsep dan advokasi
kebijakan bidang kemaritiman
dan investasi
meyakinkan stakeholder agar
dapat menerima konsep dan
kebijakan yang telah  di-
kembangkan.

Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yvang dipilih.

Mampu menjadi sumber
rijukan utama [nasional)
dalam menghasilkan kebijak-
an terkait advokasi kebijakan
bidang kemaritiman dan
investasi.

serta

11. Analisis Isu-Isu
Strategis Bidang Ke-
maritiman dan Inves-
tasi

Kemampuan untuk
memberikan
inisiatif baru dan
menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
kemaritiman dan
investasi

5.1

3.2

3.3

merumuskan dan
inisiatif
melakukan
strategis
kemaritiman dan

Mampu
mengembangkan
baru dalam
analisis isu-isu
bidang
investasi.
Mampu memilih dan
menentukan isu utama yang
lebih strategis dan prioritas
dengan mempertimbangkan
berbagai dampak dari aspek
sosial, budaya, politik dan
keamanan.

Mampu menjadi sumber
rujukan wutama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
kemaritiman dan investasi.

12. Advokasi Kebijakan
Bidang Manajemen
Konektivitas

Kemampuan untuk
mengembangkan
konsep, teori,
kebijakan advokasi
kebijakan bidang
Mmanajemen
konektivitas yang
sinergis dan

3.1

Mampu mengembangkan
konsep dan advokasi
kebijakan bidang manajemen
konektivitas serta meyakin-
kan stakeholder agar dapat
menerima konsep dan
kebijakan Yang telah
dikembangkan.
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terintegrasi

5.2 Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yang dipilih.

5.3 Mampu menjadi sumber
rujukan wutama [nasional)
dalam menghasilkan ke-
bijakan terkait advokasi
kebijakan bidang manajemen
konektivitas.

13. Analisis Isu-lsu 3
Strategis Bidang Ma-
najemen Konektivitas

Kemampuan untuk
memberikan
inisiatif baru dan
menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
Manajemen
konektivitas

3.1 Mampu merumuskan dan
mengembangkan inisiatif baru
dalam melakukan analisis

isu-isu strategis bidang
manajemen konektivitas.
5.2 Mampu memilih dan

menentukan isu utama yang
lebih strategis dan prioritas
dengan mempertimbangkan
berbagai dampak dari aspek
sosial, budaya, polittk dan
keamanan.

5.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
manajemen konektivitas.

14. Analisis Pengem- 3
bangan Konecktivitas

Kemampuan untuk
mengembangkan
teori, konsep dan
menyusun rek-
omendasi serta
menjadi sumber
rujukan utama da-
lam merumuskan
analisis pengem-
bangan koneltivi-
tas

3.1 Mampu mengembangkan kon-
sep, teori, metode dan/atau
monitoring dan evaluasi ana-
lisis pengembangan konektivi-
tas.

5.2 Mampu mengembangkan dan
Menyusun rekomendasi dalam
merumuskan analisis pen-
gembangan konektivitas.

3.3 Mampu menjadi sumber ru-
jukan utama [nasional) dalam
merumuskan analisis
pengembangan konektivitas.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan
Mutlak Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 8-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Manajemen Transportasi/ Transportasi dan Logistik

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional
Thk. 1 ([PIM I}
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2. Teknis

1.

Pelatihan Mana-
jemen Konektivi-
tas

. Pelatihan Trans-

portasi dan
Logistik

. Pelatihan Publik

Private Partner-
ship

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

Hukum

. Pelatihan Analis

Kebijakan

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengala-

man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
manajemen
koncktivitas secara
kumulatif paling
singkat sclama 7
(tujuh) tahun
dan/atau

. Sedang atau pernah

menduduki JPT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama pal-
ing singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

) %

2.

Kualitas rckomendasi isu-isu strategis di bidang
manajemen konecktivitas

Kualitas rekomendasi kebijakan penyelesaian isu-]
isu strategis di bidang manajemen koncktivitas
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Nama Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi
Kode Jabatan : 1-02-04-02-00-000
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
kedaulatan maritim dan energi untuk menghasilkan
kebijakan bidang kedaulatan maritim dan energi vang efektif
dan efisien.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas ] Mampu menjadi 5.1. Mempertahankan tingkat stan-
role model dalam dar keadilan dan etika yang
penerapan standar tinggi dalam perkataan dan Tin-
keadilan dan ctika dakan schari-hari yang

dipatuhi oleh seluruh pe-
mangku kepentingan pada ling-
kup instansi yang dipimpinnya.

5.2. Menjadi role model/dketeladanan
dalam penerapan standar kead-
ilan dan etika yang tinggi di
tingkat nasional.

53.3. Membuat konsep kebijakan dan
strategi penerapan sikap integ-
ritas dalam pelaksanaan tugas
dan norma-norma yang scjalan
dengan nilai strategis organ-

di tingkat nasional

isasi.

2. Kerjasama 5 Menciptakan 3.1. Menciptakan hubungan kerja
situasi kerja sama yvang konstruktif dengan men-
secara konsisten, erapkan norma/etos/nilai-nilai
baik di dalam mau- kerja yang baik di dalam dan di

luar organisasi; meningkatkan
produktivitas dan menjadi pa-
nutan dalam organisasi.

5.2, Secara konsisten menjaga
sinergi agar pemangku kepent-
ingan dapat bekerja sama
dengan orang di dalam maupun
di luar organisasi.

3.3. Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumber daya
dari berbagai pemanghku
kepentingan untuk  tujuan
bangsa dan negara.

pun di luar instansil

3. Komunikasi 5 Menggagas sistemn | 3.1. Menghilangkan hambatan
komunikasi yang komunikasi, mampu berko-
terbuka secara muni-kasi dalam isu-isu na-
strategis untuk sional yang memiliki resiko
mencari solusi tinggi, menggalang hubungan
dengan tujuan dalam skala strategis di tingkat

nasional.
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meningkatkan
kinerja

3.2,

5.3.

Menggunakan saluran komuni-
kasi formal dan nonformal guna
mencapai kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan kinerja di
tingkat instansi/nasional.

Menggagas sistemm komunikasi
dengan melibatkan pemanghku
kepentingan secjak dini untuk
mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
muiu pencapaian
kerja organisasi

3.1.

3.2.

3.3

Memastikan kualitas sesuai
standar dan keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang memberi
kontribusi pada pencapaian
target prioritas nasional.
Memastikan tersedianya sum-
ber daya organisasi untuk men-
jamin tercapainya target priori-
tas instansi/nasional.
Membuat  kebijakan untuk
menerapkan metode kerja yang
lebih efelktif-efisien dalam men-
capai tujuan prioritas nasional.

3. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pela-
yvanan publik yang
menjamin terse-
lenggaran ya pela-
yanan publik yang
objektif, netral,
tidak memihalk,
tidak diskriminatif,
serta tidak ter-
pengaruh kepent-
ingan pribadi/ke-
lompok / partai poli-
tik

3.1.

3.2,

3.3.

Mampu menciptakan kebijakan
pelayanan publik yang menja-
min terselenggaranya pela-
yvanan publik yang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
fkelompok / partai politik.
Menginternalisasikan nilai dan
semangat pelayanan  publik
yvang mengikuti standar objek-
tif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan  pri-
badi/kelompok kepada setiap
individu di lingkungan in-
stansi/nasional.

Menjamin terselenggaranya pe-
layanan publik yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok/ partai politik

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi
untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar secara
berkelanjutan da-
lam ranghka men-
dulkung pencapaian

3.2,

. Menciptakan situasi yang men-

dorong individu, kelompok, unit
kerja untuk mengembangkan
kemampuan belajar secara
berkelanjutan di tingkat in-
stansi.

Merekomendasikan /memberi-
kan penghargaan bagi upayva
pengembangan yang berhasil,
memastikan  dukungan bagi
orang lain dalam mengem-
bangkan kemampuan dalam
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3.3.

unit kerja di tingkat instansi.
Memberikan inspirasi kepada
individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan
dalam penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
gerakkan
dulkungan
pemangku kepent-
ingan untuk men-
jalankan peru-
bahan secara
berkelanjutan pada
tinglkat in-
stansi/nasional

3.1.

5.2,

3.3.

Membuat kebijakan yang men-
dorong perubahan VANE
berdampak pada pencapaian
sasaran prioritas nasional.
Menggalang dan menggerakkan
dulkungan para pemanghku ke-
pentingan untuk mengimple-
mentasikan perubahan yang te-
lah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara baru untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan
yvang tengah dijalankan agar
memberi manfaat yvang lebih be-
sar bagi para pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Kepu-
usan

Menghasilkan so-
lusi dan mengam-
bil keputusan un-
tuk mengatasi per-
masalahan jangka
panjang/ strategis,
berdampak
nasional

5.1.

3.2,

3.3

Menghasilkan solusi yang dapat
mengatasi permasalahan jang-
ka panjang.

Menghasilkan solusi strategis
yvang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan wyang berdampak na-
sional dengan memitigasi risiko
yang mungkin timbul.

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk membangun
hubungan sosial
psikologis

a3.1.

5.2,

Menjadi wakil pemerintah yang
mampu membangun hubungan
sosial psikologis dengan mas-
yvarakat schingga menciptakan
kelekatan yang kuat antara ASN
dan para pemangku kepent-
ingan serta diantara para
pemangku kepentingan  itu
sendiri.

Mampu menghomunikasikan
dampak risiko yvang teridentifi-
kasi dan merekomendasikan
tindakan korektif berdasarkan
pertimbangan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mem-
bangun hubungan jangka pan-
jang.

3.3.

Mampu membuat kebijakan
yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agamaj ke-
percayaan, subu, gender, sosial
ekonomi, preferensi politik yvang
berdampak positif secara na-
sional.
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C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Kedaulatan
Maritim dan Energi

Kemampuan untuk
mengembangkan
konsep, teori,
kebijakan advokasi
kebijakan bidang
kedaulatan maritim|
dan energi yang
sinergis dan
terintegrasi

3.1 Mampu mengembangkan kon-
sep dan advokasi kebijakan
bidang kedaulatan maritim dan
energi serta meyakinkan
stakeholder agar dapat
menerima konsep dan kebijalk-
an yang telah dikembangkan.

3.2 Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yang dipilih.

3.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional) dalam
menghasilkan kebijakan terkait
advokasi kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan energi.

11. Pengendalian Ke-
bijakan Bidang Ked-
aulatan Maritim dan|
Energi

Kemampuan untuk
menghasilkan rek-
omendasi ke-
bijakan yang tepat
dan akurat ter-
hadap kebijakan
yvang scedang ber-
jalan serta mem-
berikan masukkan
perbaikan sistem
pengendalian ke-
bijakan bidang
kedaulatan maritim|
dan energi

5.1 Mampu memilih dan me-
nentukan rekomendasi kebijak-
an bidang kedaulatan maritim
dan energi yang paling tepat
dengan mempertimbangan
dampak sosial, politik, budaya,
dan keamanan.

3.2 Mampu mengembangkan kon-
sep dan teori dalam praktik pen-
gendalian  bidang kedaulatan
maritim dan energi  serta
mampil meyakinkan  stake-
holder agar dapat menerima
konsep dan teori yang telah
dikembangkan.

3.3 Mampu menjadi sumber ru-
jukan utama ([nasional] dalam
menghasilkan rekomendasi
pelak-sanaan kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan energi.

12. Analisis Isu-Isu
Strategis Bidang
Kedaulatan Maritim
dan Hulkum Laut

Kemampuan untuk
memberikan
inisiatif baru dan
menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
Kedaulatan
maritim dan
hukum laut

5.1 Mampu merumuskan dan
mengembangkan inisiatif barm
dalam melakukan analisis isu-
isu strategis bidang kedaulatan
maritim dan hukum lawut.

5.2 Mampu memilih dan me-
nentukan isu utama yang lebih
strategis dan prioritasi dengan
mempertimbangkan berbagai
dampak dari aspek =sosial,
budaya, politik, dan keamanan.

3.3 Mampu menjadi
rujukan utama [nasional)] dalam
merumuskan tema isu utama
dan strategis bidang kedaulatan
maritim dan hulkum laut.

sumber
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Wawasan Maritim

13. Analisis terhadap 5

Kemampuan untuk
mengembangkan

merumuskan dan
kebijakan

5.1 Mampu
mengembangkan

Strategis Bidang
Ketahanan dan Ked-
aulatan Energi

memberikan
inisiatif baru dan
menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
Ketahanan dan
kedaulatan energi

Indonesia dan menciptakan strategis untuk meningkatkan
inisiatif baru ke- wawasan maritim Indonesia
bijakan strategis scsuai dengan jati diri bangsa
untuk peningkatan hn:rd.a_sa.rl-r.an kerangka negara
wawasan ke- maritim.

. 3.2 Mampu merumuskan dan men-
maritiman dalam . R
ciptakan inisiatif barm |ke-
rangks pem- ) bijakan strategis untuk me-
bangunan nesional ningkatkan wawasan maritim
Indonesia sesuai dengan jati diri
bangsa berdasarkan kerangka
negara maritim.

3.3 Mampu menjadi sumber ru-
jukan utama ([nasional] dalam
implementasi kebijakan wawa-
san maritim Indoneiza dan pe-
mecahan masalah dalam pem-
bangunan nasional.

14. Analisis Isu-Isu 3 Kemampuan untuk| 5.1 Mampu merumuskan dan

mengembangkan inisiatif barm
dalam melakukan analisis isu-
isu strategis bidang ketahanan
dan kedaulatan energi.

3.2 Mampu memilih dan
nentukan isu utama yang lebih
strategis dan prioritas dengan
mempertimbangkan berbagai
dampak dari aspek sosial,
budaya, politik, dan keamanan.

3.3 Mampu menjadi
rujukan utama [nasional)] dalam
merumuskan tema isu utama
dan strategis bidang ketahanan
dan kedaulatan energi.

me-

sumber

Indonesia

15. Diplomasi Maritim 3

Kemampuan untuk
mengembanghkan
konsep, menguasai
geostrategi dalam
memperkuat geo-
politik Indonesia
dalam forum bilat-
eral dan global

5.1 Mampu memberikan rekomen-
dasi terhadap keberlangsungan
dan keselarasan kebijakan di-
plomasi  maritim Indonesia
dengan mempertimbangkan
asp-ek kekuatan, kelemahan,
peluang dan hambatan.

5.2 Mampu menterjemahkan dan
menseclaraskan kepentingan In-
donesia dengan ketentuan-ke-
tentuan dalam UNCLOS secara
cermat dan tepat.

5.3 Mampu melihat multidimensi
dan multisektor terkait dengan
kemaritiman, serta menguasai
pengetahuan kemaritiman da-
lam perspektif internasional
dan sengketa laut internasional.

ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu
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1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, dintamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan

2. Bidang llmu

Hukum/ Kelautan f Teknik Kelautan /Manajemen
Maritim / Administrasi Negara /Hubungan
Internasional / Teknik Pertambangan

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional
Th. I (FIM 1)

2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Hukum dan
Perjanjian Mari-
tHm

2. Pelatihan di Bi-
dang Keamanan
dan Ketahanan
Maritim

3. Pelatihan di Bi-
dang Delimitasi
Zona Maritim
dan Kawasan
Perbatasan

4. Pelatihan di Bi-
dang Navigasi
dan Keselamatan
Maritim

5. Pelatihan di Bi-
dang Energi

6. Pelatihan di Bi-
dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Kerjasama

3. Pelatihan
Perancang Pera-
turan PUU

4. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan bi-
dang kedaulatan
maritim dan en-
ergi/hulkum dan
perjanjian mari-
tim/keamanan dan
ketahanan mari-
tim/ delimitasi zona
maritim dan kawa-
san perbata-
san/naviga-si dan
kesclamatan mari-
tim/energi sccara
kumulatif paling
singkat selama 7
(tujuh) tahun
dan/atau

www.peraturan.go.id



s 2023, No.513

2. Bedang atau pernah
menduduki JPT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama pal-
ing singkat 2 [dua)
tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Utama Muda [IV/c)

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang kedaulatan maritim dan energi

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang kedau-
latan maritim dan energi

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang kedau-
latan maritim dan energi

E. Indikator Kinerja Jabatan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan
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: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
: Kemaritiman dan Investasi

: 1-02-04-03-00-000

JABATAN PIMPINAN

TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penectapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
dengan isu di bidang sumber daya maritim untuk menghasilkan
kebijakan bidang sumber daya maritim yang efektif dan efisien.

terkait

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Lewel | Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

5 Mampu menjadi role
model dalam penera-
pan standar keadi-
lan dan etika di ting-
kat nasional

3.1

3.2,

5.3

Mempertahankan tingkat
standar keadilan dan etika
yang tinggi dalam perkataan
dan tindakan schari-hari yang
dipatuhi oleh seluruh pe-
mangku kepentingan pada
lingkup instansi Vang
dipimpinnya.

Menjadi role model /keteladan-
an dalam penerapan standar
keadilan dan etika yvang tinggi
di tingkat nasional.

Membuat konsep kebijakan
dan strategi penerapan sikap
integritas dalam pelaksanaan
tugas dan norma-norma yang
sejalan dengan nilai strategis
organisasi.

2. Kerjasama

] Menciptakan situasi
kerja sama secara
konsisten, baik di
dalam maupun di
luar instansi

3.1

3.2,

5.3

5.4,

Menciptakan hubungan kerja
yang konstruktif dengan men-
erapkan norma etos fnilai-
nilai kerja yang baik di dalam
dan di luar organisasi;

Meningkatkan  produktivitas
dan menjadi panutan dalam

organisasi.
Secara konsisten menjaga
sinergi agar pemangku ke-

pentingan dapat bekerja sama
dengan orang di dalam mau-
pun di luar organisasi.
Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumberdaya
dari berbagai pemanghku ke-
pentingan untuk tujuan
bangsa dan negara.

3. Komunikasi

3 Menggagas sistem
komunikasi yang
terbuka secara strat-
egis untuk mencari

solusi dengan tujuan|

3.1

Menghilangkan hambatan ko-
munikasi, mampu berkomu-
nikasi dalam isu-isu nasional
yang memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan dalam
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meningkatkan
kinerja

3.2,

3.3

skala strategis di tingkat na-
sional.

Menggunakan saluran
komuni-kasi formal dan non-
formal guna mencapai kese-
pakatan dengan tujuan
meningkatkan kinerja di ting-
kat instansi/nasional.
Menggagas sistem  komu-
nikasi dengan melibatkan
pemangku kepentingan sejak
dini wuntuk mencari solusi
dengan tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat instansi/na-
sional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan mutu
pencapaian kerja or-
ganisasi

3.

3.2,

3.3,

1.

Memastikan kualitas sesuai
standar dan keberlanjutan
hasil kerja organisasi yang
memberi kontribusi pada pen-
capaian target prioritas na-
sional.

Memastikan tersedianya sum-
ber daya organisasi untuk
menjamin tercapainya target
prioritas instansi/nasional.
Membuat kebijakan untuk
menerapkan metode kerja
yang lebih efektif-efisien da-
lam mencapai tujuan prioritas
nasional.

5. Pelayanan Publik

Mampu memastikan
kebijakan pelayanan
publik yang menja-
min terseleng-
garanya pelayanan
publik yang objektif,
netral, tidak mem-
ihak, tidak diskrimi-
natif, serta tidak ter-
pengaruh kepent-
ingan pribadi/ke-
lompok / partai poli-
tik

3.

3.2,

3.3

1.

Mampu menciptakan ke-
bijakan pelayanan  publik
yang menjamin  terseleng-
garanya pela-yanan publik
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh ke-
pentingan  pribadi/kelompok
Jpartai politike.
Menginternalisasikan nilai
dan semangat pelayanan pub-
lik yang mengiluti standar ob-
jektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, trans-
paran, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ ke-
lompok kepada setiap individu
di lingkungan instansi/na-
sional.

Menjamin terselenggaranya
pelayanan publik yang objek-
tif, mnetral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pri-
badi/kelompolk/ partai politik

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menciptakan situasi
yvang mendorong or-
ganisasi untuk

3.

—

. Menciptakan

situasi yang
individu, ke-
kerja untuk

mendorong
lompok, wunit
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mengembanghkan ke-
mampuan belajar
secara berkelanjutan
dalam rangka men-
dulkung pencapaian

3.2,

mengembangkan kemampuan
belajar secara berkelanjutan
di tingkat instansi.
Merckomendasikan / mem-
berikan penghargaan bagi
upaya pengembangan yang
berhasil, memastikan du-
kungan bagi orang lain dalam
mengembangkan kemampuan
dalam unit kerja di tingkat in-
stansi.

. Memberikan inspirasi kepada

individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan
dalam penerapan di tinghkat
instansi.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin, mengga-
lang dan menggerak-
kan dukungan
pemangku kepent-
ingan untuk men-
jalankan perubahan
secara berkelanjutan
pada tingkat in-
stansi/nasional

3.1.

3.2,

3.3

Membuat  kebijakan YANE
mendorong perubahan yang
berdampak pada pencapaian
sAsAran prioritas nasional.
Menggalang dan menggerakan
dukungan para pemanghku
kepentingan untuk mengim-
plementasikan perubahan
yvang telah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, men-
cari cara-cara bamu untuk
memberi nilai tambah bagi pe-
rubahan yang tengah dijalan-
kan agar memberi manfaat
yang lebih besar bagi para
pemangku kepentingan.

8. Pengambilan Kepu-
tusan

Menghasilkan solusi
dan mengambil
keputusan untuk
mengatasi permasa-
lahan jangka pan-
jang/strategis,
berdampak
nasional

3.1

3.2,

3.3

Menghasilkan solusi  yang
dapat mengatasi permasalah-
an jangka panjang.
Menghasilkan solusi strategis
yang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan yang berdampak na-
sional dengan memitigasi
risiko yang mungkin timbul.

IB. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk membangun
hubungan sosial
psikologis

3.1,

3.2,

Menjadi wakil pemerintah
yang mampu membangun
hubungan sosial psikologis

dengan masyarakat sehingga
menciptakan kelekatan yang
kuat antara ASMN dan para
pemangku kepentingan serta
diantara para pemangku
kepentingan itu sendiri.

Mampu mengkomunikasikan
dampak risiko yang teridentif-
ikasi dan merckomendasikan
tindakan korektif berdasar-
kan pertimbangan perbedaan
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latar belakang, agama/ke-
percayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi poli-
tik untuk membangun hub-
ungan jangka panjang.

5.3. Mampu membuat kebijakan
yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agama/ kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik yang berdampak
positif secara nasional.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Sumber
Daya Maritim

Kemampuan untuk
mengembanghkan
konsep, teori,
kebijakan advokasi
kebijakan bidang
sumber daya mari-
tim yang sinergis
dan terintegrasi

3.1 Mampu mengembangkan kon-
sep dan advokasi kebijakan
bidang sumber daya maritim
serta meyakinkan stakeholder
agar dapat menerima konsep
dan kebijakan yang telah
dikembangkan.

5.2 Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya, dan
keamanan atas opsi kebijakan

yang dipilih.
5.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)

dalam menghasilkan kebijak-
an terkait advokasi kebijakan
bidang sumber daya maritim.

11. Pengendalian Ke-
bijakan Bidang
Sumber Daya Mari-
tim

Kemampuan untuk
menghasilkan rek-
omendasi kebijakan
yang tepat dan aku-
rat terhadap ke-
bijakan yang sedang
berjalan serta mem-
berikan masukkan
perbaikan sistem
pengendalian ke-
bijakan bidang sum-
ber daya maritim

3.1 Mampu memilih dan me-
nentukan rekomendasi ke-
bijakan bidang sumber daya
maritim yang paling tepat den-
gan mempertimbangkan dam-
pak sosial, politik, budaya dan
keamanan.

5.2 Mampu mengembangkan kon-
sep dan teori dalam praktik
pengendalian bidang sumber
daya maritim serta mampu
meyakinkan stakeholder agar
dapat menerima konsep dan
teori vang telah dikem-
bangkan.

5.3 Mampu menjadi sumber ruju-
kan utama (nasional] dalam
menghasilkan rekomendasi
pe-laksanaan kebijakan bi-
dang sumber daya maritim.
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12. Analisis Isu-Isu
Strategis Bidang
Sumber Daya Mari-
tim

Kemampuan untuk
memberikan inisiatif|
baru dan
menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
Sumber daya
maritim

5.1 Mampu merumuskan dan
mengembangkan inisiatif bara
dalam melakukan analisis isu-
isu strategis bidang sumber
daya maritim.

5.2 Mampu memilih dan me-
nentukan isu utama yang
lebih strategis dan prioritas
dengan mempertimbangkan
berbagai dampak dari aspek
sosial, budaya, politik, dan

keamanan.
5.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)

dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
sumber daya maritim.

13. Analisis Penataan
Ruang Laut dan
Wilayah Perikanan

Kemampuan untuk
mengembanghkan te-
ori, konsep dan me-
nyusun rekomendasi
serta menjadi sum-
ber mujukan utama
dalam merumuskan
analisis penataan
ruang laut dan wila-
yvah perikanan

3.1 Mampu mengembangkan kon-
sep, teori, metode dan/atau
monitoring dan evaluasi ana-
lisis penataan ruang laut dan
wilayah perikanan.

5.2 Mampu mengembangkan dan
menyusun rekomendasi dalam
merumuskan analisis pena-
taan ruang laut dan wilayah
perikanan.

5.3 Mampu menjadi sumber -
jukan utama [nasional] dalam
merumuskan analisis pena-
taan ruang laut dan wilayah
perikanan.

14. Analisis Pengelolaan
Sumber Daya
Kelautan dan Peri-
kanan

Kemampuan untuk
mengembanghkan te-
ori, konsep dan me-
nyusun rekomendasi
serta menjadi sum-
ber rujukan utama
dalam merumuskan
analisis pengelolaan
sumber daya kelau-
tan dan perikanan

5.1 Mampu mengembangkan kon-
sep, teori, metode dan/atau
monitoring dan evaluasi ana-
lisis pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan.

5.2 Mampu mengembangkan dan
menyusun rekomendasi dalam
merumuskan analisis penge-
lolaan sumber daya kelautan
dan perikanan.

5.3 Mampu menjadi sumber -
jukan utama [nasional] dalam
merumuskan analisis penge-
lolaan sumber daya kelautan
dan perikanan.

15. Analisis Pengem-
bangan Industriali-
sasi dan Pening-
katan Daya Saing
Sumber Daya
Kelautan dan Peri-
kanan

Kemampuan untuk
mengembanghkan te-
ori, konsep dan me-
nyusun rekomendasi
serta menjadi sum-
ber mujukan utama
dalam merumuskan
analisis pengem-

5.1 Mampu mengembangkan kon-
sep, teori, metode dan/atau
monitoring dan evaluasi ana-
lisis pengembangan industrial-
isasi dan peningkatan daya
saing sumber daya kelautan
dan perikanan.
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bangan industriali- 5.2 Mampu mengembangkan dan

sasi dan pening-
katan daya saing
sumber daya kelau-
tan dan perikanan

menyusun rekomendasi dalam
merumuskan analisis pen-
gembangan industrialisasi dan
peningkatan daya saing sum-
ber daya kelautan dan peri-
kanan.

5.3 Mampu menjadi sumber -

jukan utama [nasional] dalam
merumuskan analisis pengem-
bangan industrialisasi dan
peningkatan daya saing sum-
ber daya kelautan dan peri-
kanan.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak Penting | Perlu

A. Pendidikan

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

2. Bidang Ilmu

Kelautan /Perikanan /Manajemen Sumberdaya
Perairan (Perikanan) /Teknologi Kelautan /llmu
Kelautan dan Perikanan/fAdministrasi
Kemaritiman/ Kebijakan Publik

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Thk. 1
(PIM I}

2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Ruang Laut dan
Pesisir

2. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Perikanan
Tangkap

3. Pelatihan di Bi-
dang Pengem-
bangan Peri-
kanan Budidaya

4. Pelatihan di Bi-
dang Peningkatan
Daya Saing

3. Pelatihan di Bi-
dang Hilirisasi
Sumber Daya
Maritim

6. Pelatihan di Bi-
dang Analisis dan
Ewaluasi Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Kerjasama

3. Pelatihan
Perancang Pera-
turan PULU

4. Pelatihan Analis
Hukum
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C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pen-
galaman Jabatan
dalam bidang tu-
gas yvang terkait
dengan sumber
daya mari-
tim/ pengelolaan
ruang laut dan
pesisir f pengel-
olaan perikanan
tangkap / pengem
bangan peri-
kanan budi-
daya/pening-
katan daya
saing/ hilirisasi
sumber daya
maritim, secara
kumulatif paling
singkat selama 7
(tujuh) tahun
dan fatau

2. Sedang atau
pernah
menduduki JPT
pratama atau JF
jenjang ahli
utama paling
singkat 2 (dua)
tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Utama Muda [IV/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang sumber

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang sumber

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang sumber daya maritim

daya maritim

daya maritim
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

: Kemaritiman dan Investasi

¢ 1-02-04-04-00-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yvang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi
untuk menghasilkan kebijakan bidang infrastruktur dan
transportasi yang efektif dan efisien.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 5 Mampu menjadi 3.1. Mempertahankan tingkat stan-
role model dalam dar keadilan dan etika yang
pencrapan standar tinggi dalam perkataan dan tin-
keadilan dan etika dakan sehari-hari yang dipatuhi
di tingkat nasional oleh seluruh pemangku kepent-

ingan pada lingkup instansi
yang dipimpinnya.

5.2. Menjadi role model/keteladanan
dalam penerapan standar kead-
ilan dan etika yang tinggi di
tingkat nasional.

5.3. Membuat konsep kebijakan dan
strategi penerapan sikap integ-
ritas dalam pelaksanaan tugas
dan norma-norma yang sejalan
dengan nilai strategis organ-
isasi.

2. Kerjasama 5 Menciptakan 5.1. Menciptakan hubungan kerja
situasi kerja sama yvang konstruktif dengan me-ne-
secara konsisten, rapkan norma/etos/fnilai- nilai
baik di dalam mau- kerja yang baik di dalam dan di
pun di luar instansi luar organisasi; meningkatkan

produktivitas dan menjadi pa-
nutan dalam organisasi.

5.2. Becara konsisten menjaga
sinergi agar pemangku kepent-
ingan dapat bekerja sama
dengan orang di dalam maupun
di luar organisasi.

5.3. Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumberdaya
dari berbagai pemangku ke-
pentingan untuk tujuan bangsa
dan negara.

3. Komunikasi 5 Menggagas sistern | 3.1. Menghilangkan hambatan ko-
komunikasi yang munikasi, mampu berkomumni-
terbuka secara kasi dalam isu-isu mnasional
strategis untuk vang memiliki resiko tinggi,
mencari sohisi menggalang hubungan dalam
dengan tujuan
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meningkatkan
kinerja

3.2.

5.3.

skala strategis di tingkat na-
sional.

Menggunakan saluran komuni-
kasi formal dan nonformal guna
mencapai kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan kinerja di
tingkat instansi/nasional.
Menggagas sistem komunikasi
dengan melibatkan pemanghku
kepentingan sejak dini untuk
mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
muiu pencapaian
kerja organisasi

5.2.

5.3.

. Memastikan

kualitas sesuai
standar dan keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang memberi
kontribusi pada pencapaian tar-
get prioritas nasional.

Memastikan tersedianya sum-
ber daya organizasi untuk men-
jamin tercapainya target priori-
tas instansi/nasional.

Membuat  kebijakan untuk
menecrapkan metode kerja yang
lebih efektif-efisien dalam men-
capai tujuan prioritas nasional.

3. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pela-
yanan publik yang
menjamin terse-
lenggaranya pela-
yvanan publik yang
objektif, netral,
tidak memihal,
tidak diskriminatif,
serta tidak ter-
pengaruh kepent-
ingan pribadi/ke-
lompok / partai poli-
tik

3.2.

3.3

. Mampu menciptakan kebijakan

pelayanan publik yang menja-
min terselenggaranya  pela-
yanan publik vang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Skelompok/ partai politik.
Menginternalisasikan nilai dan
semangat pelayanan  publik
yvang mengilkuti standar objek-
tif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan pri-
badi/kelompok kepada setiap
individu di lingkungan instansi
/nasional.

Menjamin terselenggaranya pe-
layanan publik yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok/ partai politik.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi
untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar secara
berkelanjutan da-

3.1.

3.2,

Menciptakan situasi yang men-
dorong individu, kelompolk, unit
kerja untuk mengembangkan
kemampuan  belajar secara
berkelanjutan di tingkat in-
stansi.

Merekomendasikan / memberi-
kan penghargaan bagi upaya
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lam ranghka men-
dulkung pencapaian

3.3.

pengembangan yang berhasil,
memastikan dukungan bagi
orang lain dalam mengem-
bangkan kemampuan dalam
umnit kerja di tingkat instansi.
Memberikan inspirasi kepada
individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan
dalam penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Peru-

bahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
gerakkan
dulkungan
pemangku kepent-
ingan untuk men-
jalankan peru-
bahan secara
berkelanjutan pada
tingkat in-
stansi/nasional

5.1.

3.2,

3.3

Membuat kebijakan yang men-
dorong perubahan yang ber-
dampak pada pencapaian sasa-
ran prioritas nasional.
Menggalang dan menggerakkan
dukungan para pemanghku
kepentingan untuk mengimple-
mentasikan perubahan yang te-
lah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara barm untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan
yang tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang lebih be-
sar bagi para pemangku kepent-
ingan.

8. Pengambilan Kepu-

tusan

Menghasilkan so-
lusi dan mengambil
keputusan untuk
mengatasi perma-
salahan janghka
panjang/ strategis,
berdampak
nasional

3.1.

5.2.

5.3.

Menghasilkan solusi yang dapat
mengatasi permasalahan jang-
ka panjang.

Menghasilkan solusi strategis
yvang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan yang berdampak nasi-
onal dengan memitigasi risiko
yang mungkin timbul.

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk membangun
hubungan sosial
psikologis

5.1.

3.2,

3.3,

Menjadi wakil pemerintah yang
mampu membangun hubungan
soaial psikologis dengan
masyarakat sehingga mencipta-
kan kelekatan yang kuat antara
ASN dan para pemanghkua
kepentingan serta diantara para
pemanghku kepentingan  itu
sendiri.

Mampu mengkomunikasikan
dampak risiko yang teridentifi-
kasi dan merekomendasikan
tindakan korcktif berdasarkan
pertimbangan perbedaan latar
belakang, agama,kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mem-
bangun hubungan jangka pan-
jang.

Mampu membuat kebijakan

www.peraturan.go.id




2023, No.513

-56-

yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agama /ke-
percayaan, suku, gender, sosial
eckonomi, preferensi politik yang
berdampak positif secara na-
sional.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan

Bidang Infra-

struktur dan Trans

portasi

Kemampuan untuk
mengembanghkan
konsep, teori,
kebijakan advokasi
kebijakan bidang
infrastruktur dan
transportasi yang
sinergis dan
terintegrasi

5.2

5.3

Mampu mengembangkan kon-
sep dan advokasi  kebijakan

bidang infrastruktur dan
transportasi serta meyakinkan
stakeholder Aagar dapat

menerima konsep dan kebijak-
an yang telah dikembangkan.
Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
vang dipilih.

Mampu menjadi sumber
rujukan utama (nasional) dalam
menghasilkan kebijakan ter-
kait advokasi kebijakan bidang
infrastruktur dan transportasi.

11. Pengendalian Ke-

bijakan Bidang In-

frastrukitur dan
Transportasi

Kemampuan untuk
menghasilkan rek-
omendasi ke-
bijakan yang tepat
dan akurat ter-
hadap kebijakan
yvang scedang ber-
jalan serta mem-
berikan masukkan
perbaikan sistem
pengendalian ke-
bijakan bidang in-
frastruktur dan
transportasi

5.2

5.3

Mampu memilih dan me-
nentukan rekomendasi kebijak-
an bidang infrastruktur dan
transportasi yvang paling tepat
dengan
dampak sosial, politik, budaya,
dan keamanan.

Mampu mengembangkan kon-
sep dan teori dalam praktik
pengendalian bidang
struktur dan transportasi serta
mampu meyakinkan stake-
holder agar dapat menerima
konsep dan teori yang telah
dikembangkan.

Mampu menjadi sumber ru-
jukan utama (nasional] dalam
menghasilkan rekomendasi
pelaksanaan kebijakan bidang
infrastruktur dan transportasi.

mempertimbangan

infra-

12. Analisis Isu-Isu

Strategis Bidang In-

frastrukiur dan
Transportasi

Kemampuan untuk
memberikan
inisiatif baru dan
menghasilkan
rekomendasi tema
isu utama dan
strategis bidang
Infrastruktur dan
transportasi

3.2

Mampu merumuskan dan men-
gembangkan inisiatif bam
dalam melakukan analisis isu-
isu strategis bidang
infrastruktur dan transportasi.

Mampu memilih dan me-
nentukan isu utama yang lebih
strategis dan prioritas dengan
mempertimbangkan berbagai
dampak dari aspek sosial,
budaya, politik, dan keamanan.
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5.3

Mampu menjadi sumber
mujukan utama (nasional) dalam
merumuskan tema isu utama
dan strategis bidang infra-

struktur dan transportasi.

13. Analisis Bidang In- Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan kon-
frastruktur mengembanghkan sep, teori, metode dan/atau
teori, konsep dan monitoring dan evaluasi analisis
menyusun rek- bidang infrastruktur.

omendasi serta 3.2 Mampu mengembangkan dan
menjadi sumber menyusun rekomendasi dalam
rujukan utama da- merumuskan analisis bidang

lam merumuskan infrastruktur.
analisis bidang in- [ 5.3 Mampu menjadi sumber -
frastruktur jukan utama (nasional] dalam
merumuskan analisis bidang

infrastrukur.

14. Analisis Bidang Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan kon-
Transportasi mengembangkan sep, teori, metode, dan/atau

teori, konsep dan monitoring dan evaluasi analisis

menyusun rek- bidang transportasi.

omendasi serta 5.2 Mampu mengembangkan dan

menjadi sumber menyusun rekomendasi dalam

rujukan utama da- merumuskan analisis bidang

lam merumuskan transportasi.

analisis bidang 5.3 Mampu menjadi sumber ru-

transportasi jukan utama [nasional] dalam
merumuskan analisis bidang
transportasi.

15. Analisis Pengem- Kemampuan untuk| 5.1 Mampu mengembangkan teori,
bangan Bidang In- mengembangkan konsep kebijakan, sistem pe-
dustri Maritim teori, konsep, ke- rencanaan, pelaksanaan, serta

bijakan evaluasi pengembangan bidang

perencanaan, industri maritim.

pelaksanaan dan 5.2 Mampu mengidentifikasi, meng-

evaluasi pengem- analisis, teori konsep, penyusu-

bangan hidang in- nan pcri:m:;naan. pclal-r.sanaa.n

dustri maritim. dan E‘.-'.EJ.LI.E.EII ;Elcngchﬂ.:ianga.n bi-
dang industri maritim secara

dan/fatau .

i i nasional.
engioordinas 3.3 Mampu menjadi sumber -

kan penyusunan
percncanaan,
pelaksanaan, dan
evaluasi pengem-
bangan bidang in-
dustri maritim

jukan utama [nasional] dalam
implementasi penyusunan pe-
rencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pengembangan bidang
industri maritim.
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[ll. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A Pendidikan Teknik Industri/Sistem dan Teknik Trans-

2. Bidang Ilmu portasi/Planologif Teknik sipil/ Teknik Ling-

kungan/ Kebijakan Publik

Pelatihan Kepemimpi-

1. Manajerial nan Nasional Tk. 1

[FIM I}

1. Pelatihan di Bi-
dang Infra-
struktur Dasar,
Ferkotaan, dan
Sumber Daya Air

2. Pelatihan di Bi-
dang Infra-
struktur Pengem-
bangan Wilayah

3. Pelatihan di Bi-
dang Infra-
struktur Konelk-
tivitas

4. Pelatihan di Bi-

B. Pelatihan dang Industri
Pendulkung Infra-
strultur

3. Pelatihan di Bi-
dang Industri
Maritim dan
Transportasi

6. Pelatihan di bi-
dang Analisis dan
Evaluasi Hulkum

3.Fungsional 1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Kerjasama

3. Pelatihan
Perancang Pera-
turan PULS

4. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengala-

man Jabatan dalam

bidang tugas yang
terkait dengan infra-
struktur dan trans-
portasifinfra-
struktur dasar,
perkotaan, dan
sumber daya air/in-

2. Teknis

frastruktur pengem-
bangan wilayah/in-
frastrukiur konelk-
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tivitas findustri pen-
dukung infra-
struktur findustri
maritim dan trans-
portasi, secara ku-
mulatif paling sing-
kat selama 7 (tujuh)
tahun dan/atau

2. Bedang atau pernah
menduduki JFT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama pal-
ing singkat 2 |dua)
tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Utama Muda [IV/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang infrastruktur dan transportasi

2. Kualitas analizis isu-isu strategis bidang infra-
struktur dan transportasi

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang infra-
struktur dan transportasi
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Nama Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolan Lingkungan dan
Kehutanan
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi
Kode Jabatan : 1-02-04-05-00-000
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolan Lingkungan dan Kehutanan
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penctapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian  pelaksanaan  kebijakan KementerianfLembaga
yang terkait dengan isu di bidang pengelolan lingkungan dan
kehutanan untuk menghasilkan kebijakan bidang pengelolan
lingkungan dan kehutanan yang efektif dan efisien.

II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 5 Mampu menjadi 3.1. Mempertahankan tingkat stan-
role model dalam dar keadilan dan etika yang
penerapan standar tinggi dalam perkataan dan tin-
keadilan dan etika dakan schari-hari yang di-
di tingkat nasicnal patuhi oleh seluruh pemanghku

kepentingan pada lingkup in-
stansi yang dipimpinnya.

5.2, Menjadi role modelketeladanan
dalam penerapan standar ke-
adilan dan etika yang tinggi di
tingkat nasional.

5.3. Membuat konsep kebijakan
dan strategi penerapan sikap
integritas dalam pelaksanaan
tugas dan norma-norma yang
scjalan dengan nilai strategis

Oorganisasi.

2. Kerjasama 5 Menciptakan 3.1. Menciptakan hubungan kerja
situasi kerja sama yang konstruktif dengan men-
secara konsisten, erapkan norma, etos fnilai-
baik di dalam mau- nilai kerja yvang baik di dalam

dan di luar organisasi;

53.2. Meningkatkan produktivitas
dan menjadi panutan dalam or-
EAnisasi.

53.3. Secara konsisten menjaga
sinergi agar pemanghku kepent-
ingan dapat bekerja sama
dengan orang di dalam maupun
di luar organisasi.

53.4. Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumberdaya
dari berbagai pemangku ke-
pentingan untuk tujuan
bangsa dan negara.

pun di luar instansil

3. Komunikasi 5 Menggagas sistem | 5.1. Menghilangkan hambatan
komunikasi vang komunikasi, mampu berkomu-
terbuka secara nikasi dalam isu-isu nasional
strategis untuk yvang memiliki resiko tinggi,
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mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja

3.2,

3.3

menggalang hubungan dalam
skala strategis di tingkat na-
sional.

Menggunakan saluran komuni-
kasi formal dan nonformal
guna mencapai kesepakatan
dengan tujuan meningkathkan
kinerja di tingkat instansi/na-
sional.

Menggagas sistemm komunikasi
dengan melibatkan pemanglu
kepentingan sejak dini untuk
mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di ting-
kat instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

5.1.

5.2.

3.3

Memastikan kualitas sesuai
standar dan keberlanjutan
hasil kerja organisasi yang
memberi kontribusi pada pen-
capaian target prioritas na-
sional.

Memastikan tersedianya sum-
ber daya organisasi untuk men-
jamin tercapainya target priori-
tas instansi/nasional.
Membuat kebijakan untuk me-
nerapkan metode kerja vang
lebih efektif-efisien dalam men-
capai tujuan prioritas nasional.

3. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pela-
yvanan publik yang
menjamin terse-
lenggaranya pela-
yanan publik yang
objektif, netral,
tidak memihal,
tidak diskriminatif,
serta tidak ter-
pengaruh kepent-
ingan pribadi/ke-
lompok partai poli-
tik

3.1.

3.2,

3.3.

Mampu menciptakan kebijakan
pelayanan publik yang menja-
min terselenggaranya pe-
layanan publik yang objebktif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok/ partai politik.
Menginternalisasikan nilai dan
semangat pelayanan  publik
yvang mengiluti standar objek-
tif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan  pri-
badi/kelompok kepada setiap
individu di lingkungan instansi
/nasional.

Menjamin terselenggaranya pe-
layanan publik yang objebktif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok/ partai politik.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi
untuk mengem-
bangkan kemam-

puan belajar secara

3.1.

Menciptakan situasi yang men-
dorong individu, kelompolk,
unit kerja untuk mengem-
bangkan kemampuan belajar
secara berkelanjutan di tingkat
instansi.
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berkelanjutan da-
lam rangka men-
dukung pencapaian

3.2,

5.3.

Merekomendasikan / memberi-
kan penghargaan bagi upaya
pengembangan yang berhasil,
memastikan dukungan bagi
orang lain dalam mengem-
bangkan kemampuan dalam
umnit kerja di tingkat instansi.

Memberikan inspirasi kepada
individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan
dalam penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
geraklkan
dulkungan
pemangku kepent-
ingan untuk men-
jalankan peru-
bahan secara
berkelanjutan pada
tinglkat in-
stansi/nasional

3.1.

3.2,

3.3.

Membuat kebijakan yang men-
dorong perubahan yang ber-
dampak pada pencapaian sasa-
ran prioritas nasional.
Menggalang dan menggerakkan
dukungan para pemangku
kepentingan untuk mengimple-
mentasikan perubahan yang
telah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara baru untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan
yvang tengah dijalankan agar

memberi manfaat wvang lebih
besar bagi para pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Kepu-
tusan

Menghasilkan so-
lusi dan mengamhil
keputusan untuk
mengatasi perma-
salahan janghka
panjang/ strategis,
berdampak
Nasional

3.1.

3.2,

3.3

Menghasilkan solusi  yang
dapat mengatasi permasalahan
jangka panjang.

Menghasilkan solusi strategis
yvang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan yang berdampak nasi-
onal dengan memitigasi risiko
yang mungkin timbul.

IB. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk membangun
hubungan sosial
Ipsikologis

3.1

3.2,

Menjadi wakil pemerintah
yang mampu membangun hu-
bungan sosial psikologis

dengan masyarakat sehingga
menciptakan kelekatan yang
kuat antara ASN dan para
pemangku kepentingan serta
diantara  para pemangku
kepentingan itu sendiri.

Mampu mengkomunikasikan
dampak risiko yang teridentif-
ikasi dan merekomendasikan
tindakan ko-rektif berdasar-
kan pertimbangan perbedaan
latar belakang, agama/ke-
percayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi poli-
tik untuk membangun hub-
ungan jangka panjang.
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5.3. Mampu membuat kebijakan
yang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agama
fhkepercayaan, suku, gender,
sosial ckonomi, preferensi
politik yang berdampak positif
secara nasional.

IC. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan
Bidang Pengelolaan mengembangkan konsep dan advokasi
Lingkungan dan Ke- konsep, teori, kebijakan bidang pengelolaan
hutanan kebijakan advokasi lingkungan dan kehutanan

kebijakan bidang serta meyakinkan stakeholder

pengelolaan agar dapat menerima konsep

lingkungan dan ke- dan kebijakan yvang telah di-

hutanan yang kembangkan.

sinergis dan 5.2 Mampu menganalisis dampak

terintegrasi sosial, politik, budava dan
keamanan atas opsi kebijakan
yang dipilih.

5.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama (nasional]
dalam menghasilkan kebijak-
an terkait advokasi kebijakan
bidang pengelolaan ling-
kungan dan kehutanan.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan untuk| 5.1 Mampu memilih dan me-
bijakan Bidang menghasilkan rek- nentukan rekomendasi  ke-
Pengelolaan Ling- omendasi ke- bijakan bidang pengelolaan
kungan dan Kehu- bijakan yang tcpat lingkungan dan kehutanan
tanan dan akurat ter- vang paling tecpat dengan

hadap kebijakan mempertimbangan dampak
vang sedang ber- sosial, politik, budaya dan
jalan serta mem- keamanan.
berikan masukkan | 5.2 Mampu mengembangkan
perbaikan sistem konsep dan teori dalam prak-
pengendalian ke- tik pengendalian  bidang
bijakan bidang pengelolaan lingkungan dan
pengelolaan ling- kehutanan scrta  mampu
kungan dan kehu- meyakinkan stakeholder agar
tanan dapat menerima konsep dan
teori  yang telah dikem-
bangkan.
5.3 Mampu menjadi sumber ru-

jukan utama [nasional)] dalam
menghasilkan rekomendasi
pelaksanaan kebijakan  bi-
dang pengelolaan lingkungan
dan kehutanan.
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12. Analisis Isu-lsu Kemampuan untuk| 5.1 Mampu merumuskan dan
Strategis Bidang memberikan mengembangkan inisiatif
Pengelolaan Ling- inisiatif baru dan baru dalam melakukan
kungan dan Kehu- menghasilkan rek- analisis isu-isu stratcgis
tanan omendasi tema isu bidang pengelolaan

utama dan lingkungan dan kehutanan.

strategis bidang 5.2 Mampu memilih dan

Pengelolaan menentukan isu utama yvang

lingkungan dan lebih strategis dan prioritas

kehutanan dengan mempertimbangkan
berbagai dampak dari aspek
sosial, budaya, politik, dan
keamanan.

3.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama (nasional]
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
pengelolaan lingkungan dan
kehutanan.

13. Analisis Pengelolaan Kemampuan untuk| 5.1 Mampu mengembanghkan
Lingkungan Hidup mengembangkan konsep, teori, metode
Secara Lestari teori, konsep dan dan/atau monitoring dan

menyusun rek- evaluasi analisis pengelolaan
omendasi serta ling-kungan hidup secara les-
menjadi sumber tari.

rujukan utama da- | 5.2 Mampu mengembangkan dan
lam merumuskan menyusun rekomendasi da-
analisis pengel- lam merumuskan analisis
olaan lingkungan pengelolaan lingkungan hidup
hidup secara lestari| secara lestari.

5.3 Mampu menjadi sumber ru-
jukan utama [nasional] dalam
merumuskan analisis pengel-
olaan lingkungan hidup
secara lestari.

14. Analisis Pengelolaan Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembanghkan
Kehutanan Berke- mengembangkan konsep, teori, metode, dan
lanjutan teori, konsep dan Jatau monitoring dan evaluasi

menyusun rek- analisis pengelolaan kehu-
omendasi serta tanan berkelanjutan.

menjadi sumber 5.2 Mampu mengembangkan dan
rujukan utama da- menyusun rekomendasi da-
lam merumuskan lam merumuskan analisis
analisis pengel- pengelolaan kehutanan
olaan kehutanan berkelanjutan.

berkelanjutan 5.3 Mampu menjadi sumber ru-

jukan utama [nasional] dalam
merumuskan analisis pengel-
olaan kehutanan berkelanju-
tan.
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15. Analisis Pe- 5
nanganan Permasa-
lahan Bidang Ling-
kungan dan Kehu-
tanan

Kemampuan untuk
mengembangkan
teori, konsep dan
menyusun rek-
omendasi serta
menjadi sumber
rujukan utama da-
lam merumuskan
analisis pe-
Nanganan perma-
salahan bidang
lingkungan dan ke-
hutanan

5.1

3.2

5.3

Mampu mengembangkan
konsep, teori, metode
dan/ataun monitoring dan

evaluasi analisis penanganan
permasalahan  bidang  ling-
kungan dan kehutanan.
Mampu mengembangkan dan
menyusun rekomendasi da-
lam merumuskan analisis pe-
nanganan permasalahan bi-
dang lingkungan dan kehu-
tanan.

Mampu menjadi sumber ru-
jukan utama [nasional] dalam
merumuskan  analisis  pe-
nanganan permasalahan  bi-
dang lingkungan dan kehu-
tanan.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3

A. Pendidikan

2. Bidang Ilmu

Ekonomi/Ilmu Kehutanan /Ilmu lingkungan f Teknik
Lingkungan / Hukum fKebijakan Publik

1. Manajerial

(PIM T

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk.

I

B. Pelatihan
2. Teknis

Lingkungan

kungan

Daerah Aliran

Daya Alam

Sampah dan
Limbah

1. Pelatihan di bidang
Flanologi Kehu-
tanan dan Tata

2. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Produk Kehutanan
dan Jasa Ling-

3. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan

Sungai dan Kon-
servasi Sumber

4. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan

3. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Perubahan Iklim
dan Kebencanaan

6. Pelatihan di Bi-
dang Analisis dan
Ewvaluasi Hulkum

3.Fungsional

Kebijakan

1. Pelatihan Analis

2. Pelatihan Analis
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Kerjasama

3. Pelatihan
Perancang Pera-
turan PUU

4. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman ¥
Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan bidang
Pengelolaan Ling-
kungan dan Kehu-
tanan/Planologi Ke-
hutanan dan Tata
Lingkungan / Pengel-
olaan Produk Kehu-
tanan dan Jasa Ling-
kungan / Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
dan Konservasi Sum-
ber Daya
Alam / Pengelolaan
Sampah dan
Limbah /Pengelolaan
Perubahan Iklim dan
Kebencanaan secara
kumulatif paling sing-
kat selama 7 [tujuh)
tahun dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki JPT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama paling
singlkat 2 [dua) tahun

D. Panghkat Paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c)

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang
pengelolaan lingkungan dan kehutanan

3. Kualitas rckomendasi kebijakan di bidang
pengelolaan lingkungan dan kehutanan

E. Indikator Kinerja Jabatan
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Nama Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi
Kode Jabatan : 1-02-04-06-00-000
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penectapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yvang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
untuk menghasilkan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif yang efektif dan efisien.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 5 Mampu menjadi 3.1. Mempertahankan tingkat stan-
role model dalam dar keadilan dan etika yang
pencrapan standar tinggi dalam perkataan dan tin-
keadilan dan etika dakan schari-hari yang dipatuhi

oleh seluruh pemanghku kepent-
ingan pada lingkup instansi
yang dipimpinnya.

5.2. Menjadi role model/keteladanan
dalam penerapan standar kead-
ilan dan etika yang tinggi di
tingkat nasional.

5.3. Membuat konsep kebijakan dan
strategi penerapan sikap integ-
ritas dalam pelaksanaan tugas
dan norma-norma yang secjalan
dengan nilai strategis organ-

di tingkat nasional

isasi.

2. Kerjasama 5 Menciptakan 5.1. Menciptakan hubungan kerja
situasi kerja sama yvang konstruktif dengan men-
secara konsisten, erapkan norma/etos/nilai-nilai
haik di dalam mau- kerja yang baik di dalam dan di

luar organisasi; meningkatlkan
produktivitas dan menjadi pa-
nutan dalam organisasi.

5.2. Becara konsisten menjaga
sinergi agar pemangku kepent-
ingan dapat beckerja sama
dengan orang di dalam maupun
di luar organisasi.

5.3. Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumber daya
dari berbagai pemanghku
kepentingan untuk tujuan
bangsa dan negara.

pun di luar instansil

www.peraturan.go.id



2023, No.513

-68-

3. Komunikasi

Menggagas sistem
komunikasi yang
terbuka secara
strategis untuk
mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1.

3.2.

5.3

Menghilangkan hambatan ko-
munikasi, mampu berkomuni-
kasi dalam isu-isu mnasional
yvang memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan dalam
skala strategis di tingkat na-
sional.

Menggunakan saluran komuni-
kasi formal dan nonformal guna
mencapai kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan kinerja di
tingkat instansi/nasional.

.Menggagas sistem komunikasi

dengan melibatkan pemanghku
kepentingan sejak dini untuk
mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
muiu pencapaian
kerja organisasi

5.1.

5.2.

5.3.

Memastikan kualitas sesuai
standar dan keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang memberi
kontribusi pada pencapaian tar-
get prioritas nasional.
Memastikan tersedianya sum-
ber daya organisasi untuk men-
jamin tercapainya target priori-
tas instansi/nasional;
Membuat kebijakan untuk men-
erapkan metode kerja yang lebih
efektif-efisien dalam mencapai
tujuan prioritas nasional.

3. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pela-
yanan publik yang
menjamin terse-
lenggaranya pela-
yvanan publik yang
objektif, netral,
tidak memihal,
tidak diskriminatif,
serta tidak ter-
pengaruh kepent-
ingan pribadi/ke-
lompok / partai poli-
tik

a3.1.

5.2.

3.3.

Mampu menciptakan kebijakan
pelayanan publik yang menja-
min terselenggaranya  pela-
yanan publik vang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok/ partai politik.
Menginternalisasikan nilai dan
semangat pelayanan  publik
yvang mengikuti standar ohjektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan pri-
badi/kelompok kepada setiap
individu di lingkungan instansi
/nasional.

Menjamin terselenggaranya pe-
layanan publik vang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok/ partai politik.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi

a3.1.

Menciptakan situasi yang men-
dorong individu, kelompok, unit
kerja untuk mengembangkan
kemampuan  belajar  secara

www.peraturan.go.id




-69-

2023, No.513

untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar secara
berkelanjutan da-
lam rangka men-
dukung pencapaian

3.2.

5.3.

berkelanjutan di
stansi.

tingkat in-

Merekomendasikan /memberi-
kan penghargaan bagi upaya
pen-gembangan yang berhasil,
memastikan dukungan bagi
orang lain dalam mengem-
bangkan kemampuan dalam
umnit kerja di tingkat instansi.
Memberikan inspirasi kepada
individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan da-
lam penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Perua-
bahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
geraklkan
dukungan
pemangku kepent-
ingan untuk men-
jalankan peru-
bahan secara
berkelanjutan pada
tingkat in-
stansi/nasional

5.1.

3.2,

3.3.

Membuat kebijakan yang men-
dorong perubahan YANE
berdampak pada pencapaian
sasaran prioritas nasional.
Menggalang dan menggerakkan
dulkungan para pemanghku
kepentingan untuk mengimple-
mentasikan perubahan yang te-
lah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara baru untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan
yvang tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang lebih be-
sar bagi para pemangku ke pent-
ingan.

8. Pengambilan Kepu-
tusan

Menghasilkan so-
hasi dan mengamhbil
keputusan untuk
mengatasi perma-
salahan jangka
panjang/ strategis,
berdampak
nasional

3.1

3.2,

5.3.

. Menghasilkan solusi yang dapat

mengatasi
jangka panjang.
Menghasilkan solusi strategis
yvang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

permasalahan

Membuat keputusan atau ke-
bijakan yang berdampak na-
sional dengan memitigasi risiko
yvang mungkin timbul.

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk membangun
hubungan sosial
psikologis

5.1.

3.2,

Menjadi wakil pemerintah yvang
mampu membangun hubungan
soaial paikologis dengan
masyarakat schingga mencip-
takan kelekatan yang kuat an-
tara ASN dan para pemangku
kepentingan serta diantara para

pemangku  kepentingan it
sendiri.
Mampu mengkomunikasikan

dampak risiko yvang teridentifi-
kasi dan merckomendasikan
tindakan korektif berdasarkan
pertimbangan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mem-
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3.3

bangun hubungan jangka pan-
jang.

Mampu membuat kebijakan
yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agama fke-
percayaan, suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi politik yang
berdampak positif secara na-
sional.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan kon-
Bidang Pariwisata mengembanghkan scp dan advokasi kebijakan
dan Ekonomi Kreatif konsep, teori, bidang pariwisata dan

kebijakan advokasi ekonomi kreatif serta

kebijakan bidang meyakinkan stakeholder agar

pariwisata dan dapat menerima konsep dan

ekonomi kreatif kehbijakan YENE telah

yang sinergis dan dikembangkan.

terintegrasi 5.2 Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yvang dipilih.

3.2 Mampu menjadi sumber
rijukan utama [nasional)
dalam menghasilkan kehija-
kan terkait advolkasi
kebijakan bidang pariwisata
dan ekonomi kreatif.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan untuk| 5.1 Mampu memilih dan me-
bijakan Bidang Pari- menghasilkan rek- nentukan rekomendasi kebija-
wisata dan Ekonomi omendasi ke- kan bidang pariwisata dan
Kreatif bijakan yang tepat ekonomi kreatif yang paling

dan akurat ter- tepat dengan mempertim-
hadap kebijakan bangan dampak sosial, politik,
yvang sedang ber- budaya, dan keamanan.

jalan serta mem- 5.2 Mampu mengembangkan kon-
berikan masukkan sep dan teori dalam praktik
perbaikan sistem pengendalian  bidang  pari-
pengendalian ke- wisata dan ckonomi kreatif
bijakan bidang pa- serta mampu  meyakinkan
riwisata dan stakeholder agar dapat
ekonomi kreatif mencrima konsep dan  teori

yvang telah dikembangkan.
5.2 Mampu menjadi sumber ru-

jukan utama [nasional] dalam
menghasilkan rekomendasi
pelaksanaan kebijakan bidang
pariwisata dan ckonomi kre-
atif.
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12. Analisis Isu-lsu Kemampuan untuk| 3.1 Mampu merumuskan dan
Strategis Bidang Pa- memberikan mengembangkan inisiatif baru
riwisata dan inisiatif baru dan dalam melakukan analisis
Ekonomi Kreatif menghasilkan isu-isu strategis bidang

rekomendasi tema pariwisata dan ckonomi

isu utama dan kreatif.

strategis bidang 5.2 Mampu memilih dan me-

Pariwizata dan nentukan isu utama  yang

ckonomi kreatif lebih strategis dan prioritas
dengan mempertimbangkan
berbagai dampak dari aspek
sosial, budaya, politik, dan
keamanan.

5.2 Mampu menjadi sumber
rijukan utama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
pariwisata dan ekonomi
kreatif.

13. Analisis Pengem- Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembanglkan
bangan Potensi In- mengembanghkan kon-sep, teori, metode
dustri Pariwisata teori, konsep dan dan/atau monitoring dan
dan Ekonomi Kreatif menyusun rek- evaluasi analisis pengem-

omendasi serta bangan potensi industri pari-
menjadi sumber wisata dan cekonomi kreatif.
rujukan utama da- | 5.2 Mampu mengembangkan dan
lam merumuskan Menyusun rekomendasi da-
analisis pengem- lam merumuskan analisis
bangan potensi in- pengembangan potensi indus-
dustri pariwisata tri pariwisata dan ckonomi
dan ekonomi kre- kreatif.
atif 5.3 Mampu menjadi sumber -
jukan utama [nasional) dalam
merumuskan analisis
pengembangan potensi indus-
tri pariwisata dan ekonomi
kreatif.

14. Analisis Akses Per- Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan kon-
modalan dan mengembanghkan sep, teori, metode dan/fatau
Kekayaan Intel- teori, konsep dan monitoring dan evaluasi ana-
ektual bidang Pari- menyusun rek- lisis akses permodalan dan
wisata dan Ekonomi omendasi serta kekayaan intelektual di  bi-
Kreatif menjadi sumber dang pariwisata dan ckonomi

rujukan utama da- kreatif.

lam merumuskan 5.2 Mampu mengembangkan dan
analisis akscs per- menyvusun rekomendasi  da-
modalan dan lam merumuskan analisis
kekayaan intel- akses permodalan dan
cktual di bidang kekayaan intelektual di bi-
pariwisata dan dang pariwisata dan ckonomi
ekonomi kreatif kreatif,

5.2 Mampu menjadi sumber -

jukan utama [nasional] dalam
merumuskan analisis akses
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permodalan dan kekayaan in-
telektual di bidang pariwisata
dan ckonomi kreatif.

pelaksanaan, dan

15. Analisis Pengem- Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan te-
bangan Sumber mengembangkan ori, konsep kebijakan, sistem
Daya Manusia Pari- teori, konsep, ke- perencanasan, pelaksanaan,
wisata dan Ekonomi bijakan serta evaluasi pengembangan
Kreatif pErenCanaarn, bid.:n.n.g sumber dayva ma.nuaia

pelaksanaan dan pa_n“qsata dan ckonomi kre-
evaluasi pengem- adi. } B }
bangan bidang 3.2 Mampu o m-:ng:::}-:nt:ﬁkas:.
menganalisis, teori konsep,
sumber daya
3 o PENyUSUNAN PEICNCANAAN, Pe-
mansia pEIl:l'lA-'IE.EITEI. laksanaan dan evaluasi pen-
da.n chonoml kro- gembangan  bidang sumber
atif, dan/fatau daya manusia pariwisata dan
mengkoordinasikan ckonomi kreatif secara na-
e aInam sional.
perencanaan, 5.2 Mampu menjadi sumber ru-

jukan utama [nasional] dalam

evaluasi pengem- implementasi penyusunan
bangan bidang Pperencanasan, peclaksanaan,
sumber daya dan evaluasi pengembangan

manusia pariwisata
dan ekonomi kre-

bidang sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kre-

atif atif.

. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Jenis Persyaratan Uraian Perl

11

Mutlak | Penting

1. Jenjang Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan S5-2 atau 5-3

A. Pendidikan Pariwisata/Ekonomi/Manajemen/ Bisnis / Kebijakan

2. Bidang Thrm Publik f Hubungan Internasional

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. I (PIM y
1]

1. Pelatihan di Bidang
Pengembangan Pa-
riwisata Berke-
lanjutan

2. Pelatihan di Bidang
Pengembangan
Ekonomi Kreatif

3. Pelatihan di Bidang
Akses Permodalan
Pariwizata dan |
Ekonomi Kreatif

4. Pelatihan di Bidang
Kekayaan Intel-
ektual Pariwisata
dan Ekonomi Kre-

1. Manajerial

B. Pelatihan

2. Teknis

atif
5. Pelatihan di Bidang
Sumber Daya

Manusia Pariwisata
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dan Ekonomi Kre-
atif

Pelatihan di Bidang
Analisis dan Eval-
uasi Hukum

3.Fungsional

—

. Pelatihan Analis

Kebijakan

. Pelatihan Analis

Kerjasama

. Pelatihan

Perancang Pera-
turan PUU
Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengalaman

Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan Pariwisata dan
Ekonomi Kre-

atif/ Pengembangan
Pariwizata
berkelanjutan /Penge
mbangan Ekonomi
Kreatif/Akses Per-
modalan Pariwisata
dan Ekonomi Kre-
atif/ Kekayaan Intel-
cktual Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Sum-
ber Daya Manusia Pa-
riwisata dan Ekonomi
Kreatif, secara kumnu-
latif paling singhkat
selama 7 [tujuh) ta-
hun dan/fatau

. Sedang atau pernah

menduduki JPT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama paling
singkat 2 [dua) tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pari-
wisata dan ekonomi kreatif

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pari-
wisata dan ekonomi kreatif
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MNama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

~74-

: Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-02-04-07-00-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempu-
nyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dan sink-
ronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang inwvestasi dan pertambangan untuk
menghasilkan kebijakan bidang investasi dan pertambangan yang
cfektif dan efisien.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 5 Mampu menjadi 3.1. Mempertahankan tingkat stan-

role model dalam
penerapan standar

dar keadilan dan etika yang
tinggi dalam perkataan dan tin-

keadilan dan etika dakan  sehari-hari Yang
di tingkat nasional dipatuhi oleh seluruh
pemangku kepentingan pada
lingkup instansi YANE

dipimpinnya.
5.2. Menjadi role model/keteladanan
dalam penerapan standar ke-
adilan dan etika yang tinggi di
tingkat nasional.
Membuat konsep kebijakan
dan strategi penerapan sikap
integritas dalam pelaksanaan
tugas dan norma-norma yang
scjalan dengan nilai strategis
organisasi.

3.3.

2. Kerjasama

3.1. Menciptakan hubungan kerja
yvang konstruktif dengan men-
erapkan norma/ etos / nilai-
nilai kerja yang baik di dalam
dan di luar organisasi; mening-
katkan produktivitas dan men-
jadi panutan dalam organisasi.
Secara konsisten menjaga
sinergi agar pemangku kepent-
ingan dapat bekerja sama
dengan orang di dalam maupun
di luar organisasi.

Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumberdaya
dari berbagai pemanglku ke-
pentingan untuk tujuan bangsa
dan negara.

] Menciptakan
situasi kerja sama
secara konsisten,
baik di dalam mau-
pun di luar instansil

3.2.

3.3.

3. Komunikasi

3.1. Menghilangkan hambatan hko-
munikasi, mampu berkomu-
nikasi dalam isu-isu nasional
yvang memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan dalam

3 Menggagas sistem
komunikasi yang
terbuka secara
strategis untuk
mencari solusi
dengan tujuan
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meningkatkan
kinerja

3.2.

5.3.

skala strategis di tingkat na-
sional.

Menggunakan saluran komumni-
kasi formal dan nonformal guna
mencapai kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan kinerja di
tingkat instansi/nasional.
Menggagas sistem komunikasi
dengan melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini untuk
mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di ting-
kat instansi/nasional.

4. Orientasi pada hasil

Meningkatkan
muiu pencapaian
kerja organisasi

5.1.

3.2,

3.3.

Memastikan kualitas sesuai
standar dan  keberlanjutan
hasil kerja organisasi yang
memberi kontribusi pada pen-
capaian target prioritas na-
sional.

Memastikan tersedianya sum-
ber daya organisasi untuk men-
jamin tercapainya target priori-
tas instansi/nasional.
Membuat kebijakan untuk
menerapkan metode kerja yang
lebih efektif-efisien dalam men-
capai tujuan prioritas nasional.

5. Pelayanan Publik

Mampu memasti-
kan kebijakan pela-
yanan publik yang
menjamin terse-
lenggaranya pela-
yvanan publik yang
objektif, netral,
tidak memihal,
tidak diskriminatif,
serta tidak ter-
pengaruh kepent-
ingan pribadi/ke-
lompok / partai poli-
tik

5.1.

3.2,

3.3.

Mampu menciptakan kebijakan
pelayanan publik yang menja-
min terselenggaranya pela-
yanan publik yang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, =serta tidak ter-
pengaruh  kepentingan  pri-
badi/kelompok / partai politik.
Menginternalisasikan nilai dan
semangat pelayanan publik
yvang mengikuti standar objek-
tif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok kepada se-
tiap individu di lingkungan in-
stansi fnasional.

Menjamin terselenggaranya
pela-yanan publik yang objek-
tif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-

penganih kepentingan
pribadi/kelompok fpartai poli-
tike.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menciptakan
situasi yang men-
dorong organisasi
untuk mengem-
bangkan kemam-
puan belajar secara

3.1.

3.2,

Menciptakan situasi yang men-
dorong individu, kelompok,
unit kerja untuk mengem-
bangkan kemampuan belajar
secara berkelanjutan di tingkat
instansi.

Merekomendasikan / memberi-
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berkelanjutan da-
lam rangka men-
dukung pencapaian

5.3.

kan penghargaan bagi upaya
pengembangan yang berhasil,
memastikan dukungan bagi
orang lain dalam mengem-
bangkan kemampuan dalam
unit kerja di tingkat instansi.
Memberikan inspirasi kepada
individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan
dalam penerapan di tingkat in-
stansi.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin, meng-
galang dan meng-
geraklkan
dulkungan
pemangku kepent-
ingan untuk men-
jalankan peru-
bahan secara
berkelanjutan pada
tinglkat in-
stansi/nasional

3.1.

3.2,

3.3.

Membuat kebijakan yang men-
dorong perubahan YVAng
berdampak pada pencapaian
sAsAran prioritas nasional.
Menggalang dan menggerakkan
dukungan para pemangku
kepentingan untuk mengimple-
mentasikan perubahan yang te-
lah ditetapkan.

Secara berkelanjutan, mencari
cara-cara barm untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan
yvang tengah dijalankan agar
memberi manfaat wyang lebih
besar bagi para pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Kepu-
tusan

Menghasilkan so-
lusi dan mengamhil
keputusan untuk
mengatasi perma-
salahan janghka
panjang/ strategis,
berdampak
nasional

3.1.

3.2

3.3

Menghasilkan solusi YANE
dapat mengatasi permasalahan
jangka panjang.

.Menghasilkan solusi strategis

yvang berdampak pada tataran
instansi/nasional.

Membuat keputusan atau ke-
bijakan yang berdampak na-
sional dengan memitigasi risiko
yang mungkin timbul

B. Sosial Kultural

9. Percekat Bangsa

Wakil pemerintah
untuk membangun
hubungan sosial
psikologis

3.1.

5.2,

3.3.

Menjadi wakil pemerintah yvang
mampu membangun hubungan
sosial psikologis dengan
masyarakat schingga mencipta-
kan kelekatan yang kuat antara
ASN dan para pemanghku
kepentingan serta diantara para

pemangku kepentingan  itu
sendiri.
Mampu menghomunikasikan

dampak risiko yvang teridentifi-
kasi dan merckomendasikan
tindakan korektif berdasarkan
pertimbangan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mem-
bangun hubungan jangka pan-
jang.

Mampu membuat kebijakan
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yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender,

sosial ekonomi, preferensi poli-
tik yang berdampak positif
secara nasional.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan untuk| 5.1 Mampu mengembangkan kon-
Bidang Investasi mengembanghkan sep dan advokasi kebijakan
dan Pertambangan konsep, teori, bidang investasi dan per-

kebijakan advokasi tambangan serta meyakinkan

kebijakan bidang stakeholder agar dapat

investasi dan menerima konsep dan ke-

pertambangan yang bijakan YAENE telah di-

sinergis dan kembangkan.

terintegrasi 5.2 Mampu menganalisis dampak
sosial, politik, budaya dan
keamanan atas opsi kebijakan
yvang dipilih.

3.3 Mampu menjadi sumber
rujukan utama [nasional)
dalam menghasilkan kebijalk-
an terkait advokasi kebijakan
bidang investasi dan
pertambangan.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan untuk| 3.1 Mampu memilih dan me-
bijakan Bidang In- menghasilkan rek- nentukan rekomendasi | ke-
vestasi dan Per- omendasi ke- bijakan bidang investasi dan
tambangan bijakan yang tepat pertambangan yang paling te-

dan akurat ter- pat dengan mempertim-
hadap kebijakan bangkan dampak sosial, poli-
yvang sedang ber- tik, budaya, dan keamanan.

jakan serta mem- 5.2 Mampu mengembangkan kon-
berikan masukkan sep dan teori dalam praktik
perbaikan sistem pengendalian bidang investasi
pengendalian ke- dan pertambangan serta
bijakan bidang in- mampu mevakinkan stake-
vestasi dan per- holder agar dapat menerima
tambangan konscp dan teori yang telah

dikembanghkan.

5.3 Mampu menjadi sumber ru-
jukan utama [nasional) dalam
menghasilkan rekomendasi
pelaksanaan kebijjakan bidang
investasi dan pertambangan.

12. Analisis Isu-lsu Kemampuan untuk| 3.1 Mampu merumuskan dan
Strategis Bidang In- memberikan mengembanghkan inisiatif barua
vestasi dan Per- inisiatif baru dan dalam melakukan analisis isu-
tambangan menghasilkan isu strategis bidang investasi

rekomendasi tema dan pertambangan.
izu utama dan 5.2 Mampu memilih dan menentu-

strategis bidang
Investasi dan

pertambangan

kan isu utama wyang lebih
strategis dan prioritas dengan
mempertimbangkan berbagai
dampak dari aspek sosial,
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budaya, politik, dan keama-
nan.

3.3 Mampu menjadi sumber
rijukan utama [nasional)
dalam merumuskan tema isu
utama dan strategis bidang
investasi dan pertambangan.

13. Analisis Kelayakan 5 Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan kon-
Investasi mengembangkan sep, teori, metode dan/fatau

teori, konsep dan monitoring dan evaluasi ana-
menyusun rek- lisis kelayakan investasi.
omendasi serta 5.2 Mampu mengembangkan dan
menjadi sumber menyusun rekomendasi dalam
rujukan utama da- merumuskan analisis kelaya-
lam merumuskan kan investasi.
analisis kelayakan | 5.3 Mampu menjadi sumber ru-
investasi juk-an utama [nasional) dalam
merumuskan analisis  ke-
layakan investasi.

14. Analisis Strategi 5 Kemampuan untuk| 5.1 Mampu mengembangkan kon-
Pengembangan In- mengembanghkan sep, teori, metode danfatau
vestasi teori, konsep dan monitoring dan evaluasi ana-

menyusun rek- lisis strategi pengembangan
omendasi serta investasi.
menjadi sumber 5.2 Mampu mengembangkan dan
rujukan utama da- menyusun rekomendasi dalam
lam merumuskan merumuskan analisis strategi
analisis strategi pengembangan investasi.
pengembangan in- | 5.3 Mampu menjadi sumber ruju-
vestasi kan utama ([nasional] dalam
merumuskan analisis strategi
pengembangan investasi.

15. Analisis Kebijakan 5 Kemampuan untuk| 3.1 Mampu mengembangkan kon-
Manajemen Per- mengembangkan sep, teori, metode dan/fatau
tambangan dan teori, konsep dan monitoring dan evaluasi ana-
Hilirisasi Minerba menyusun rek- lisis kebijakan manajemen

omendasi serta pertambangan dan hilirisasi
menjadi sumber minerba.

rujukan utama da- | 5.2 Mampu mengembangkan dan
lam merumuskan menyusun rekomendasi dalam
analisis kebijakan merumuskan manalisis ke-
MANAJEMEnN Per- bijakan manajemen per-
tambangan dan tambangan dan hilirisasi
hilirisasi minerba minerba.

3.3 Mampu menjadi sumber rju-

kan utama (nasional] dalam
merumuskan manalisis ke-
bijakan manajemen per-
tambangan dan hilirisasi
minerba.

. PERSYARATAN JABATAN
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Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak I Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau S-3

A. Pendidikan
2. Bidang llmu

Ekonomi/Manajemen/Bisnis/Teknik
tambangan/Kebijakan Publik

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. I
(PIM 1)

2. Teknis

B. Pelatihan

1. Pelatihan di bi-
dang Strategi dan
Kebijakan Per-
ccepatan Investasi

2. Pelatihan di Bi-
dang Investasi Bi-
dang Jasa

3. Peclatihan di Bi-
dang Investasi
Strategis

4. Pclatihan di Bi-
dang Kerja Sama
Investasi
Pemerintah dan
Badan Usaha

5. Pelatihan di Bi-
dang Deputi Per-
tambangan

6. Pelatihan di Bi-
dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Kerjasama

3. Pelatihan
Perancang Pera-
turan PUU

4. Pclatihan Analis
Hukum
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C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman
Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan inves-
tasi dan per-
tambangan fStrategi
dan Kebijakan Per-
cepatan Investasi/In-
vestasi Bidang
Jasa fInvestasi Strat-
egis/Kerja Sama In-
vestasi Pemerintah
dan Badan Usaha
secara kumulatif pal-
ing singkat selama 7
[tujuh) tahun
dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki JPT
pratama atau JF jen-
jang ahli utama paling
singkat 2 [dua) tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang investasi dan pertambangan

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang investasi
dan pertambangan

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang inves-
tasi dan pertambangan
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STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

MNama Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan
Energi

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Manajemen Administrasi Pemerintahan

Hode Jabatan : 1-03-04-02-10-000

JABATAN FIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan
Energi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordi-
nasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang
Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlabu untuk membantu kelanca-
ran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja
takan situasi kerja yang mendorong — seluruh
vang mendorong pemangku kepentingan me-
kepatuhan pada matuhi nilai, norma, dan etika
nilai, norma, dan organisasi dalam segala

ectika organisasi situasi dan kondisi.

4.2, Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik
Jnilai-nilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja sectingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komit-{ 4.1 Membangun sinergi antar unit
men tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin.
4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian tar-
gct kerja organisasi.

4.2 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil
pemikiran multidi- diskusi dengan pihak lain un-
mensi secara lisan tuk mendapatkan pema-
dan tertulis uniuk haman yng sama;
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mendorong kesepa-
katan dengan
tujuan meningkat-
kan kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

4.4

Berbagi informasi dengan
pemanghku kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja
sccara kescluruhan.
Menuangkan pemikiran/kon-
sep yvang multi-dimensi dalam
bentuk tulisan formal.

Menyampaikan informasi se-
cara persuasif untuk men-

dorong pemangkua kepent-
ingan scpakat pada langkah-
langkah bersama  dengan

tujuan meningkatkan kinerja
secara keselarhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai tar-
get yvang ditetaphkan|
atau melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3

Mendorong unit kerja di ting-
kat instansi untuk mencapai
kinerja yang melebihi target
yvang ditetapkan.

Memantau dan mengevaliasi
hasil kerja unitnya agar
sclaras dengan sasaran strate-
Egis instansi.

Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar umnit
kerja dalam rangka mening-
katkan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevahiasi,
memperhitung
kan dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemanghku
kepentingan yang
transparan, objek-
tif, dan profesional

4.1.

4.2,

4.3

Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik YANE
mempengaruhi organisasi da-
lam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objelktif, transparan, dan
profesional dalam lingkup or-
ganisasi.

Menjaga agar kebijakan pela-
yvanan publik yang diseleng-
garakan oleh instansinya telah
selaras dengan standar pela-
yvanan yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskrim-
inatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok
Spartai politilk.

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan  kebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan pri-
badi/kelompok.
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6. Pengembangan diri Menyusun program( 4 1. Menyusun Pprogram pengem-
dan orang lain pengembangan bangan jangka panjang ber-
jangka panjang da- sama-sama dengan bawahan,
lam rangka men- termasuk didalamnya pencta-
dorong manajemen pan tujuan, bimbingan, penu-
pembelajaran EAsan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti pelati-
han/pendidikan, pengem-
bangan kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk eva-
Iluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi.

4.3. Mengembangkan orang- orang
disckitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja un-
bahan bahan pada unit tuk lebih siap dalam
kerja menghadapi perubahan ter-
masuk memitigasi risiko yang

mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup wunit kerjanya secara
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan
PCNErapan Program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan ma-| 4.1 Menyusun dan/fataun memu-
hisan salah yang tuskan konsep penyelesaian
mengandung risiko masalah yang melibatkan be-
tinggi, mengan- berapa/seluruh fungsi dalam

tisipasi dampak organisasi.
keputusan, mem- 4.2 Menghasilkan solusi  dari
buat tindakan berbagai masalah yang kom-
PENEAMANAEN; miti- pleks, terkait dengan bidang
gasi risiko kerjanya yang berdampak

pada pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak ke-
putusannya serta menyiapkan
tindakan pPENAnganannya
[mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayagunakan | 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
perbedaan secara tasikan pemerintah di ling-
konstruktif dan kungan kerja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga
meningkatkan persatuan dan kesatuan da-
efektifitas organ- BRI . keberagaman e
inani menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat.
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agamafkepercayaan, sukm,
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4.3

gender, sosial ekonomi, prefer-
ensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
Organisasi.

Mampu membuat program
yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agama
fkepercayaan, suku, gender,
sosial eckonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran

Kemampuan untuk
memberikan rek-
omendasi terkait

PENYLSUNAN
rencana kerja dan

ANEEATAN

4.1

4.2

4.3

Mampu membandingkan efek-
tivitas penyusunan rencana
kerja dan anggaran.

Mampu memberikan rekomen-
dasi kebijakan terhadap
penyusunan rencana kerja
dan anggaran dengan mem-
berikan rekomendasi yang te-
pat dan aplikatif menyanghkut
kedudukan, tugas, dan fungsi
lembaga dan wunit-unit ker-
janya.

Mampu memberikan reko-
mendasi mengenai  penyusu-
nan rencana kerja dan ang-
EAran.

11. Manajemen Sumber
Diaya Maritim Apa-
ratur Sipil Negara

Kemampuan untuk]
METYLSUn
perangkat norma
standar prosedur
instrumen penera-
PaN Manajemen
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Sipil Negara

4.1

4.2

4.3

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam penera-
pan manajemen SDM  ASNMN
[perencanaan SDM, analisis
jabatan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, pe-
TeNCAnasan pengembangan
kompetensi, ewvaluasi jabatan
manajemen kinerja, admini-
strasi kepegawaian, sistem in-
formasi kepegawaian).

Mampu memberikan bimb-
ingan dan fasilitasi kepada
pengelola kepegawaian dalam
pencrapan pedoman dan pe-
tunjuk teknis [perencanaan
SDM, analisis jabatan, analisis
beban kerja, standar kompe-
tensi, perencanaan  pengem-
bangan kompetensi, evaluasi
jabatan manajemen kinerja,
admini-strasi kepegawaian,
sistem informasi kepegawaian.
Mampu meyakinkan dan
memperaoleh dukungan stake-
holder terkait dengan konsep
manajemen SDM, pengem-
bangan dan penerapannya.
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12. Manajemen Keu-
angan

Kemampuan mem-
berikan rekomen-

dasi terhadap ma-
najemen keuangan

4.1.

4.2,

4.3.

Mampu mengevaluasi hasil an-
alisis yang dilakukan dan mem-
berikan rekomendasi dalam
rangka perbaikan pelaksanaan
pengelolaan keuangan.

Mampu memberikan solusi atas
permasalahan jangka panjang
yvang bersifat strategis pada
pengelolaan keuangan.

Mampu membuat langkah an-
tisipatif atas perubahan ling-
kungan eksternal yang dapat
mempengarnihi pengelolaan
keuangan.

13. Pengelolaan Akunt-
abilitas Kinerja

Kemampuan untuk]
merekomendasi
pengelolaan kinerja)
organisasi

4.1

4.2

4.3

Mampu memberikan rekomen-
dasi atas pengelolaan kinerja or-
ganisasi.

Mampu memanfaatan  hasil
penilaian kinerja organisasi un-
tuk penguatan pengelolaan
kinerja organisasi lainnya.
Mampu menetapkan rumusan
Renstra dan LAKIP.

14. Penyusunan
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

Kemampuan untulk
mengevaluasi dan
METNYLSUn
perangkat norma
standar prosedur
instrumen
Penyusunan
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi ter-
hadap teknis/ metode f sistem
cara kerja menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan atau
perbaikan dalam Penyusunan
Strategi Implementasi Refor-
masi Birokrasi yang lebih efektif
Jefisien.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam
Penyusunan Strategi Imple-
mentasi Reformasi Birokrasi.
Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan dari stake-
holder  terkait Penyusunan
Strategi Reformasi Birokrasi
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
Penyusunan Strategi Imple-
mentasi Reformasi Birokrasi.
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kantoran

15. Manajemen Per- 4

Kemampuan untuk
melakukan rek-
omendasi mana-
jemen perkantoran

4.1 Mampu memberikan rekomen-

dasi pengelolaan persuratan,
barang milik negara, kearsipan,
keprotokolan, humas, data dan
sistem informasi, serta urusan
kesckretariatan lainnya secara
tepat dan aplikatif untuk per-
baikan pengelolaan.

4.2 Mampu membuatkan klasifi-

kasi, standar dan sasaran un-
tuk peningkatan kinerja secara
berkesinambungan.

4.3 Mampu melakukan perubahan

pengelolaan persuratan, barang
milik nNegara, kearsipan,
keprotokolan, dan kesekretaria-
tan lainnya wyang berorientasi
teknologi.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak Penting | Perlu

A. Pendidikan

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3

2. Bidang llmu

Manajemen/Manajemen SDM / Administrasi Pub-
lik/ Huloum f [lmu Kelautan

1. Manajerial

[FIM I1)

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. II

B. Pelatihan

2. Teknis

Pelatihan di Bi-
dang Manajemen
Perkantoran
Pelatihan di Bi-
dang Penyusunan
Program dan Ang-
Earan

Pelatihan di Bi-
dang Monitoring
dan Evaluasi
Pelatihan di Bi-
dang Manajemen
S5DM

Pelatihan di Bi-
dang Kedaulatan
Maritim dan En-

=y

3.Fungsional

Pelatihan Analis
Kebijakan
Pelatihan
Perencana
Pelatihan
Arsiparis
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C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman

2.

Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan bidang
kesckretariatan / ked-
aulatan maritim dan
energi secara kumu-
latif paling singhkat
selama 5 (lima) tahun
dan/atau

Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau JF
jenjang ahli madya
paling singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I [(IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Kualitas dokumen perencanaan program dan ang-
garan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Mari-
tim dan Energi

Tercapainya target kinerja Deputi Bidang Koordi-
nasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Kualitas dukungan administrasi perkantoran
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan
Energi

Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

-88-

: Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-02-20-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim mempunyai tu-
gas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pen-
gendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang hulum dan perjanjian maritim
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mem-
bantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Lewvel |

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

4

Mampu mencip-
takan situasi
kerja yang men-
dorong kepatuhan
pada nilai, norma,
dan etika organ-
isasi

4.1.

4.2,

4.3.

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemanghku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi da-
lam segala situasi dan kondisi.

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.
Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin.

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergl dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi-
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan

4.1

Mengintegrasikan informasi-in-
formasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman yang
sama; Berbagi informasi dengan
pemangku kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja
secara keseluruhan.
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kinerja sccara 4.2 Menuangkan pemikiran/kon-
keseluruhan sep yang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk men-
dorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah
bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang vang melebihi target vyang
ditetapkan atau ditetapkan.
melebihi hasil 4.2, Memantau dan mengevaluasi
kerja sebelumnya hasil kerja unitnya agar seclaras

dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- | 4.1, Memahami dan memberi per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka
memperhitung- panjang, kesempatan — atau
kan dan mengan- kekuatan politik Vang
tisipasi dampak mempengamihi organisasi da-
dari isu-isu lam hubungannya dengan dunia
jangka panjang, luar, memperhitungkan dan
kescmpatan, atau mengantisipasi dampak ter-
kelouatan hadap pelaksanaan tugas-tugas
politik dalam hal pelayanan publik secara objek-
pelayanan kebu- tif, transparan, dan profesional
tuhan pemanghku dalam lingkup organisasi.
kepentingan 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
Vang transparan, yvanan publik yang diselenggara-
objektif, dan kan oleh instansinya telah
profesional selaras dengan standar pela-

yvanan yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskrimi-
natif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ ke-
lompok / partai politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan  kebutuhan  pe-
mangku kepentingan dalam me-
nyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompob.

6. Pengembangan diri Menyusun pro- 4.1. Menyusun pProgram pengem-

dan orang lain

ETAIM Pengem-
bangan jangka
panjang dalam

bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
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rangka men- termasuk didalamnya peneta-
dorong mana- pan tujuan, bimbingan, penu-
jemen pembelaja- gasan dan pengalaman lainnya,
ran serta mengalokasikan waktu

untuk mengikuti pelatihan /Pen-
didikan, pengembangan kompe-
tensi dan karir.

4.2. Melaksanakan manajemen
pem-belajaran termasuk ewval-
uasi dan umpan balik pada ta-
taran organisasi.

4.3. Mengembangkan orang-orang
di sekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru- 4 Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi
keria perubahan termasuk memiti-
gasi risiko yang mungkin ter-

jadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup wunit kerjanya secara
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pe-
NETAPAN Program-program  pe-
rubahan seclaras antar unit

kerja.
8. Pengambilan Kepu- 4 Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
tusan masalah yang kan konsep penyelesaian masa-
mengandung lah yang melibatkan beberapa
risiko tinggi, fseluruh fungsi dalam organ-

mengantisipasi isasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi dari
tusan, membuat berbagai masalah yang kom-
tindakan penga- pleks, terkait dengan bidang
manan; mitigasi kerjanya yang berdampak pada

riziko pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan meng-
antisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya [mitigasi
risikao).

[B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa 4 Mendayaguna- 4.1 Menginiziasi dan merepresenta-
kan perbedaan sikan pemerintah di lingkungan
secara konstrukotif] kerja dan masyarakat untuk
dan kreatif untuk senantiasa menjaga persatuan
meningkatkan dan kesatuan dalam keberaga-

man dan menerima segala ben-
tuk perbedaan dalam  ke-
hidupan bermasyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi poli-
tik untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.

efektifitas organ-
isasi
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4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan
latar belakang, agamafke-
percayaan, suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Bidang Kedaulatan untuk terhadap teknik/ metode
Maritim dan Energi mengevaluasi dan /mekanisme, melakukan pen-

mengembanghkan gembangan atau  perbaikan

teknis advokasi advokasi kebijakan bidang

kebijakan bidang kedaulatan maritim dan

kedaulatan EMETE.

ma.ril:l.m dan 4.2 Mampu menyusun pedoman

EmETEl Jjuknis yvang dijadikan norma
fstandar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan
ENergi.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperaleh dubkungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atan instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang kedaulatan maritim
dan energi.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
bijakan Bidang Ked- tulk lemahan dan kelebihan sistem
aulatan Maritim dan| menghasilkan pengendalian pelaksanaan ke-
Energi rekomendasi bijakan bidang kedaulatan

perbaikan ke- maritim dan energi yvang se-
bijakan bidang dang berjalan.
kedaulatan mari- | 4.2 Mampu menghasilkan alter-
tim dan energi natif solusi scbagai rekomen-
yang scdang ber- dasi kehijakan dalam proses
jalan dan pengendalian pelaksanaan ke-
mampy bijakan bidang kedaulatan
menghasilkan maritim dan energi yang se-
rencana aksi dang berjalan.
mitigasi ter- 4.3 Mampu menyakinkan dan
Jjadinya ham- memperoleh dubungan dari
batan-hambatan stakeholder terhadap alternatif
dalam peclaksa- solusi rekomendasi kebijakan
RaAT lehpaibar, yvang dihasilkan.
bidang kedau-
latan maritim
dan energi

12. Analisis Isu-Isu HKemampuan 4.1. Mampu mengevaluasi isu-isu

Strategis Bidang
Kedaulatan Maritim
dan Hulkum Laut

untuk melakukan
evaluasi dan
memberikan
rekomendasi tema
isu strategis yang
lebih tepat dan

strategis dan memilih 1 [satu)
isu strategis bidang kedaulatan
maritim dan hukum laut yang
lebih prioritas.
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prioritas bidang 4.2, Mampu melakukan perbaikan

kedaulatan rumusan tema/isu strategis
maritim dan dari beberapa topik isu bidang
hukum laut kedaulatan maritim dan

hukum laut.

4.3. Mampu menyakinkan stake-
holder internal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu  utama  bidang
kedaulatan maritim dan
hukum laut.

13. Analisis terhadap 4 Kemampuan un- | 4.1 Mampu membandingkan kon-
Wawasan Maritim tulk melakukan sep kebijakan dan mengeval-
Indonesia evaluasi dan uasi hasil analisis guna pen-

memberikan rek- ingkatan dan penecrapan para-
omendasi ke- digma wawasan maritim Indo-
bijakan untuk nesia dalam pembangunan na-
PENCTAPAN WEWE- sional.

san maritim Indo-| 4.2 Mampu melakukan wvalidasi
nesia dan meminimalkan terjadinya

kesalahan dalam penyusunan
hasil analisis.

4.3 Mampu merumuskan hasil an-
alisis sebagai bahan rekomen-
dasi guna peningkatan dan
penerapan paradigma wawa-
san maritim Indonesia dalam
pembangunan nasional.

14. Diplomasi Maritim 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi norma
Indonesia untuk mengeval- dan mengembangkan rmmusan
uasi dan me- mengenai peranan penting laut

NYUSUN NOCma, dalam aspek geopolitik.

prosedur terkait 4.2 Mampu menyusun petunjuk
teknis, cara kerja yvang dijadi-
kan norma untuk mengatasi
potensi  ancaman terhadap
keamanan, politik, dan
chkonomi kawasan.

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan pemanghku
kepentingan terhadap pelaksa-
naan kebijakan diplomasi mar-
itim Indonesia di level regional
dan global.

dinamika kedau-
latan maritim di
level regional dan
global

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Jenis Persyaratan Uraian Perl
Mutlak | Penting

11

1. Jenjang Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3

A Pendidikan Hukum/ Hukum Internasional/ Kebijakan Publik/
2. Bidang llmu | Teknik Kelautan/ Manajemen Maritim/ Hubungan
Internasional

Pelatihan Kepemimpi-
B. Pelatihan 1. Manajerial nan Nasional Tk. II y
(PIM 1)
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2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Peraturan Pe-
rundang-undangan
Maritim Nasional

2. Pelatihan di Bi-
dang Perjanjian Bi-
lateral dan Re-
gional

3. Pelatihan di Bi-
dang Hukum Laut
dan Maritim Inter-
nasional

4. Pclatihan di Bidang
Analisis dan Eval-
uasi Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Peclatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman
Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan kedau-
latan maritim dan en-
ergi/peraturan perun-
dang-undangan mari-
tim nasional/ perjan-
jian bilateral dan re-
gional/hukum laut
dan maritim inter-
nasional secara ku-
mulatif paling singkat
sclama 5 (lima) tahun
dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau JF
jenjang ahli madya
paling singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat 1 (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang hukum dan perjanjian maritim

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang hukum
dan perjanjian maritim

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang hukum
dan perjanjian maritim
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-02-30-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Kecamanan dan Ketahanan Maritim mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penctapan, dan pelaksanaan serta pen-
gendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mem-
bantu kelancaran peclaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

yang diharapkan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi I Level I Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- | 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong scluruh  pemangku
kerja yang men- kepentingan mematuhi  nilai,
dorong kepatu- norma, dan ctika organisasi da-
han pada nilai, lam scgala situasi dan kondisi.

norma, dan ctika| 4.2. Mendukung dan menerapkan

organisasi prinsip moral dan standar ctika
yang tinggi, secrta berani me-
nanggung konsckuensinya.

4.3. Berani melakukan korcksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan olch orang
lain, pada tataran lingkup kerja
sctingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan  sistern yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan sec-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-
isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk men- pemangku kepentingan untuk
dorong kcscpa- tujuan mcningka!kan kincrja
katan dengan seccara kescluruhan.
tujuan mening- 4.2 Mecnuangkan pemikiran/konsep
katkan yang multidimensi dalam bentuk

www.peraturan.go.id



-O5-

kinerja secara

tulisan formal.
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keseluruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan secpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
keria mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang vang melebihi target wvang di-
ditetapkan atau tetapkan.
melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi
kerja sebhe- hasil kerja unitnya agar selaras
lumnva dengan sasaran strategis in-

) stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efek-
tifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memoni-( 4 1. Memahami dan memberi per-
tor, mengeval- hatian kecpada isu-isu jangka
uasi, memperhi- panjang, kesempatan atau
tungkan dan kekuatan politik VANE
mengantisipasi mempengaruhi organisasi dalam
dampak dari isu- hubungannya dengan dunia luar,
isu jangka pan- memperhitungkan dan mengan-
jang, kesem- tisipasi dampak terhadap
patan, atau pelaksanaan tugas-tugas pela-
kelkuatan yvanan publik secara objektif,
politik dalam transparan, dan profesional da-
hal pelayanan lam lingkup organisasi.
kebutuhan 4.2. Menjaga agar hkebijakan pela-
pemangku yvanan publik yang diselenggara-
kepentingan kan oleh instansinya telah selaras
vang trans- dengan standar pelayanan yang
paran, ohjeltif, objektif, netral, tidak memihak,
dan profesional tidak diskriminatif, serta tidak

terpengarmh kepentingan pribadi
Jkelompok/ partai politik.
4.3. Menerapkan strategi jangka pan-

jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku
kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan mengilkuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompolk.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun pro-
ErAIM pengem-
bangan jangka
panjang dalam
ranghka men-
dorong mana-
jemen pembela-
jaran

4.1.

Menyusun  program  pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penctapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta meng alo-
kasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan fpendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.
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4.2,

Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

Mengembangkan orang-orang di-
scekitarmya  secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.
Memimpin dan memastikan pen-
CTApAN Program-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu-
usan

Menyelesaikan
masalah yvang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masa-
lah VANE melibatkan be-
berapa /seluruh fungsi dalam or-
ganisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kompleks,
terkait dengan bidang kerjanya
yvang berdampak pada pihak lain.
Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya [mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara kon-
struktif dan kre-
atif untuk
meningkatkan
efektifitas organ-
isasi

4.1

4.2

4.3

Menginisiasi dan merepresentasi-
kan pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam keberaga-
man dan menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

Mampu mendayagunakan perbe-
daan latar belakang, agama [ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial eckonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Kedaulatan
Maritim dan Energi

Kemampuan
untuk
mengevaliasi
dan
mengembanghkan
teknis advokasi

4.1

Mampu melakukan evaluasi ter-
hadap teknik / metode fmeka-
nisme, melakukan pPengem-
bangan atau perbaikan advokasi
kebijakan bidang kedaulatan
maritim dan energi.
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kebijakan bidang 4.2 Mampu

kedaulatan
maritim dan
ENETEL

menyusun  pedoman
Jjuknis wyang dijadikan norma
[ standar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang ke-
daulatan maritim dan energi.

4.3 Mampu memberikan alternatif

solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stankeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stokeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan energi.

2023, No.513

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un-| 4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
bijakan Bidang Ked- tuk han dan kelebihan sistemn pen-
aulatan Maritim dan| menghasilkan gendalian pelaksanaan kebijakan
Energi rekomendasi bidang kedaulatan maritim dan

perbaikan ke- energi yang sedang berjalan.
bijakan bidang | 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
kedaulatan mar- solusi sebagai rekomendasi ke-
itim dan energi bijakan dalam proses pengen-
yang sedang ber- dalian pelaksanaan kebijakan bi-
jalan dan dang kedaulatan maritim dan en-
mampy ergi yang sedang berjalan.
menghasilkan 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
rencana aksi peroleh dukungan dari  stake-
mitigasi ter- holder terhadap alternatif solusi
jadinya ham- rekomendasi  kebijakan  yang
batan-hambatan dihasilkan.

dalam pelaksa-

naan kebijakan

bidang kedau-

latan maritim

dan energi

12. Analisis Isu-Isu HKemampuan 4.1. Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategiz Bidang untuk strategis dan memilih 1 (satu) isu
Kedaulatan Maritim melakukan strategis bidang kedaulatan
dan Hukum Laut evaluasi dan maritim dan hukum laut yang

memberikan lebih prioritas.

rekomendasi 4.2 Mampu melakukan perbaikan
tema isu rumusan temajisu strategis dari
strategis yang beberapa topik isu bidang
lebih tepat dan kedaulatan maritim dan hukum
pricritas bidang laut.

kedaulatan 4.3.Mampu menyakinkan stake-

maritim dan
hukum laut

holder internal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
isu utama bidang kedaulatan
maritim dan hukum laut.
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13. Diplomasi Maritim 4 HKemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi norma dan
Indonesia untuk mengeval- mengembangkan MMLSan
uasi dan me- mengenai peranan penting laut

NVUSUN NOrma, dalam aspek geopolitilc.

p-mscdur terlait | 4-2 Mampu menyusun  petunjuk

dinamika kedat- teknis, cara kerja yang dijadikan

latan maritim di norma untuk mengatasi potensi

T — ancaman terhadap keamanan
politik dan ekonomi kawasan.

dan global )

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan pemanghku
kepentingan terhadap pelaksa-
naan kebijakan diplomasi mari-
tim Indonesia di level regional dan
global.

14. Analisis Keamanan 4 Kemampuan un-| 4.1 Mampu menyusun kertas kerja
dan Ketahanan tuk meramus- kebijakan/ paolicy paper di bidang
Maritim kan kebijakan di Keamanan dan Ketahanan Mari-

bidang Kea- tim.

manan dan 4.2 Mampu menyusun rimusan per-

Ketahanan Mari- aturan perundang-undangan.

i 4.3 Mampu menyusun rumusan ke-
bijakan kelembagaan dan rimu-
san perencanaan program di bi-
dang keamanan dan ketahanan
maritim.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan Uraian ] Perl
Mutlak | Penting "
1. Jenjang Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3
A. Pendidikan . .
2, Bidang limu Hukum /Hukum Internasional fManajemen per-

tahanan/Keamananan Maritim/Kebijakan Publik

Pelatihan Kepemim pi-

nan Nasional Tk. II y

|PIM II)

1. Pelatihan di Bidang
Keamanan dan
Pengawasan Mari-
tim

. Pelatihan di Bidang
Ketahanan Maritim

. Pelatihan di Bidang L
Ketahanan Wilayah
Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

. Pelatihan di Bidang

Analisis dan Eval-

uasi Hukum

Pelatihan Analis Y

Kebijakan

. Pelatihan Analis
Hukum

1. Manajerial

. Teknis
B. Pelatihan

3.Fungsional 1.

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman |
Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait

dengan kedaulatan
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maritim dan en-
ergi/keamanan dan
PENEAWASAN MATI-
tim/ ketahanan mari-
tim/ ketahanan wila-
yvah pesisir dan pulau-
pulau kecil secara ku-
mulatif paling singkat
sclama 5 (lima) tahun
dan fatau

. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan
Administrator atau JF
jenjang ahli madya
paling singkat 2 [dua)
tahun

2023, No.513

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I [(IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang keamanan dan ketahanan maritim
Kualitas analisis isu-isu strategis bidang kea-
manan dan ketahanan maritim

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang kea-
manan dan ketahanan maritim
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Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbata-

-100-

58N
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
: Kemaritiman dan Investasi

@ 1-

03-04-02-40-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbata-
san mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyia-
pan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
peclaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ke-
menterian f/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delim-
itasi zona maritim dan kawasan perbatasan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk membantu ke-
lancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang di-
harapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yvang
takan situasi mendorong seluruh pemangku
kerja vang men- kepentingan mematuhi mnilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-
pada nilai, norma, lam segala situasi dan kondisi.
dan ctika organ- 4.2 Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsckuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
OTrganisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis vang sama; Berbagi informasi
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untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan

dengan pemanglku kepentingan
untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

meningkatkan 4.2 Menmuangkan pemikiran/kon-
kinerja secara scp yvang multidimensi dalam
keseluruhan bentuk tulisan formal.

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk men-
dorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah
bersama dengan hajuan
meningkatkan kinerja secara
kessluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit 4.1.Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai inatansi untuk mencapai
target vang kinerja yang melebihi target
ditetapkan atau yang ditetapkan.
melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi
kerja sebelumnya hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3.Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meninghkat-
kan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- | 4.1 Memahami dan memberi per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka
memperhitungkan panjang, kesempatan atan
dan mengan- kekuatan politik yang mem-
tisipasi dampak pengaruhi  organisasi  dalam
dari isu-isu hubungannya dengan dunia
jangka panjang, luar, memperhitungkan dan
kesempatan, atau mengantisipasi dampak ter-
kelouatan hadap pelaksanaan tugas-tu-
politik dalam hal gas pelayanan publik secara
pelayanan kebu- objektif, transparan, dan profe-
tuhan sional dalam lingkup organ-
pemangku isasi.
kepentingan 4.2.Menjaga agar kebijakan pela-
yang trans- yanan publik yang discleng-
paran, objektif, garakan oleh instansinya telah
dan profesional selaras dengan standar pela-

yanan yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskrimi-
natif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ ke-
lompok/ partai politik.
4.3.Menerapkan strategi jangka

panjang yang berfokus pada
pemenubhan kebutuhan  pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kri-minatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi fkelompok.
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bahan

bahan pada unit
kerja

6. Pengembangan diri Menyusun pro- 4.1.Menyusun program pengem-
dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang ber-
bangan jangka sama-sama dengan bawahan,
panjang dalam termasuk didalamnya pencta-
rangka men- pan tujuan, bimbingan, penu-
dorong mana- gasan dan pengalaman lainnya,
jemen pembelaja- serta  mengalokasikan waktu
ran untulk mengikuti pelati-
han/ pendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.
4.2. Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk eval-
uasi dan umpan balik pada ta-
taran organisasi;
4.3.Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk

lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memiti-
gasi risiko yang mungkin ter-
jadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya secara
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
usan masalah yvang kan konsep penyelesaian masa-
mengandung lah yang melibatkan beberapa
risiko tinggi, feeluruh fungsi dalam organ-
mengantisipasi isasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi dari
tusan, membuat berbagai masalah yang kom-
tindakan penga- pleks, terkait dengan bidang
manan; mitigasi kerjanya yvang berdampak pada
risiloo Pi.h&k lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya |(miti-
gasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
kan perbedaan tasikan pemerintah di ling-
secara konstruktif] kungan kerja dan masyarakat
dan kreatif untuk untuk scnantiasa menjaga per-
meningkatkan satuan dan kesatuan dalam ke-
efektifitas organ- beragaman  dan menerima
- segala bentuk perbedaan dalam

kehidupan bermasyarakat.
4.2 Mampu mendayagunakan per-

bedaan latar belakang, agama
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4.3

fhkepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi poli-
tik untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.
Mampu membuat program
yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agama
fkepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi poli-
tik.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Kedaulatan
Maritim dan Energi

Kemampuan
untuk
mengevahiasi dan
mengembanghkan
teknis advokasi
kebijakan bidang
kedaulatan
maritim dan
Eenergi

4.1 Mampu melakukan

evaluasi
terhadap teknik /metode /meka-
nisme, melakukan pen-
gembangan atau  perbaikan
advolkasi kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan energi.

4.2 Mampu menyusun pedoman

fjuknis yang dijadikan norma
[standar prosedur/instrumen
kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan energi.

advokasi

4.3 Mampu memberikan alternatif

solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang kedaulatan maritim dan
energi.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
bijakan Bidang Ked- tuk menghasilkan lemahan dan kelebihan sistem
aulatan Maritim dan| rekomendasi per- pengendalian pelaksanaan ke-
Energi baikan kebijakan bijakan bidang kedaulatan mar-

bidang kedau- itim dan energi yang sedang
latan maritim dan berjalan.

Energi yang se- 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
dang berjalan dan solusi sebagai rekomendasi ke-
mampy bijakan dalam proses pengen-
menghasilkan dalian pelaksanaan kebijakan
rencana aksi miti- bidang kedaulatan maritim dan
gasi terjadinya energi yang sedang berjalan.
hambatan-ham- | 43 Mampu menyakinkan dan
batan dalam memperoleh  dukungan dari
pclaksanaan ke- stakeholder terhadap alternatif
bijakan bidang solusi rckomendasi kebijakan
kedaulatan mari- yang dihasilkan.

tim dan energi

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1.Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu)
Kedaulatan Maritim evaluasi dan isu strategis bidang kedaulatan
dan Hukum Laut memberikan maritim dan hukum laut yang

rekomendasi tema lebih prioritas.
isu strategis vang | 4.2. Mampu melakukan perbaikan

lebih tepat dan

rumusan ftema/isu strategis
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prioritas bidang dari beberapa topik isu bidang
kedaulatan kedaulatan maritim dan
maritim dan hukum laut.

hukum laut 4.3.Mampu menyakinkan stake-

holder internal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu utama bidang
kedaulatan maritim dan
hukum laut.

13. Analisis terhadap 4 Kemampuan un- | 4.1 Mampu membandingkan kon-
Wawasan Maritim tuk melakukan sep kebijakan dan mengeval-
Indonesia evaluasi dan uasi hasil analisis guna pening-

memberikan rek- katan dan penerapan para-

digma wawasan maritim Indo-
nesia dalam pembangunan na-
sional.

4.2 Mampu melakukan validasi
dan meminimalkan terjadinya
kesalahan dalam penyusunan
hasil analisis.

4.3 Mampu merumuskan hasil an-
alisis sebagai bahan rekom-en-
dasi guna peningkatan dan
penerapan paradigma wawasan
maritim Indonesia dalam pem-
bangunan nasional.

omendasi ke-
bijakan untuk
PENETAPAN WEWE-
san maritim Indo-
nesia

14. Diplomasi Maritim 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi norma
Indonesia untuk mengeval- dan mengembangkan rumusan
uasi dan me- mengenai peranan penting laut

NVUSUN NOCma, dalam aspek geopolitik.

i 4.2 Mampu menyusun petunjuk
teknis, cara kerja yang dijadi-
kan norma untuk mengatasi
potensi ancaman terhadap kea-
manan politik dan ekonomi ka-

prosedur terkait
dinamika kedau-
latan maritim di
level regional dan

global
WASAN.

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan pemanghku
kepentingan terhadap pelaksa-
naan kebijakan diplomasi mar-
itim Indonesia di level regional
dan global.

. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jsbatan
Mutlak | Penting | Perlu
1. Jenjang Paling Rendah 5-1/D-4, diuntamakan 5-2 atau 5-3
A. Pendidikan Hukum /Hukum Internasional/Manajemen per-
2. Bidang Ilmu tahanan/keamananan maritim/Manajemen dan
kebijakan publik
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B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional
Tk 11 (PIM II)

2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Pemetaan,
Data Kelautan,
dan Toponimi

2. Pelatihan di Bi-
dang Penetapan
Batas Zona
Maritim,
Pengembangan
Kawasan Per-
batasan dan
Penyelesaian
Senghketa

3. Pelatihan di Bi-
dang Ekstensi
Landas
Kontinen dan
Pengelolaan
Laut Bebas

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Ana-
lis Kebijakan

2. Pelatihan Ana-
lis Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala-
man Jabatan da-
lam bidang tugas
yvang terkait
dengan kedau-
latan maritim dan
energi/pemetaan,
data kelautan,
dan
toponimi/ peneta-
pan batas zona
maritim, pengem-
bangan kawasan
perbatasan dan
penyelesaian
sengketa/ekstensi
landas kontinen
dan pengelolaan
laut bebas secara
kumulatif paling
singkat selama 5
(lima) tahun
dan/atau

2. SBedang atau
pernah menduduki
Jabatan Adminis-
trator atau JF jen-
jang ahli madya
paling singkat 2

www.peraturan.go.id



2023, No.513 106-

(dua) tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Tingkat I (IV b}

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang delimitasi zona maritim dan kawasan
perbatasan

E. Indikator Kinerja Jabatan 2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang delim-
itasi zona maritim dan kawasan perbatasan

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang de-
limitasi zona maritim dan kawasan perbatasan
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107 2023, No.513

: Asisten Deputi Navigasi dan Kesclamatan Maritim
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-02-50-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penctapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian /Lembaga
yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan kesclamatan
maritim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pen-
capaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Level I Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

4 Mampu mencip- | 4.1.Menciptakan situasi kerja yang

takan situasi mendorong seluruh pemangku
kerja yang men- kepentingan mematuhi  nilai,
dorong kepatu- norma, dan ctika organisasi da-
han pada nilai, lam scgala situasi dan kondisi.

norma, dan ctika| 4.2.Mendukung dan mencrapkan

organisasi prinsip moral dan standar ctika
yang tinggi, secrta berani me-
nanggung konsckuensinya.

4.3.Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
sctingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem  yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk men- pemangku kepentingan untuk
dorong kescpa- tujuan meningkatkan kinerja
katan dengan sccara keseluruhan.
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tujuan mening-
katkan kinerja
sccara kese-
luruhan

4.2 Menmuangkan pemikiran/konsep
yvang multidimensi dalam ben-
tuk tulisan formal.

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif wuwuntuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebe-
lummnya

4. 1.Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
yvang melebihi target wyang
ditetapkan.

4.2. Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

4. 3. Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu me-
monitor, men-
gevalaasi,
memperhi-
tungkan dan
mengantisipasi
dampak dari
isu-isu jangka
panjang, kes-
empatan, atau
kelkuatan
politik dalam
hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yang trans-
paran, objektif,
dan profesional

4. 1.Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik YANg
mempengaruhi organisasi da-
lam hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara objek-
tif, transparan, dan profesional
dalam lingkup organisasi.

4.2.Menjaga agar kebijakan pela-
yanan publik yvang diselenggara-
kan oleh instansinya telah
selaras dengan standar pela-
yanan yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskrimi-
natif, serta tidak terpengaruh
kepentingan  pribadi/ kelompok
S partai politik.

4. 3. Menecrapkan strategi jangka
panjang vyang berfolkus pada
pemenuhan kebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam me-
MyusLn kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan  pri-
badi/ kelompol.

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun pro-
ETAIM Pengem-

bangan jangka
panjang dalam

4. 1.Menyusun program pengem-
bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya peneta-
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rangka men-
dorong mana-
jemen pembela-
jaran

4.2,

4. 3. Mengembanghkan

pan tujuan, bimbingan, penu-
gasan dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan  waktu
untuk mengikuti pelatihan /Pen-
didikan /pengembangan kompe-
tensi dan karir.

Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran or-
ganisasi.

OTANE-OTANE
disekitarnya seccara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

2023, No.513

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.

4.2

4.3 Memimpin

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya secara
berkala.

dan memastikan
pencrapan PTOgram-program
per-ubahan seclaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Kepu-
tusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3 Membuat

Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyclesaian masa-
lah  vyang melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam or-
ganisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada
pihak lain.

keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara kon-
struktif dan kre-
atif untuk
meninghkatkan
efektifitas organ-
isasi

4.

4.2

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.
Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
[kepercayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
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suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Kedaulatan
Maritim dan Energi

Kemampuan
untuk
mengevaliasi
dan
mengembanghkan
teknis advokasi

4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
hadap teknik/metode/mekan-
isme, melakukan pengem-
bangan atau perbaikan advokasi
kebijakan bidang kedaulatan
maritim dan energi.

kebijakan bidang 4.2 Mampu menyusun pedoman

kedaulatan
maritim dan
ENEeTEL

fjuknis wyang dijadikan mnor-
ma/ standar prosedur/finstru-
men advokasi kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan energi.
4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi  terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain

terkait advokasi kebijakan
bidang kedaulatan maritim dan
EMETE.

11. Pengendalian Ke-
bijakan Bidang Ked-
aulatan Maritim dan|
Energi

Kemampuan un-
tuk
menghasilkan
rekomendasi
perbaikan ke-
bijakan bidang
kedaulatan mar-
itim dan energi
yvang sedang ber-
jalan dan
MAaTnpL
menghasilkan
rencana aksi
mitigasi ter-
jadinya ham-
batan-hambatan
dalam pelaksa-
naan kebijakan
bidang kedau-
latan maritim
dan energi

4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
lemahan dan kelebihan sistem
pengendalian pelaksanaan ke-
bijakan bidang kedaulatan mar-
itim dan energi yang sedang ber-
jalan.

4.2 Mampu menghasilkan alternatif
solusi sebagai rekomendasi ke-
bijakan dalam proses pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan
bidang kedaulatan maritim dan
energi yang sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi
rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan.

12. Analisis Isu-Isu
Strategis Bidang
Kedaulatan Maritim
dan Hulkum Laut

Kemampuan
untuk
melakukan
evaluasi dan
memberikan
rekomendasi
tema isu
strategis yang
lebih tepat dan
prioritas bidang
kedaulatan
maritim dan
hukum laut

4. 1.Mampu mengevaluasi isu-isu
strategis dan memilih 1 (satu)
isu strategis bidang kedaulatan
maritim dan hukum laut yang
lebih prioritas.

4. 2. Mampu melakukan perbaikan
rumusan temaisu strategis dari
beberapa topik isu bidang
kedaulatan maritim dan hukum
laut.

4. 3. Mampu menyakinkan stake-
holder intermal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
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tema isu utama bidang
kedaulatan maritim dan hukum
laut.
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strategis yang
lebih tepat dan
prioritas bidang
navigasi dan
keselamatan

ENEeTEL

4.3 Mampu menyakinkan

13. Diplomasi Maritim 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi norma
Indonesia untuk mengeval- dan mengembangkan rumusan
uasi dan me- mengenai peranan penting laut
nyusun norma, dalam aspek geopolitik.
prosecur terkait 4.2 Mampu menyusun petunjuk
dinamika teknis, cara kerja yang dijadikan
kedanlatan mar- norma untuk mengatasi potensi
. . ancaman terhadap keamanan
itim di level re- . i
. politik dan ekonomi kawasan.

gional dan global )

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan pemangku
kepentingan terhadap pelaksa-
naan kebijakan diplomasi mari-
tim Indonesia di level regional
dan global.

14. Analisis Isu-Isu 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk strategis dan memilih 1 (satu)
MNavigasi dan Kesela melakukan isu strategis bidang navigasi dan
matan Maritim cvaluasi dan kesclamatan energi yang lebih

memberikan prioritas.
rekomendasi 4.2 Mampu melakukan perbaikan
tema isu rumusan tema/isu strategis dari

beberapa topik isu bidang
navigasi dan keselamatan
EnNergi.

stake-
holder intermal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu utama bidang navigasi
dan keselamatan energi.

. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Teknik sistem perkapalan/Teknik Keselamatan dan
Resiko/ Kebijakan Publik

1. Manajerial

Tl I {PIM II)

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional

B. Pelatihan

2. Teknis

dang Pe-

1. Pelatihan di Bi-
dang Kenaviga-
sian Nasional
dan Internasional

2. Pelatihan di Bi-

dang Kesela-
matan Maritim

. Pelatihan di Bi-

nanganan Kecel-
akaan Maritim
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4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis \
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala- \
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan ked-
aulatan maritim
dan energi/kenavi-
gasian nasional dan
inter-
nasional /kescla-
matan maritim/pe-
nanganan kecel-
akaan maritim
sccara kumulatif
paling singkat
sclama 5 (lima) ta-
hun dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling singkat
2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kecbijakan di
bidang navigasi dan kesclamatan maritim

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang navigasi
dan kesclamatan maritim

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang navi-
gasi dan keseclamatan maritim
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MNama Jabatan : Asisten Deputi Energi

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-02-60-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan| Asisten Deputi Energi mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan ke-
bijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
energi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

yang diharapkan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  seluruh pemanglku
keria yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam

pada nilai, norma segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan prin-
isasi sip moral dan standar ctika yang
tinggi, serta berani menanggung
konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas pen-yim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada ta-
taran lingkup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
ganisasi.

4.3 Mengembangkan sistemn VANE
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian

target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-infor-
mengemukakan masi penting hasil diskusi dengan
pemikiran multi- pihak lain untuk mendapatkan
dimensi secara pemahaman yang sama; Berbagi
lisan dan tertulis informasi dengan pemangku
untuk mendorong kepentingan untuk fujuan mening-
kesepakatan katkan kinerja secara  kKese-
dengan tujuan luruhan.
meningkatkan 4.2 Menuangkan pemikiran /konsep

yvang multidimensi dalam bentuk
tulizan formal.

kinerja secara
keseluruhan

4.3 Menyampaikan informasi secara
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persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkathkan
kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat in-
hasil kerja mencapai stansi untuk mencapai kinerja
target yang yang melebihi target yang ditetap-
ditetapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2, Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efeltifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
organisasi.

3. Pelayanan Mampu memon- | 4.1, Memahami dan memberi perhatian
Publik itor, mengeval- kepada isu-isu jangka panjang,
uasi, memperhi- kesempatan atau keluatan politik
tungkan dan vang mempengaruhi organisasi da-
mengantisipasi lam hubungannya dengan dunia
dampak dari luar, memperhitungkan dan meng-
isu-isu jangka antisipasi dampak terhadap pelak-
panjang, kesem- sanaan tugas-tugas pelayanan
patan, atau publik secara objektif, transparan,
kekuatan dan profesional dalam lingkup or-
politik dalam hal ganisasi.

pelayanan lechu- 4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan
tuhan pemanghku publik yang diselenggarakan oleh
kepentingan yang instansinya telah selaras dengan
transparan, ohjek- standar pelayanan vang objelktif,
tif, dan profe- netral, tidak memihak, tidak dis-
sional kriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok

Spartai politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-
jang yvang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku kepent-
ingan dalam menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar objelktif,
netral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi/ke-
lompok.
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6. Pengembangan

Menyusun pro-

4.1. Menyusun program pengem-
diri dan orang ETam pengcm- bangan jangka panjang bersama-
lain bangan jangka sama dengan bawahan, termasuk

panjang dalam didalamnya penctapan tujuan,
rangka men- bimbingan, penugasan dan pen-
dorong mana- galaman lainnya, serta menga-
jemen pembelaja- lokasikan waktu untuk mengilouati
ran pelatihan/ pendidikan/ pengem-
bangan kompetensi dan karir.

4.2, Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

4.3. Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya SCCATR konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Pe- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
rubahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi peru-
kerja bahan termasuk memitigasi risiko

yvang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah dit-
crapkan seccara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pene-
rapan program-program peruba-
han selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah vang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/selurih
risiko tinggi, fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan  bidang kerjanya  yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan mengan-
risiko tisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya (mitigasi risiko].
B. Sosial Kultural
9. Perckat Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
Bangsa kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstralktif] kerja  dan masyarakat untuk
dan kreatif untuk scnantiasa menjaga persatuan dan
meningkatkan kesatuan dalam keberagaman dan
efektifitas organ- menerima scgala bentuk perbe-
- daan dalam kehidupan  ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan perbe-
daan latar belakang, agama/ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/ kepercayaan,
sukmu, gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik.
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C. Teknis

10. Advokasi Kc-rLJ 4 Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi
bijakan Bida untuk terhadap teknik /metode / me-
Kedaulatan mengevaluasi dan kanisme, melakukan pen-
Maritim dan mengembangkan gembangan atau perbaikan
Energi teknis advokasi advokasi kebijakan bidang

kebijakan bidang kedaulatan maritim dan energi.
kedaulatan 4.2 Mampu MEnyLISUn pedoman
maritim dan fjuknis yang dijadikan norma
Energi fstandar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan energi.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan him-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
kedaulatan maritim dan energi.

11. Pengendalian Kemampuan un- 4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
Kebijakan Bi- tuk menghasilkan han dan kelebihan sistem pengen-
dang Kedau- rekomendasi per- dalian pelaksanaan kebijakan bi-
latan Maritim baikan kebijakan dang kedaulatan maritim dan en-
dan Energi bidang kedau- ergi yang sedang berjalan.

latan maritim dan| 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
CNETEl VAng se- solusi sebagai rekomendasi  ke-
dang berjalan dan bijakan dalam proses pengendalian
mampu pelaksanaan kebijakan  bidang
menghasilkan kedaulatan maritim dan energi
rencana aksi miti- vang sedang berjalan.

gasi terjadinya 4.3 Mampu menyvakinkan dan mem-
hambatan-ham- peroleh dukungan dari stakeholder
batan dalam terhadap alternatif solusi rekomen-
pelaksanaan ke- dasi kebijakan vang dihasilkan.
bijakan bidang

kedaulatan mari-

tim dan energi

12. Analisis ter- Kemampuan un- | 4.1 Mampu membandingkan konsep
hadap Wawa- tuk melakukan kebijakan dan mengevaluasi hasil
san Maritim evaluasi dan analisis guna peningkatan dan
Indonesia memberikan rek- penerapan paradigma  wawasan

omendasi ke- maritim Indonesia dalam pem-
bijakan untuk bangunan nasional. ) .
penerapan wawsa- 4.2 MEIII'.I.p'I_I mn:l.alculfr.a:!'l \.."Elldﬂﬂl dan
e meminimalkan terjadinya kesala-
san maritim Indo- .
nesia ]'.m.n dalam penyusunan hasil ana-
lisis.

4.3 Mampu merumuskan hasil analisis
sebagai bahan rekomendasi guna
peningkatan dan penerapan para-
digma wawasan maritim Indonesia
dalam pembangunan nasional.
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13. Analisis [su- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Isu Strategis untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu) isu
Bidang evaluasi dan strategis bidang ketahanan dan
Ketahanan memberikan kedaulatan energi wyang lebih
dan Kedau- rekomendasi tema prioritas.
latan Energi isu stratcgis yang [ 4.2 Mampu melakukan perbaikan

lebih tepat dan rumusan tema/isu strategis dari

prioritas bidang beberapa topik isu bidang

ketahanan dan ketahanan dan kedaulatan energi.

kedaulatan energi| 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
internal dan cksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema isu
utama bidang ketahanan dan
kedaulatan energi

14. Diplomasi Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi norma dan
Maritim untuk mengeval- mengembangkan rumusan meng-
Indonesia uasi dan me- enai peranan penting laut dalam

nyusun norma, aspek geopolitik.

prosedur terkait 4.2 Mampu MEnyusn petunjuk

dinamika kedati- teknis, cara kerja yang dijadikan

latan mearitiom di norma untuk mengatasi poten E_li

level regional dan ancaman tcrhac!.ap keamanan poli-
tik dan ekonomi kawasan.

Rlobal 4.3 Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan pemanghku
kepentingan terhadap pelaksanaan
kebijakan diplomasi maritim Indo-
nesia di level regional dan global.

[ll. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jabatan

Mutlak | Penting Perlu

A Pendidi-

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3

kan

2. Bidang llmu

Publik

Hulkum fPertambangan / Teknik Perminyakan /Kebijakan

1. Manajerial

11

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. II (PIM L

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang

Program dan Inves-
tasi Energi

. Pelatihan di Bidang

Pendukung Infra-
struktur Kedaulatan
Energi

. Pelatihan di Bidang

Partisipasi dan
Kerja Sama Energi

. Pelatihan di Bidang

Analisis dan Eval-
uasi Hukum

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

Kebijakan

. Pelatihan Analis

Hukum
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C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman
Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan kedaulatan
maritim dan en-
ergi/program dan in-
vestasi energi/ pen-
dukung infrastrubktur
kedaulatan en-
ergi,/ partisipasi dan
kerja sama energi
secara kumulatif pal-
ing singkat selama 5
{lima) tahun dan/atau

2. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-

jang ahli madya paling
singkat 2 [dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I {IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-

dang energi

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang energi
3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang energi
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Nama Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Manajemen Administrasi Pemerintahan

Kode Jabatan : 1-03-04-03-10-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang
Koordinasi Sumber Daya Maritim sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja
takan situasi kerja VANE mendorong selurnuh
vang mendorong pemanghku  kepentingan me-
kepatuhan pada matuhi nilai, norma, dan ctika

organisasi dalam segala
situasi dan kondisi.

nilai, norma, dan

etika organisasi

4.2, Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
MENANEEUNE konsek-
uensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik
/nilai-nilai wang dilakukan
oleh orang lain, pada tataran
linglktup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komit-| 4.1 Membangun sinergi antar unit
men tim, sinergi kerja di lingkup instansi vang

dipimpin.
4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian tar-
get kerja organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian  target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil
pemikiran multidi- diskusi dengan pihak lain un-
mensi secara lisan tuk mendapatkan pema-
dan tertulis untuk haman yang sama; Berbagi in-
mendorong kesepa- formasi dengan pemanghku
katan dengan kepentingan  untuk  tujuan

meningkatkan kinerja secara
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tujuan meningkat-
kan kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

keseluruhan.

Menuangkan pemikiran/kon-
sep yvang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk men-
dorong pemangku  kepent-
ingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan
tujuan meningkatkan kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi pada
hasil

Mendorong unit
kerja mencapai tar-
get yvang ditetapkan
atau melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.

4.3,

4.3.

. Mendorong unit kerja di ting-

kat instansi untuk mencapai
kinerja yang melebihi target
yvang ditetapkan.

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran strat-
egis instansi.

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
cfisicnsi pencapaian target or-
ganisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevahiasi,
memperhitung
kan dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesem-
patan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemanglku
kepentingan vang
transparan, ob-
jektif, dan profe-
sional

4.1.

4.2,

4.3.

Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik yang mem-
pengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tu-
gas pelayanan publik secara
objelctif, transparan, dan
profesional dalam lingkup or-
ganisasi.

Menjaga agar kebijakan pela-
yanan publik yang diseleng-
garakan oleh instansinya te-
lah selaras dengan standar
pelayanan wyvang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, =serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
fkelompok/ partai politik.
Menerapkan strategi jangka
panjang yvang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemang-ku  kepentingan da-
lam menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar ob-
jektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, trans-
paran, tidak terpengaruh
kepentingan  pribadi  fke-
lompok.
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6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang da-
lam rangka men-
dorong manajemen
pembelajaran

4.1

4.2,

4.3.

.Menyusun program pen gem-

bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawah an,
termasuk didalamnya penecta-
pan tujuan, bimbingan, penu-
EASAn dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasi-
kan waktu untuk mengikuti
pelatihan/Pendidi-

kan/pengembangan kompe-
tensi dan karir.
Melaksanakan manajemen

pembelajaran termasuk ewval-
uasi dan umpan balik pada ta-
taran organisasi;

Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,

melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas organ-
isasi

7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja un-
bahan bahan pada unit tuk lebih siap dalam
kerja menghadapi perubahan ter-
masuk memitigasi risiko yang

mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan su-
dah diterapkan secara aktif di
lingkup unit kerjanya secara
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan
Penerapan  pProgram-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan ma- | 4.1 Menyusun danj/atau memu-
Keputusan salah yang tuskan konsep penyelesaian
mengandung risiko masalah yang melibatkan be-
tinggi, mengan- berapa/seluruh fungsi dalam

tizsipasi dampak organisasi.
keputusan, mem- | 4.2 Menghasilkan solusi dari ber-
buat tindakan bagai masalah yang kom-
pengamanan; miti- pleks, terkait dengan bidang
gasi risiko kerjanya yang berdampak

pada pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak ke-
putusannya serta menyiap-
kan tindakan penanganannya
[miti-gasi risiko)].

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa Mendayagunakan | 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
perbedaan secara tasikan pemerintah di ling-
konstruktif dan kungan kerja dan masyarakat

untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan da-
lam keberagaman dan
menerima scgala bentuk
perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat.
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4.2

4.3

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama fkepercayaan, suku,

gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

Mampu membuat program
yang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agama fkepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik.

C. Teknis

10. Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran

Kemampuan untuk
memberikan rek-
omendasi terkait
penyusunan
rencana kerja dan
ANEEATAN

4.1

4.2

4.3

Mampu membandingkan efek-
tivitas penyusunan rencana
kerja dan anggaran.

Mampu memberikan rekomen-
dasi kebijakan terhadap
penyusunan rencana kerja
dan anggaran dengan mem-
berikan rekomendasi yang te-
pat dan aplikatif menyanghkut
kedudukan, tugas dan fungsi
lembaga dan unit-unit ker-
janya.

Mampu memberikan rekomen-
dasi mengenai penyusunan
rencana kerja dan anggaran.

11. Manajemen Sum-
ber Daya Maritim
Aparatur Sipil
Negara

Kemampuan untuk
Menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen penera-
panN Manajemen
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Sipil Negara

4.1

4.2

4.3

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam penera-
pan manajemen SDM ASN
[perencanaan SDM, analisis
jabatan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, peren-ca-
naan pengembangan kom-pe-
tensi, evaluasi jabatan mana-
jemen kinerja, administrasi
kepegawaian, sistem informasi
kepegawaian).

Mampu memberikan bimb-
ingan dan fasilitasi kepada
pengelola kepegawaian dalam
pencrapan pedoman dan pe-
tunjuk teknis [perencanaan
SDM, analisis jabatan, analisis
beban kerja, standar kompe-
tensi, pe-rencanaan pengem-
bangan kom-petensi, evaluasi
jabatan manajemen kinerja,
administrasi kepegawaian, sis-
tem informasi kepegawaian.
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dubungan stake-
holder terkait dengan konsep
manajemen SDM, pengem-
bangan dan penerapannya.
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12. Manajemen Keu-
ANEAan

Kemampuan mem-
berikan rekomen-

dasi terhadap ma-
najemen keuangan

4.1.

4.3,

4.3.

Mampu mengevaluasi hasil
analisis yang dilakukan dan
memberikan rekomendasi da-
lam rangka perbaikan pelaksa-
naan pengelolaan keuangan.

Mampu memberikan solusi
atas permasalahan jangka
panjang yvang bersifat strategis
pada pengelolaan keuangan.
Mampu membuat langkah an-
tisipatif atas perubahan ling-
kungan eksternal yang dapat
mempengarnihi pengelolaan
keuangan.

13. Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja

Kemampuan untuk
merekomendasi
pengelolaan kinerja
organisasi

4.1

4.2

4.3

Mampu memberikan rekomen-
dasi atas pengelolaan kinerja
organisasi.

Mampu memanfaatan hasil
penilaian kinerja organisasi
untuk penguatan pengelolaan
kinerja organisasi lainnya.
Mampu menetapkan rumusan
Renstra dan LAKIP.

14. Penyusunan
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

Kemampuan untuk
mengevahiasi dan
METYLSUn
perangkat norma
standar prosedur
instrumen
Penyusunan
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sis-
tem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan dalam
Penyusunan Strategi Imple-
mentasi Reformasi Birokrasi
yang lebih efelktiff efisien.
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yvang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam
Penyusunan Strategi Imple-
mentasi Reformasi Birokrasi.
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait Penyusu-
nan Strategi Reformasi
Birokrasi dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain  atau
stakeholder terkait Penyusu-
nan Strategi Implementasi
Reformasi Birokrasi.

15. Manajemen Per-
kantoran

Kemampuan untuk
melakukan rek-
omendasi mana-
jemen perkantoran

4.1

Mampu memberikan rekomen-
dasi pengelolaan persuratan,

barang milik negara, kearsi-
pan, keprotokolan, humas,
data dan sistem informasi,

serta urusan kesckretariatan
lainnya secara tepat dan ap-
likatif untuk perbaikan pengel-
olaan.
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4.2 Mampu membuatkan klasifi-
kasi, standar dan sasaran un-
tuk peningkatan kinerja
secara berkesinambungan.

4.3 Mampu melakukan peru-
bahan pengelolaan persura-
tan, barang milik negara,
kearsipan, keprotokolan, dan
kesckretaria-tan lainnya yang
berorientasi teknologi.

[II. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Jenis Persyaratan Uraian
Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau S-3

A. Pendidikan Manajemen/Manajemen SDM/Administrasi Pub-

2. Bidang llmu lik/Manajemen Sumber Daya Perairan/Manajemen
Sumber Daya Pesisir dan Laut

Pelatihan Kepem-
1. Manajerial impinan Nasional Y
Tk. 11 (PIM II)

1. Pelatihan di Bi-
dang Mana-
jemen Per-
kantoran

2. Pelatihan di Bi-
dang Penyusu-

B. Pelatihan nan Program

dan Anggaran

2. Teknis 3. Pelatihan di Bi- \
dang Monitoring
dan Evaluasi

4. Pelatihan di Bi-
dang Mana-
jemen SDM

5. Pelatihan di Bi-
dang Sumber
Daya Maritim

3.Fungsional 1. Pelatihan Ana- \
lis Kebijakan

2. Pelatihan

Perencana
3. Pelatihan
Arsiparis
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengala- \

man Jabatan da-
lam bidang tugas
yang terkait
dengan
kesckretaria-
tan/sumber daya
maritim, secara ku-
mulatif paling sing-
kat sclama 5 (lima)
tahun dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan

www.peraturan.go.id



195, 2023, No.513

Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 (dua) tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Tingkat I [IV b}

l. Kualitas dokumen perencanaan program dan ang-
garan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya
Maritim

2. Tercapainya target kinerja Deputi Bidang Koordi-

E. Indikator Kinerja Jabatan nasi Sumber Daya Maritim

3. Kualitas dukungan administrasi perkantoran
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

4. Kualitas peclaksanaan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas
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MNama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

-126-

: Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
: Kemaritiman dan Investasi

@ 1-

03-04-03-20-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pen-
gendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian fLembaga yang
terkait dengan isu di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mem-
bantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Lewvel |

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu mencip-
takan situasi
kerja yang men-
dorong kepatu-
han pada nilai,
norma, dan ctika
organisasi

4.1.

4.2,

4.3.

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong scluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan kon-
disi.

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

Berani melakukan koreksi atan
mengambil tindakan atas pen-
vimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup
kerja setingkat instansi mes-
kipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yvang
dipimpin.

Memfasilitasi kepentingan
vang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian tar-
get kerja organisasi.
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi-
dimensi secara
lisan dan tertulis

Mengintegrasikan informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
vang sama; Berbagi informasi
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untuk men-
dorong kesepa-
katan dengan
tujuan mening-
katkan kinerja
secara kese-
luruhan

4.2

4.3

dengan pemangku kepent-
ingan untuk tujuan mening-
katkan kinerja secara kese-
lurhan.

Menuangkan pemikiran/kon-
sep yvang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.

Menyampaikan informasi
sccara persuasif untuk men-
dorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah
bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi pada
hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebe-
lummnya

4. 1. Mendorong unit kerja di tingkat

instansi untuk mencapai
kinerja yang melebihi target
vang ditetapkan.

4.2, Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis ins-
tansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-

ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengeval-
uasi, memperhi-
tungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isu-
isu jangka pan-
jang, kesem-
patan, atau
kelkuatan

politik dalam

hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
yvang trans-
paran, objeltif,
dan profesional

4.1. Memahami dan memberi per-

hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan paolitik yang mem-
pengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tu-
gas pelayanan publik secara
ohbjektif, transparan, dan profe-
sional dalam lingkup organ-
isasi.

4.2, Menjaga agar kebijakan pela-

4.3. Menerapkan

yvanan publik yang diseleng-
garakan oleh instansinya telah
selaras dengan standar pela-
vanan vyang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskrimi-
natif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok
J/partai politik.

strategi janghka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan  kebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak
terpengarih mkepentingan
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pribadi f kelompolk.

6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun pro-
ErAIM pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembela-
jaran

4.1.

4.2,

4.3.

Menyusun program pengem-
bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya peneta-
pan tujuan, bimbingan, penu-
EAsan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti pelati-
han/ pendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen
pem-belajaran termasuk eval-
uasi dan umpan balik pada ta-
taran organisasi.
Mengembangkan orang-orang
di-sekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin pe-
rubahan pada
umnit kerja

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memiti-
gasi risiko yang mungkin ter-
jadi.

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya secara
berkala.

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan
masalah yvang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, mem-
buat tindakan
pPENEAIMANEDN;
mitigasi risiko

4.2

4.3

Menyusun dan/atau memutu-
kan konsep penyelesaian ma-
salah wyang melibatkan be-
berapa /fseluruh fungsi dalam
organisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada
pihak lain.

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya [mit-
igasi risiko).

B. Sosial Kultural
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9. Perekat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
kan perbedaan tasikan pemerintah di ling-
secara kon- kungan kerja dan masyarakat
struktif dan untuk senantiasa menjaga per-
kreatif untuk satuan dan kesatuan dalam
meningkatkan keberagaman dan menerima
efektifitas or- segala bentuk perbedaan da-
Eganisasi lam kehidupan bermasyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi poli-
tik untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program
vang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agama/ kepercayaan, sulou,
gender, sosial ekonomi, prefer-
ensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi

bijakan Bidang untuk terhadap  teknik  /metode
Sumber Daya Mar- mengevahiasi /meckanisme, melakukan pen
itim dan gembangan atau perbaikan
mengembang- advokasi  kebijakan  bidang
loans telonin sumber daya maritim.
advokasi ke-
bijakan bidang 4.2 Mampu menyusun pedoman
sumber daya Jjuknis yang dijadikan norma
maritim /standar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang
sumber daya maritim.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang sumber daya maritim.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-

bijakan Bidang untuk lemahan dan kelebihan sistem

Sumber Daya Mar- menghasilkan pengendalian pelaksanaan ke-

itim rekomendasi bijakan bidang sumber daya
perbaikan ke- maritim vang sedang berjalan.
bijakan bidang 4.2 Mampu menghasilkan alter-
sumber daya . . .
maritim yang natl.l' anl1..1j='|1 scebagai rekomen-
scdung boxjalan dasi ktbu_ﬂkﬂn dalam proses
dan mampu pengendalian pelaksanaan ke-
menghasilkan bijakan bidang sumber daya
rencana aksi maritim yang sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan

mitigasi ter-
jadinya ham-
batan-ham-
batan dalam
pelaksanaan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap alternatif
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kebijakan bi-
dang sumber
daya maritim

solusi rekomendasi kebijakan
yvang dihasilkan.

kelautan dan
perikanan

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk strategis dan memilih 1 [satu)
Pengelolaan Ruang melakukan isu strategis bidang
Laut dan Pesisir evaluasi dan pengelolaan ruang laut dan

mcmbcrikan. pesisir yang lebih prioritas.
rEkDII'f.Er.IdE.EIl 4.2 Mampu melakukan perbaikan
tema IE:U rumusan tema/isu strategis
f;;?;tf;:a}tﬂ;:n dari beberapa topik isu bidang
prioritas bidang pengelolaan muang laut dan
pengelolaan pesisir.
ruang laut dan 4.3 Mampu menyakinkan stake-
pesisir holder internal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu  utama bidang
pengelolaan ruang laut dan
pesisir.

13. Analisizs Penataan Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi ke-
Ruang Laut dan untuk mem- bijakan maupun program
Wilayah bandingkan, terkait analisis penataan ruang
Perikanan menghkaji ula.w.ng, laut dan wilayah perikanan.

:l:fc'\'aluam, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
T ——— dan konsep penecrapan .pcna-
an anslisis taan ruang laut dan wilayah
terkait analisis perikanan.
penataan ruang | 43 Mampu menyakinkan stake-
laut dan holder dalam  pelaksanaan
wilayah analisis penataan ruang laut
perikanan dan wilayah perikanan
schingga memperoleh du-
kungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder terkait
analisis penataan ruang laut
dan wilayah perikanan.

14. Analisis Pengel- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi ke-
olaan Sumber untuk mem- bijakan MALpUn Program
Daya Kelautan bandinghkan, terkait analisis pengelolaan
dan Perikanan menghkaji ulang, sumber daya kelautan dan

mengevaluasi, perileanan.

serta menyem- 4.2 Mampu membuat rekomendasi
purnakan ana-

lisin terimit dan konsep penerapan pengel-
analiziz olaan sumber daya kelautan
pengelolaan dan perikanan.

sumber daya 4.3 Mampu menyakinkan stake-

holder dalam  pelaksanaan
analisis pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan
sehingga memperoleh du-
kungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi

kepada stakeholder terkait
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analisis pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan.

. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya

Uraian terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

llmu Kelautan / Teknik Kelautan /Plano-

logi/ Perencanaan Wilayah,/Administrasi Ke-
maritiman/Manajemen Sumber Daya
Perairan/ Osecanografi/Pengelolaan Pesisir dan
Laut/Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan
Perairan

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional Tk.
I1 [FIM 1)

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Penataan
Ruang Dan
Zonasi

2. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Jasa Kelautan

3. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Konservasi
Perairan dan
Pendayagunaan
Pulau-Pulau Kecil

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3. Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala- A
man Jabatan dalam
bidang tugas yvang
terkait dengan
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sumber daya mari-
tim f penataan ri-
ang dan
zonasi/pengelolaan
jasa kelau-
tan/pengelolaan
konservasi perairan
dan pendaya-
gunaan pulau-pu-
lan kecil secara ku-
mulatif paling sing-
kat selama 5 (lima)
tahun dan/fatau

2. Sedang atau
pernah menduduki
Jabatan Adminis-
trator atau JF jen-
jang ahli madya
paling singkat 2
[dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I [(IV b}

E. Indilkeator Kinerja Jabatan 2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pengel-

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir

olaan ruang laut dan pesisir

pengelolaan muang laut dan pesisir
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MNama Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-03-30-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penctapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian  pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
vang terkait dengan isu di bidang Pengelolaan Perikanan
Tangkap sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pen-
capaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMFPFETENSI

Kompetensi |L.n:".'cl | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong scluruh pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi  nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-

pada nilai, norma lam segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan

isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengamhbil tindakan atas pen-
yvimpangan kode etik/nilai-nilai
yvang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
sctingkat instansi meskipun
ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
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untuk mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
kescluruhan

4.2

4.3

dengan pemangku kepentingan
untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.
Menuangkan pemikiran/kon-
sep yang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.
Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk men-
dorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah
bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil

kerja sebelumnya

4.1. Mendorong unit kerja di tingkat

instansi untuk mencapai
kinerja yang melebihi target
vang ditetapkan.

4.2, Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-

ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memoni-

tor, mengevaluasi,

memperhitung-
kan dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan
VANE transparan,
objektif, dan
profesional

4.1. Memahami dan memberi per-

hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan  atau
kekuatan politik yang mem-
pengaruhi  organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tu-
gas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan profe-
sional dalam lingkup organ-
isasi.

4.2. Menjaga agar kebijakan pela-

4.3. Menerapkan

yvanan publik yang diseleng-
garakan oleh instansinya telah
sclaras dengan standar pela-
vanan yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskrimi-
natif, serta tidak ter-pengaruh
kepentingan pribadi/kelompok
J/partai politik.

strategi  janghka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan,k tidak

www.peraturan.go.id




-135-

2023, No.513

terpengarh kepentingan
pribadi/ kelompolk.

6. Pengembangan diri Menyusun pro- 4,1. Menyvusun Pprogram pen-gem-
dan orang lain gram pengem- bangan jangka panjang ber-
bangan jangka sama-sama dengan bawahan,
panjang dalam termasuk didalamnya peneta-
rangka men- pan tujuan, bimbingan, penu-
dorong mana- gasan dan pengalaman lainnya,
jemen pembelaja- serta  mengalokasikan  waktu
ran untuk mengikuti pelati-
han, pendidikan/pengembang-
an kompetensi dan karir.

4.2. Melaksanakan manajemen
pem-belajaran termasuk eval-
uasi dan umpan balik pada ta-
taran organisasi.

4.3. Mengembangkan orang-orang
di-sekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi
kerja perubahan termasuk memiti-
gasi risiko yang mungkin ter-

jadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup wunit kerjanya secara
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan
pCnerapan Program-program
pe-rubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
usan masalah yang kan konsep penyelesaian masa-
mengandung lah yang melibatkan be-
risiko tinggi, berapa/scluruh fungsi dalam
mengantisipasi organisasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan sohasi dari
tusan, membuat berbagai masalah wyang kom-
tindakan penga- pleks, terkait dengan bidang
manan; mitigasi kerjanya yvang berdampak pada
rinilen pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya {miti-
gasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-

kan perbedaan
secara konstruktif]
dan kreatif untuk

meninghkatkan

tasikan pemerintah di ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatuan dalam
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efektifitas organ-
isasi

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.

batan dalam
pelaksanaan ke-
bijakan bidang
sumber daya mar-
itim

4.2 Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi poli-
tik untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program
vang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agamafkepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, prefer-
ensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Bidang Sumber untuk terhadap teknik/metode /me-
Daya Maritim mengevaluasi dan kanisme, melakukan pen-
mengembangkan gembangan atau  perbaikan
teknis advokasi advokasi  kebijakan  bidang

kebijakan bidang sumber daya maritim.
sumber daya 4.2 Mampu menyusun pedoman
maritim Jjuknis yang dijadikan norma
fstandar prosedurfinstrumen
advokasi kebijakan  bidang

sumber daya maritim.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dulbungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi  kebijakan
bidang sumber daya maritim.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
bijakan Bidang tuk menghasilkan lemahan dan kelebihan sistem
Sumber Daya Mari- rekomendasi per- pengendalian pelaksanaan ke-
tim baikan kebijakan bijakan bidang sumber daya

bidang sumber maritim yvang sedang berjalan.

daya maritim 4.2 Mampu menghasilkan alter-
yang sedang ber- natif solusi scbagai rekomen-
jalan dan mampu dasi kebijakan dalam proses
menghasilkan pengendalian pelaksanaan ke-
rencana aksi miti- bijakan bidang sumber daya
gasi terjadinya maritim yvang sedang berjalan.

hambatan-ham- | 43 Mampu menyakinkan dan

memperoleh dulkungan dari
stakeholder terhadap alternatif
solusi rekomendasi kebijakan
vang dihasilkan.
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12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu)
Pengelolaan Peri- evaluasi dan isu strategis bidang pen-
kanan Tangkap memberikan gelolaan  perikanan  tangkap

rekomendasi tema vang lebih prioritas.

isu strategis yang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan

lebih tepat dan rumusan tema/isu strategis

prioritas bidang dari beberapa topik isu bidang

pengelolaan pengelolaan  perikanan  tang-

perikanan kap.

tangkap 4.3 Mampu menyakinkan stake-
holder internal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu utama bidang
pengelolaan  perikanan tang-
kap.

13. Analisis Penataan Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi ke-
Ruang Laut dan untuk mem- bijakan mMaupLn program
Wilayah Perikanan bandingkan, terkait analisis penataan ruang

mengkaji ulang, laut dan wilayvah perikanan.
mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
SCTTA MENyempur- dan konsep pencrapan pena-
nakan analisis taan ruang laut dan wilayah
terkait analisis perikanan.
penataan ruang 4.3 Mampu menyakinkan stake-
lau? dan wilayah holder dalam  pelaksanaan
perikanan analisis penataan ruang laut
dan wilayah perikanan
schingga memperoleh du-
kungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder terkait
analisis penataan ruang laut
dan wilayah perikanan.

4. Analisis Pengelolaan Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebi-
Sumber Daya Kelau- untuk mem- jakan maupun program terkait
tan dan Perikanan bandingkan, analisis pengelolaan sumber

mengkaji ulang, daya kelautan dan perikanan.
mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
BErta MEnyCmpur- dan konscp penerapan pen-gel-
nakan analisis olaan sumber daya kelautan
terkait analisis dan perikanan.

pengclolaan 4.3 Mampu menyakinkan stake-
sumber daya holder dalam  pelaksanaan
MESSUEAT, Gty analisis pengelolaan sumber
perikanan

daya kelautan dan perikanan
sehingga memperoleh dulkun-
Ean, dan memberikan
bimbingan maupun f&silitasi

kepada  stakeholder terkait
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analisis pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Uraian

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

2. Bidang llmu

Hmu Kelautan dan Perikanan fManajemen
Sumberdaya Perairan/Teknologi dan Manajemen
Perikanan Tangkap/Teknologi Penangkapan
Ikan /Teknologi Perikanan Laut/Pemanfaatan
Sumber Daya Perikanan

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional V
Thk. 11 (PIM 1II)

2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Sumber Daya
Ikan

2. Pelatihan di Bi-
dang Tata Kelola
Penangkapan
Ikan

3. Pelatihan di Bi-
dang Sarana
Prasarana Pe-
nangkapan lkan

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
sumber daya
maritim f pengelolaa
n sumber daya
ikan/tata kelola
penangkapan
ikan /sarana
Prasarana
penangkapan ikan
secara kumulatif
paling singkat
selama 3 (lima) ta-
hun dan/fatau

2. Bedang atau pernah
menduduki Jabatan
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Administrator atan
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 [dua) tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Tingkat I (IV b}

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang pengelolaan perikanan tangkap

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pengel-
olaan perikanan tangkap

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang
pengelolaan perikanan tangkap

E. Indikator Kinerja Jabatan
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-03-40-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya mempu-
nyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan, penctapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yvang terkait dengan isu di bidang Pengembangan Perikanan
Budidaya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pen-
capaian kinerja yang diharapkan

1I. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi I Level I Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- | 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong seluruh pemangku
kerja yang men- kepentingan mematuhi  nilai,
dorong kepatu- norma, dan ctika organisasi da-
han pada nilai, lam segala situasi dan kondisi.

norma, dan ctika| 4.2. Mendukung dan menerapkan

organisasi prinsip moral dan standar ctika
yang tinggi, serta berani me-
nanggung konsckucnsinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan olch orang
lain, pada tataran lingkup kerja
sctingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama + Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem  yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk men- pemangku kepentingan untuk
dorong kcscpa- tujuan mcningkatkan kincrja
katan dengan secara kescluruhan
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tujuan mening- | 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep

katkan kinerja vang multidimensi dalam ben-

secara kese- tuk tulisan formal.

luruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pe-
manghku kepentingan scpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang vang melebihi target wyang
ditetapkan atau ditetapkan.
melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi
kerja scbe- hasil kerja unitnya agar sclaras
lumnva dengan sasaran strategis in-

) stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni-| 4 1. Memahami dan memberi per-
tor, mengeval- hatian kepada isu-isu jangka
uasi, memperhi- panjang, kesempatan — atau
tungkan dan kekuatan politik Vang
mengantisipasi mempengaruhi organisasi da-
dampak dari isu- lam hubungannya dengan
isu jangka pan- dunia luar, memperhitungkan
jang, kesem- dan mengantisipasi dampak ter-
patan, atau hadap pelaksanaan tugas-tugas
keloaatan pelaya-nan publik secara objek-
politik dalam tif, tran.spara.n, dan .prufcsiunal
hal pelayanan dalam lingkup organisasi.
kebutuhan 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
pemangku yvanan publik yang diselenggara-
kepentingan kan oleh instansinya telah
yang trans- sclaras dengan standar pela-
paran, objektif, yvanan vyang objektif, netral,
dan profesional tidak memihak, tidak diskrimi-

natif, serta tidak ter-pengaruh
kepentingan  pribadi/ kelompok
/partai politik.

4.3. Mencrapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan  pe-
manghku kepentingan dalam me-
MYLUEUN kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan  pri-
badifkelompolk.

6. Pengembangan diri Menyusun pro- | 4 1. Menyusun program pen gem-

dan orang lain

ETAIM Pengem-
bangan jangka
panjang dalam

bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya peneta-
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rangka men-
dorong mana-
jemen pembela-
jaran

4.2,

4.3.

pan tujuan, bimbingan, penu-
gasan dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan  waktu
untuk mengikuti pelatihan
/pendidikan f pengembangan
kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen pem
belajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi.

Mengembangkan orang-orang
di-sekitarnya secara konsisten,
melakukan  kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan  termasulk  memiti-
gasi risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup wunit kerjanya seccara
berkala.

Memimpin dan memastikan
pENerapan PTOETAM -Program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Kepu-
tusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/fatau memutus-
kan konsep penyelesaian masa-
lah VAng melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam
organisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada
pihak lain.

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara kon-
struktif dan kre-
atif untuk
meninghkatkan
efektifitas organ-
isasi

4.1

4.2

4.3

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di  ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatnan dalam
keberagaman dan menerima
scgala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.
Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.
Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan
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C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Sumber
Daya Maritim

Kemampuan
untuk
mengevaliasi
dan
mengembanghkan
teknis advokasi

4.1

kebijakan bidang 4.2

sumber daya
maritim

Mampu melakukan evaluasi ter
hadap teknik / metode  meka-
nisme, melakukan pengem-
bangan atau perbaikan advo-
kasi kebijakan bidang sumber
daya maritim.

Mampu menyusun pedoman
Jjuknis yang dijadikan norma
/standar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang
sumber daya maritim.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang sumber daya maritim.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un-| 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
bijakan Bidang tuk lemahan dan kelebihan sistem
Sumber Daya Mari- menghasilkan pengendalian pelaksanaan ke-
tim rekomendasi bijakan bidang sumber daya

perbaikan ke- maritim yvang sedang berjalan.
bijakan bidang 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
sumber daya solusi sebagai rekomendasi ke-
maritim yvang se- bijakan dalam proses pengen-
dang berjalan dalian pelaksanaan kebijakan
dan mampu bidang sumber daya maritim
menghasilkan yvang sedang berjalan.

rencana aksi 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-

mitigasi ter-
jadinya ham-
batan-hambatan
dalam pelaksa-
naan kebijakan
bidang sumber
daya maritim

peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi
rekomendasi kebijakan yang

dihasilkan.
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serta menyem-
purnakan ana-
lisis terkait
analisis
penataan rang
laut dan wilayah

4.2 Mampu menyakinkan

12. Analisis Isu-Isu HKemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk strategis dan memilih 1 (satu)
Pengembangan Peri- melakukan isu strategis bidang pen-
kanan Budava evaluasi dan gembangan perikanan budidaya

) memberikan vang lebih prioritas.
rekomendasi 4.2 Mampu melakukan perbaikan
tema isu rumusan tema/isu strategis
strategis yang dari beberapa topik isu bidang
lebih te pat dan p{ngfmbﬂngan p.:rikanan
prioritas bidang budidaya.
pengembangan | 4.3 Mampu menyakinkan stake-
perikanan holder internal dan eksternal
budidaya atas pemilihan tema isu utama

dan memberikan rekomendasi
tema isu utama bidang
pengembangan perikanan
budidaya.

13. Ansalisis Penataan Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Ruang Laut dan untuk mem- maupun program terkait ana-
Wilayah Perikanan bandingkan, lisis penataan ruang laut dan

mengkaji ulang, wilayah perikanan.
mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi

dan konsep penerapan pena-
taan ruang laut dan wilayah
perikanan.

stake-
dalam pelaksanaan
analisis penataan rmang laut

holder

BETtA Menyem-
purnakan ana-
lizis terkait
analisis
pengelolaan
sumber daya
kelautan dan
perikanan

perikanan dan wilayah perikanan sehingga
memperoleh dulkungan, dan
memberikan bimbingan
Mmalpun fasilitasi kepada
stakeholder  terkait analisis
penataan ruang laut  dan
wilayah perikanan.

14. Analisis Pengelolaan Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Sumber Daya untuk mem- maupun program terkait ana-
Kelautan dan Peri- bandingkan, lisis pengelolaan sumber dava
kanan menghkaji ulang, kelautan dan perikanan.

mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi

dan konsep penerapan pengel-
olaan sumber daya kelautan
dan perikanan.

4.3 Mampu menyvakinkan stake-
holder  dalam pelaksanaan
analisis pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan
schingga memperoleh dukun-

gan, dan memberikan bim-
bingan IMAaLpLn fasilitasi
kepada stakeholder  terkait
analisis pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan.
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Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya ter-

Uraian hadap jabatan

Perlu

Mutlak | Penting

A. Pendidikan

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3

2. Bidang Ilmu

lmu Kelautan dan Perikanan /Teknologi Budidaya
Perikanan fManajemen Sumberdaya Perairan
|{Perikanan)

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional
Tk. 11 {PIM II)

2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Kawasan Budi-
daya Perikanan

2. Pelatihan di Bi-
dang Perbenihan
dan Sarana
Produksi Budi-
daya

3. Pelatihan di Bi-
dang Sarana
Prasarana Dan
Pembudidaya
Ikan

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala- |
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
sumber daya mari-
tim f pengelolaan
kawasan budidaya
perikanan / perbe-
nihan dan sarana
produksi budi-
daya/sarana prasa-
rana dan pembudi-
daya ikan secara
kumulatif paling
singkat selama 5
{lima) tahun
dan/atau

2. Bedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atan
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 |(dua) tahun
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Paling rendah Pembina Tingkat I (IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang pengembangan perikanan budidaya

2. Kualitas analisis isu-isu strategizs bidang
pengembangan perikanan budidaya

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang
pengembangan perikanan budidaya

www.peraturan.go.id



147 2023, No.513

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-03-50-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penctapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
vang terkait dengan isu di bidang Peningkatan Daya Saing
sesuail dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- | 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong seluruh  pemanghku
kerja vang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatu- norma, dan etika organisasi da-
han pada nilai, lam segala situasi dan kondisi.
norma, dan etikal 4.2. Mendukung dan menerapkan
organisasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas pen-
vimpangan kode etik/nilai-nilai
yvang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan  pihak lain | untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk men- pemangku  kepentingan untuk
dorong kesepa- tujuan meningkatkan kinerja
katan dengan sccara keseluruhan.
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tujuan mening- | 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep

katkan kinerja vang multidimensi dalam ben-

secara kese- tuk tulizan formal.

luruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif wuntuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang yvang melebihi target yang
ditetapkan atau ditetapkan.
melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi
kerja sebe- hasil kerja unitnya agar sclaras
lumnva dengan sasaran strategis in-

) stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni-| 4 1. Memahami dan memberi per-
tor, mengeval- hatian kepada isu-isu jangka
uasi, memperhi- panjang, kescmpatan atan
tungkan dan kekuatan politik YANg
mengantisipasi mempengarihi organisasi dalam
dampak dari isu- hubungannya dengan dunia
isu jangka pan- luar, memperhitungkan dan
jang, kesem- mengantisipasi dampak  ter-
patan, atau hadap pelaksanaan tugas-tugas
kelkuatan pelaya-nan publik secara objek-
politik dalam tif, transparan, dan profesional
hal pelayanan dalam lingkup organisasi.
kebutuhan 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
pemangku yvanan publik yang disclenggara-
kepentingan kan oleh instansinya telah
vang trans- selaras dengan standar pela-
paran, objeltif, vanan yang objektif, netral,
dan profesional tidak memihak, tidak diskrimi-

natif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok
/partai politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka

panjang yang berfolus pada
pemenuhan kebutuhan pema-
ngku kepentingan dalam me-
Myusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok
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6. Pengembangan diri Menyusun pro- | 4. 1. Menyusun program pengem-
dan orang lain Eram pengerm- bangan janghkas panjang ber-
bangan jangka sama-sama dengan bawahan,
panjang dalam termasuk didalamnya peneta-
rangka men- pan tujuan, bimbingan, penu-
dorong mana- gasan dan pengalaman lainnya,
jemen pembela- serta mengalokasikan  waktu
jaran untuk mengikuti pelatihan/ Pen-
didikan/pengembangan kompe-
tensi dan karir.
4.2, Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran or-
Eanisasi.
4.3. Mengembangkan OTAENE-OTANE
disckitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi- posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru-| 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi
kerja perubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya seccara
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan
pPENecrapan program-program pe-
rubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan | 4.1 Menyusun dan/atan memutus-
tusan masalah yvang kan konsep penyelesaian masa-
mengandung lah VANE melibatkan be-
risiko tinggi, berapa/seluruh fungsi dalam or-
mengantisipasi ganisasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi dari ber-
tusan, membuat bagai masalah yang kompleks,
tindakan penga- terkait dengan bidang kerjanya
manan; mitigasi yang berdampak pada pihak
risiko lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
kan perbedaan tasikan pemerintah di ling-
secara kon- kungan kerja dan masyarakat
struktif dan kre- untuk senantiasa menjaga per-
atif untuk satuan dan kesatuan dalam
meningkatkan keberagaman dan menerima
efektifitas organ- scgs.lla bentuk perbedaan dalam
inasi kehidupan bermasyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-

bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
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pencapaian tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Sumber
Daya Maritim

Kemampuan
untuk
mengevaliasi
dan
mengembanghkan
teknis advokasi

kebijakan bidang 4.2 Mampu menyusun pedoman

sumber daya
maritim

4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
hadap
teknik fmetode f mekanisme,
melakukan pengembangan atau
perbaikan advokasi kebijakan
bidang sumber daya maritim.

Jjuknis yang dijadikan norma
/standar  prosedur/instrumen
ad-vokasi kebijakan bidang
sumber daya maritim.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang sumber daya maritim.

11. Pengendalian Ke-
bijakan Bidang
Sumber Daya Mari-
tim

Kemampuan un-
tuk
menghasilkan
rekomendasi
perbaikan ke-
bijakan bidang
sumber daya
maritim yang se-
dang berjalan
dan mampu
menghasilkan
rencana aksi
mitigasi ter-
jadinya ham-
batan-hambatan
dalam pelaksa-
naan kebijakan
bidang sumber
daya maritim

4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
lemahan dan kelebihan sistem
pengendalian pelaksanaan ke-
bijakan bidang sumber daya
maritim yang sedang berjalan.

4.2 Mampu menghasilkan alternatif
solusi sebagai rekomendasi ke-
bijakan dalam proses pengen-
dalian pelaksanaan hkebijakan
bidang sumber daya maritim
yvang sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi
rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan.

12. Analisis Isu-Isu
Strategis Bidang
Peningkatan Daya
Baing

Kemampuan
untuk
melakukan
evaluasi dan
memberikan
rekomendasi
tema isu
strategis yang
lebih tepat dan
prioritas bidang
peningkatan
daya saing

4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
strategis dan memilih 1 (satu)
isu strategis bidang peningkatan
daya saing yang lebih prioritas.

4.2 Mampu melakukan perbaikan
rumusan tema/isu strategis dari
beberapa topik isu bidang
peningkatan daya saing.

4.3 Mampu menyakinkan stake-
holder internal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu utama bidang
peningkatan daya saing.
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13. Analisis Pengelolaan| 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Sumber Daya untuk mem- maupun program terkait ana-
Kelautan dan Peri- bandingkan, lisis pengelolaan sumber daya
kanan mengkaji ulang, kelautan dan perikanan.

mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
SErtA Menyem- dan konsep penerapan pengel-
purnakan ana- olaan sumber daya kelautan dan
lisis terkait perikanan.
analisis 4.3 Mampu menyakinkan stake-
pengelolaan holder dalam  pelaksanaan
sumber daya analisis pengelolaan  sumber
kelautan dan daya kelautan dan perikanan
perikanan schingga memperoleh
dukungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder  terkait
analisis pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan.

14. Analisis Pengem- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
bangan Industriali- untuk mem- maupun program terkait ana-
sa8i dan Pening- banding-kan, lisis pengembangan indus-triali-
katan Daya Saing mengkaji ulang, sasi dan peningkatan daya saing
Sumber Daya mengevaluasi, sumber daya kelautan dan peri-
Kelautan dan Peri- serta menyem- kanan.
kanan purnakan ana- 4.2 Mampu membuat rekomendasi

lisis terkait dan konsep penerapan pen-gem-
analisis bangan industrialisasi dan pen-
pengembangan ingkatan daya saing sumber
industrialisasi dava kelautan dan perikanan.
dan peningkatan| 4.3 Mampu menvakinkan stake-
daya saing holder dalam pelaksanaan
sumber daya analisis  pengembangan in-
l'“:LE_l“tE“ dan dustrialisazsi dan peningkatan
perikanan daya saing sumber daya
kelautan dan perikanan
sehingga memperaleh du-
kungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder  terkait
analisis pengembangan indust-
rialisasi dan peningkatan daya
saing sumber daya kelautan dan
perikanan.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jshatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau S-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Imu Kelautan dan Perikanan /Manajemen Sumber
Diaya Perairan (Perikanan)/Teknologi Pengolahan
Hasil Perikanan/Teknologi Pemasaran Hasil
Perikanan fSupply Chain Manajemen fAgrobisnis
Perikanan f Kebijakan Publik
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1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional
Tl 1T [PIM II)

1. Pelatihan di Bi-

B. Pelatihan

2. Teknis

dang Logistik
Produk Kelautan
dan Perikanan

. Pelatihan di Bi-

dang Pengelolaan
dan Bina Mutu
Produk Kelautan
dan Perikanan

. Pelatihan di Bi-

dang Pemasaran
Produk Kelautan
dan Perikanan

. Pelatihan di Bi-

dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Funggsional

. Pelatihan Analis

Kebijakan

. Pelatihan Analis

Hukum

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengala-

man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
sumber daya mari-
tim flogistik produk
kelautan dan peri-
kanan/pengelolaan
dan bina mutu
produk kelautan
dan peri-
kanan/pemasaran
produk kelautan
dan perikanan
secara kumulatif
paling singkat
selama 3 (lima) ta-
hun danfatau

. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 |(dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I [IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang peningkatan daya saing
Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pening-

katan daya saing

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pen-

ingkatan daya saing
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MNama Jabatan : Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-03-60-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim mempunyai tu-
gas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pen-
gendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian /Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yvang berlaku untuk mem-
bantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

yvang diharapkan
II. STANDAR KHOMPETENSI
Kompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong scluruh pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi  nilai,
dorong kepatuhan norma, dan ctika organisasi da-

pada nilai, norma lam segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
sctingkat instansi meskipun

ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis vang sama; Berbagi informasi
untuk mendorong dengan pemangku kepentingan
kescpakatan untuk tujuan meningkatkan
dengan tujuan kinerja secara keseluruhan.

www.peraturan.go.id



2023, No.513

-154-

meningkatkan
kinerja secara
kescluruhan

4.2

4.3

Menuangkan pemikiran/kon-
sep yvang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk men-
dorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah
bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

hasil

4. Orientasi pada

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai
kinerja yang melebihi target
yvang ditetapkan.

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memon-
itor, mengeval-
uasi, memperhi-
tungkan dan
mengantisipasi
dampak dari
isu-isu janghka
panjang, kesem-
patan, atau
kelkuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemanghku
kepentingan yvang
transparan, ob-
jektif, dan profe-
sional

4.1.

4.2,

4.3.

Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan  atau
kekuatan politik VAng
mempengaruhi organisasi da-
lam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan profe-
sional dalam lingkup organ-
isasi.

Menjaga agar kebijakan pela-
yvanan publik yang diseleng-
garakan oleh instansinya telah
sclaras dengan standar pela-
vanan yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskrimi-
natif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi /kelompok
J/partai politik.

Menerapkan strategi  jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan mkebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak
terpengaruh mkepentingan
pribadi f kelompok.
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6. Pengembangan diri Menyusun pro- 4.1. Menvusun program pengem-
dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang ber-
bangan jangka sama-sama dengan bawahan,
panjang dalam termasuk didalamnya peneta-
rangka men- pan tujuan, bimbingan, penu-
dorong mansa- gasan dan pengalaman lainnya,
jemen pembelaja- serta  mengalokasikan  waktu
ran untuk mengiluti pelati-
han/Pendidikan /pengem-

bangan kompetensi dan karir.

4.2. Melaksanakan manajemen pem
belajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi.

4.3. Mengembangkan orang-orang
di-sekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi
kerja perubahan termasuk memiti-
gasi risiko yang mungkin ter-

jadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya secara
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan
pCnerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
Keputusan masalah yang kan konsep penyelesaian masa-
mengandung lah wyang melibatkan be-
risiko tinggi, berapa/seluruh fungsi dalam
mengantisipasi organisasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi dari
tusan, membuat berbagai masalah yang kom-
tindakan penga- pleks, terkait dengan bidang
manan; mitigasi kerjanya yvang berdampak pada
rinileo pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya [miti-
gasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
kan perbedaan tasikan pemerintah di ling-
secara konstruketif] kungan kerja dan masyarakat
dan kreatif untuk untuk senantiasa menjaga per-
meningkatkan satuan dan kesatuan dalam
efektifitas organ- keberagaman dan menerima
imani segala bentuk perbedaan dalam

kehidupan bermasyarakat.
4.2 Mampu mendayagunakan per-

bedaan latar belakang, agama
/kepercayaan, suku, gender,
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sosial ekonomi, preferensi poli-
tik untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.

batan dalam
pelaksanaan ke-
bijakan bidang
sumber daya mar-
itim

4.3 Mampu membuat program
vang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, prefer-
ensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi
bijakan Bidang untuk terhadap teknik /metode /
Sumber Daya Mar- mengevaluasi dan meckanisme, melakukan pen-
itim mengembanghkan gembangan atau perbaikan
teknis advokasi advokasi  kebijakan  bidang

kebijakan bidang sumber daya maritim.
sumber daya 4.2 Mampu menyusun pedoman
maritim Jjuknis yvang dijadikan norma
fstandar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang

sumber daya maritim.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atan instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang sumber daya maritim.

11. Pengendsalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
bijakan Bidang tuk menghasilkan lemahan dan kelebihan sistem
Sumber Daya Mar- rekomendasi per- pengendalian pelaksanaan ke-
itim baikan kebijakan bijakan bidang sumber daya

bidang sumber maritim yvang sedang berjalan.
daya maritim 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
yang sedang ber- solusi sebagai rekomendasi ke-
jalan dan mampu bijakan dalam proses pengen-
menghasilkan dalian pelaksanaan kebijakan
rencana aksi miti- bidang sumber daya maritim
gasi terjadinya yang sedang berjalan.
hambatan-ham- | 43 Mampu menyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap alternatif
solusi rekomendasi kebijakan
vang dihasilkan.
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kelautan dan
perikanan

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu)
Hilirisasi Sumber evaluasi dan isu strategis bidang hilirisasi
Daya Maritim memberikan sumber daya maritim yang

) rekomendasi tema lebih prioritas.
isu strategis yvang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan
lebih tepat dan rumusan tema/isu  strategis
prioritas bidang dari beberapa topik isu bidang
hilirisasi sumber hilirisasi sumber daya maritim.
daya maritim 4.2 Mampu menyakinkan stake-
holder internal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu utama bidang
hilirisasi sumber daya maritim.

13. Analisis Pengel- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi ke-
olaan Sumber untuk mem- bijakan  maupun  program
Daya Kelautan dan bandingkan, terkait analisis pengelolaan
Perikanan mengkaji ulang, sumber daya kelautan dan

mengevaluasi, perikanan.

serta menyempur-| 4.2 Mampu membuat rekomendasi

nakan analisis dan konsep penerapan pengel-

terkait analisis olaan sumber daya kelautan

pengelolaan dan perikanan.

sumber daya 4.3 Mampu menyakinkan stake-

kelautan dan holder dalam  pelaksanaan

perikanan analisis pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan
schingga memperoleh du-
kungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder terkait
analisis pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan.

14. Analisis Pengem- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi ke-
bangan Industriali untuk mem- bijakan maupun program
sasi dan Pening- bandingkan, terkait analisis pPCngem-
katan Daya Saing mengkaji ulang, bangan industrialisasi dan
Sumber Dava mengevaluasi, peningkatan daya saing sum-
Kelautan dan Peri- serta ber daya kelautan dan peri-
kanan menyempurnakan kanan.

analisis terkait 4.2 Mampu membuat rekomen-
analisis dasi dan konsep penerapan
pengembangan pengembangan industrialisasi
industrialisasi dan peningkatan daya saing
dan peningkatan sumber daya kelautan dan
daya saing perikanan.

sumber daya 4.2 Mampu menyakinkan stake-

holder dalam pelaksanaan
analisis pengembangan in-
dustrialisasi dan peningkatan
daya saing sumber daya
kelautan perikanan
sehingga memperoleh du-
kungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder
analisis pengembangan in-
dustrialisasi dan peningkatan

dan

terkait
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daya saing sumber daya
kelautan dan perikanan.

11l. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Jenis Persyaratan Uraian
Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau S-3

A. Pendidikan Ilmu Kelautan dan Perikanan/Teknologi Hasil
Perikanan /Manajemen Sumberdaya Perairan
(Perikanan)/Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan
Perairan/Kebijakan Publik

Pelatihan Kepem-
1. Manajerial impinan Nasional y
Tk. 11 (PIM II)

1. Pelatihan di Bi-
dang Hilirisasi
Industri Kelautan

2. Pelatihan di Bi-
dang Hilirisasi
Industri Peri-

B. Pelatihan kanan

2. Teknis Pt T (1 H- .
dang Hilirisasi
Penunjang In-
dustri Kelautan
dan Perikanan

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional 1. Pelatihan Analis \
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

2. Bidang Ilmu

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengala- y
man Jabatan dalam
bidang tugas vang
terkait dengan sum-
ber daya mari-
tim /hilirisasi indus-
tri kelautan /hilir-
isasi industri peri-
kanan /hilirisasi
penunjang industri
kelautan dan peri-
kanan sccara ku-
mulatif paling sing-
kat selama 5 (lima)
tahun dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 (dua) tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Tingkat 1 (IV/b)
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E. Indikator Kinerja Jabatan

. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang hilirisasi

. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang hilir-

bidang hilirisasi sumber daya maritim

sumber daya maritim

isasi sumber daya maritim
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Nama Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan
Transportasi

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Manajemen Administrasi Pemerintahan

Kode Jabatan : 1-03-04-04-10-000

JABATAN FIMPINAN TINGGI FRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan trans-
portasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan ad-
ministrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
sesuail dengan prosedur dan ketentuan yang berlalu untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1.Menciptakan situasi kerja
takan situasi kerja yang mendorong  scluruh
vang mendorong pemangku kepentingan me-

matuhi nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi.

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi
4.2. Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya.

4.3.Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik /nilai-nilai YANE dil-
akukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja seting-
kat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komit-| 4.1 Membangun sinergi  antar
men tim, sinerg unit kerja di lingkup instansi

yang dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain schingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian tar-
gct kerja organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil
pemikiran multidi- diskusi dengan pihak lain un-
mensi secara lisan tuk mendapatkan pema-
dan tertulis untuk haman yang sama; Berbagi
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mendorong kese-
pakatan dengan
tujuan meningkat-
kan kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

informasi dengan pemanghku
kepentingan wuntuk tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

Menuangkan pemikiran/kon-
sep yang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk men-
dorongpemanghku kepent-

ingan scpakat pada langkah-
langkah bersama dengan
tujuan meningkatkan kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.2

4.3,

.Mendorong unit kerja di ting-

kat instansi untuk mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan.

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran strat-
egis instansi.

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka me-
ningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target or-
ganisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemanglku
kepentingan vang
transparan, ob-
jektif, dan profe-
sional

4.2,

4.3.

.Memahami dan memberi per-

hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik yang mem-
pengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tu-
gas pelayanan publik secara
objelktif, transparan, dan
profesional dalam lingkup or-
ganisasi.

Menjaga agar kebijakan pe-
layanan public yang diseleng-
garakan oleh instansinya te-
lah selaras dengan standar
pelayanan yang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pri-
badi/kelompok fpartai politik.
Menerapkan strategi jangka
panjang yvang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objeltif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
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tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi/kelompolk.

6. Pengembangan diri 4 Menyusun pro- 4. 1. Menyusun Program pengem-
dan ocrang lain Eram pengem- bangan jangka panjang ber-
bangan jangka sama-sama dengan bawahan,

panjang dalam termasuk didalamnya peneta-

rangka men- pan tujuan, bimbingan, penu-

dorong mana- gasan dan pengalaman

jemen pembelaja- lainnya, serta mengalokasi-

rEarl kan waktu untuk mengiloti

pelatihan/ pendidikan/ peng-
embangan kompetensi dan
karir.

4.2. Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk eval-
uasi dan umpan balik pada
tataran organisasi.

4.3. Mengembangkan OTang-
orang disckitarnya secara
konsisten, melakukan kade-
risasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola Pera- 4 Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja un-
bahan bahan pada unit tuk lebih siap dalam
kerja menghadapi perubahan ter-

masuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan su-
dah diterapkan secara aktif di
lingkup unit kerjanya secara
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan
PEnNErapan  Program-program
perubahan selaras antar unit

kerja.
8. Pengambilan Kepu- 4 Menyelesaikan 4.1 Menyusun danj/atau memu-
tusan masalah yang tuskan konsep penyelesaian
mengandung masalah yang melibatkan be-
risiko tinggi, berapa/seluruh fungsi dalam
mengantisipasi organisasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi  dari
tusan, membuat berbagai masalah yang kom-
tindakan penga- pleks, terkait dengan bidang
manan; mitigasi kerjanya yang berdampak
risiko pada pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak ke-
putusannya serta menyiap-
kan tindakan penanganannya
[mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

G, Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
perbedaan secara tasikan pemerintah di ling-
konstruktif dan kungan kerja dan mas-yara-
kreatif untuk kat untuk senantiasa men-
meninghkatkan jaga persatuan dan kesatuan

dalam  keberagaman dan
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efektifitas organ-
isasi

4.2

4.3

menerima scgala bentuk
perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama fkepercayaan, sulou,
gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

Mampu membuat program
yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agamafkepercayaan, sulu,
gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik.

C. Teknis

10. Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran

Kemampuan
untuk
memberikan rek-
omendasi terkait
penyusunan
rencana kerja dan
ANEEATAN

4.2

4.3

Mampu membandingkan ef-
ektivitas penyusunan renca-
na kerja dan anggaran.
Mampu memberikan reko-
mendasi kebijakan terhadap
penyusunan rencana kerja
dan anggaran dengan mem-
berikan rekomendasi yang te-
pat dan aplikatif menyanglkut
kedu-dukan, tugas, dan
fungsi lembaga dan unit-unit
kerjanya.

Mampu memberikan reko-
mendasi mengenai penyusu-
nan rencana kerja dan ang-

gAramn.

11. Manajemen Sumber
Daya Maritim Apa-
ratur Sipil Megara

Kemampuan un-
tuk menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen penera-
pan Manajemen
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Sipil Negara

4.2

4.3

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam pen-
erapan manajemen SDM ASN
[perencanaan SDM, analisis
jabatan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, peren-
canaan pengembangan kom-
petensi, evaluasi jabatan ma-
najemen  kinerja, admini-
strasi kepegawaian, sistem in-
formasi kepegawaian).

Mampu memberikan bimb-
ingan dan fasilitasi kepada
pengelola kepegawaian dalam
pencrapan pedoman dan pe-
tunjuk teknis [perencanaan
SDM, analisis jabatan, ana-

lisis beban kerja, standar
kompetensi, perencanaan
pengembangan kompetensi,

evaluasi jabatan manajemen
kinerja, administrasi kepega-

waian, sistem informasi
kepegawaian.
Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan stake-
holder terkait dengan konscp
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manajemen SDM, pengem-
bangan dan penerapannya.

12. Manajemen Keu-
angan

Kemampuan
memberikan rek-
omendasi ter-
hadap manajemen
keuangan

4.2.

4.3,

.Mampu mengevaluasi

hasil
analisis yang dilakukan dan
memberikan rekomendasi da-
lam rangka perbaikan pelak-

sanaan pengelolaan keu-
angan.
Mampu memberikan solusi

atas permasalahan jangka
panjang yang bersifat strate-
gis pada pengelolaan keu-
ANEan.

Mampu membuat langkah
antisipatif atas perubahan
lingkungan eksternal wyang
dapat mempengarmhi pengel-
olaan keuangan.

13. Pengelolaan Akunt-
abilitas Kinerja

Kemampuan un-
tuk merekomen-
dasi pengelolaan
kinerja organisasi

4.1

4.2

4.3

Mampu memberikan rek-
omendasi atas pengelolaan
kinerja organisasi.

Mampu memanfaatan hasil
penilaian kinerja organisasi
untuk penguatan pengelolaan
kinerja organisasi lainnya.
Mampu menectapkan ramu-
san Renstra dan LAKIP.

14. Penyusunan
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

Kemampuan untukg
mengevaluasi dan
MENYLUSn
perangkat norma
standar prosedur
instrumen
Penyusunan
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode [sis-
tem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan dalam
Penyusunan Strategi Imple-
mentasi Reformasi Birokrasi
yang lebih efektif /efisien.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma stan-
dar, prosedur, instrumen da-
lam Penyusunan Strategi Im-

plementasi Reformasi  Biro-
krasi.
Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dar
stakeholder terkait Penyusu-

nan Strategi Reformasi
Birokrasi dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau

stakeholder terkait Penyusu-
nan Strategi Implementasi
Reformasi Birokrasi.
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15. Manajemen Per- 4
kantoran

Kemampuan un-
tuk melakukan
rekomendasi ma-
najemen per-
kantoran

4.1

Mampu memberikan reko-
mendasi pengelolaan persura-
tan, barang milik negara,
kearsipan, keprotokolan, hu-
mas, data, dan sistem infor-

masi, serta urusan kesckre-
tariatan lainnya secara tepat
dan aplikatif untuk perbaikan
pengelolaan.

Mampu membuatkan klasi-fi-
kasi, standar dan sasaran un-
tuk peningkatan kinerja
secara berkesinambungan.
Mampu melakukan peru-
bahan pengelolaan persura-
tan, barang milik negara,
kearsipan, keprotokolan, dan
kesckretariatan lainnya yvang
berorientasi teknologi.

4.2

4.3

ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya ter-

Uraian hadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Manajemen /Manajemen SDM/ Hukum /fAdministrasi
Publik/ Teknis Industri/Teknik Sipil

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional y
Tk. 11 {PIM II)

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang
Manajemen Per-
kantoran

2. Pelatihan di Bidang
Penyusunan Pro-
gram dan Anggaran

3. Pelatihan di Bidang
Monitoring Dan
Ewvaluasi

4. Pelatihan di Bidang
Manajemen SDM

3. Pelatihan di Bidang
Infrastruktur dan
Transportasi

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis \
HKebijakan

2. Pelatihan
Perencana

3. Pelatihan
Arsiparis
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C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
kesckretariatan /fin-
frastruktur dan
transportasi secara
kumulatif paling
singkat selama 5
{lima) tahun
dan/atanu

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 [dua) tahun

D. Panghkat Paling rendah Pembina Tingkat I [IV b}

1. Kualitazs dokumen perencanaan program dan
anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infra-
struktur dan Transportasi

2. Tercapainya target kinerja Deputi Bidang Koordi-
nasi Infrastruktur dan Transportasi

3. Kualitas dukungan administrasi perkantoran
Deputi Bidang HKoordinasi Infrastruktur dan
Transportasi

4. Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas

E. Indikator Kinerja Jabatan
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber
Daaya Air

: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

o 1-03-04-04-20-000

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber
Diaya Air mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan peny-
iapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanasan kebijakan Kemen-
terian /Lembaga yvang terkait dengan isu di bidang Infrastruktur
Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMFPETENSI

Kompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- | ¢.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong scluruh pemanghu
kerja yang men- kepentingan mematuhi mnilai,
dorong kepatu- norma, dan etika organisasi da-
han pada nilai, lam segala situasi dan kondisi.
norma, dan etika | 4 3 Mendukung dan menerapkan
organisasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsckuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
sctinghkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman vang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk mendorong pemangku  kepentingan untuk
kesepakatan tujuan meningkatkan kinerja
dengan tujuan secara keseluruhan.

www.peraturan.go.id




2023, No.513

-168-

meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

Menuangkan pemikiran/konsep
yvang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

Menyampaikan informasi secara
persuasif wuntuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

hasil

4. Orientasi pada

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2,

4.3.

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang
ditetapkan.

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar seclaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengeval-
uasi, memperhi-
tungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isu-
isu jangka pan-
jang, kesem-
patan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan
Vang transparan,
objektif, dan
profesional

4.1.

4.2,

4.3.

Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kelkuatan politik Yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara objelktif,
transparan, dan profesional da-
lam lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pela-
yvanan publik yang disclenggara-
kan oleh instansinya telah
selaras dengan standar pela-
yvanan vang chjektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi /kelompolk/partai
politik.

Menerapkan strategi jangka pan-
jang yang berfokus pada pe-
menuhan kebutuhan pemanghua
kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan mengikuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompolk.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun pro-
ETAIN pengem-

bangan jangka
panjang dalam
rangka men-

4.1.

Menyusun program pengem-
bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penctapan
tujuan, bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya, serta
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dorong mana-
jemen pembelaja-
ramn

4.2,

4.3.

mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan / pendidi-
kan/pengembangan kompetensi
dan karir.

Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

Mengembangkan Orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya  secara
berkala.

Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN pProgram-program  per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masa-
lah VANE melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam or-
ganisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang ker-
janya yang berdampak pada
pihak lain.

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya [mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara konstrulktif
dan kreatif untuk
meningkathkan
efektifitas organ-
isasi

4.1

4.2

4.3

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.
Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, sulku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.
Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.
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Transportasi

teknis advokasi
kebijakan bidang
infrastruktur dan
transportasi

C. Teknis
10. Advokasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
bijakan Bidang In- untuk hadap teknik /metode  meka-
frastrukbur dan mengevaluasi dan nisme, melakukan pengem-
mengembangkan

bangan atau perbaikan advolkasi
kebijakan bidang infrastruktur
dan transportasi.

4.2 Mampu menyusun pedoman
Jjuknis yang dijadikan norma
/standar  prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang
infrastruktur dan transportasi.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain

bijakan Bidang In-
frastruktur dan
Transportasi

tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan
bidang infra-
struktur dan
transportasi yang
sedang berjalan
dan mampu
menghasilkan
rencana aksi miti-
gasi terjadinya
hambatan-ham-
batan dalam
pelaksanaan ke-
bijakan bidang
infrastruktur dan

terkait advokasi kebijakan
bidang infrastruktur dan
transportasi.

11. Pengendsalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-

lemahan dan kelebihan sistem
pengendalian  pelaksanaan ke-
bijakan bidang infrastruktur dan
transportasi yang sedang ber-
jalan.

4.2 Mampu menghasilkan alternatif
solusi sebagai rekomendasi ke-
bijakan dalam proses pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan
bidang infrastruktur dan trans-
portasi yang scdang berjalan.

4.2 Mampu menyakinkan dan mem-
peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi

Strategis Bidang
Infrastruktur Da-
sar, Perkotaan,
dan Sumber Daya
Air

untuk melakukan
evaluasi dan
memberikan
rekomendasi
tema isu strategis
yvang lebih tepat
dan prioritas
bidang
infrastruktur
dasar, perkotaan
dan sumber daya
air

B, rekomendasi  kebijakan yang
t T
ransparias dihasilkan.
12. Analizis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu

strategis dan memilih 1 (satu)
isu strategis bidang infra-
struktur dasar, perkotaan dan
sumber daya air yang lebih
prioritas.

4.2 Mampu meclakukan perbaikan
rumusan tema, isu strategis dari
beberapa topik isu bidang
infrastruktur dasar, perkotaan
dan sumber daya air.

4.3 Mampu menyakinkan stake-
holder internal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi

tema isu utama bidang
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infrastruktur dasar, perkotaan
dan sumber daya air.
13. Analisis Bidang In- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
frastruktur untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, bidang infrastruktur.
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep pencrapan bidang
BEFLR menyem- infrastruktur.
purns_lkan a.n?llalal 4.3 Mampu menyakinkan stake-
terkait analisis
bidang hnirits'.r_ u:LE.LIam .pl:l,al:a.anaan
inFraatrakbiar analisis bidang infrastruktur
schingga memperoleh dukung-
an, dan memberikan bimbingan
Mmalpun fasilitasi kepada
stakeholder  terkait analisis
bidang infrastruktur.
14. Analisis Bidang 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Transportasi untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, bidang transportasi.
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep penerapan bidang
BEFLR menyem- transportasi.
purns_lkan a_n?lml_m 4.3 Mampu menyakinkan stake-
terkait analisis bi-
dang transporisal ha!d:zr_ d,a.lam p:lal:s-anaarf
analisis bidang transportasi
schingga memperoleh dukung-
an, dan memberikan bimbingan
malpun fasilitasi kepada
stakeholder  terkait analisis
bidang transportasi.
[ll. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jabatan

Mutlak | Penting |F"crlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, dintamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Administrasi Publik/Hukum fTeknik Industrif
Manajemen Transportasi/Perencanaan Wilayah dan
Kota/Teknik Sipil/Teknik Linglkungan / Kebijakan

Publilc

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional

Tk. I {PIM 11}

B. Pelatihan
2. Teknis

1. Pelatihan di
dang Infra-

Bi-

struktur Dasar

2. Pelatihan di
dang Infra-
struktur
Perkotaan

3. Pelatihan di
dang Infra-

struktur Sumber

Bi-

Bi-

Daya Air dan

Pantai
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Pelatihan di Bi-
dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

Kebijakan

. Pelatihan Analis

Hukum

C. Pengalaman kerja

Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yvang
terkait dengan infra-
struktur dan trans-
portasi/finfra-
struktur dasar/in-
frastruktur
perkotaan finfra-
struktur sumber
daya air dan pantai
secara kumulatif
paling singkat
selama 3 (lima) ta-
hun dan/fatau
Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 (dua) tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Tingkat I [IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang infrastruktur dasar, perkotaan, dan sum-

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang infra-
struktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air
3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang infra-
struktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air

ber daya air
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-04-30-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah mempu-
nyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah
sesudi dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mem-
bantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang
diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- | 4.1. Menciptakan situasi kerja vang
takan situasi mendorong seluruh pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatu- norma, dan etika organisasi da-
han pada nilai, lam segala situasi dan kondisi.
norma, dan etika | 4 2 Mendukung dan mencrapkan
organisasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam ranghka
pencapaian target kerja organ-
isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan  pihak lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman vang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk men- pemangku  kepentingan untuk
dorong kescpa- tujuan meningkatkan kinerja
katan dengan secara keseluruhan.
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tujuan mening- 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep

katkan kinerja vang multidimensi dalam bentuk

secara kese- tulisan formal.

luruhan 4.3 Menvampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan scpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat

hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yvang vang melebihi target vyang
ditetapkan atau ditetapkan.
melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi
kerja scbe- hasil kerja unitnva agar sclaras
lumnya dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
cfektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- | 4 1. Memahami dan memberi per-
tor, mengeval- hatian kepada isu-isu jangka
uasi, memperhi- panjang, kescmpatan atau
tungkan dan kekuatan politik Yang
mengantisipasi mempengaruhi organisasi dalam
dampak dari hubungannya dengan dunia
isu-isu jangka luar, memperhitungkan dan
panjang, kesem- mengantisipasi  dampak  ter-
patan, atau hadap pelaksanaan tugas-tugas
kekuatan pe-layanan publik secara objek-
politik dalam hal tif, transparan, dan profesional
pelayanan kebu- dalam lingkup organisasi.
tuhan P:ma.ngku 4.2 Menjaga agar kebijakan pela-
kepentingan ; .

yvanan publik yang diselenggara-
}ra1.'Jg '[E'EIJ.‘.IEI]_:IEIIEI'L kan oleh instansinya telah
Dh-]':kt_'f‘ aan selaras dengan standar pela-
profesional yvanan yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi/kelompok/ partai
politik.
4.3.

Menerapkan strategi jangka pan-
jang YANE berfokus pada
pemenuhan  kebutuhan pema-
ngku kepentingan dalam me-
Myusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok.
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6. Pengembangan diri Menyusun pro- 4.1. Menyusun program  pPengem-
dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang bersama-
bangan jangka sama dengan bawahan, terma-
panjang dalam suk didalamnya penctapan
rangka men- tujuan, bimbingan, penugasan
dorong mana- dan pengalaman lainnya, serta
jemen pembela- mengalokasikan waktu untuk
jaran mengikuti pelatihan /Pendidikan
/pengembangan kompetensi dan
karir.
4.2, Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4.3. Mengembangkan orang- orang
disckitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi- posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup umnit kerjanya SECATA
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN Program-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
Keputusan masalah yang kan konsep penyeclesaian masa-
mengandung lah yang melibatkan beberapa
risiko tinggi, Jseluruh fungsi dalam organ-
mengantisipasi isasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi  dari
tusan, membuat berbagai masalah yang kom-
tindakan penga- pleks, terkait dengan bidang ker-
manan; mitigasi janya wvang berdampak pada
risiko pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya [mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

Q. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
kan perbedaan tasikan pemerintah di ling-
secara kon- kungan kerja dan masyarakat
struktif dan kre- untuk senantiasa menjaga per-
atif untuk satuan dan kesatuan dalam
meningkatkan keberagaman dan menerima
cfektifitas organ- segala bentuk perbedaan dalam
isasi kehidupan bermasyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-

bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
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untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.

jadinya ham-
batan-hambatan
dalam pelaksa-
naan kebijakan
bidang infra-
struktur dan
transportasi

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Advolkasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi
bijakan Bidang In- untuk terhadap teknik/metode /fmeka-
frastruktur dan mengevaluasi nisme, melakukan  pengem-
Transportasi dan bangan atau perbaikan advokasi

mcngcmba.nglu?.n kebijakan bidang infrastruktur

telnis advolasi dan transportasi.

kebijakan bidang

infrastrukiar 4.2 Mampu menyusun pedoman

dan transportasi Jjuknis yang dijadikan norma
/standar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang infra-
struktur dan transportasi.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang infrastruktur dan
transportasi.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi kele-
bijakan Bidang In- tuk mahan dan kelebihan sistem
frastruktur dan mcng]-naailks!.n pengendalian  pelaksanaan  ke-
Transportasi r:kum.: ndasi bijakan bidang infrastruktur dan

p-Fll'bEL'I.I:'DEI.]'.I il transportasi yang sedang ber-
bijakan bidang jalan.

infrastruktur . .
dan tranagortas 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
yang sedang ber- solusi sebagai rekomendasi ke-
jalan dan bijakan dalam proses pengen-
mampu dalian pelaksanaan kebijakan bi-
menghasilkan dang infrastruktur dan trans-
rencana aksi portasi yang sedang berjalan.
mitigasi ter- 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-

peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi
rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan.
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12. Analisis Isu-Isu + Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu) isu
Infrastruktur cvaluasi dan strategis bidang infrastruktur
Pengembangan memberikan pengembangan wilayah yang
Wilayah rckomendasi tema lebih prioritas.

isu strategis yang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan

lebih tepat dan rumusan tema/isu strategis dari

prioritas bidang beberapa topik  isu  bidang

infrastruktur infrastruktur pengembangan

pengembangan wilayah.

wilayah 4.3 Mampu menyakinkan  stake-
holder internal dan cksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rckomendasi
tema isu utama bidang
infrastruktur pengembangan
wilayah.

13. Analisis Bidang In- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
frastruktur untuk mem- maupun program terkait analisis

bandingkan, bidang infrastruktur.

mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi

mengevaluasi, dan konsep penerapan bidang

scrta infrastruktur.

menyempurnakan| 4.3 Mampu menyakinkan stake-

analisis terkait holder dalam  pelaksanaan

analisis bidang analisis bidang infrastruktur

infrastruktur schingga memperoleh dukungan,
dan memberikan bimbingan
maupun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis
bidang infrastruktur.

14. Analisis Bidang 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Transportasi untuk mem- maupun program terkait analisis

bandingkan, bidang transportasi.

mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi

mengevaluasi, dan konscp penerapan bidang

serta menyempur- transportasi.

nakan analisis 4.3 Mampu menyakinkan stake-

terkait analisis holder dalam pelaksanaan

bidang analisis bidang transportasi

transportasi schingga memperoleh dukungan,
dan memberikan bimbingan
maupun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis
bidang transportasi.

[1I. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
2 " hadap jabatan
Jenis Persyaratan Uraian

Mutlak I Penting IPcrlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau S-3

A. Pendidikan

2. Bidang Ilmu

Teknik Industri/Manajemen Trans-
portasi/Perencanaan Wilayah dan Kota/Teknik
Sipil/ Teknik Lingkungan /
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Kebijakan Publik/Administrasi Publik,/Hukum

1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional ¥
Tl 11 {PIM II)

B. Pelatihan
2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Infra-
struktur Perwila-
yvahan dan Pena-
taan Ruang

2. Pelatihan di Bi-
dang Sistem
Logistik

3. Pelatihan di Bi-
dang Infra-
strulktur
Perekonomian

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis \
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan infra-
struktur dan trans-
portasi/finfra-
struktur perwilaya-
han dan penataan
ruang, sistem logis-
tikfinfrastruktur
perckonomian
sccara kumulatif
paling singhkat
selama 5 (lima) ta-
hun dan/atau

2. Bedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 |{dua) tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang infrastruktur pengembangan wilayah

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang infra-
struktur pengembangan wilayah

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang infra-
struktur pengembangan wilayah
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-04-40-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan sink-
ronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang Infrastruktur Konektivitas sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk membantu
kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang di-

harapkan
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4. 1.Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong seluruh pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-
pacda nilai, norma, lam segala situasi dan kondisi.
dan etika organ- 4.2 Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3.Berani melakukan korcksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan vyang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembanghkan sistem  yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-

isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis BAMA;
untuk mendorong| 4.2 Berbagi informasi dengan
kesepakatan pemangku kepentingan untuk
dengan tujuan tujuan meningkatkan kinerja
meningkatkan secara keseluruhan.
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kinerja sccara 4.3 Menuangkan pemikiran/konsep
keseluruhan yvang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

4.4 Menvampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan scpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit 4. 1.Mendorong unit kerja di tingkat
hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang yvang melebihi target yang ditetap-
ditetapkan atau kan.

melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi
kerja sebelumnya hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis in-

stansi.

4. 3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efek-
tifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi.

5. Pelayanan Publik 4 Mampu memoni- | 4 | Memahami dan memberi per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka
memperhitungkan panjang, kesempatan atau
dan mengan- kekuatan politik VANE
tisipasi dampak mempengaruhi organisasi dalam
dari isu-isu hubungannya dengan dunia luar,
jangka panjang, memperhitungkan dan mengan-
kesempatan, atau tisipasi dampalk terhadap
kekuatan pelaksanaan tugas-tugas pela-
politik dalam yvanan publik secara objektif,

transparan, dan profesional da-

hal pelayanan
lam linglkup organisasi.

kebutuhan

pemangku 4.2.Menjaga agar kebijakan pela-
kepentingan yvanan publik yang diselenggara-
yang trans- kan oleh instansinya telah selaras
paran, objektif, dengan standar pelayanan yang
dan profesional objektif, netral, tidak memihak,

tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi
Skelompokf partai politik.

4. 3. Menerapkan strategi jangka pan-
jang vang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku
kepentingan  dalam menyusun
kebijakan dengan mengikuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompol.
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6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun pro-
Eram pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.1.

4.2,

4. 3. Mengembangkan

Menyusun  program — pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta menga-
lokasikan waktu untuk mengilkuti
pelatihan / pendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

OTANE-OTANE
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.

4.2

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara alktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-

CTAPAN pProgram-program  per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3 Membuat

Menyvusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masa-
lah VANE melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam or-
ganisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kompleks,
terkait dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada pihak lain.
keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya secrta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara konstruktif]
dan kreatif untuk
meningkatkan
cfektifitas organ-
isasi

4.

4.2

Menginisiasi dan merepresentasi-

kan pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

dan kesatuan dalam keberaga-
man dan menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

Mampu mendayvagunakan perbe-
daan latar belakang, agama/ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
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belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C.

Teknis

10. Advokasi Ke-

bijakan Bidang In-
frastruktur dan
Transportasi

Kemampuan
untuk
mengevaluasi dan
mengembangkan
teknis advokasi
kebijakan bidang
infrastruktur dan
transportasi

4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-

hadap teknik/ metode  meka-
nisme, melakukan pengem-
bangan atau perbaikan advokasi
kebijakan bidang infrastruktur
dan transportasi.

4.2 Mampu menyusun pedoman
Sjuknis Vang dijadikan

normay standar prosedur/ instru-
men advokasi kebijakan bidang
infrastruktur dan transportasi.
4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
infrastruktur dan transportasi.

11.

Pengendalian Ke-
bijakan Bidang In-
frastruktur dan
Transportasi

Kemampuan un-
tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan
bidang infra-
struktur dan
transportasi yang
sedang berjalan
dan mampu
menghasilkan
rencana aksi miti-
gasi terjadinya
hambatan-ham-
batan dalam
pelaksanaan ke-

4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
han dan kelebihan sistem pen-
gendalian pelaksanaan kebijakan
bidang infrastruktur dan trans-
portasi yang sedang berjalan.

4.2 Mampu menghasilkan alternatif
solusi scbagai rekomendasi ke-
bijakan dalam proses pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang infrastruktur dan trans-
portasi yang sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi

Strategis Bidang
Infrastruktur Kon-
ektivitas

- i ] rekomendasi kebijakan  yang
bijakan bidang in- dihasilkan.
frastrukiur dan
transportasi
12. Analiziz Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu

untuk melakukan
evaluasi dan
memberikan rek-
omendasi tema
isu strategis yang
lebih tepat dan
prioritas bidang
infrastruktur
konektivitas

strategis dan memilih 1 (satu) isu
strategis bidang
konektivitas yang lebih prioritas.
4.2 Mampu melakukan perbaikan
rumusan tema/isu strategis dari

infrastruktur

beberapa topik isu  bidang
infrastruktur konektivitas.
4.3 Mampu menyakinkan stake-

holder internal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
isu utama bidang infrastruktur
konektivitas.
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13. Analisis Bidang In- + Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
frastruktur untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, bidang infrastruktur.
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep penerapan bidang in-
serta menyempuir- frastruktur.
nakan analisis 4.3 Mampu menyakinkan  stake-
terkait analisis holder dalam pelaksanaan
bidang analisis bidang infrastruktur
infrastruktur sehingga memperoleh dulkungan,
dan memberikan bimbingan
maupun fasilitasi kepada stake-
holder terkait analisis bidang
infrastruktur.
14. Analisis Bidang 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Transportasi untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, bidang transportasi.
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep penecrapan bidang
serta menyempuir- transportasi.
nakan analisis 4.3 Mampu menyakinkan  stake-
terkait analisis holder dalam pelaksanaan
bidang analisis bidang transportasi
transportasi sehingega memperoleh dukungan,
dan memberikan bimbingan
maupun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis
bidang transportasi.
. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jahatan
Mutlak Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Teknik

Industri/ Manajemen

Trans-

portasi/Perencanaan Wilayah dan Kota/Teknik
Sipil /Teknik Lingkungan /Kebijakan Publik/Admin-
istrasi Publik /Hukum

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. 11

[PIM II)

B. Pelatihan
2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-

dang Infrastruktur

Konektivitas
Antarmoda
2. Pelatihan di Bi-

dang Tata Kelola

Transportasi
Terpadu
3. Pelatihan di Bi-

dang Infrastruktur

Pelayaran
4. Pelatihan di Bi-

dang Analisis dan
Evaluasi Hukum
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3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis

Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala-
man Jabatan da-
lam bidang tugas
yang terkait
dengan infra-
struktur dan
transportasi/in-
frastruktur kon-
cktivitas antar-
moda/tata kelola
transportasi
terpadu /infra-
struktur pe-
layaran secara
kumulatif paling
singkat sclama 5
(lima) tahun
dan/atau

2. Sedang atau

pernah
menduduki Jab-
atan Administra-
tor atau JF jen-
jang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat 1 (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang infrastruktur koncktivitas

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang infra-
struktur koncktivitas

3. Kualitas rckomendasi kebijakan di bidang infra-
struktur koncktivitas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-04-50-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pen-
gendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang Industri Pendukung Infrastruktur
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yvang berlaku untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong seluruh pemanghknu
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-
pacda nilai, norma, lam segala situasi dan kondisi.
dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan  pihak lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama;
untuk mendorong| 4.2 Berbagi informasi dengan
kesepakatan pemanglku kepentingan untuk
dengan tujuan tujuan meningkatkan kinerja
meningkatkan secara keseluruhan.
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kinerja sccara 4.3 Menuangkan pemikiran/konsep
keseluruhan yvang multidimensi dalam ben-
tuk tulisan formal.

4.4 Menyampaikan informasi secara
persuasif wuwuntuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
hasil kerja mencapai instanszi untuk mencapai kinerja
target yang vang melebihi target wyang

ditetapkan atau ditetapkan.
melebihi hasil 4.2, Memantau dan mengevaluasi
kerja sebelumnya hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis in-

stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
cfektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik 4 Mampu memoni- | 4 1. Memahami dan memberi per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka
memperhitungkan panjang, kesempatan — atau
dan mengan- kelkuatan politik Yang
tisipasi dampak mempengaruhi organisasi dalam
dari isu-isu hubungannya dengan dunia
jangka panjang, luar, memperhitungkan dan
kesempatan, atan mengantisipasi dampak ter-
kelcuatan hadap pelaksanaan tugas-tugas
politik dalam hal pelayanan publik secara objek-
pelayanan kebu- tif, transparan, dan profesional
tuhan pemangku dalam lingkup organisasi.
kepentingan 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
VANg transparan, yvanan publik yang diselenggara-
objektif, dan kan oleh instansinya telah
profesional selaras dengan standar pela-

yvanan yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskrimi-
natif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ke-
lompok f partai politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-
jang YANE berfokus  pada
pemenuhan kebutuhan pc-
mangku kepentingan dalam me-
MyLusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan
pribadi/ kelompolk.

6. Pengembangan diri 4 Menyusun pro- 4,1. Menyusun Pprogram pengem-
dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang ber-
bangan jangka sama-sama dengan bawahan,

panjang dalam termasuk didalamnya peneta-
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rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.2,

4.3.

pan tujuan, bimbingan, penu-
gasan dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan waktu
untuk mengikuti pelatihan/ Pen-
didikan /pengembangan kompe-
tensi dan karir.

Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran or-
EAanisasi.

Mengembangkan OTANE-OTANE
di-sekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup wunit kerjanya secara
berkala.

Memimpin dan memastikan
pENCcrapan program-program pe-
rubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun danfatau memutus-
kan konsep penyelesaian masa-
lah VANE melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam or-
EAanisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang ker-
janya yang berdampak pada
pihak lain.

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak ke-pu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Percekat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara konstruketif]
dan kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas organ-
isasi

4.1

4.2

4.3

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.
Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayaan, suku, gen-
der, sosial ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai kelanca-
ran pencapaian tujuan organ-
isasi.

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
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belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
bijakan Bidang In- untuk mengeval- hadap teknik/metode [meka-
frastrukiur dan uasi dan nisme, melakukan pengem-
Transportasi mengembangkan bangan atau perbaikan advokasi

teknis advokasi kebijakan bidang infrastruktur

kebijakan bidang dan transportasi.

infrastruktur dan | 42 Mampu menyvusun pedoman

transportasi Jjuknis yvang dijadikan norma
/standar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang
infrastruktur dan transportasi.

4.3 Mampu memberikan alternatif

solusi  terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang infrastruktur dan
transportasi.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
bijakan Bidang In- tuk menghasilkan lemahan dan kelebihan sistem
frastrukiur dan rekomendasi per- pengendalian pelaksanaan ke-
Transportasi baikan kebijakan bijakan bidang infrastruktur

bidang infra- dan transportasi yang scdang
struktur dan berjalan.

transportasi yang | 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
sedang berjalan solusi sebagai rekomendasi ke-
dan mampu bijakan dalam proses pengen-
menghasilkan dalian pelaksanaan ke-bijakan
rencana aksi miti- bidang infrastruktur dan trans-
gasi terjadinya portasi vang scdang berjalan.
hambatan-ham- 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
batan dalam peroleh dukungan dari stake-
pclaksanaan ke- holder terhadap alternatif solusi
bijakan bidang in- rekomendasi  kebijakan  yang
frastruktur dan dihasilkan.

transportasi

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu)
Industri Pen- evaluasi dan isu strategis bidang industri
dukung Infra- memberikan pendukung  infrastruktur yang
struktur rckomendasi tema lebih prioritas.

isu strategis yang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan

lebih tepat dan rumusan temafisu strategis dari

prioritas bidang beberapa topik  isu  bidang

industri industri pendukung infra-

pendukung infra- strulctur.

struktur 4.3 Mampu menyakinkan stake-
holder internal dan eksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
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tema isu utama bidang industri
pendukung infrastruktur.
13. Analisis Bidang In- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
frastruktur untuk mem- maupun program terkait ana-
bandingkan, lisis bidang infrastruktur.
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep pencrapan bidang
serta menyempur- infrastruktur.
nakan analisis 4.3 Mampu menyakinkan stake-
terkait analisis holder dalam pelaksanaan
bidang analisis bidang infrastruktur
infrastruktur schingga memperoleh du-
kungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder terkait
analisis bidang infrastruktur.
14. Analisis Pengem- 4 Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengevaluasi pe-
bangan Bidang In- tuk melakukan rencanaan  pengembangan  bi-
dustri Maritim evaluasi, me- dang industri maritim, proses
NyUSUN norma dan hasil pclaksanaan pengem-
standardisasi, bangan bidang industri maritim,
kriteria, prosedur serta  sistern evaluasi dan
pedoman, dan pe- mcn:!:nul-u:nali kelemahan dan
tunjuk teknis kelebihan yang s!d.a d.a1.'.| mem-
A ———— buat rekomendasi perbaikan.
dang industri %4 Mampo . I!'.I'I:C:I'I}'II.JEIL'I::I'I narma
o standardisasi, kriteria, prosedur
maritimn, pedoman, petunjuk teknis
dan/atau PENYUSUNAN PETENCANA&AN, pPe-
mengkoordinasi- laksanaan dan evaluasi pengem-
kan peoyusunan bangan bidang industri maritim.
perencanaan 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
pengembangan bi- peroleh dukungan stakeholder
dang industri terkait perencanaan pelaksa-
maritim naan pengembangan bidang in-
dustri maritim, dan  hasil
pelaksanaan pengembangan bi-
dang industri maritim.
[ll. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jabatan
i Mutlak | Penting | Periu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan

2. Bidang Ilmu

Teknik Industri/ Manajemen Trans-
portasi/Perencanaan Wilayah dan Kota/Teknik
Bipil/ Teknik Lingkungan / Kebijakan Publik fAdmin-
istrasi Publik / Hukum

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional

Tk. I {PIM II)
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2. Teknis

[

. Pelatihan di Bi-

dang Infra-
struktur Digital

. Pelatihan di Bi-

dang Kawasan
Industri

. Pelatihan di Bi-

dang Industri
Bahan Baku In-
frastruktur

. Pelatihan di Bi-

dang Analisis
dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

Kebijakan

. Pelatihan Analis

Hukum

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengala-

man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan in-
frastruktur dan
transportasi/infra-
struktur digital /ka-
wasan industri/in-
dustri bahan baku
infrastruktur sccara
kumulatif paling
singkat selama 5
{lima) tahun
dan/atau

. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

2.

Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang industri pendukung infrastruktur

Kualitas analisis isu-isu strategis bidang industri
pendukung infrastruktur

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang industri
pendukung infrastruktur
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-04-60-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA

L

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi mempunyai tu-
gas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan sink-
ronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait)
dengan isu di bidang Industri Maritim dan Transportasi sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk membantu ke-
lancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharap-
kan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1.

Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  seluruh pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-

pada nilai, norma lam segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2 Mendukung dan menerapkan

isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan korcksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan wyang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-

isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihalk lain  wuntuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis BAMA;
untuk mendorong| 4.2 Berbagi informasi dengan
kesepakatan pemangku  kepentingan  untuk
dengan tujuan tujuan meningkatkan kinerja
meningkatkan secara keseluruhan.
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kinerja secara
keseluruhan

4.3

4.4

Menuangkan pemikiran/konsep
vang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

hasil

4. Orientasi pada

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.2,

4.3.

. Mendorong unit kerja di tingkat

instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yvang ditetap-
kan.

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis  in-
stansi.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efek-
tifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan

VANE transparan,
objektif, dan
profesional

4.2,

4.3.

.Memahami dan memberi per-

hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kelkuatan politik YANE
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengan-
tisipasi dampak terhadap
pclaksanaan tugas-tugas pela-
yvanan publik secara objektif,
transparan, dan profesional da-
lam lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pela-
yvanan publik yang diselenggara-
kan oleh instansinya telah sclaras
dengan standar pelayanan yang
objektif, netral, tidak memihalk,
tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi
Jkelompolkf partai politik.
Menerapkan strategi jangka pan-
jang yang berfolkus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengikuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompol.
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6. Pengembangan diri Menyusun pro- 4.1. Menyusun PrOETEm  Pengem-
dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang bersama-
bangan jangka sama dengan bawahan, termasuk
panjang dalam didalamnya penetapan tujuan,
rangka men- bimbingan, penugasan dan pen-
dorong mansa- galaman lainnya, serta menga-
jemen pembelaja- lokasikan waktu untuk mengilkuti

ran pelatihan f Pendidikan / pengem-

bangan kompetensi dan karir.
4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4 3. Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya SECATA konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Pera- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN pProgram-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1 Menyusun danj/atau memutus-
Keputusan masalah vang kan konsep penyelesaian masa-
mengandung lah YANE melibatkan be-
risiko tingsi, berapa/seluruh fungsi dalam or-
mengantisipasi ganisas].
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi dari
tusan, membuat berbagai masalah yang kompleks,
tindakan penga- terkait dengan bidang kerjanya
manan; mitigasi yvang berdampak pada pihak lain.
risiko 4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstruktif] kerja  dan masyarakat wuntuk
dan kreatif untuk senantiasa menjaga persatuan
meningkatkan dan kesatuan dalam keberaga-
efektifitas organ- man dan menerima segala bentuk
imani perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-be-
daan latar belakang, agama [ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
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suku, gender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

C. Teknis
10. Advokasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan ewvaluasi te-
bijakan Bidang In- untuk rhadap teknik / metode f meka-
frastruktur dan mengevaluasi dan nisme, melakukan pPENgCm-
Transportasi mengembanghkan bangan atau perbaikan advokasi
teknis advokasi kebijakan bidang infrastruktur
kebijakan bidang dan trans-portasi.
infrastruktur dan | 4.2 Mampu menyusun  pedoman
transportasi JSjuknis VANE dijadikan
norma/ standar prosedur /finstru-
men advokasi kebijakan bidang
infrastruktur dan transportasi.
4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperaleh dulungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
infrastruktur dan transportasi.
11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
bijakan Bidang In- tuk menghasilkan han dan kelebihan sistem pen-
frastruktur dan rekomendasi per- gendalian pelaksanaan kebijakan
Transportasi baikan kebijakan bidang infrastruktur dan trans-
bidang infra- portasi yang scdang berjalan.
struktur dan 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
transportasi yang solusi schagai rekomendasi ke-
scdang berjalan bijakan dalam proses pengen-
dan mampu dalian pelaksanaan kebijakan bi-
menghasilkan dang infrastruktur dan trans-
rencana aksi miti- portasi vang sedang berjalan.
gasi terjadinya 4.3 Mampu menyvakinkan dan mem-
hambatan-ham- peroleh dukungan dari stake-
batan dalam holder terhadap alternatif solusi
pelaksanaan ke- rekomendasi  kebijakan  yang
Byjaican Bidang tn- dihasilkan.
frastruktur dan
transportasi
12, Analisis Isu-lsu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu) isu
Industri Maritim evaluasi dan strategis bidang industri maritim
dan Transportasi memberikan dan transportasi wyang lebih
rekomendasi tema prioritas.
isu strategis yang | 4,2 Mampu melakukan perbaikan
lebih tepat dan rumusan tema/isu strategis dari
prioritas bidang beberapa  topik  isu bidang
industri maritim industri maritim dan
dan transportasi transportasi.
4.3 Mampu menyakinkan stake-

holder internal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
isu utama  bidang industri
maritim dan transportasi.
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13. Analisis Pengem- + Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengevaluasi pe-
bangan Bidang In- tuk melakukan rencanaan pengembangan bidang
dustri Maritim evaluasi, me- industri maritim, proses dan hasil

nyusun norma pelaksanaan pengembangan bi-
standardisasi, dang industri maritim, serta sis-
kriteria, prosedur tem evaluasi dan menemukenali
pedoman, dan pe- kelemahan dan kelebihan yang
£ p ada dan membuat rekomendasi
tunjuk teknis .
; perbaikan.
p-:ng:_mbangs_m - 4.2 Mampu menyusun norma stand-
dang industri . B S
o ardisasi, kriteria, prosedur pe-
maacitim, doman, petunjuk teknis penyusu-
dan/atau nan perencanaan, pelaksanaan
mengkoordinasi- dan evaluasi pengembangan bi-
kan penyusunan dang industri maritim.
perencanasan 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
pengembangan bi- peroleh  dukungan stakeholder
dang industri terkait perencanaan pelaksanaan
maritim pengembangan bidang  industri
maritim, dan hasil pelaksanaan
pengembangan bidang industri
maritim.

14. Analisis dalam Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Peningkatan untuk mem- maupun program terkait analisis
Penggunaan bandingkan, dalam Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam mengkaji ulang, Produk Dalam MNegeri (P3DN).
Megeri [P3DMN) mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi

SeTta menycmplir- dan konsep penerapan dalam

nakan analisis Peningkatan Penggunaan Produk

terkait analisis Dalam Negeri [P3DN].

dalE_lm 4.3 Mampu menyakinkan stake-

PENIRJESIAN holder dalam pelaksanaan

Penggunaan analisis dalam Peningkatan

Pdeu.I: Dalzm Penggunaan Produk Dalam

Begeri (PI0N) Negeri [P2DN) sehingga
memperoleh dukungan, dan
memberikan bimbingan maupun
fasilitasi kepada stakeholder
terkait analisis dalam
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam MNegeri (P3DN].

[ll. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jabatan

Mutlak | Penting, | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Teknik
palan/Teknik

Mesin /Teknik
Industri/Kebijakan Publik/Admin-

Elektro/fTeknik Perka-

istrasi Publik / Hukum

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. 11

[PIM I1)
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2. Teknis

. Pelatihan di Bi-

dang Industri Mar-
itim

. Pelatihan di Bi-

dang Industri Ke-
dirgantaraan dan
Perkeretaapian

. Pelatihan di Bi-

dang Industri Man-
ufaktur dan Ken-
daraan Listrik

. Pelatihan di Bi-

dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

HKebijakan

. Pelatihan Analis

Hukum

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengalaman

Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan infra-
struktur dan trans-
portasifindustri mar-
itim/industri ke-
dirgantaraan dan
perkeretaapian /in-
dustri manufaktur
dan kendaraan listrik
secara kumulatif pal-
ing singkat selama 5
(lima) tahun
danatau

. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling singkat
2 [dua) tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang industri maritim dan transportasi
2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang industri

maritim dan transportasi
3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang industri
maritim dan transportasi
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Nama Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan
dan Kehutanan

: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Manajemen Administrasi Pemerintahan

: 1-03-04-05-10-000

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Linglkungan dan
Kehutanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan admin-
istrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bi-
dang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk membantu
kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yvang di-
harapkan

II. STANDAR KOMFPETENSI

Kompetensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yvang
takan situasi kerja mendorong  scluruh  pemangku
yvang mendorong kepentingan mematuhi  nilai,
kepatuhan pada norma, dan ctika organisasi da-
nilai, norma, dan lam segala situasi dan kondisi.
ctika organisasi 4.2, Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar etika
yvang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas pen-
yimpangan kode etik/nilai-nilai
vang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setinghat instansi meskipun ada
resilio.

2. Kerjasama 4 Membangun komit- | 4.1 Membangun sinergi antar unit
men Him, sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem  yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-
isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil dislkusi
pemikiran multidi- dengan pihak lain untuk
mensi secara lisan mendapatkan pemahaman yang
dan tertulis untuk SAMA;
mendorong kesepa- | 4.2 Berbagi informasi dengan
katan dengan pemangku  kepentingan untuk

tujuan meningkatkan |kinerja
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tujuan meningkat-
kan kinerja secara
keseluruhan

4.3

4.4

secara keseluruhan.
Menuangkan pemikiran/konsep
yvang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan secpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada
hasil

Mendorong unit
kerja mencapai tar-
get yang ditetapkan
atau melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang ditetap-
kan.

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi, mem-
perhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objek-
tif, dan profesional

4.1.

4.2.

4.3.

Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu janghka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik Vang

mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengan-
tisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pe-
layanan publik secara objektif,
transparan, dan profesional da-
lam lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pela-
yvanan publik yang diselenggara-
kan oleh instansinya telah
seclaras dengan standar pela-
yvanan yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi /kelompok/partai
politik.

Menerapkan strategi jangka pan-
jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku
kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan —mengikuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi /kelompok.
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6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang da-
lam rangka men-
dorong manajemen
pembelajaran

4.1.

4.2,

4.3.

Menyusun  program — pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penctapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta menga-
lokasikan waktu untuk mengi-
kuti pelatihan fpendidikan / pen-
gembangan kompetensi dan ka-
Tir.

Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

Mengembangkan orang-orang di-
sckitarnya sccara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Perua-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.
Memimpin dan memastikan pen-
ETAPAT Program-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan ma-
salah yang mengan-
dung risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan; miti-
gasi risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/fatau memutus-
kan konsep penyclesaian masa-
lah YVANE melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam or-
ganisasi.

Menghasilkan sohusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang ker-
janya yang berdampak pada
pihak lain.

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya [mitigasi
risiko].

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-kan
perbedaan secara
konstruktif dan kre-
atif untuk mening-
katkan efektifitas
organisasi

4.2

4.3

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan  menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.

Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender, so-
sial eckonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.

Mampu membuat program vang
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mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran

Kemampuan untuk
memberikan rek-
omendasi terkait
Penyusunan
rencana kerja dan
ANgEATran

4.1

4.2

4.3

Mampu membandingkan efelktivi-
tas penyusunan rencana kerja
dan anggaran.

Mampu memberikan rekomen-
dasi kebijakan terhadap
penyusunan rencana kerja dan
anggaran dengan memberikan
rekomendasi yang tepat dan ap-
likatif menyvangkut kedudukan,
tugas dan fungsi lembaga dan
unit-unit kerjanya.

Mampu memberikan rekomen-
dasi mengenai penyusunan
rencana kerja dan anggaran.

11. Manajemen Sum-
ber Daya Maritim
Aparatur Sipil
Negara

Kemampuan untuk
MENY SN
perangkat norma
standar prosedur in-
strumen pencrapan
manajemen Sumber
Daya Manusia Apa-
ratur Sipil Negara

4.1

4.2

4.3

Mampu menyusun pedoman pe-
tunjuk teknis dalam penerapan
manajemen S5DM ASN
[perencanaan SDM, analisis jab-
atan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, pe-
rencanaan pengembangan kom-
petensi, eva-luasi jabatan mana-
jemen kinerja, administrasi
kepegawaian, sisterm  informasi
kepegawaian).

Mampu memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada pengelola
kepegawaian dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis
[perencanaan SDM, analisis jab-
atan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, pe-
rencanaan pengembangan kom-
petensi, evaluasi jabatan mana-
jemen kinerja, administrasi
kepegawaian, sistem  informasi
kepegawaian.

Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan stakeholder
terkait dengan konsep mana-
jemen SDM, pengembangan dan
pPencrapannya.

12. Manajemen Keu-
angan

Kemampuan mem-
berikan rekomen-

dasi terhadap ma-
najemen keuangan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi hasil ana-
lisis yang dilakukan dan mem-
berikan rekomendasi dalam
rangka perbaikan pelaksanaan
pen-gelolaan keuangan.

Mampu memberikan solusi atas
permasalahan jangka panjang
vang bersifat strategis pada
pengelolaan keuangan.

Mampu membuat langkah an-
tisipatif atas perubahan ling-
kungan cksternal yang dapat
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mempengaruhi pengelolaan keu-
ANEAn.

13. Pengelolaan 4
Akuntabilitas
Kinerja

Kemampuan untuk
merckomendasi
pengelolaan kinerja
organisasi

4.1

4.2

4.3

Mampu memberikan rekomen-
dasi atas pengelolaan kinerja or-
ganisasi.

Mampu memanfaatan hasil
penilaian kinerja organisasi un-
tuk penguatan pengelolaan
kinerja organisasi lainnya.
Mampu menetapkan rumusan
Renstra dan LAKIP.

14. Penyusunan 4
Strategi Imple-
mentasi Reformasi
Birokrasi

Kemampuan untuk
mengevaluasi dan
MEeEnyusun
perangkat norma
standar prosedur in-
strumen Penyusu-
nan Strategi Imple-
mentasi Reformasi
Birokrasi

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi ter-
hadap teknis/metode/sistem ca-
ra kerja menemu kenali kelehi-
han dan kekurangan melakukan
pengembangan atau  perbaikan
dalam Penyusunan Strategi Im-
plementasi Reformasi Birokrasi
vang lebih efelktiff efisien.

Mampu menyusun pedoman, pe-
tunjuk teknis, cara kerja yang di-
jadikan norma standar, prosedur,
instrumen dalam Penyusunan
Strategi Implementasi Reformasi
Birokrasi.

Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan dari stake-
holder terkait Penyusunan
Strategi Reformasi Birokrasi dan
memberikan bimbingan dan fasil-
itasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Penyusunan
Strategi Implementasi Reformasi
Birokrasi.

15. Manajemen Per- 4
kantoran

Kemampuan untuk
melakukan rek-
omendasi mana-
jemen perkantoran

4.1

4.2

4.3

Mampu memberikan rekomen-
dasi pengelolaan persuratan, ba-
rang milik negara, kearsipan,
keprotokolan, humas, data dan
sistem informasi, serta urusan
kesekretariatan lainnya secara
tepat dan aplikatif untuk perbai-
kan pengelolaan.

Mampu membuatkan klasifikasi,
standar dan sasaran untuk pen-
ingkatan kinerja SECATA
berkesinambungan.

Mampu melakukan perubahan
pengelolaan persuratan, barang
milik negara, kearsipan, keproto-

kolan, dan kesekretariatan
lainnya VAng berorientasi
teknologi.

ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak | Penting Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S5-2 atau 5-3
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2. Bidang Ilmu

Manajemen / Manajemen SDM fAdministrasi Publik/Ke-
hutanan /Ilmu Lingkungan

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Thk. II y
(PIM 1)

2. Teknis

B. Pelatihan

1.

. Pelatihan di Bidang

. Pelatihan di Bidang

. Pelatihan di Bidang

. Pelatihan di Bidang

Pelatihan di Bidang
Manajemen Per-
kantoran

Penyusunan Pro-
gram dan Anggaran

Monitoring dan
Evaluasi

Manajemen SDM
Pengelolaan Ling-

kungan dan Kehu-
tanan

3. Fungsional

1.

Pelatihan Analis |
Kebijakan
Pelatihan
Perencana
Pelatihan
Arsiparis

C. Pengalaman kerja

Memiliki pengalaman V
Jabatan dalam hi-
dang tugas yang
terkait dengan
Kesekretaria-
tan/Pengelolaan
Lingkungan dan Ke-
hutanan secara ku-
mulatif paling sing-
kat selama 3 (lima)
tahun dan/fatau
Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling singkat
2 [dua) tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Tingkat I {IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas dokumen perencanaan program dan ang-
garan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Ling-
kungan dan Kehutanan

Tercapainya target kinerja Deputi Bidang Koordi-
nasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
Kualitas dukungan administrasi perkantoran
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan
dan Kehutanan

Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-05-20-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI FRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen-
terian /Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Planologi Ke-
hutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan prosedur dan ke-
tentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran pelaksanaan
tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4. 1.Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  seluruh pemanghua
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam
pada nilai, norma, segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2 Mendukung dan menerapkan

isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3.Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas penyim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan olech orang lain, pada
tataran linglup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
Eanisasi.

4.3 Mengembangkan  sistem  yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-

isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-infor-
mengemukakan masi penting hasil diskusi dengan
pemikiran multi- pihak lain untuk mendapatkan
dimensi secara pemahaman yang sama; Berbagi
lisan dan tertulis informasi dengan pemanghu
untuk mendorong kepentingan untuk tujuan
kescpakatan meningkatkan kinerja SeCAara
d:ng&n tujug_n keseluruhan.
meningkatkan 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
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kinerja secara
keseluruhan

vang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

4.3 Menyampaikan informasi secara

persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

hasil

4. Orientasi pada

Mendorong unit
kerja mencapai
target yvang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4. 1.Mendorong unit kerja di tingkat

instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang ditetap-
kan.

4. 2. Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis instansi.

4. 3. Mendorong pemanfaatan sumber

daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efektifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
organisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitunghkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, ob-
jektif, dan profe-
sional

4. 1.Memahami dan memberi per-

hatian kepada isu-isu jangka pan-
jang, kesempatan atau kelkuatan
politik yvang mempengaruhi organ-
isasi dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara objektif,
transparan, dan profesional dalam
lingkup organisasi.

4.2 Menjaga agar kebijakan pela-

vanan publik yang diselenggara-
kan oleh instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan yang
objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh  kepentingan  pribadi
Jkelompolkf partai politik.

4. 3. Mencrapkan strategi jangka pan-

jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh kepentingan
pribadi f kelompok.
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6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun pro-
Eram pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4. 1. Menyusun pProgram pPENECm-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta meng-alo-
kasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan f pendidikan / pengem -
bangan kompetensi dan karir.

4.2 Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

4. 3. Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya SECATA konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi- posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di linghkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN  Program-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masalah
vang melibatkan beberapa/se-
luruh fungsi dalam organisasi.

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak ke-pu-
tusannya serta menyiapkan tinda-
kan penanganannya ([mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Percekat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara konstruketif]
dan kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas organ-
isasi

4.

Menginisiasi dan merepresentasi-
kan pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam keberagaman
dan menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-be-
daan latar belakang, agama/ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar

belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, s=sosial ckonomi,
preferensi politik.
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C. Teknis

10. Advokasi Ke- 4 Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
bijakan Bidang untuk hadap teknik/ metode f meka-
Pengelolaan Ling- mengevaluasi dan nisme, melakukan pengembangan
kungan dan Kehu- mengembangkan atau perbaikan advokasi ke-
tanan teknis advokasi bijakan bidang pengelolaan

kebijakan bidang lingkungan dan kehutanan.
pengelolaan 4.2 Mampu menyusun  pedoman

lingkungan dan
kehutanan

Jjuknis yang dijadikan norma
/standar prosedur/instmmen
advokasi kebijakan bidang
pengelolaan lingkungan dan
kehutanan.

4.3 Mampu memberikan alternatif

solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pengelolaan lingkungan dan
kehutanan.

11. Pengendalian Ke-

bijakan Bidang
Pengelolaan Ling-
kungan dan Kehu-
tanan

Kemampuan un-
tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan
bidang pengel-
olaan lingkungan
dan kehutanan
vang sedang ber-
jalan dan mampu
menghasilkan
rencana aksi miti-
gasi terjadinya
hambatan-ham-
batan dalam

4.1

4.2

Mampu mengidentifikasi kelema-
han dan kelebihan sistem pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang pengelolaan lingkungan dan
kehutanan yvang sedang berjalan.

Mampu menghasilkan alternatif
solusi sebagai rekomendasi ke-
bijakan dalam proses pen-gen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang pengelolaan linglkungan dan
kehutanan yvang sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan mem-

peroleh  dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi

pelaksanaan ke- rekomendasi  kebijakan  yang
byjakoan bidang dihasilkan.
pengelolaan ling-
kungan dan ke-
hutanan
12. Analisis Isu-lsu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi  isu-isu

Strategis Bidang
Pengelolaan Ling-
kungan dan Kehu-
tanan

untuk melakukan
evaluasi dan
memberikan
rekomendasi tema
isu strategis yang
lebih tepat dan
prioritas bidang
pengelolaan
lingkungan dan
kehutanan

4.2 Mampu

strategis dan memilih 1 [satu) isu
strategis bidang pengelolaan
lingkungan dan kehutanan yang
lebih prioritas.

melakukan perbaikan
rumusan temafisu strategis dari

beberapa topik isu bidang
pengelolaan lingkungan dan
kehutanan.

4.3 Mampu menyvakinkan stakeholder

internal dan cksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan
isu utama bidang pengelolaan
lingkungan dan kehutanan.

rekomendasi tema
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tan dan Ekosistem
Gambut

mengkaji ulang,
mengevaluasi,
SCTta menyempLr-
nakan analisis
terkait analisis
pengelolaan dan
penataan
kawasan hutan
dan ekosistem
gambut

13. Analisis Pengel- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
olaan Lingkungan untuk mem- maupun program terkait analisis
Hidup Secara Les- bandingkan, pengelolaan lingkungan hidup
tari mengkaji ulang, secara lestari.

mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
serta menyempur- dan konsep penerapan pengel-
nakan analisis olaan lingkungan hidup secara
terkait analisis lestari.
pengelolaan 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
lingkungan hidup dalam pelaksanaan  analisis
secara lestari pengelolaan  lingkungan  hidup
SECATA lestari schingga
memperoleh dukungan, dan
memberikan bimbingan maupun
fazilitasi kepada stakeholder
terkait analisis pengelolaan
lingkungan hidup secara lestari.

14. Analisis Pengel- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
olaan dan Pena- untuk mem- maupun program terkait analisis
taan Kawasan Hu- bandingkan, pengelolaan dan penataan kawa-

san hutan dan ckosistem gambut.
4.2 Mampu membuat rekomendasi
dan konsep penerapan pengel-
olaan dan penataan kawasan hu-
tan dan ekosistem gambut.
4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
dalam pelaksanaan analisis

pengelolaan dan penataan
kawasan hutan dan eckosistem

gambut schingga memperoleh
dukungan, dan memberikan
bimbingan maupn fasilitasi

kepada stakeholderterkait analisis
pengelolaan dan penataan
kawasan hutan dan ekosistem
gambut.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

2023, No.513

Mutlak.l Penting |P‘crlu

A. Pendidikan

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

2. Bidang Ilmu

Kehutanan /f[lmu lingkungan f Teknik lingkungan / Ke-
bijakan Publik/Teknik Planologi

B. Pelatihan

1. Manajerial

[PIM II)

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. II
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2. Teknis

. Pelatihan di Bi-

dang Penataan Ka-
wasan Hutan

. Pelatihan di Bi-

dang Pengelolaan
Kawasan Gambut

. Pelatihan di Bi-

dang Optimalisasi
Tata Lingkungan

. Pelatihan di Bi-

dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

Kebijakan

. Pelatihan Analis

Hukum

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengalaman

Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan
Pengelolaan Ling-
kungan dan Kehu-
tanan/penataan ka-
wasan hutan/
pengelolaan kawasan
gambut /optimalisasi
tata lingkungan
secara kumulatif pal-
ing singkat sclama S
(lima) tahun
dan/atau

. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling singkat
2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat 1 (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

[

. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang planologi kehutanan dan tata lingkungan

. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang planologi
kehutanan dan tata lingkungan

. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang plano-
logi kehutanan dan tata lingkungan
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa
Lingkungan

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-05-30-000

2023, No.513

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Ling-
kungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan peny-
iapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penctapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen-
terian/Lembaga yvang terkait dengan isu di bidang Pengelolaan
Produk Kehutanan dan Jasa Linghungan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan wyang berlaku untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  scluruh pemangku
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-

pada nilai, norma lam segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2. Mendukung dan menerapkan

isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambhbil tindakan atas penyim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setinghkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan wyang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-

isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihalk lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama;
untuk mendorong|( 4.2 Berbagi informasi dengan
kesepakatan pemangku  kepentingan  untuk

dengan tujuan
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meningkatkan
kinerja secara

tujuan meningkatkan  kinerja
secara kessluruhan.

keseluruhan 4.3 Menuangkan pemikiran/konsep
vang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

4.4 Menyampaikan informasi secara
persuasif  untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat

hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yvang yvang melebihi target yvang ditetap-
ditctapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi
kerja sebelumnya hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efek-
tifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memon- | 4 1. Memahami dan memberi  per-
itor, mengeval- hatian kepada isu-isu jangka
uasi, memperhi- panjang, kesempatan atau
tungkan dan kekuatan politik Yang
mengantisipasi mempengaruhi organisasi dalam
dampak dari hubungannya dengan dunia luar,
isu-isu jangka memperhitungkan dan mengan-
panjang, kesem- tisipasi dampak terhadap
patan, atau pelaksanaan tugas-tugas pela-
kekuatan yanan publik secara objektif,
politik dalam hal transparan, dan profesional da-
pclayanan kebu- lam lingkup organisasi.
tuhan pemangku | g4 5 Menjaga agar kebijakan pela-
kepentingan yang yvanan publik vang diselengeara-
transparan, ob- kan oleh instansinya telah selaras
jektif, dan profe- dengan standar pelayanan yang
sional objektif, netral, tidak memihak,

tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi
Jkelompokf partai politik.

4.3. Mencrapkan strategi jangka pan-

jang yang berfolkus pada pemenu-
han kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengikuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompolk.
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6. Pengembangan Menyusun pro- 4.1. Menyusun pProgram pENEem-
diri dan orang Eram pengem- bangan jangka panjang bersama-
lain bangan jangka sama dengan bawahan, termasuk

panjang dalam didalamnya penctapan tujuan,
rangka men- bimbingan, penugasan dan pen-
dorong mansa- galaman lainnya, serta menga-
jemen pembelaja- lokasikan waktu untuk mengilkuti
ran pelatihan f pendidikan / pengem -
bangan kompetensi dan karir.

4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

4. 3. Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Pera- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-

kerja rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN Program-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1 Menyusun danj/atau memutus-
Keputusan masalah vang kan konsep penyelesaian masalah

mengandung vang melibatkan beberapa/se-
risiko tingsi, luruh fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari
dampak kepu- berbagai masalah yang kompleks,
tusan, membuat terkait dengan bidang kerjanya
tindakan penga- yvang berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan
risiko mengantisipasi dampak ke-pu-
tusannya secrta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-

kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan

secara konstrulketif] kerja dan masyarakat untuk

dan kreatif untuk scnantiasa menjaga persatuan

meningkatkan dan kesatuan dalam keberaga-

efektifitas organ- man dan menerima segala bentuk

impmi perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-be-
daan latar belakang, agama [ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
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suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

hambatan-ham-
batan dalam
pelaksanaan ke-
bijakan bidang
pengelolaan ling-
kungan dan ke-
hutanan

C. Teknis

10. Adwvokasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
bijakan Bidang untuk hadap teknik / metode f meka-
Pengelolaan Ling- mengevaluasi dan nisme, melakukan pEngem-
kungan dan Ke- mengembanghkan bangan atau perbaikan advokasi
hutanan teknis advokasi kebijakan bidang pengelolaan

kebijakan bidang lingkungan dan kehutanan.

pengelolaan 4.2 Mampu menyusun pedoman

lingkungan dan Jjuknis yang dijadikan norma

kehutanan /standar prosedur /instrumen
advokasi kebijakan bidang
pengelolaan linglkungan dan
kehutanan.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pengelolaan lingkungan dan
kehutanan.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
bijakan Bidang tuk menghasilkan han dan kelebihan sistem pen-
Pengelolaan Ling- rekomendasi gendalian pelaksanaan kebijakan
kungan dan Ke- perbaikan ke- bidang pengelolaan lingkungan
hutanan bijakan bidang dan kehutanan yang sedang ber-

pengelolaan ling- jalan.

kungan dan ke- 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
hutanan yang se- solusi sebagai rekomendasi ke-
dang berjalan dan bijakan dalam proses pen-gen-
mampit dalian pelaksanaan kebijakan bi-
menghasilkan dang pengelolaan lingkungan dan
rencana aksi miti- kehutanan yvang sedang berjalan.
gasi terjadinya 4.3 Mampu menyvakinkan dan mem-

peroleh dulkungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi
rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan.
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12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu) isu
Pengelolaan Ling- evaluasi dan strategiz  bidang  pengelolaan
kungan dan Ke- memberikan rek- lingkungan dan kehutanan yang
hutanan omendasi tema lebih prioritas.

isu strategis vang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan

lebih tepat dan rumusan tema/isu strategis dari

prioritas bidang beberapa topik isu  bidang

pengelolaan pengelolaan lingkungan dan

lingkungan dan kehutanan.

kehutanan 4.3 Mampu menvakinkan stakeholder
internal dan echksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
isu utama bidang pengelolaan
lingkungan dan kehutanan.

13. Analisis Pengel- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
olaan Lingkungan| untuk mem- maupun program terkait analisis
Hidup Secara bandingkan, pengelolaan  lingkungan  hidup
Lestari mengkaji ulang, secara lestari.

mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
serta menyempuir- dan konsep pencrapan pengel-
nakan analisis olaan lingkungan hidup secara
terkait analisis lestari.
pengelolaan 4.3 Mampu menvakinkan stakeholder
lingkungan hidup dalam pclaksanaan analisis
secara lestari pengelolaan  lingkungan  hidup
SECATA lestari sehingga
memperoleh dukungan, dan
memberikan bimbingan maupun
fasilitasi kepada stakeholder
terkait analisis pengelolaan
lingkungan hidup secara lestari.

14. Analisis Pengel- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
olaan dan untuk mem- maupun program terkait analisis
Pengembangan bandingkan, pengelolaan dan pengembangan
Produk dan In- mengkaji ulang, produk dan industri kehutanan.
dustri Kehutanan mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi

serta menyempur- dan konsep pencrapan pengel-
nakan analisis olaan dan pengembangan produk
terkait analisis dan industri kehutanan.
pengelolaan dan | 4.3 Mampu menyvakinkan stakeholder
pengembangan dalam pelaksanaan analisis
produk dan pengelolaan dan pengembangan
industri produk dan industri kehutanan
kehutanan

schingga memperoleh dukungan,

dan memberikan bimbingan
Malpun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis

pengelolaan dan pengembangan
produk dan industri kehutanan.
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[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Ekonomi/Manajemen f Kehutanan /Ilmu ling-
kungan/Teknik Lingkungan /Kebijakan Publik

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. 1T
(PIM 11}

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Pengem-
bangan dan
Pemasaran Produk
Hutan Produlsi

2. Pelatihan di Bi-
dang Pengem-
bangan Jasa Ling-
kungan

3. Pelatihan di Bi-
dang Pengen-
dalian, Pemanfaa-
tan, dan Peles-
tarian Hutan

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis dan
Ewvaluasi Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman

Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan
pengelolaan ling-
kungan dan kehu-
tanan/ pengem-

bangan dan pemasa-

ran produk hutan
produksi/ pengem-
bangan jasa ling-
kungan/ pengen-

dalian, pemanfaatan,

dan pelestarian hu-

tan secara kumulatif
paling singkat selama

5 (lima) tahun
dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli

madya paling singkat

2 [dua) tahun

www.peraturan.go.id



215, 2023, No.513

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang pengelolaan produk kehutanan dan jasa ling-
kungan

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pengel-
olaan produk kehutanan dan jasa lingkungan

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pengel-
olaan produk kehutanan dan jasa lingkungan
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Konservasi Sumber Diaya Alam

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan o 1-03-04-035-40-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Kon-
servasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumu-
san, penectapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksa-
naan kebijakan Kementerian/Lembaga yvang terkait dengan isu
di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi
Sumber Daya Alam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan
pencapaian kinerja yang diharapkan

Il. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi | Lewel | Dreskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas + Mampu mencip- | 4.1. Menciptakan situasi kerja vang
takan situasi mendorong  scluruh  pemangku
kerja yang men- kepentingan mematuhi  nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-
pada nilai, norma, lam segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2. Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar wunit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-

isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan  pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sAmaAa;
untuk mendorong| 4.2 Berbagi informasi dengan
kescpakatan pemangku kepentingan untuk
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dengan tujuan
meningkatkan

tujuan meningkatkan kinerja
secara kessluruhan.

kinerja secara 4.3 Menuangkan pemikiran/konsep
keseluruhan vang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

4.4 Menyampaikan informasi secara
persuasif  untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Oricntasi pada Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat

hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yvang vang melebihi target yang ditetap-
ditctapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi
kerja sebelumnya hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- | 4 1, Memahami dan memberi  per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka
memperhitunghkan panjang, kesempatan atau
dan mengan- kekuatan politik yang mem-
tisipasi dampak pengaruhi organisasi dalam hub-
dari isu-isu ungannya dengan dunia luar,
jangka panjang, memperhitungkan dan mengan-
kescmpatan, atau tisipasi dampak terhadap
kelkuatan pclaksanaan tugas-tugas pela-
politik dalam hal yvanan publik secara ohjektif,
pelayvanan kebu- transparan, dan profesional da-
tuhan pemangku lam lingkup organisasi.
kepentingan 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
VANE transparan, yvanan publik yang diselenggara-
objektif, dan kan olech instansinya telah
profesional sclaras dengan standar pela-

vanan yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak ter-pengaruh kepent-
ingan pribadi/kelompok/ partai
politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-
jang Vang berfolus pada
pemenuhan kebutuhan pe-

mangku kepentingan dalam me-
nyusun kebijakan dengan mengi-
kuti standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi /kelompok.
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6. Pengembangan Menyusun pro- 4.1. Menyusun program  pengem-
diri dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang bersama-
bangan jangka sama dengan bawahan,K terma-
panjang dalam suk didalamnya penctapan
rangka men- tujuan, bimbingan, penugasan
dorong mansa- dan pengalaman lainnya, serta
jemen pembelaja- mengalokasikan waktu  untuk
ran mengikuti pelatihan fPendidi-
kan/pengembangan hkompetensi
dan karir.
4.2, Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4.3. Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi- posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN Program-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
Keputusan masalah yang kan konsep penyelesaian masa-
mengandung lah wyang melibatkan beberapa
risiko tinggi, Jeseluruh fungsi dalam organ-
mengantisipasi isasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi dari ber-
tusan, membuat bagai masalah yang kompleks,
tindakan penga- terkait dengan bidang kerjanyva
manan; mitigasi yvang berdampak pada pihak lain.
risiko 4.3 Membuat keputusan dan meng-
antisipasi dampak keputusan-
nya serta menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstrulketif] kerja dan masyarakat untuk
dan kreatif untuk senantiasa menjaga persatuan
meningkatkan dan kesatuan dalam keberaga-
efektifitas organ- man dan menerima secgala ben-
jmani tuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
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sulku, gender, sosial eckonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
bijakan Bidang untuk mengeval- hadap teknik /metode /meka-
Pengelolaan Ling- uasi dan nisme, melakukan pengem-
kungan dan Kehu- mengembanghkan bangan atau perbaikan advokasi
tanan teknis advokasi kebijakan bidang pengelolaan

kebijakan bidang lingkungan dan kehutanan.

pengelolaan 4.2 Mampu menyusun pedoman

lingkungan dan Jiuknis vang dijadikan norma

kchutanan /standar prosedur /instrumen
advokasi kebijakan bidang
pengelolaan  lingkungan dan
kehutanan.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
stakeholder ataun instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pengelolaan  lingkungan  dan
kehutanan.

11. P{:ng{:ndaliﬂn Ke- I{:ma:npua_n un- 4.1 MEIII'.I.pu mtngi.dtl‘ltiﬁkﬂsi kelema-
bijakan Bidang tuk menghasilkan han dan kelebihan sistem pen-
Pengelolaan Ling- rekomendasi per- gendalian pelaksanaan kebijakan
kungan dan Kehu- baikan kebijakan bidang pengelolaan lingkungan
tanan bidang pengel- dan ke-hutanan yang sedang ber-

olaan lingkungan jalan.

dan kehutanan 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
yang sedang ber- solusi sebagai rekomendasi ke-
jalan dan mampu bijakan dalam proses pengen-
menghasilkan dalian pelaksanaan kebijakan bi-
rencana aksi miti- dang pengelolaan lingkungan dan
gasi terjadinya kehutanan yang sedang berjalan.
hambatan-ham- 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
batan dalam peroleh  dukungan dari  stake-
pelaksanaan ke- holder terhadap alternatif solusi
bijakan bidang rekomendasi  kebijakan  yang
pengelolaan ling- dihasilkan.

kungan dan ke-

hutanan

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu) isu
Pengelolaan Ling- evaluasi dan strategis bidang pengelolaan
kungan dan Kehu- memberikan lingkungan dan kehutanan yang
tanan ?'clmrncndgm tema lebih prioritas.

lEI'LI.. SITAICEIS YANg | 4 o Mampu melakukan perbaikan
lebih tepat dan - - .
peioritas bidang rumusan I:i:rna,.'tlsu z_u:ratcgls.. dari
A — beberapa t:':tplk. isu bidang
lingleungan dan pengelolaan lingkungan dan ke-
kehutanan hutanan.

4.3 Mampu menyakinkan  stake-

holder internal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema

www.peraturan.go.id



2023, No.513

-220-

isu utama bidang pengelolaan
lingkungan dan kehutanan.

13. Analisis Pengel- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
olaan Lingkungan untuk mem- maupun program terkait analisis
Hidup Secara Les- bandingkan, pengelolaan  lingkungan hidup
tari mengkaji ulang, secara lestari.

mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
serta menyempur- dan konsep penecrapan pengel-
nakan analisis olaan lingkungan hidup secara
terkait analisis lestari.
pengelolaan 4.3 Mampu menyakinkan stake-
lingkungan hidup holder dalam pelaksanaan
secara lestari analisis pengelolaan lingkungan
hidup secara lestari sehingga
memperoleh  dukungan, dan
memberikan bimbingan maupun
fasilitasi kepada  stakeholder
terkait analisis pengelolaan
lingkungan hidup secara lestari.

14. Analisis Pengel- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
olaan dan Pemuli- untuk mem- maupun program terkait analisis
han Daerah Aliran bandingkan, pengelolaan dan pemulihan DAS
Sungai [DAS) mengkaji ulang, sccara lestari.

Secara Lestari mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
serta menyempuir- dan konsep penerapan pengel-
nakan analisis olaan dan pemulihan DAS secara
terkait analisis lestari.
pengelolaan dan | 4.3 Mampu menyakinkan  stake-
pemulihan DAS holder dalam pelaksanaan
secara lestari analisis pengelolaan dan

pemulihan DAS secara lestari
schingga memperoleh dukungan,
dan memberikan bimbingan
malpun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis
pengelolaan dan pemulihan DAS
secara lestari.

III. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jabaten

Mutlal | P:ntingl Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Ekonomi fkebijakan

publilk/ [lmu dan/atau

Teknologi Kebumian/Planologi/llmu hayati/Teknik
atau [mu Lingkungan

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. II

(PIM II)
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2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Penataan
Kawasan Daerah
Aliran Sungai,
Pesisir dan Laut

2. Pelatihan di Bi-
dang Restorasi
Kualitas Sumber
Daya Air

3. Pelatihan di Bi-
dang Konservasi
Sumber Daya
Alam Hayati dan
Ekosistem;

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
Pengelolaan Ling-
kungan dan Kehu-
tanan/penataan ka-
wasan dacrah aliran
sungai, pesisir dan
laut/restorasi kuali-
tas sumber daya
air /konservasi sum-
ber daya alam hayati
dan ckosistem
secara kumulatif
paling singkat
sclama 5 (lima) ta-
hun dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat 1 (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang pengelolaan dacrah aliran sungai dan kon-
servasi sumber daya alam

. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pengel-
olaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber

daya alam

daya alam

. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pengel-
olaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber
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Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

-222-

: Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-05-50-000

JABATAN PIMFPFINAN TINGGI PRATAMA

IKHTISAR JABATAMN

Ikhtisar Jabatan

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
vang terkait dengan isu di bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pen-
capaian kinerja yang diharapkan

Il. STANDAR KOMFPETENSI

Kompetensi | Level | Dreskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- | 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  seluruh  pemangku
kerja vang men- kepentingan mematuhi  nilai,
dorong kepatu- norma, dan etika organisasi da-
han pada nilai, lam =egala situasi dan kondisi.
norma, dan etika| 4.2. Mendukung dan menerapkan
organisasi prinsip moral dan standar etika

vang ftinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas penyim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan vyang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-
isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-info-
mengemukakan rmasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis BAMA;
untuk men- 4.2 Berbagi informasi dengan
dorong kesepa- pemangku kepentingan untuk
katan dengan tujuan meningkatkan kinerja
ujuan mening- sccara kescluruhan.

katkan kinerja 4.3 Menuangkan pemikiran/konsep
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secara kese-

vang multidimensi dalam bentuk

luruhan tulisan formal.

4.4 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan scpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kessluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target vang vang melebihi target yang ditetap-
ditetapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2, Memantau dan mengevahiasi
kerja sebe- hasil kerja unitnya agar selaras
lumnya dengan sasaran strategis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efek-
tifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu me- 4.1. Memahami dan memberi per-
monitor, men- hatian kepada isu-isu jangka pan-
gevaluasi, jang, kesempatan atau kekuatan
memperhi- politik yang mempengaruhi or-
tungkan dan ganisasi dalam hubungannya
mengantisipasi dengan dunia luar, memperhi-
dampak dari tungkan dan mengantisipasi
isu-isu jangka dampak terhadap pelaksanaan
panjang, kes- tugas-tugas pelayanan publik
cmpatan, atau secara ohjektif, transparan, dan
kekuatan profesional dalam lingkup organ-
politik dalam hal isnsi.
pelayanan kebu-| 4 5 preninen  agar  kebijakan  pela-
tuhan F-:mangku yvanan publik yang diselenggara-
kepentingan kan oleh instansinya telah selaras
YAng ranspararn, dengan standar pelayvanan vang
objektif, dan objektif, netral, tidak memihalk,
profesional tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi
Jkelompokf partai politik.
4.3. Mencrapkan strategi jangka pan-

jang yvang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengilkuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompolk.
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6. Pengembangan diri Menyusun pro- | 4. 1. Menyvusun ProEram  pengem-
dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang bersama-
bangan jangka sama dengan bawahan, termasuk
panjang dalam didalamnya penctapan tujuan,
rangka men- bimbingan, penugasan dan pen-
dorong mana- galaman lainnya, serta menga-
jemen pembela- lokasikan waktu untuk mengikouti

jaran pelatihan f pendidikan / pengem -

bangan kompetensi dan karir.
4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4. 3. Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru-| 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN pProgram-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
tusan masalah yvang kan konsep penyelesaian masalah
mengandung vang melibatkan beberapa/se-
risiko tinggi, luruh fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan bidang kerjanya yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi | 4.3 Membuat keputusan dan meng-
risiko antisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya (mitigasi risikoj.
B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara kon- kerja dan masyarakat untuk
struktif dan kre- scnantiasa menjaga persatuan
atif untuk dan kesatuan dalam keberaga-
meningkatkan man dan menerima scgala bentuk
efektifitas organ- perbedaan dalam kehidupan ber-
inasi masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan perbe-
daan latar belakang, agama [hke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama /kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.
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C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu meclakukan cvaluasi ter-
Bidang Pengelolaan untuk mengeval- hadap teknik fmetode fmeka-
Lingkungan dan Ke- uasi dan nisme, melakukan pengem-
hutanan mengembangkan bangan atau perbaikan advokasi

teknis advokasi kebijakan bidang pengelolaan

kebijakan bidang lingkungan dan kehutanan.

pengelolaan 4.2 Mampu menyusun pedoman

lingkungan dan Jiuknis wvang dijadikan norma

kchutanan /standar prosedur f instrumen
advokasi kebijakan bidang
pengelolaan lingkungan dan
kehutanan.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pengelolaan lingkungan dan
kehutanan.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un-| 4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
bijakan Bidang tuk han dan kelebihan sistem pengen-
Pengelolaan Ling- menghasilkan dalian pelaksanaan kebijakan bi-
kungan dan Kehu- rekomendasi dang pengelolaan lingkungan dan
tanan perbaikan ke- kehutanan yang sedang berjalan.

bijakan bidang 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
pengelolaan ling- solusi sebagai rekomendasi ke-bi-
kungan dan ke- jakan dalam proses pengendalian
hutanan yang peclaksanaan kebijakan bidang
sedang berjalan pengelolaan lingkungan dan ke-
dan mampu hutanan yang sedang berjalan.
menghasilkan 4.3 Mampu menyvakinkan dan mem-
rencana aksi perolch dukungan dari stake-
mitigasi ter- holder terhadap alternatif solusi
Jjadinya ham- rekomendasi  kebijakan  vang
batan-hambatan dihasilkan.

dalam pelaksa-

naan kebijakan

bidang pengel-

olaan ling-

kungan dan ke-

hutanan

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk strategis dan memilih 1 [satu) isu
Pengelolaan Ling- melakukan strategis bidang pengelolaan
kungan dan Kehu- evaluasi dan lingkungan dan kehutanan yang
tanan memberikan lebih prioritas.

rekomendasi 4.2 Mampu melakukan perbaikan
tema isu rumusan tema/isu strategis dari
strategis yang beberapa topik isu bidang
lebih tepat dan pengelolaan  lingkungan  dan
pricritas bidang kehutanan.

pengelolaan 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
lingkungan dan internal dan cksternal atas
kehutanan

pemilihan tema isu utama dan

memberikan rekomendasi tema
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isu utama bidang pengelolaan
lingkungan dan kehutanan.

13. Analisis Pengelolaan 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Lingkungan Hidup untuk mem- maupun program terkait analisis
Secara Lestari banding-kan, pengelolaan lingkungan  hidup

mengkaji ulang, secara lestari.

mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rckomendasi
5cTia menyecm- dan konsep penecrapan pengel-
purnakan ana- olaan lingkungan hidup secara
lisis terkait lestari.

analisis 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
pengelolaan dalam pelaksanaan analisis
lingkungan pengelolaan  lingkungan  hidup
hidup secara gecara lestari sehingga
lestari memperoleh  dukungan, dan

memberikan bimbingan maupun
fasilitasi kepada stakeholder
terkait analisis pengelolaan
lingkungan hidup secara lestari.

14. Analisis Pengelolaan 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Sampah dan Pe- untuk mem- maupun program terkait analisis
nanganan Pencema- banding-kan, pengelolaan sampah dan pe-
ran mengkaji ulang, MAanganan pencemararn.

mengevahiasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
serta menyem- dan konsep penerapan pengel-
purna-kan ana- olaan sampah dan penanganan
lisis terkait ana- penCcemaran.

lisis pengelolaan | 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
sampah dan dalam pelaksanaan analisis
prnanganan pengelolaan sampah dan
pencemaran PENANEATNAN  PENCEMATAN  5€-

hingga memperoleh dukungan,
dan memberikan bimbingan

malpun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis
pengelolaan sampah dan

PCNANEATAN PENCCIMAran.

III. PEREYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-

Jenis Persyaratan Uraian hadap jabatan
Mutlak | Penting | Perlu
1. Jenjang Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau S-3
A. Pendidikan Ekonomi /Ilmu Linglkungan/Teknik Lingkungan/

2. Bidang Ilmu Kebijakan Publik/Kesehatan Lingkungan f Hukum/
Pengolahan Limbah

Pelatihan Kepemimpi-
B. Pelatihan 1. Manajerial nan Nasional Tk. 11 ¥
(FIM IT)
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2. Teknis

[}

. Pelatihan di Bi-

. Pelatihan di Bi-

. Pelatihan di Bi-

dang Pengelolaan
Sampah

dang Penanganan
Limbah

. Pelatihan di Bi- v

dang Pengen-
dalian Kerusakan
Lingkungan

dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

. Pelatihan Analis v

Kcbijakan

Hukum

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengala- v

. Sedang atau pernah

man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
Pengelolaan Ling-
kungan dan Kehu-
tanan/pengelolaan
sampah/pe-
nanganan
limbah/pengen-
dalian kerusakan
lingkungan secara
kumulatif paling
singkat sclama 5
(lima) tahun
dan/atau

menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat 1 (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

2.

Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang pengelolaan sampah dan limbah

Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pengel-
olaan sampah dan limbah

. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pengel-

olaan sampah dan limbah
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan

: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
: Kemaritiman dan Investasi
: 1-03-04-05-60-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. TKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen-
terian /Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengelolaan
Perubahan I[klim dan Kebencanaan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran pelaksa-
naan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- | 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  seluruh pemanglku
kerja vang men- kepentingan mematuhi  nilai,
dorong kepatu- norma, dan etika organisasi da-
han pada nilai, lam segala situasi dan kondisi.
norma, dan etika| 4.2. Mendukung dan menerapkan
organisasi prinsip moral dan standar etika

vang ftinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas penyim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
ganisasi.

4.3 Mengembangkan  sistern yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-
isasi.

2. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sAmaAa.
untuk men- 4.2 Berbagi informasi dengan
dorong kescpa- pemangku  kepentingan  untuk
katan dengan tujuan meningkatkan  kinerja

secara keseluruhan.
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tujuan mening- | 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep

katkan kinerja vang multidimensi dalam bentuk

secara kese- tulisan formal.

luruhan 4.4 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan scpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target vang yvang melebihi target yang ditetap-
ditetapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi
kerja sebe- hasil kerja unitnya agar selaras
lumnyva dengan sasaran strategis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efiek-
tifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi.

5. Pelayanan Mampu memoni-| 4 1. Memahami dan memberi per-

Fublik tor, mengeval- hatian kepada isu-isu jangka pan-
uasi, memperhi- jang, kesempatan atau kekuatan
tung-kan dan politik yang mempengaruhi or-
mengantisipasi ganisasi dalam hubungannya
dampak dari isu- dengan dunia luar, memperhi-
isu jangka pan- tungkan dan mengantisipasi
jang, kesem- dampak terhadap pelaksanaan
patan, atau tugas-tugas pelayanan publik
kekuatan secara objektif, transparan, dan
politik dalam profesional dalam lingkup organ-
hal pelayanan ASanL,
kebutuhan 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
pemangku yvanan publik yang diselenggara-
kepentingan kan olch instansinya telah sclaras
yang trans- dengan standar pelayanan yang
paran, ohjektif, objektif, netral, tidak memihalk,
dan profesional tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi
Jkelompokf partai politik.
4.3. Mencrapkan strategi jangka pan-

jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengilouti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompolk.
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6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun pro-
Eram pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembela-
jaran

4.1.

4.2,

4.3.

Menyusun  program — pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penctapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta menga-
lokasikan waktu untuk mengiloati
pelatihan f pendidikan / pengem -
bangan kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Pe-
rubahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.
Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN Program-program  per-
bahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masalah
vang melibatkan beberapa/se-
luruh fungsi dalam organisasi.
Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain.
Membuat keputusan dan meng-
antisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya |mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara kon-
struktif dan kre-
atif untuk
meningkatkan
efektifitas organ-
isasi

4.1

4.2

4.3

Menginisiasi dan merepresentasi-
kan pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam hkeberaga-
man dan menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

Mampu mendayagunakan per-be-
daan latar belakang, agama/hke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/ kepercayaan,
suku, gender, sosial chonomi,
preferensi politik.
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C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan
Bidang Pengelolaan
Lingkungan dan
Kehutanan

Kemampuan
untuk

mengevahiasi
dan mengem-
bang-kan teknis

4.1

Mampu melakukan evaluasi ter-
hadap teknik f metode fmeka-
nisme, melakukan pengem-
bangan atau perbaikan advokasi
kebijakan bidang pengelolaan

advokasi lingbungan dan kehutanan.

kebijakan bidang 4.2 Mampu menyusun  pedoman

pengelolaan Jijuknis YANg dijadikan

lingkungan dan norma/ standar prosedur/instru-

kehutanan men advokasi kebijakan bidang
pengelolaan lingkungan dan
kehutanan.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pengelolaan linglkungan dan
kehutanan.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un-| 4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
bijakan Bidang tuk han dan kelebihan sistem pengen-
Pengelolaan Ling- menghasilkan dalian prlaksanaan kebijakan bi-
kungan dan Kehu- rekomendasi dang pengelolaan linglungan dan
tanan perbaikan ke- kehutanan yvang sedang berjalan.

bijakan bidang 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
pengelolaan ling- solusi sebagai rekomendasi ke-
kungan dan ke- bijakan dalam proses pen-gen-
hutanan yang dalian pelaksanaan kebijakan bi-
sedang berjalan dang pengelolaan lingkungan dan
dan mampu kehutanan yvang sedang berjalan.
menghasilkan 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
rencana aksi peroleh  dukungan dari  stake-
mitigasi ter- holder terhadap alternatif sohisi
Jjadinya ham- rekomendasi  kebijakan  vang
batan-hambatan dihasilkan.

dalam pelaksa-

naan kebijakan

bidang pengel-

olaan ling-

kungan dan ke-

hutanan

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk strategis dan memilih 1 |satu) isu
Pengelolaan Ling- melakukan strategis bidang pengelolaan
kungan dan Kehu- evahiasi dan lingkungan dan kehutanan yang
tanan memberikan lebih prioritas.

rekomendasi 4.2 Mampu melakukan perbaikan
tema isu rumusan tema/isu strategis dari
strategis yang beberapa topik isu bidang
lebih tepat dan pengelolaan  lingkungan — dan
pricritas bidang kehutanan.

pengelolaan 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
lingkungan dan internal dan eksternal atas
kehutanan

pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
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isu utama bidang pengelolaan
lingkungan dan kehutanan.

13. Analisis Pengel- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
olaan Lingkungan untuk mem- maupun program terkait analisis
Hidup Secara Les- banding-kan, pengelolaan lingkungan  hidup
tari mengkaji ulang, secara lestari.

mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rckomendasi
5cTia menyecm- dan konsep penecrapan pengel-
purna-kan ana- olaan lingkungan hidup secara
lisis terkait lestari.

analisis pengel- | 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
olaan dalam pelaksanaan analisis
lingkungan pengelolaan  lingkungan  hidup
hidup secara gecara lestari sehingga
lestari memperoleh  dukungan, dan

memberikan bimbingan maupun
fasilitasi kepada stakeholder
terkait analisis pengelolaan
lingkungan hidup secara lestari.

14. Analisis Adaptasi 4 HKemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
dan Mitigasi Ter- untuk mem- maupun program terkait analisis
hadap Perubahan banding-kan, adaptasi dan mitigasi terhadap
klim dan menghaji ulang, perubahan iklim dan ke-
Hebencanaan mengevaliasi, bencanaan.

sCTta menyem- 4.2 Mampu membuat rekomendasi
purna-kan ana- dan konsep pencrapan adaptasi
lisis terkait dan mitigasi terhadap perubahan
analisis adaptasi iklim dan kebencanaan.

dan mitigasi ter- | 4 3 Mampu menyakinkan stakeholder
hadap dalam pelaksanaan analisis
perubahan iklim adaptasi dan mitigasi terhadap
dan perubahan iklim dan keben-
kebencanaan canaan schingga mem-peroleh

dukungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder terkait
analisis adaptasi dan mitigasi
terhadap perubahan iklim dan
kebencanaan.

[l. FERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-

Jenis Persyaratan Uraian hadap jabatun
Mutlak | Penting | Periu
1. Jenjang Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau S-3
A. Pendidikan Ekonomi/llmu Lingkungan /Teknik

2. Bidang Ilmu Lingkungan / Teknik Geologi /Manajemen Bencana
untuk Keamanan Nasional/Kebijakan Publik

Pelatihan Kepemimpi-
B. Pelatihan 1. Manajerial nan Nasional Tk. II V
(PIM 1)
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2. Teknis

1. Pelatihan di Bi-
dang Pengelolaan
Perubahan Iklim

2. Pelatihan di Bi-
dang Jasa Pem-
anfaatan Karbon

3. Pelatihan di Bi- y
dang Pengen-
dalian
Kebencanaan

4. Pelatihan di Bi-
dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3. Fungsional

1. Pelatihan Analis V
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengala- L
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
Pengelolaan Ling-
kungan dan Kehu-
tanan/pengelolaan
perubahan
iklim/jasa pem-
anfaatan kar-
bon, pengendalian
kebencanaan secara
kumulatif paling
singkat selama 5
(lima) tahun
dan/atau

2. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan

Administrator atau

JF jenjang ahli

madya paling sing-

kat 2 [dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang pengelolaan perubahan iklim dan
kebencanaan

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pengel-
olaan perubahan iklim dan kebencanaan

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pengel-
olaan perubahan iklim dan kebencanaan
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Nama Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Manajemen Administrasi Pemerintahan

: 1-03-04-06-10-000

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan ke-
tentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran pelaksanaan
tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yvang
takan situasi kerja mendorong  seluruh  pemangku
yvang mendorong kepentingan mematuhi  nilai,
kepatuhan pada norma, dan ectika organisasi da-
nilai, norma, dan lam segala situasi dan kondisi.
etika organisasi 4.2 Mendukung dan menerapkan

prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setinghkat instansi meskipun ada
resiloo.

2. Kerjasama 4 Membangun komit-| 4.1 Membangun sinergi antar umnit
men tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multidi- dengan pihak  lain untuk
mensi sccara lisan mendapatkan pemahaman yvang
dan tertulis untuk sama.
mendorong kesepa-| 4.2 Berbagi informasi dengan
katan dengan pemangku  kepentingan untuk
tujuan meningkat- tujuan meningkatkan kinerja
kan kinerja secara secara keseluruhan.
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keseluruhan

4.3 Menuangkan pemikiran/konsep
yvang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

4.4 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan scpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai tar-
gect yang ditetapkan
atau melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
yvang melebihi target vyang
ditetaplkan.

4.2. Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis  in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi  pen-
capaian target organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi|
dampak dari isu-
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan vang
transparan, ob-
jektif, dan profe-
sional

4.1. Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka

panjang, kesempatan atau
kekuatan politi yang mem-
pengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak ter-

hadap pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara ohjektif,
transparan, dan profesional da-
lam lingkup organisasi.

4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
yvanan publik yang diselenggara-
kan oleh instansinya telah
selaras dengan standar pela-
yvanan yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan  pribadifkelompok/partai
politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-
jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku
kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan —mengikuati
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.
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6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangks panjang da-
lam rangka men-
dorong manajemen
pembelajaran

4.1.

4.2,

4.3.

Menyusun program pen-gem-
bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penetapan
tujuan, bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/Pendidikan
Jpengembangan kompetensi dan
karir.

Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

Mengembangkan orang-orang di-
sckitarnya sccara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

bahan

7. Mengelola Peru-

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di linglup
umnit kerjanya secara berkala.
Memimpin dan memastikan pe-
Nerapan pProgram-program per-
ubahan selaras antar unit kerja.

tusan

8. Pengambilan Kepu-

Menyelesaikan ma-
salah yang
mengandung risiko
tinggi, mengan-
tisipasi dampak
keputusan, mem-
buat tindakan
pengamanan; miti-
gasi risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masalah
yvang melibatkan beberapa/se-
luruh fungsi dalam organisasi.
Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kompleks,
terkait dengan bidang kerjanya
yvang berdampak pada pihak lain.
Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-kan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
cfektifitas organ-
isasi

4.1

4.2

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam keberaga-
man dan menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, sulku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
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subku, gender, sosial eckonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Penyusunan

Rencana Kerja dan
Anggaran

Kemampuan untuk
memberikan rek-
omendasi terkait
penyusunan
rencana kerja dan
ANEEATAN

4.1 Mampu membandingkan efelkti-
vitas penyusunan rencana kerja
dan anggaran.

4.2 Mampu memberikan rekomen-
dasi kebijakan terhadap penyu-
sunan rencana kerja dan ang-
garan dengan memberikan rek-
omendasi yang tepat dan aplikatif
menyanghkut kedudukan, tugas
dan fungsi lembaga dan unit-unit

kerjanya.
4.3 Mampu memberikan rekomen-
dasi mengenai penyusunan

rencana kerja dan anggaran.

11.

Manajemen Sum-
ber Daya Maritim
Aparatur Sipil
MNegara

Kemampuan untuk
MEnyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen penera-
pan manajemen
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Sipil Negara

4.1 Mampu menyusun pedoman pe-
tunjuk teknis dalam pencrapan
manajemen  SDM ASN (pe-
rencanaan SDM, analisis jabatan,
analisis beban kerja, standar
kompetensi, peren-canaan
pengembangan kompetensi, eval-
uasi jabatan manajemen kinerja,
administrasi kepegawaian, sistem
informasi kepegawaian].

4.2 Mampu memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada pengelola
kepegawaian dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis
[perencanaan SDM, analisis jab-
atan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, pe-
rencanaan pengembangan kom-
petensi, evaluasi jabatan mana-
jemen kinerja, administrasi
kepegawaian, sistem informasi
kepegawaian.

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh  dukungan stakeholder
terkait dengan konsep mana-
jemen SDM, pengembangan dan
penecrapannya.

12. Manajemen Keu-

Angan

Kemampuan mem-
berikan rekomen-

dasi terhadap ma-
najemen keuangan

4. 1. Mampu mengevaluasi hasil ana-
lisis yang dilakukan dan mem-
berikan rekomendasi dalam
rangka perbaikan pelaksanaan
pengelolaan keunangan.

4.2.Mampu memberikan solusi atas
permasalahan  jangka panjang
yvang bersifat strategis pada
pengelolaan keuangan.

4. 3. Mampu membuat langkah anti-
sipatif atas perubahan ling-
kungan eksternal yang dapat
mempengarihi pengelolaan keu-
ANEAan.
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13. Pengelolaan Akunt- 4

Kemampuan untuk

4.1 Mampu memberikan rekomen-

Birokrasi

perangkat norma
standar prosedur
instrumen
Penyusunan
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

abilitas Kinerja merekomendasi dasi atas pengelolaan kinerja or-
pengelolaan kinerja ganisasi.
organisasi 4.2 Mampu memanfaatan hasil
penilaian kinerja organisasi un-
tulk penguatan pengelolaan
kinerja organisasi lainnya.
4.3 Mampu menctapkan rumusan
Renstra dan LAKIFP.
14. Penyusunan 4 Kemampuan untuk| 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
Strategi Implemen- mengevaluasi dan hadap teknis/metode fsistem
tasi Reformasi MEenyLusun cara kerja menemu kenali kelebi-

han dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
dalam Penyusunan Strategi Im-
plementasi Reformasi Birokrasi
yvang lebih efektif/efisien.

4.2 Mampu menyusun pedoman, pe-
tunjuk teknis, cara kerja yvang di-
jadikan norma standar, prosedur,
instrumen dalam Penyusunan
Strategi Implementasi Reformasi
Birokrasi.

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan dari stake-
holder terkait Penyusunan
Strategi Reformasi Birokrasi dan
memberikan bimbingan dan fasil-
itasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Penyusunan
Strategi Implementasi Reformasi
Birokrasi.

kantoran

15. Manajemen Per-

4 Kemampuan untuk
melakukan rek-
omendasi mana-
jemen perkantoran

4.1 Mampu memberikan rekomen-
dasi pengelolaan persuratan, ba-
rang milik negara, kearsipan,
keprotokolan, humas, data dan
sistem informasi, serta urusan
kesekretariatan lainnya secara
tepat dan aplikatif untuk perbai-
kan pengelolaan.

4.2 Mampu membuatkan klasifikasi,
standar dan sasaran untuk pen-
ingkatan kinerja SECATA
berkesinambungan.

4.3 Mampu melakukan perubahan
pengelolaan persuratan, barang
milik negara, kearsipan, keproto-

kolan, dan kesckretariatan
lainnya Yang berorientasi
teknologi.

III. PEREYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

2. Bidang Ilmu

Ekonomi/Manajemen f Manajemen
wizata/ Administrasi Publik

SDM / Pari-
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1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. II W
(PIM II)

B. Pelatihan

2. Teknis

1.

Pelatihan Mana-
jemen Per-
kantoran
Pelatihan
Penyusunan Pro-
gram dan Ang-
garan

Pelatihan Moni-
toring dan Ewval-
uasi

Pelatihan Mana-
jemen SDM
Pelatihan di Bi-
dang Pariwisata
dan Ekonomi Kre-
atif

3.Fungsional

Pelatihan Analis ¥
Kebijakan
Pelatihan
Perencana
Pelatihan
Arsiparis

C. Pengalaman kerja

Memiliki pengala-
man Jabatan dalam
bidang tugas yvang
terkait dengan
Kesekretariatan fPa-
riwisata dan
Ekonomi Kreatif
secara kumulatif
paling singlkat

selama 5 (lima) ta-
hun dan/atan
Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau JF
jenjang ahli madya
paling singkat 2 [dua)
tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I [IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Kualitas dokumen perencanaan program dan ang-
garan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Tercapainya target kinerja Deputi Bidang Koordi-
nasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kualitas dukungan administrasi perkantoran
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan
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: Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-06-20-000

JABATAN FIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAMN

Ikhtisar Jabatan

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan mempu-
nyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian  pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yvang terkait dengan isu di bidang Pengembangan Pariwisata
Berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yvang ber-
laku untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pen-
capaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong seluruh pemanghko
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam
pada nilai, norma, segala situasi dan kondisi.
dan etika organ- 4.2 Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas penyim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada ta-
taran lingkup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar wunit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
ganisasi.

4.3 Mengembangkan sisterm  yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dulkungan semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-infor-
mengemukakan masi penting hasil diskusi dengan
pemikiran multi- pihak lain untuk mendapatkan
dimensi secara pemahaman yang sama.
lisan dan tertulis | 4.2 Berbagi informasi dengan
untuk mendorong pemangku  kepentingan untuk
kescpakatan tujuan meningkatkan kinerja
dengan tujuan secara keseluruhan.
meningkatkan 4.3 Memuangkan pemikiran /konsep
kinerja secara yvang multidimensi dalam bentuk
keseluruhan tulisan formal.
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4.4 Menyvampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan  tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat in-

hasil kerja mencapai stansi untuk mencapai kinerja
target yvang yvang melebihi target yang ditetap-
ditctapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efektifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- | 4. 1. Memahami dan memberi per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka pan-
memperhitungkan jang, kesempatan atau kekuatan
dan mengan- politik yang mempengarihi organ-
tisipasi dampak isasi dalam hubungannya dengan
dari isu-isu dunia luar, memperhitungkan dan
jangka panjang, mengantisipasi dampak terhadap
kesempatan, atau pelaksanaan  tugas-tugas pela-
kelkuatan vanan publik secara objelktif,
politik dalam hal transparan, dan profesional dalam
pelayanan kebu- lingkup organisasi.
tuhan pemangku | 4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan
kepentingan publik yang diselenggarakan oleh
YANg transparan, instansinya telah selaras dengan
objektif, dan standar pelayanan yang objeltif,
profesional netral, tidak memihak, tidak dis-

kriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/fkelompok
Spartai politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-

jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemangku kepent-
ingan dalam menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar obje ktif,
netral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi) ke-
lompok.
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6. Pengembangan

Menyusun pro- 4.1. Menyusun Program pengem-
diri dan orang lain ErAm pengem- bangan jangka panjang bersama-
bangan jangka sama dengan bawahan, termasuk
panjang dalam didalamnya penctapan tujuan,
rangka men- bimbingan, penugasan dan pen-
dorong mansa- galaman lainnya, serta menga-
jemen pembelaja- lokasikan waktu untuk mengikuti
ran pelatihan / pendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.
4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4.3. Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya SCCAara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah dit-
erapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN  Program-program —— per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1 Menyvusun dan/fatau memutuskan
Keputusan masalah vang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/seluruh
risiko tingsi, fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solasi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan bidang kerjanya yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan mengan-
risiko tisipasi dampak keputus-annya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya (mitigasi risiko].
B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-tasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstrulketif] kerja dan masyarakat untuk
dan kreatif untuk scnantiasa menjaga persatuan dan
meningkatkan kesatuan dalam keberagaman dan
efektifitas organ- menerima segala bentuk perbe-
P daan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-be-
daan latar belakang, agama [ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama /kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik.
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C. Teknis
10. Advokasi Ke- Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
bijakan Bidang untuk mengeval- hadap teknik /metode f meka-
Pariwisata dan uasi dan nisme, melakukan pengembang-
Ekonomi Kreatif mengembangkan an atau perbaikan advokasi
teknis advokasi kebijakan bidang pariwisata dan
kebijakan bidang ekonomi kreatif.
pariwizata dan 4.2 Mampu menyusin pedoman
ckonomi kreatif Jjuknis wang dijadikan norma
[standar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.
4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada

stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
bijakan Bidang tuk menghasilkan han dan kelebihan sistem pengen-
Pariwisata dan rekomendasi per- dalian pelaksanaan kebijakan bi-
Ekonomi Kreatif baikan kebijakan dang pariwisata dan ckonomi kre-

bidang pariwisata atif yang sedang berjalan.

dan ekonomi kre- | 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
atif yang sedang solusi sebagai rekomendasi ke-
berjalan dan bijakan dalam proses pen-gen-
mampu dalian pelaksanaan kebijakan bi-
menghasilkan dang pariwisata dan ekonomi kre-
rencana aksi miti- atif yang sedang berjalan.

gasi terjadinya 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
hambatan-ham- peroleh dukungan dari stakeholder
batan dalam terhadap alternatif solusi rek-
pelaksanaan ke- omendasi kehijakan Yang
bijakan bidang dihasilkan.

pariwisata dan

chonomi kreatif

12. Analisis [su-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu) isu
Pariwisata dan evaluasi dan strategis bidang pariwisata dan
Ekonomi Kreatif memberikan ekonomi  kreatif wang lebih

rekomendasi tema prioritas.

isu strategis yang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan
lebih tepat dan rumusan temajisu strategis dari
prioritas bidang beberapa topik isu hidang
pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif.
ckonomi kreatif | 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder

internal dan cksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
isu utama bidang pariwisata dan

chonomi kreatif.
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12. Analisis Pengem- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
bangan Potensi untuk mem- maupun program terkait analisis
Industri Pari- bandingkan, pengembangan potensi  industri
wisata dan mengkaji ulang, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ekonomi Kreatif mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi

serta menyempur- dan konsep penerapan pengem-
nakan analisis bangan potensi industri pariwisata
terkait analisis dan ekonomi kreatif.
pengembangan 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
potensi industri dalam pelaksanaan analisis
pariwizata dan pengembangan potensi  industri
ckonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif
schingga memperoleh dukungan,
dan memberikan bimbingan
maupun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis
pengembangan potensi  industri
pariwisata dan ekonomi kreatif.

14. Analisis Pengem- 4 Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengevaluasi pe-
bangan Pariwisata tuk melakukan rencanaan pengembangan bidang
berkelanjutan evaluasi, me- pariwisata berkelanjutan, proses

nyusun norma dan hasil pelaksanaan pengem-
standardisasi, bangan bidang pariwisata berke-
kriteria, prosedur lanjutan, serta sistem evaluasi dan
pedoman, dan pe- mcnc_mul-u:nali kelemahan dan
tunjuk teknis kelebihan }rslmg adE! dan membuat
- rekomendasi perbailan.
p-:ng:mb_eu'i.gan - 4.2 Mampu menyusun norma stand-
dang par_lu.na-ata ardisasi, kriteria, prosedur pe-
berkelanjutan, doman, petunjuk teknis penyusu-
dan/atau nan perencanaan, pe-laksanaan
mengkoordinasi- dan evaluasi pen-gembangan bi-
kan penyusunan dang pariwizata berkelanjutan.
perencanasan 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
pengembangan bi- peroleh dukungan  stakeholder
dang pariwisata terkait perencanaan pelaksanaan
berkelanjutan pengembangan bidang pariwisata
berkelanjutan, dan hasil pe-laksa-
naan pengembangan bidang pari-
wisata berkelanjutan.

Ill. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jabatan

Mutlal-r.l FPenting |P‘crlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

EkonomifPariwisata /Manajemen

Pariwisata/Ke-

bijakan Publik/Pariwisata/Manajemen Bisnis Pari-
wisata/Antropologi Sosial/Manajemen Destinasi Pa-
riwisata/Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. 1T

(PIM II)
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2. Teknis

. Pelatihan di Bi-

dang Pengem-
bangan Destinasi
Pariwisata Berke-
lanjutan

. Pelatihan di Bi-

dang Inovasi
Produk Pariwisata
Berkelanjutan

. Pelatihan di Bi-

dang Pemasaran
dan Riset Pari-
wisata Berkelanju-
tan

. Pelatihan di Bi-

dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3.Fungsional

. Pelatihan Analis

Kebijakan

. Pelatihan Analis

Hukum

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengalaman

Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan Pari-
wisata dan Ekonomi
Kreatif/pengem-
bangan destinasi pa-
riwisata berkelanju-
tan/inovasi produk
pariwisata berke-
lanjutan /pemasaran
dan riset pariwisata
berkelanjutan secara
kumulatif paling
singkat selama 5
(lima) tahun
danatau

. Bedang atau pernah

menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling singhkat
2 |dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV b}

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan
Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pengem-
bangan pariwisata berkelanjutan

Kualitas rekomendasi
pengembangan pariwisata berkelanjutan

bidang
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan
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: Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-06-30-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAMN

Ikhtisar Jabatan

yvang diharapkan

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tu-
gas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pen-
gendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mem-
bantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yvang
takan situasi mendorong seluruh  pemangku
kerja yang men- kepentingan mematuhi  mnilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-
pacda nilai, norma, lam segala situasi dan kondisi.
dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyim-pangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistemm yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organ-
isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama;
untuk mendorong| 4.2  Berbagi informasi dengan
kesepakatan pemangku  kepentingan untuk
dengan tujuan tujuan meningkatkan kinerja
meningkatkan secara keseluruhan;
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kinerja secara
keseluruhan

4.3

4.4

Menuangkan pemikiran/konsep
vang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan scpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

4. Orientasi pada
hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.2,

4.3.

. Mendorong unit kerja di tingkat in-

stansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang ditetap-
kan.

Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.
Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efek-
tifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kelkuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan

vang transparan,
objektif, dan
profesional

4.2,

4.3.

. Memahami dan memberi per-

hatian kepada isu-isu jangka pan-
jang, kesempatan atau kekuatan
politik yang mempengaruhi or-
ganisasi dalam hubungannya
dengan dunia luar, memperhi-
tunghkan dan mengantisipasi dam-
pak terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara ob-
jektif, transparan, dan profesional
dalam lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihalk, tidak dis-
kriminatif, serta tidalk ter-
pengaruh kepentingan  pribadi
Jkelompok/ partai politik.

Menerapkan strategi jangka pan-
jang yvang berfokus pada pemenu-

han kebutuhan pemanghu
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengikuti

standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

www.peraturan.go.id




2023, No.513

-248-

6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun pro-
Eram pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.1.

4.2,

4.3.

Menyusun — program pecngem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penctapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta meng-alo-
kasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan /pendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya SCCAra konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanyva secara berkala.
Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN Program-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu-

tusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masa-
lah VANE melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam or-
EAanisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kompleks,
terkait dengan bidang kerjanya
vang berdampak pada pihak lain.
Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak keputus-
annya serta menyiapkan tinda-
kan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara konstruktif]
dan kreatif untuk
meningkatkan
cfektifitas organ-
isasi

4.1

4.2

4.3

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di  ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan —menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.

Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,

www.peraturan.go.id




-249-

2023, No.513

suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis
10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu meclakukan evaluasi
Bidang Pariwisata untuk terhadap teknik/metode /meka-
dan Ekonomi Kre- mengevaluasi dan nisme, melakukan  pengem-
atif mengembangkan bangan atau perbaikan advokasi
teknis advokasi kebijakan bidang pariwisata dan
kebijakan bidang ckonomi kreatif.
pariwisata dan 4.2 Mampu menyusun pedoman
ckonomi kreatif Jiuknis vang dijadikan norma
/standar prosedur/instrumen
advokasi kebijakan bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.
4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.
11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi kele-
bijakan Bidang Pa- tuk menghasilkan mahan dan kelebihan sistem pen-
riwisata dan rekomendasi per- gendalian pelaksanaan kebijakan
Ekonomi Kreatif baikan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi
bidang pariwisata kreatif vang sedang berjalan.
dan ckonomi kre- | 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
atif yang sedang solusi sebagai rekomendasi ke-
berjalan dan bijakan dalam proses pengen-
mampu dalian pelaksanaan kebijakan bi-
menghasilkan dang pariwisata dan eckonomi
rencana aksi miti- kreatif yang sedang berjalan.
gasi terjadinya 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
hambatan-ham- peroleh  dukungan dari  stake-
batan dalam holder terhadap alternatif solusi
pelaksanaan ke- rekomendasi kebijakan  yvang
bijakan bidang dihasilkan.
pariwisata dan
chkonomi kreatif
12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu) isu
Pariwisata dan evaluasi dan strategis bidang pariwisata dan
Ekonomi Kreatif memberikan ekonomi  kreatif yang lebih
rekomendasi tema prioritas.
isu strategis yang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan
lebih tepat dan rumusan tema/isu strategis dari
prioritas bidang beberapa topik  isu  bidang
pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif.
ckonomi kreatif 4.3 Mampu menyakinkan  stake-

holderinternal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
isu utama bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif.
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dan Ekonomi Kre-

mengkaji ulang,

13. Analisis Pengem- + Kemampuan 4.1
bangan Potensi In- untuk mem-
dustri Pariwisata bandingkan,

Mampu mengevaluasi kebijalkan
maupun program terkait analisis
pengembangan potensi industri
pariwisata dan ekonomi kreatif.

pedoman, dan pe-
tunjuk teknis
pengembangan
inovasi produk

atif mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
serta menyempur- dan konsep penerapan pengem-
nakan analisis bangan potensi industri pari-
terkait analisis wisata dan ckonomi kreatif.
pengembangan 4.3 Mampu menyakinkan  stake-
potensi industri holder dalam pelaksanaan
pariwisata dan analisis pengembangan potensi
ckonomi kreatif industri pariwisata dan ekonomi
kreatif schingga memperoleh
dukungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder terkait
analisis pengembangan potensi
industri pariwisata dan ekonomi
kreatif.

14. Analisis Pengem- + Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengevaluasi pe-
bangan Inovasi tuk melakukan rencanaan pengembangan  ino-
Produk dan evaluasi, me- vasi produk ekonomi kreatif,
Ekonomi kreatif nyusun norma proses dan hasil pelaksanaan

standardisasi, pengembangan ino-vasi produk
kriteria, prosedur dan ekonomi kreatif, serta sistem
evaluasi dan menemukenali

kelemahan dan kelebihan yang
ada dan membuat rekomendasi
perbaikan.

¥ B 4.2 Mampu menyusun norma stand-
ckonomi kreatif, ardisasi, kriteria, prosedur pe-
dan/atau doman, petunjuk teknis
menghkoordinasi- PEOYUSUNAN PErCACANAAN, pe-
kan penyusunan laksanaan dan evaluasi pen-gem-
perencanasan bangan inovasi produk dan

pengembangan ckonomi kreatif.
inovasi produk 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
ckonomi kreatif peroleh  dukungan stakeholder
terkait perencanaan pelaksanaan
pengembangan inovasi produk
dan eckonomi kreatif, dan hasil
pelaksanaan pengembangan ino-
vasi produk dan ekonomi kreatif.

[II. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Jenis Persyaratan Uraian _— pfr,l.:_ _

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1,/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Ekonomi/Pariwisata/Manajemen

Pariwisata/Ke-

bijakan Publik/Pariwisata/Manajemen Bisnis Pari-
wisata/Antropologi Sosial/Manajemen Destinasi Pa-
riwisata/Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. II

(PIM II)
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2. Teknis

Pelatihan di Bi-
dang Strategi
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Pelatihan di Bi-
dang Inovasi
Pengembangan
Produk
Pelatihan di Bi-
dang Pemasaran
dan Riset
Ekonomi Kreatif
Pelatihan di Bi-
dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3.Fungsional

Pelatihan Analis
Kebijakan
Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

Memiliki pengalaman
Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan Pari-
wisata dan Ekonomi
Kreatif/strategi
pengembangan
ckonomi kreatif/ino-
vasi pengembangan
produk/pemasaran
dan riset ckonomi
kreatif secara kumu-
latif paling singkat
sclama S (lima) tahun
dan/atau

Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling singkat
2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang pengembangan ckonomi kreatif

Kualitas analisis isu-isu strategis bidang pengem-
bangan ckonomi kreatif

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pengem-
bangan ckonomi kreatif
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Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

-252-

: Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-06-40-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

koordinasi

Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
dan sinkronisasi
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ke-
menterian /Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Akses
Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlalu untuk membantu ke-
lancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang di-
harapkan

pecrumusan, penctapan, dan

II. STANDAR KOMPETE

NSI

Kompetensi

| Lewvel |

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu mencip-
takan situasi
kerja yang men-
dorong kepatu-
han pada mnilai,
norma, dan etika
organisasi

4.1.

4.2,

4.3.

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemanghku
kepentingan mematuhi  nilai,
norma, dan etika organisasi da-
lam segala situasi dan kondisi.

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, secrta berani
nanggung konsekuensinya.

me-

Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen
sinergi

tim,

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin.

Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multi-
dimensi secara
lisan dan tertulis
untuk men-

4.1

4.2

Mengintegrasikan informasi-info-
rmasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman yang
SAMA.

Berbagi informasi
pemanghku  kepentingan

dengan
untuk
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dorong kesepa-
katan dengan

tujuan meningkatkan
secara keseluruhan.

kinerja

tujuan mening- 4.3 Menuangkan pemikiran/konsep

katkan kinerja yvang multidimensi dalam bentuk

secara kese- tulisan formal.

luruhan 4.4 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target vang yang melebihi target yang ditetap-
ditetapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi
kerja sebe- hasil kerja unitnya agar selaras
lumnya dengan sasaran strategis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efek-
tifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- | 4.1, Memahami dan memberi per-
tor, mengeval- hatian kepada isu-isu janghka
uasi, memperhi- panjang, kesempatan atau
tungkan dan kekuatan politik yang mem-
mengantisipasi pengarihi organisasi dalam hub-
dampak dari isu- ungannya dengan dunia luar,
isu jangka pan- memperhitungkan dan mengan-
jang, kesem- tisipasi dampak terhadap
patan, atau pelaksanaan tugas-tugas pela-
keloaatan yvanan publik secara objektif,
politik dalam hal transparan, dan profesional da-
pelayanan kebu- lam lingkup organisasi.
tuhan pemangku | 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
kepentingan yanan publik yang diselenggara-
vang transpararn, kan oleh instansinya telah
objektif, dan selaras dengan standar pela-
profesional yanan yang ohjektif, netral, tidak

memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi/kelompok/ partai
politik.

4.3. Menerapkan strategi janghka pan-
jang VANE berfokus pada

pemenuhan kebutuhan pemang-
ku kepentingan dalam me-
nyLusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
[kelompolk.
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6. Pengembangan diri Menyusun Prod 4.1. Menyusun program pengem-
dan orang lain gram PERESTIA bangan jangka panjang ber-
bangan janghks( sama-sama dengan bawahan,
panjang dalam termasuk didalamnya penectapan
rangka meT tujuan, bimbingan, penugasan
dorong mana- dan pengalaman lainnya, serta
jemen pembelajad mengalokasikan waktu  untuk
ran mengikuti pelatihan /Pendidikan
Spengembangan kompetensi dan
karir.
4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4.3. Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup umnit kerjanya BCCATA
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN Program-program peri-
bahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
tusan masalah yang kan konsep penyclesaian masa-
mengandung lah VANE melibatkan be-
risiko tinggi, berapa /seluruh fungsi dalam or-
mengantisipasi ganizasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi dari
tusan, membuat berbagai masalah yang kom-
tindakan penga- pleks, terkait dengan bidang ker-
manan; mitigasi janya yang berdampak pada
risilko pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tus-annya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa Mendayaguna-kanl 4.1 Menginisiasi dan merepresenta-
perbedaan secara sikan pemerintah di lingkungan
konstrktif dan kerja dan masyarakat untuk
kreatif untuk senantiasa menjaga persatuan
meningkatkan dan kesatuan dalam keberaga-
efcktifitas organ- man dan menerima scgala ben-
imam tuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat.
4.2 Mampu mendayagunakan pe-

rbedaan latar belakang, agama
[fkepercayaan, suku, gender, so-
sial ckonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.
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4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis
10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
Bidang Pariwisata untuk hadap teknik /metode /meka-
dan Ekonomi Kreatif] mengevahiasi dan nisme, melakukan pengem-
mengembanghkan bangan atau perbaikan advokasi
teknis advolasi kebijakan bidang pariwisata dan
kebijakan bidang ekonomi kreatif.
pariwizata dan 4.2 Mampu menyusun pedoman
ekonomi kreatif fjuknis Vang dijadikan
normafstandar prosedur/inatna-
men advokasi kebijakan bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, men-yakinkan dan
memperoleh  du-kungan  dari
stakeholder, memberikan bimbin-
gan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
bijakan Bidang Pari- tuk menghasilkan han dan kelebihan sistem pen-
wisata dan Ekonomi rekomendasi per- gendalian pelaksanaan kebijakan
Kreatif baikan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi

bidang pariwisata kreatifyang sedang berjalan.

dan ckonomi kre- | 4.2 Mampu menghasilkan alternatif
atif yang sedang solusi sebagai rekomendasi ke-
berjalan dan bijakan dalam proses pen-gen-
MAampL dalian pelaksanaan kebijakan bi-
menghasilkan dang pariwisata dan chonomi kre-
rencana aksi miti- atif vang sedang berjalan.

gasi terjadinya 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
hambatan-ham- perolech dukungan dari  stake-
batan dalam holder terhadap alternatif solusi
pelaksanaan ke- rekomendasi  kebijakan  yvang
bijjaken bidang dihasilkan.

pariwisata dan

ckonomi kreatif

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang Pa- untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu) isu
riwisata dan evaluasi dan strategis bidang pariwisata dan
Ekonomi Kreatif memberikan rek- ckonomi  kreatif yang lebih

omendasi tema prioritas.

isu strategis vang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan
lebih tepat dan rumusan tema/isu strategis dari
prioritas bidang beberapa  topik  isu  bidang
pariwisata dan pariwisata dan ekonomi kreatif.
ckonomi kreatif 4.3 Mampu menvakinkan  stake-

holder internal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
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isu utama bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif.

13. Analisis Pengem- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
bangan Potensi In- untuk mem- maupun program terkait analisis
dustri Pariwisata bandingkan, pengembangan potensi industri
dan Ekonomi Kreatif] mengkaji ulang, pariwisata dan ekonomi kreatif.

mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
serta menyempur- dan konsep penerapan pengem-
nakan analisis bangan potensi industri pari-
terkait analisis wisata dan ckonomi kreatif.
pengembangan 4.3 Mampu menyakinkan  stake-
potensi industri holder dalam pelaksanaan
pariwisata dan analisis pengembangan potensi
ekonomi kreatif industri pariwizata dan ckonomi
kreatif schingga memperoleh
dukungan, dan memberikan

bimbingan maupun fasilitasi
kepada stakeholder terkait
analisis pengembangan potensi
industri pariwisata dan chkonomi

kreatif.

14. Analisis Akses Per- 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
modalan dan untuk mem- maupun program terkait analisis
Kekayaan Intel- bandingkan, akses permodalan dan kekayaan
cktual bidang Pari- mengkaji ulang, intelektual di bidang pariwisata
wizata dan Ekonomi mengevaluasi, dan ckonomi kreatif.

Kreatif serta menyempur-| 4.2 Mampu membuat rekomendasi
nakan analisis dan konsep penerapan akses per-
terkait analisis modalan dan kekayaan intel-
akscs permodalan cktual di bidang pariwisata dan
dan kekayaan ekonomi kreatif.
intelektual di 4.2 Mampu menyakinkan stake-
bidang pariwisata holder dalam pelaksanaan
dan ckonomi analisis akses permodalan dan
kreatif kekayaan intelektual di bidang

pariwisata dan ekonomi kreatif
sehingga memperoleh dukungan,
dan memberikan  bimbingan
maupun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis akses
permodalan dan kekayaan
intelektual di bidang pariwisata
dan ekonomi kreatif.

III. FERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
Jenis Persyaratan Uraian hadap jabatan
Mutlak | Penting | Perlu
1. Jenjang Paling Rendah 8-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3
A. Pendidikan Ekonomi/Manajemen /Bisnis / Kebijakan Pub-
2. Bidang Ilmu lik fPariwisata/Perencanaan dan Pengembangan
Pariwisata
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1. Manajerial

Pelatihan Kepem-
impinan Nasional Tk. Y
II (PIM II)

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di bi-
dang pengem-
bangan akses per-
modalan

2. Pelatihan di bi-
dang keuangan
berkelanjutan v

3. Pelatihan di bi-
dang analisis
pasar permodalan

4. Pelatihan di bi-
dang Analisis dan
Evaluasi Hukum

3.Fungsional

1. Pelatihan Analis v
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengala- v
man Jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan Pari-
wisata dan Ekonomi
Kreatif/pengem-
bangan akses per-
modalan/keuangan
berkelanjutan/ana-
lisis pasar permoda-
lan secara kumulatif
paling singkat
sclama 5 (lima) ta-
hun dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau
JF jenjang ahli
madya paling sing-
kat 2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di
bidang akses permodalan pariwisata dan
ckonomi kreatif

. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang akses
permodalan pariwisata dan ckonomi kreatif

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang akses

permodalan pariwisata dan ckonomi kreatif

[ ]
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-06-50-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksa-
naan serta pengendalian  pelaksanaan kebijakan  Kemen-
terian / Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kekayaan Intel-
cktual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran pelaksanaan
tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMFPETENSI
Kompetensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong scluruh  pemanghkua
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-

pada nilai, norma lam segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan

isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nangegung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang

lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan

tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk mendorong pemangku kepentingan untuk
kesepakatan tujuan meningkatkan Kkinerja
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dengan tujuan

secara keseluruhan.

bangan jangka

meningkatkan 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
kinerja secara yvang multidimensi dalam bentuk
keseluruhan tulisan formal.

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif wuntuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat

hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang vang melebihi target yang
ditetapkan atau ditetapkan.
melebihi hasil 4.2, Memantau dan mengevaluasi
kerja sebelumnya hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- | 4.1, Memahami dan memberi per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka
memperhitungkan panjang, kesempatan atau
dan mengan- kelkuatan politik YANE
tisipasi dampak mempengaruhi organisasi dalam
dari isu-isu hubungannya dengan dunia
jangka panjang, luar, memperhitungkan dan
kescmpatan, atau mengantisipasi dampak  ter-
kelkuatan hadap pelaksanaan tugas-tugas
politils dalam hal pel-ayanan publik secara objek-
pelayanan kebu- tif, transparan, dan profesional
tuhan pemangku dalam lingkup organisasi.
kepentingan 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
yang transparan, yvanan publik yang diselenggara-
objektif, dan kan oleh instansinya telah
profesional sclaras dengan standar pela-

yvanan vang ohjektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi /kelompok/partai
politik.

4.3. Menecrapkan strategi jangha pan-
jang  yang berfolkus pada
pemenuhan kebutuhan pemang-
ku kepentingan dalam Me-
nyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Jkelompok.

6. Pengembangan Menyusun pro- 4.1. Menyusun program pengem-

diri dan orang lain Eram pcngem- bangan jangka panjang ber-

sama-sama dengan bawahan,
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panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.2.

4.3.

termasuk didalamnya penectapan
tujuan, bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /pendidikan
/pengembangan kompetensi dan
karir.

Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya SCCATA
berkala.

Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN Program-program — per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masa-
lah VANg melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam or-
Eanisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang ker-
janya yang berdampak pada
pihak lain.

Membuat keputusan dan meng-
antisipasi dampak  keputus-
annya serta menyiapkan tinda-
kan penanganannya [(mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayaguna-
kan perbedaan
secara konstruketif]
dan kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas organ-
isasi

4.1

4.2

4.3

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.
Mampu mendayagunakan perbe-
daan latar belakang, agama
Jkepercayaan, sulku, gender, so-
sial eckonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi.
Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
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belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Ke- 4 Kemampuan 4.1 Mampu meclakukan evaluasi ter-
bijakan Bidang untuk hadap teknik /metode  meka-
Pariwisata dan mengevaluasi dan nisme, melakukan  pengem-
Ekonomi Kreatif mengembanghkan bangan atau perbaikan advokasi

teknis advokasi

kebijakan bidang
pariwisata dan 4.9
ckonomi kreatif

kebijakan bidang pariwizata dan
ckonomi kreatif.

Mampu pedoman
Jjuknis wyang dijadikan norma
/standar prosedur finstrumen
advokasi kebijakan bidang
pariwisata dan ckonomi kreatif.

menyusun

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advolkasi kebijakan
bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif.

11. Pengendalian Ke- 4 Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi kele-

bijakan Bidang
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan

mahan dan kelebihan sistem
pengendalian pelaksanaan ke-
bijakan bidang pariwisata dan

bidang pariwisata
dan ekonomi kre-
atif yang sedang 4.2 Mampu menghasilkan alter-
berjalan dan natif solusi sebagai rekomen-
mampu dasi kebijakan dalam proses
menghasilkan pen-gendalian pelaksanaan ke-
rencana aksi miti- bijakan bidang pariwisata dan
gasi terjadinya ckonomi kreatif vang sedang
hambatan-ham- berjalan.

batan dalam 4.3 Mampu menyakinkan dan
pelaksanaan ke- memperoleh  dukungan  dari
bijakan bidang stakeholder terhadap alternatif
pariwizata dan solusi rekomendasi kebijakan
ekonomi kreatif yang dihasilkan.

ekonomi kreatif vang sedang
berjalan.
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12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategiz dan memilih 1 (satu)
Pariwizsata dan evaluasi dan isu strategis bidang pariwisata
Ekonomi Kreatif memberikan dan ckonomi kreatif yang lebih

rekomendasi tema prioritas.

isu strategis yvang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan

lebih tepat dan rumusan temafisu  strategis

prioritas bidang dari beberapa topik isu bidang

pariwizata dan pariwizata dan ekonomi kreatif.

ckonomi kreatif 4.3 Mampu menvakinkan stake-
holder internal dan ecksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu utama bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.

13. Analisis Akses Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi ke-
Permodalan dan untuk mem- bijakan MALPLI Program
Kekavaan Intel- bandingkan, terkait analisis akses permoda-
ektual bidang Pa- mengkaji ulang, lan dan kekayaan intelektual di
riwizata dan mengevaluasi, bidang pariwisata dan ekonomi
Ekonomi Kreatif serta menyempuir- kreatif.

nakan analisis 4.2 Mampu membuat rekomendasi
terkait analisis dan konsep penerapan akses
akscs permodalan permodalan dan kekayaan in-
dan kekayaan telektual di bidang pariwisata
intelektual di dan ekonomi kreatif.
bidang pariwisata | 43 Mampu menyakinkan stake-
dan ekonomi holder dalam  pelaksanaan
krcatif analisis akses permodalan dan
kekayaan intelektual di bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif
schingga memperoleh dulu-
MNEan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada  stakeholder terkait
analisis akses permodalan dan
kekayaan intelektual di bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.

14. Analisis Pengem- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengevaluasi peren-
bangan Sumber tuk melakukan canaan pengembangan bidang
Daya Manusia Pa- evaluasi, me- sumber daya manusia pari-
riwizata dan NYUSUN NOrma wisata dan ckonomi kreatif,
Ekonomi Kreatif standardisasi, proses dan hasil pelaksanaan

kriteria, prosedur pengembangan bidang sumber
pedoman, dan pe- daya mj&lnusi,a_parlwla-ata. dan
. - ekonomi kreatif, serta sistem
tunjuk teknis . .
N ———— evaluasi dan m:ni:.muk-:nall
dang sumber days| kelemahan dan kelebihan }'ang_
B . ada dan membuat rekomendasi
I'.I'l.H.I'L'LIE.IE pari- perbaikan.
wisata dan 42 Mampu menyusun —norma
ckonomi kreatif, standardisasi, kriteria, prosc-
dan/atau dur pedoman, petunjuk teknis
mengkoordinasi- PENYUISUNAN PETENCANAET, pe-
kan penyusunan laksanaan dan evaluasi
pErenCanaan pengembangan bidang sumber
pengembangan bi- daya manusia pariwisata dan
dang sumber daya| ckonomi kreatif.
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manusia pari- 4.3
wisata dan

ckonomi kreatif

Mampu menyakinkan dan
memperoleh dukungan stake-
holder terkait perencanaan
pelaksanaan pengembangan
bid-ang sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif,
dan hasil pelaksanaan pen-
gembangan bidang sumber
daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S§-1/D-4, dintamakan 5-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang
Ilmu

Ekonomi/Hukum/Kebijakan Publik/Pariwisata/fMana-

jemen Bisnis Pariwisata/Perencanaan dan Pengembangan

Pariwisata/Bisnis Kreatif

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan

MNasional Thk. II (PIM II)}

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang

Pemberdayaan Infor-
masi Kekayaan Intel-

cktual
2. Pelatihan di Bidang

Penyelesaian Sengketa
Kekayaan Intelektual

3. Pelatihan di Bidang
Pengembangan

Kekayaan Intelektual
4. Pelatihan di Bidang An-

alisis dan Evaluasi
Hukum

3. Fungsional

1. Pelatihan Analis Ke-
bijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman
Jabatan dalam bidang tu-
gas yang terkait dengan
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif /pemberdayaan in-
formasi kekayaan intel-
ektual/ penyelesaian
sengheta kekayaan intel-
ektual/ pengembangan
kekayaan intelektual
secara kumulatif paling
singkat selama 3 (lima)

tahun dan/atau
2. SBedang atau pernah

menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling

WWW.pera
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singkat 2 (dua) tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bidang
kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif
E. Indikator Kinerja Jabatan 2. Kualitas ana}la_la isu-isu strat:g:iiel bidal.'lg kekayaan in-

telektual pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang kekayaan in-
telektual pariwisata dan ekonomi kreatif
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-06-60-000

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyia-
pan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penectapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen-
terian /Lembaga yvang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  scluruh pemangko
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam
pada nilai, norma, segala situasi dan kondisi.
dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan prin-
isasi sip moral dan standar etika yvang

tinggi, serta berani menanggung
konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambhbil tindakan atas pen-yim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada ta-
taran lingkup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar wunit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan vyang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
Eanisasi.

4.3 Mengembangkan sistem  yvang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-infor-
mengemukakan masi penting hasil diskusi dengan
pemikiran multi- pihak lain untuk mendapatkan
dimensi secara pemahaman yang sama.
lisan dan tertulis | 4 3 Berbagi informasi dengan
untuk mendorong pemangku  kepentingan  untuk
kescpakatan tujuan meningkatkan kinerja
dengan tujuan secara keseluruhan.
meningkatkan
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kinerja secara
keseluruhan

4.3

4.4

Menuanghkan pemikiran / konsep
vang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

Menyampaikan informasi secara
persuasive untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2,

4.3.

Mendorong unit kerja di tingkat in-
stansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang ditetap-
kan.

Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efektifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
Orga-nisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memon-
itor, mengeval-
uasi, memperhi-
tungkan dan
mengantisipasi
dampak dari
isu-isu jangka
panjang, kesem-
patan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan yvang
transparan, ob-
jektif, dan profe-
sional

4.1.

4.2,

4.3.

Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yvang mempengaruhi organisasi da-
lam hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pela-
yvanan publik secara objektif,
transparan, dan profesional dalam
lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi, ke-
lompok f partai politik.
Menerapkan strategi jangka pan-
jang yvang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghku kepent-
ingan dalam menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadifke-
lompok.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun pro-
ETAm pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.1.

Menyusun Program pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta menga-
lokasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan / pendidikan / pengem -
bangan kompetensi dan karir.
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4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4.3. Mengembangkan orang-orang di-
sckitarnya SCCAra konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan wunit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah dit-
crapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTApAN  PIroOgram-program  per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
tusan masalah yvang konsep penyelesaian masalah
mengandung vang melibatkan beberapa/se-
risiko tingsi, luruh fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan  bidang  kerjanya  yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan mengan-
risiko tisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya (mitigasi risikoj.
B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstruktif] kerja dan masyarakat untuk
dan kreatif untuk senantiasa menjaga persatuan dan
meningkatkan kesatuan dalam keberagaman dan
efektifitas organ- menerima secgala bentuk perbe-
fmsni daan dalam  kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan perbe-
daan latar belakang, agama,ke-
percayaan, sulku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama /kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
Bidang Pariwisata untuk hadap teknik/metode / mekanisme,
dan Ekonomi Kre- mengevaluasi dan melakukan pengembangan atan
atif mengembangkan perbaikan advokasi kebijakan

teknis advokasi
kebijakan bidang

bidang pariwisata dan ckonomi
kreatif.
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pariwisata dan
ekonomi kreatif

4.2 Mampu

4.3 Mampu

MENyLSUn pedoman
Jjuknis wyang dijadikan norma
/standar prosedur/instrumen ad-
vokasi kebijakan bidang pariwisata
dan ekonomi kreatif.

memberikan  alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperaleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bimbin-
gan dan fasilitasi kepada
stakeholder atan instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pengendalian Ke-
bijakan Bidang Pa-
riwisata dan
Ekonomi Kreatif

Kemampuan un-
tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan
bidang pariwisata
dan ekonomi kre-
atif yang sedang
berjalan dan
MAMmpL
menghasilkan
rencana aksi miti-

4.1

4.2

Mampu mengidentifikasi kelema-
han dan kelebihan sistem pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang pariwisata dan ekonomi kre-
atif yang sedang berjalan.

Mampu menghasilkan alternatif
solusi sebagai rekomendasi ke-bi-
jakan dalam proses pengendalian
pelaksanaan kebijakan bidang pa-
riwisata dan ckonomi kreatif yang
sedang berjalan.

SeTtA MenyempLr-
nakan analisis
terkait analisis
pengembangan

gasi terjadinya 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
hamhbatan-ham- peroleh  dukungan dari  stake-
batan dalam holder terhadap alternatif solusi
pelaksanaan ke- rekomendasi  kebijakan  yang
Byjakan bBidang dihasilkan.

pariwisata dan

ckonomi kreatif

12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu) isu
Pariwizata dan evaluasi dan strategiz bidang pariwisata dan
Ekonomi Kreatif memberikan ckonomi  kreatif yang lebih

rekomendasi tema pricritas.

:i:l;t:::ﬁi::ng 4.2 Mampu mtlﬂk‘!.l.kﬂl’] FH:I':I:IEIiH'.ﬂI'!.

prlorites bidang UM San t:m,a,.ilau E.Itl'ﬂtl:gl.El. dari

pariwisata dan b—:b.tr-.E.pEl topik |.5|1..|. bl.dang

cloonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.3 Mampu menyakinkan stakeholder

internal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema isu
utama bidang pariwisata dan
ckonomi kreatif.

13. Analisis Pengem- Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
bangan Potensi In- untuk mem- maupun program terkait analisis
dustri Pariwisata bandingkan, pengembangan potensi  industri
dan Ekonomi Kre- mengkaji ulang, pariwisata dan ekonomi kreatif.
atif mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi

dan konsep pencrapan pengem-
bangan potensi industri pariwisata
dan ekonomi kreatif.
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dang sumber daya
manusia pari-
wisata dan
ckonomi kreatif

potensi industri 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
pariwisata dan dalam pelaksanaan analisis pen-
ckonomi kreatif gembangan potensi industri
pariwisata dan eckonomi kreatif
schingga memperoleh dukungan,
dan memberikan bimbingan
Mmalpun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis
pengembangan  potensi  industri
pariwisata dan ekonomi kreatif.
14. Analisis Pengem- 4 Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengevaluasi perenca-
bangan Sumber tuk melakukan naan pengembangan bidang sum-
Daya Manusia Fari- evaluasi, me- ber daya manusia pariwisata dan
wiznata dan NYUSLN NOCma ckonomi kreatif, proses dan hasil
Ekonomi Kreatif standardisasi, pelaksanaan - pengembangan  bi-
kriteria, prosedur dang sumber daya manusia pari-
pedoman, dan pe- wisata dan ckonomi kreatif, serta
tunjuk tcknis sistern evaluasi dan menemu-ke-
; nali kelemahan dan kelebihan
pengembangan bi- vang ada dan membuat rekomen-
dang sumber daya| dasi perbaikan.
manusia part- 4.2 Mampu menyusun norma stan-
wisata dan dardisasi, kriteria, prosedur pe-
ekonomi kreatif, doman, petunjuk teknis penyusu-
dan/atau nan perencanaan, pelaksanaan
mengkoordinasi- dan evaluasi pengembangan bi-
kan penyusunan dang sumber daya manusia pari-
pErencanaan wisata dan ekonomi kreatif.
pengembangan bi-| 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-

peroleh dulkungan stakeholder
terkait perencanaan pelaksanaan
pengembangan  bidang sumber
daya manusia pariwisata dan
ckonomi kreatif, dan hasil pelaksa-
naan pengembangan bidang sum-
ber daya manusia pariwisata dan
ckonomi kreatif.

[ll. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlakl Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Ekonomi/Hukum /Kebijakan
SDM/Hubungan Internasional/Pariwisata/Manajemen
Bisnis Pariwisata/Perencanaan dan Pengembangan Pa-
riwisata/Destinasi Pariwisata fBisnis Kreatif

Publik /Manajemen

1. Manajerial

1)

Pelatihan Kepemim pi-
nan Nasional Tk. II ([PIM V

B. Pelatihan

2. Teknis

ikasi

1. Pelatihan di Bidang
Pendidikan dan
Riset Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

. Pelatihan di Bidang
Pelatihan dan Sertif-

3. Pelatihan di Bidang
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Hubungan Antar
Lembaga

4. Pelatihan di Bidang
Amnalisis dan Ewal-
uasi Hukum

3. Fungsional

1. Pelatihan Analis
Kebijakan

2. Pelatihan Analis
Hulum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman
Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/pen-
didikan dan riset pari-
wizata dan ckonomi
kreatif/pelatihan dan
sertifikasifhubungan
antar lembaga secara
kumulatif paling sing-
kat selama 5 (lima) ta-
hun danfatau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau JF
jenjang ahli madya pal-
ing singkat 2 [dua) ta-
hun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi

kreatif

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di
daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

bidang sumber
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MNama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Manajemen Administrasi Pemerintahan

: 1-03-04-07-10-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Per-
tambangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan admin-
istrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk membantu ke-
lancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang di-
harapkan

II. STANDAR KOMFPETENSI
Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang

mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi  nilad,
norma, dan etika organisasi da-
lam segala situasi dan kondisi.

takan situasi kerja
vang mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi 4.2, Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-

nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiluo.

2. Kerjasama 4 Membangun komit-| 4.1

men tim, sinergi

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin.

Memifasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.2

4.3

3. Komunikasi 4 Mampu
mengemukakan

pemikiran multidi-

Mengintegrasikan informasi-in-
formasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mensi secara lisan
dan tertulis untuk
mendorong kescpa-
katan dengan
tujuan meningkat-
kan kinerja secara

4.2

mendapatkan pemahaman yang
SAMA.

Berbagi informasi dengan
pemangku kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja
secara keseluruhan.
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keseluruhan

4.3

4.4

Menuangkan pemikiran/konsep
yvang multidimensi dalam ben-
tuk tulisan formal.

Menyampaikan informasi secara
persuasif wuntuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai tar- instansi untuk mencapai kinerja
get vang ditetapkan yang melebihi target  yang
atau melebihi hasil ditetapkan.
kerja sebelumnya 4.2. Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- 4.1. Memahami dan memberi per-
tor, mengeval- hatian kepada isu-isu jangka
uasi, memperhi- panjang, kescmpatan atau
tung-kan dan kekuatan politik yvang mem-
mengantisipasi pengaruhi  organisasi  dalam
dampak dari isu- hubungannya dengan dunia
isu jangka pan- luar, memperhitungkan dan
jang, kesem- mengantisipasi  dampak  ter-
patan, atau hadap pelaksanaan tugas-tugas
kekuatan pelayanan publik secara objektif,
politik dalam hal transparan, dan profesional da-
pelayanan kebu- lam lingkup organisasi
tuhan !:}:mangku 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
kepentingan yang yanan publik vang diselenggara-
transparan, objek- kan woleh instansinya telah
tif, dan profesional selaras dengan standar pela-

yvanan yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi /kelompolk/partai
politik;

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-

jang YANE berfokus pada
pemenuhan kebutuhan pemang-
ku kepentingan dalam me-
NyLsun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihalk, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
[kelompok.
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6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangks panjang da-
lam rangka men-
dorong manajemen

4.1.

Menyusun  program  pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penctapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-

galaman lainnya, serta men-galo-
kasikan waktu untuk mengilouti
pelatihan f pendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.

4.2, Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

pembelajaran

4.3. Mengembangkan orang-orang di-
sckitarmya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk

bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-

kerja rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya SCCATA
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
ETAPAT Program-program  per-
ubahan selaras antar unit kerja.

7. Mengelola Peru- 4
bahan

Menyvelesaikan ma-| 4.1 Menyusun dany/atau memutus-
salah yang kan konscp penyeclesaian masa-
mengandung risiko lah Yang melibatkan be-
tinggi, mengan- berapa/seluruh fungsi dalam or-
tisipasi dampak ganisasi.

keputusan, mem- 4.2 Menghasilkan solusi dari
buat tindakan berbagai masalah yang kom-
PENEAMANAN; miti- pleks, terkait dengan bidang ker-
janya yang berdampak pada

8. Pengambhilan Kepu- 4
tusan

gasi risiko
pihak lain.
4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-

tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya [(mitigasi
risiko].

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa 4 Mendayaguna-kan | 4.1 Menginisiasi dan merepresen-

perbedaan secara tasikan pemerintah di ling-

konstrulctif dan kungan kerja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga per-
meningkatkan satuan dan kesatuan dalam
efektifitas organ- keberagaman dan  menerima
isasi segala bentuk perbedaan dalam

kehidupan bermasyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
Jkepercayaan, sulku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.
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4.3

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran

Kemampuan untuk
memberikan rek-
omendasi terkait
penyLSUNAan
rencana kerja dan
ANEEATan

4.1

4.2

4.3

Mampu membandingkan efek-
tivitas  penyusunan rencana
kerja dan anggaran.

Mampu memberikan rekomen-
dasi kebijakan terhadap
penyusunan rencana kerja dan
anggaran dengan memberikan
rekomendasi yang tepat dan ap-
likatif menyangkut kedudukan,
tugas dan fungsi lembaga dan
unit-unit kerjanya.

Mampu memberikan rekomen-
dasi mengenai PeEnyUSsSUNan
rencana kerja dan anggaran.

11. Manajemen Sumber
Daya Maritim Apa-
ratur Sipil Megara

Kemampuan untuk
MEnyLUsSLn
perangkat norma
standar prosedur
instrumen penera-
pan manajemen
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Sipil Negara

4.1

4.2

4.3

Mampu menyusun pedoman pe-
tunjuk teknis dalam penerapan
manajemen 5DM ASN
[perencanaan SDM, analisis jab-
atan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, perenca-
naan pengembangan kompe-
tensi, evaluasi jabatan mana-
jemen kinerja, administrasi
kepegawaian, sistem informasi
kepegawaian).

Mampu memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada pengelola
kepegawaian dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis
[perencanaan SDM, analisis jab-
atan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, perenca-
naan pengembangan kompe-
tensi, evaluasi jabatan mana-
jemen kinerja, administrasi
kepegawaian, sistem informasi
kepegawaian.

Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan stakeholder
terkait dengan konsep mana-
jemen SDM, pengembangan dan
PCnCrapannys.

12. Manajemen Keu-
angan

Kemampuan mem-
berikan rekomen-

dasi terhadap ma-
najemen keuangan

4.1.

4.2,

4.3.

Mampu mengevaluasi hasil ana-
lisis yang dilakukan dan mem-
berikan rekomendasi  dalam
rangka perbaikan pelaksanaan
pengelolaan keuangan.

Mampu memberikan solusi atas
permasalahan jangka panjang
vang bersifat strategis pada
pengelolaan keuangan.

Mampu membuat langkah an-
tisipatif atas perubahan ling-
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kungan ecksternal yang dapat
mempengaruhi pengelolaan keu-
ANgarn.

13. Pengelolaan Akunt- 4
abilitas Kinerja

Kemampuan untuk
merckomendasi
pengelolaan kinerja
organisasi

4.1

4.2

4.3

Mampu memberikan rekomen-
dasi atas pengelolaan kinerja or-
ganisasi.

Mampu memanfaatan hasil
penilaian kinerja organisasi un-
tuk penguatan pengelolaan
kinerja organisasi lainnya.
Mampu menectapkan rumusan
Renstra dan LAKIP.

14. Penyusunan 4
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

Kemampuan untuk
mengevaluasi dan
MEnyLUsSUn
perangkat norma
standar prosedur
instrumen
Penyusunan
Strategi Implemen-
tasi Reformasi
Birokrasi

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi ter-
hadap teknis/metode / sistem
cara kerja menemu kenali kelebi-
han dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
dalam Penyusunan Strategi Im-
plementasi Reformasi Birokrasi
vang lebih efektif/efisien.

Mampu menyusun pedoman, pe-
tunjuk teknis, cara kerja yang di-
jadikan nNorma standar,
prosedur, instrumen dalam
Penyusunan Strategi Implemen-
tasi Reformasi Birokrasi.

Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dukungan dari stake-
holder terkait Penyusunan
Strategi Reformasi Birokrasi dan
memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atan stakeholder terkait
Penyusunan Strategi Implemen-
tasi Reformasi Birokrasi.

15. Manajemen Per- 4
kantoran

Kemampuan untuk
melakukan rek-
omendasi mana-
jemen perkantoran

4.1

4.2

4.3

Mampu memberikan rekomen-
dasi pengelolaan persuratan, ba-
rang milik negara, kearsipan,
keprotokolan, humas, data dan
sistem informasi, serta urusan
kesekretariatan lainnya secara
tepat dan aplikatif untuk perbai-
kan pengelolaan.

Mampu membuatkan klasifikasi,
standar dan sasaran untuk pen-
ingkatan kinerja sECATA
berkesinambungan.

Mampu melakukan perubahan
pengelolaan persuratan, barang
milik negara, kearsipan, keproto-

kolan, dan kesekretariatan
lainnya Yang berorientasi
teknologi.

IIl. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu
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1. Jenjang Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
Ekonomi/Manajemen/Manajemen SDM / Hulkum /Per-

2. Bidang lim | hangan / Adminintrasi Pubtik

Pelatihan Kepemimpi-
1. Manajerial nan Nasional Tk. 11 y
(PIM II)

1. Pelatihan Mana-

jemen Perkantoran
2. Pelatihan

Penyusunan Pro-
B. Pelatihan gram dan Ang-

EAran
2. Teknis 3. Pelatihan Monitor- V

ing dan Evaluasi
4. Pelatihan Mana-
jemen SDM
3. Pelatihan di Bi-
dang Investasi dan
Pertambangan
3.Fungsional 1. Pelatihan Analis \
Kebijakan
2. Pelatihan
Perencana
3. Pelatihan
Arsiparis
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman W
Jabatan dalam bi-
dang tugas yang
terkait dengan
kesekretariatan /in-
vestasi dan per-
tambangan secara
kumulatif paling
singkat selama 5
(lima) tahun
dan/atau
2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
Administrator atau JF
jenjang ahli madya

paling singkat 2 [dua)
tahun

D. Panghkat Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

1. Kualitas dokumen perencanaan program dan ang-
garan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Per-
tambangan

2. Tercapainva target kinerja Deputi Bidang Koordi-

E. Indikator Kinerja Jabatan nasi .Invcs.taai dan Fc:‘tambs.l.n_gan .

3. Kualitas dukungan administrasi perkantoran
Deputi Bidang HKoordinasi Investasi dan Per-
tambangan

4. Kualitas peclaksanaan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-07-20-000

JABATAN PIMFPINAN TINGGI PRATAMA

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen-
terian /Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Strategi dan
Kebijakan Percepatan Investasi sesuai dengan prosedur dan ke-
tentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran pelaksanaan
tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong seluruh  pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-
pada nilai, norma, lam segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan

tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
oTEanisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan for-masi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan  pihak  lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis BAIMA.
untuk mendorong| 4.2 Berbagi informasi dengan
kescpakatan pemangku kepentingan untuk
dengan tujuan tujuan  meningkatkan kinerja
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meningkatkan
kinerja secara
kescluruhan

secara keseluruhan.

4.3 Memuangkan pemikiran/konsep
yvang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal.

4.4 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4. 1. Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang
ditetapkan.

4.2. Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar sclaras
dengan sasaran strategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangks panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan

VANE transparan,
objektif, dan
profesional

4.1. Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik wyang mem-
pengaruhi organisasi dalam hub-
ungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengan-
tisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pe-
layanan publik secara objelktif,
transparan, dan profesional da-
lam lingkup organisasi.

4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
yanan publik yang diselenggara-
kan oleh instansinya telah
selaras dengan standar pela-
yanan yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadifkelompok/partai
politil.

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-
jang YANE berfokus pada
pemenuhan kebutuhan pemang-
ku kepentingan dalam me-
nyLsun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
S kelompok.
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6. Pengembangan diri Menyusun pro- 4.1. Menyusun program pPengem-
dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang ber-
bangan jangka sama-sama dengan bawahan,
panjang dalam termasuk didalamnya penetapan
rangka men- tujuan, bimbingan, penugasan
dorong mansa- dan pengalaman lainnya, serta
jemen pembelaja- mengalokasikan waktu untuk
ran mengikuti pelatihan /Pendidikan
Spengembangan kompetensi dan
karir.
4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4.3. Mengembanghkan OraNg-orang
dise-kitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup  umnit kerjanya SCCATA
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTApPAan pProgram-program  per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
tusan masalah yang kan konsep penyelesaian masa-
mfng&nﬂung lah Yang melibatkan be-
risiko tinggi, berapa/seluruh fungsi dalam or-
mengantisipasi ganizasi.
dampak kepu- 4.2 Menghasilkan solusi dari
tusan, membuat berbagai masalah yang kom-
tindakan penga- pleks, terkait dengan bidang ker-
manan; mitigasi janya wvang berdampak pada
risiko pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya [mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
kan perbedaan tasikan pemerintah di  ling-
secara konstruktif] kungan kerja dan masyarakat
dan kreatif untuk untuk senantiasa menjaga per-
meningkatkan satuan dan kesatuan dalam
efektifitas organ- keberagaman dan menerima
P segala bentuk perbedaan dalam

kehidupan bermasyarakat.
4.2 Mampu mendayagunakan per-

bedaan latar belakang, agama
[fkepercayaan, suku, gender, so-
sial ckonomi, preferensi politik
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untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.

pelaksanaan ke-
bijakan bidang in-
vestasi dan per-
tambangan

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/fkepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
Bidang Investasi untulk hadap teknik fmetode fmeka-
dan Pertambangan mengevaluasi dan nisme, melakukan pengem-

mengembanghkan bangan atau perbaikan advokasi

teknis advokasi kebijakan bidang investasi dan

kebijakan bidang pertambangan.

investasi dan 4.2 Mampu menyusun pedoman

pertambangan [juknis yang dijadikan
norma/ standar prosedur finstru-
men advokasi kebijakan bidang
investasi dan pertambangan.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bim-
bingan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan
bidang investasi dan
pertambangan.

11. Pengendalian Ke- Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengidentifikasi ke-
bijakan Bidang In- tuk menghasilkan lemahan dan kelebihan sistem
vestasi dan Per- rekomendasi per- pengendalian pelaksanaan ke-
tambang-an baikan kebijakan bijakan bidang investasi dan

bidang investasi pertambangan vang scdang ber-
dan per- jalan.

tambangan yang | 4,2 Mampu menghasilkan alternatif
sedang berjalan solusi sebagai rekomendasi ke-
dan mampu bijakan dalam proses pengen-
menghasilkan dalian pelaksanaan ke-bijakan
rl:l'.H-:EI.TIE.I E'J’_:E'i miti- bidang investasi dan per-
gasi texjadings tambangan wyang sedang ber-
hambatan-ham- jalan.

baten dalam 4.3 Mampu menyakinkan dan mem-

peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi
rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan.
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12. Analisis Isu-Isu 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu)
Kebijakan Per- evaluasi dan isu strategis bidang kebijakan
cepatan Investasi memberikan percepatan investasi yang lebih

rekomendasi tema prioritas.
isu strategis vang | 4.2 Mampu melakukan perbaikan
lebih tepat dan rumusan tema/fisu  strategis
prioritas bidang dari beberapa topik isu bidang
kebijakan kebijakan percepatan investasi.
percepatan 4.3 Mampu menyakinkan stake-
investasi holder internal dan ecksternal
atas pemilihan tema isu utama
dan memberikan rekomendasi
tema isu utama bidang
kebijakan percepatan investasi.

13. Analisis Kelayakan + Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan

Investasi untuk mem- maupun program terkait ana-
bandingkan, lisis kelayakan investasi.
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep penerapan ke-
serta menyempLr- layakan investasi
nakan analisis 4.3 Mampu menyakinkan stake-
terkait analisis holder dalam peclaksanaan
kclayakan analisis kelayakan investasi
investasi schingga memperoleh dulung-
an, dan memberikan bimbingan
maupun fasilitasi.

14. Analisis Strategi + Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Pengembangan In- untuk mem- maupun program terkait ana-
vestasi bandingkan, lisis strategi pengembangan in-

mengkaji ulang, vestasi.
mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
BETtA MEenyempLr- dan konsep penerapan strategi
nakan analisis pengembangan investasi.
terkait analisis 4.3 Mampu menvakinkan stake-
strategi holder  dalam pelaksanaan
pengembangan analisis strategi pengembangan
investasi investasi schingga memperoleh
dukungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada stake holder terkait
analisis strategi pengembangan
investasi.

I1l. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Mutlak | Penting

Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau S-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Ekonomi/ManajemenBisnis/Bisnis
Internasional / Kebijakan Publik

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan
Masional Thk. II [PIM II)
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1. Pclatihan di Bidang
Strategi Percepatan In-
vestasi

2. Pelatihan di Bidang
Kebijakan Peningkatan

2 Iklim Investasi

% Toknls 3. Pelatihan di Bidang ’
Percepatan Kebijakan
Pengadaan Lahan

4. Pelatihan di Bidang
Analisis dan Evaluasi
Hukum

3.Fungsional 1. Pelatihan Analis Ke- \
bijakan

2. Pelatihan Analis
Hukum

C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman \
Jabatan dalam bidang tu-
gas yang terkait dengan
investasi dan per-
tambangan /strategi per-
cepatan investasi/ke-
bijakan peningkatan
iklim investasi/per-
cepatan kebijakan penga-
daan lahan secara kumu-
latif paling singkat
sclama 5 (lima) tahun
dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang strategi dan kebijakan percepatan investasi

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang strategi dan
kebijakan percepatan investasi

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang strategi dan
kebijakan percepatan investasi

E. Indikator Kinerja Jabatan
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Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

Kode Jabatan
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: Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-07-30-000

2023, No.513

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa mempunyai tugas mem-
impin dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang Investasi Bidang Jasa sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yvang berlalku untuk membantu kelanca-
ran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  seluruh  pemangloa
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam
pada nilai, norma, segala situasi dan kondisi.
dan etika organ- 4.2. Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas penyim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
Eanisasi.

4.3 Mengembangkan sistem  yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-infor-
mengemukakan masi penting hasil diskusi dengan
pemikiran multi- pihak lain untuk mendapatkan
dimensi secara pemahaman yang sama; Berbagi
lisan dan tertulis informasi dengan pemangku
untuk mendorong kepentingan untuk tujuan me-
kesepakatan ningkatkan kinerja secara kese-
dengan tujuan luruhan.
meningkatkan 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
kinerja secara vang multidimensi dalam bentuk
keachiruhan tulisan formal.
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4.3

Menyampaikan informasi secara
persuasive  untuk  mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2,

4.3.

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yvang ditetap-
kan.

Memantau dan  mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis instansi.
Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efektifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangks panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan

VANE transparan,
objektif, dan
profesional

4.1.

4.2,

4.3.

Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka pan-
jang, kesempatan atau kekuatan
politik yang mempengarihi organ-
isasi dalam hubungannya dengan
dunia Iuar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara objektif,
transparan, dan profesional dalam
lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pela-
vanan publik yang diselenggara-
kan oleh instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan yang
objektif, netral, tidak memihalk,
tidak diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh  kepentingan  pribadi
S kelompok f partai politik.
Menerapkan strategi jangka pan-
jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghu
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak memihalk,
tidak diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompobkk.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun pro-
Eram pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.1.

4.2,

Menyusun  program — pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penectapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta menga-
lokasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan / pengem -
bangan kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan

www.peraturan.go.id




-285-

2023, No.513

umpan balik pada tataran organ-
isasi.

4.3. Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya sccara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pe-
NErApan  pProgram-program  per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambhilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
tusan masalah vang kan konsep penyelesaian masalah
mengandung vang melibatkan beberapa/se-
risiko tingsgi, luruh fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan bidang kerjanya yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan meng-
risiko antisipasi dampak keputusan-nya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya (mitigasi risikoj.
B. Soszial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstrulketif] kerja dan masyarakat untuk
dan kreatif untuk scnantiasa menjaga persatuan
meningkatkan dan Iﬂ:satual_'t dalam keberagaman
efektifitas organ- dan menerima ugla bentuk
P perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan perbe-
daan latar belakang, agama/ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/ kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis
10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
Bidang Investasi untulk hadap teknik /metode /meka-
dan Pertambangan mengevaluasi dan nisme, melakukan pengembangan
mengembangkan atau perbaikan advokasi
teknis advokasi kebijakan bidang investasi dan
kebijakan bidang per-tambangan.
investasi dan 4.2 Mampu  menyusun pedoman

pertambangan

Jjuknis yang dijadikan norma
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fstandar prosedur/instrumen ad-
vokasi ke-bijakan bidang investasi
dan pertambangan.

4.3 Mampu memberikan alternatif

solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bimbin-
Ean dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
investasi dan pertambangan.

11. Pengendalian Ke-
bijakan Bidang In-
vestasi dan Per-
tambang-an

Kemampuan un-
tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan
bidang investasi
dan per-
tambangan yang
sedang berjalan
dan mampu
menghasilkan
rencana aksi miti-
gasi terjadinya
hambatan-ham-
batan dalam
pelaksanaan ke-

4.1

4.2

Mampu mengidentifikasi kelema-
han dan kelebihan sistem pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang investasi dan pertambangan
vang sedang berjalan.

Mampu menghasilkan alternatif
solusi sebagai rekomendasi ke-bi-
jakan dalam proses pengendalian
pelaksanaan kebijakan bidang in-
vestasi dan pertambangan yang
sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan mem-

peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi

terkait analisis
kelayakan
investasi

- . . rekomendasi kebijakan yang
byjakan bideng in- dihasilkan.
vestasi dan per-
tambangan
12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang In- untuk melakukan strategis dan memilih 1 [satu) isu
vestasi Jasa evaluasi dan strategis bidang inwvestasi jasa
memberikan rek- yvang lebih prioritas.
omendasi tema 4.2 Mampu melakukan perbaikan
isu strategis yang rumusan temafisu strategis dari
lebih tepat dan beberapa topik i=n bidang
prioritas bidang investasi jasa.
investasi jasa 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
internal dan ecksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan  rekomendasi  tema
isu utama bidang investasi jasa.
13. Analisis Kelayakan Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Investasi untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, kelayakan investasi.
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep penerapan kelayakan
serta menyempuir- investasi
nakan analisis 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder

dalam pelaksanaan analisis
kelayalkan investasi schingga
memperaleh dulkungan, dan
memberikan bimbingan maupun
fasilitasi.

www.peraturan.go.id




-287-

2023, No.513

14. Analisis Strategi 4
Pengembangan In-
vestasi

kebijakan

rekomendasi

Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi

untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, strategi pengembangan investasi.
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat
mengevaluasi, dan konsep penerapan strategi
serta menyempur- pengembangan investasi.

nakan analisis 4.3

terkait analisis
strategi pengem-
bangan investasi

Mampu menyakinkan stakeholder
dalam pelaksanaan analisis
strategi pengembangan investasi

sehingga memperoleh dukungan,

dan memberikan bimbingan
Malpun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis

strategi pengembangan investasi.

IIl. FERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya ter-

Uraian

hadap jabatan

Mutlak

Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau S-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Ekonomi/ManajemenBisnis/Bisnis
Internasional / Kebijakan Publik

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan
Masional Thk. II [PIM II)

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang
Perencanaan dan An-
alisis Investasi Bidang
Jasa

2. Pelatihan di Bidang
Promosi Investasi dan
Pengembangan
Pelaku Usaha Jasa

3. Pelatihan di Bidang
Pemantauan dan
Evaluasi Investasi Bi-
dang Jasa

4. Pelatihan di Bidang
Analisis dan Evaluasi
Hulkum

3. Fungsional

1. Pelatihan Analis Ke-
bijakan

2. Pelatihan Analis
Hulkum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman
Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan investasi dan
per-
tambangan /perencanaa
n dan analisis investasi
bidang jasa/promosi in-
vestasi dan pengem-
bangan pelaku usaha
jasafpemantauan dan
evahiasi investasi bidang
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jasa, secara kumulatif
paling singkat selama 3
{lima) tahun dan/atau
2. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling
singkat 2 [dua) tahun

D. Pangkat Paling rendah Pembina Tingkat I [IV/b)

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang investasi bidang jasa

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang investasi bi-
dang jasa

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang investasi bi-
dang jasa

E. Indikator Kinerja Jabatan

www.peraturan.go.id



-289-

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: Asisten Deputi Investasi Strategis
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
: Kemaritiman dan Investasi

: 1-03-04-07-40-000

2023, No.513

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

musan,

penetapan,

Asisten Deputi Investasi Strategis mempunyai tugas memimpin
dan melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi peru-
dan pelaksanaan
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang Investasi Strategis sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlalku untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

serta pengendalian

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  seluruh pemangloa
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam
pada nilai, norma, segala situasi dan kondisi.
dan etika organ- 4.2. Mendulung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konselkuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengamhbil tindakan atas peny-
impangan kode etik/mnilai-nilai
vang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja seting-
kat instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar uanit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
Eanisasi.

4.3 Mengembangkan  sistemm  yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-infor-
mengemukakan masi penting hasil diskusi dengan
pemikiran multi- pihak lain untuk mendapatkan
dimensi secara pemahaman yang sama.
lisan dan tertulis | 4 2 Berbagi informasi dengan
untuk mendorong pemangku kepentingan untuk
kesepakatan tujuan meningkatkan  kinerja
dengan tujuan secara keseluruhan.
meningkatkan 4.3 Menuangkan pemikiran/konsep
kinerja secara yvang multidimensi dalam bentuk
keseluruhan tulisan formal.

www.peraturan.go.id




2023, No.513

-290-

4.4

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2,

4.3.

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang ditetap-
kan.

Memantau dan  mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis instansi.
Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efektifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangks panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan

VANE transparan,
objektif, dan
profesional

4.1.

4.2,

4.3.

Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu jangka pan-
jang, kesempatan atau kekuatan
politik yang mempengarihi organ-
isasi dalam hubungannya dengan
dunia Iuar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara objektif,
transparan, dan profesional dalam
lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pela-
vanan publik yang diselenggara-
kan oleh instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan yang
objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh  kepentingan  pribadi
S kelompok f partai politik.
Menerapkan strategi jangka pan-
jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemanghu
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompobkk.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun pro-
Eram pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.1.

4.2,

Menyusun Program  pecngem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penectapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta menga-
lokasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan / pengem -
bangan kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
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umpan balik pada tataran organ-
isasi.

4. 3. Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya SECAra konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sigi-posizi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN Program-program  pero-
bahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
tusan masalah yvang kan konsep penyclesaian masalah
mengandung vang melibatkan beberapa/se-
risiko tingsgi, luruh fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan bidang kerjanya yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan meng-
risiko antisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya (mitigasi risikoj.
B. Soszial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstrulktif] kerja  dan  masyarakat untuk
dan kreatif untuk scnantiasa menjaga persatuan
meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman
efektifitas organ- dan menerima segala bentuk
T perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-be-
daan latar belakang, agama [hke-
percayaan, suku, gender, sosial
ckonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/ kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis
10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
Bidang Investasi untuk mengeval- hadap teknik / metode / meka-
dan Pertambangan uasi dan nisme, melakukan pengembangan
mengembanghkan atau perbaikan advokasi kebija-

teknis advokasi
kebijakan bidang
investasi dan

pertambangan

kan bidang investasi dan

pertambangan.
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4.2

Mampu MEenyusun pedoman
Jjuknism wang dijadikan norma
/standar prosedur/instrumen ad-
vokasi kebijakan bidang investasi
dan pertambangan.

4.3 Mampu memberikan alternatif

solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan
memperaleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bimbin-
gan dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
investasi dan pertambangan.

11. Pengendalian Ke-
bijakan Bidang In-
vestasi dan Per-
tambang-an

Kemampuan un-
tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan
bidang investasi
dan per-
tambangan yang
sedang berjalan
dan mampu
menghasilkan
rencana aksi miti-
gasi terjadinya
hambatan-ham-
batan dalam
pelaksanaan ke-

4.1

4.2

Mampu mengidentifikasi kelema-
han dan kelebihan sistem pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang investasi dan pertambangan
vang sedang berjalan.

Mampu menghasilkan alternatif
solusi secbagai rcekomendasi ke-
bijakan dalam proses peng-en-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang investasi dan pertambangan
vang sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan mem-

peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi

terkait analisis
kelayakan
investasi

B . . rekomendasi kebijakan Yang
byjakan bideng in- dihasilkan.
vestasi dan per-
tambangan
12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang In- untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu) isu
vestasi Strategis evaluasi dan strategis bidang investasi strategis
memberikan yvang lebih prioritas
rekomendasi tema| 4.2 Mampu melakukan perbaikan
isu strategis yang rumusan temajfisu strategis dari
lebih tepat dan beberapa  topik  isu  bidang
prioritas bidang investasi stratcgis
investasi strategis | 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
internal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi  tema
isu utama  bidang investasi
strategis
13. Analisis Kelayakan Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Investasi untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, kelayakan investasi
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep penerapan kelayakan
serta menyempuir- investasi
nakan analisis 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder

dalam pelaksanaan analisis
kelayakan investasi schingga
memperoleh dukungan, dan
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memberikan bimbingan maupun
faszilitasi

14. Analisis Strategi 4
Pengembangan In-
vestasi

kebijakan

rekomendasi

Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi

untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, strategi pengembangan investasi
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat
mengevaluasi, dan konsep pencrapan strategi
BETtA MEenyempLr- pengembangan investasi

nakan analisis 4.3

terkait analisis

Mampu menyakinkan stakeholder

dalam pelaksanaan analisis

strategi strategi pengembangan investasi
pengembangan schingga memperoleh dukungan,
investasi dan memberilan bimbingan
Malpun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis

strategi pengembangan investasi

IIl. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Uraian

Mutlak

Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1,/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Ekonomi/ManajemenBisnis/Bisnis
Internasional  Kebijakan Publik

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan
Masional Thk. II [PIM II)

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang
Perencanaan dan Ana-
lisis Investasi Strategis

2. Pelatihan di Bidang
Promosi dan Fasilitasi
Investasi Strategis

3. Pelatihan di Bidang
Pemantauan dan Ewval-
uasi Investasi Strate-
Eis

4. Pelatihan di Bidang
Analisis dan Evaluasi
Hulkum

3. Fungsional

1. Pelatihan Analis Ke-
bijakan

2. Pelatihan Analis
Hulum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman \
Jabatan dalam bidang tu-
gas yvang terkait dengan
investasi dan per-
tambangan /perencanaan
dan analisis investasi
strategis fpromosi dan
fasilitasi investasi strate-
gis,/pemantauan dan
evaluasi investasi strate-
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gis, secara kumulatif pal-
ing singkat selama 5
{lima) tahun dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling
singkat 2 [dua) tahun

D. Panghkat Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang investasi strategis

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang investasi
strategis

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang investasi
strategis

E. Indikator Kinerja Jabatan
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan
Usaha

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-07-30-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan
Usaha mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyia-
pan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemen-
terian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kerja Sama
Investasi Pemerintah dan Badan Usaha sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk membantu kelancaran
pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang diharapkan

Il. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4. 1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  scluruh pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam

pada nilai, norma segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2. Mendukung dan menerapkan

isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengamhbil tindakan atas pen-
vimpangan kode etik/nilai-nilai
vang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja seting-
kat instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar uanit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
Eanisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam ranghka
pencapaian target kerja organ-

isasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-infor-
mengemukakan masi penting hasil diskusi dengan
pemikiran multi- pihak lain untuk mendapatkan
dimensi secara pemahaman yang sama; Berbagi
lisan dan tertulis informasi dengan pemangku
untuk mendorong kepentingan untuk tujuan
kesepakatan meningkatkan kinerja secara kese-
dengan tujuan luruhan.
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itor, mengeval-
uasi, memperhi-
tungkan dan
mengantisipasi
dampak dari
isu-isu jangka
panjang, kesem-
patan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan yvang
transparan, ob-
jektif, dan profe-
sional

4.2,

4.3.

meningkatkan 4.2 Menuangkan  pemikiran/konsep
kinerja secara vang multidimensi dalam bentuk
keseluruhan tulisan formal.

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan secpakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara kescluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit 4. 1. Mendorong unit kerja di tinglkat in-
kerja mencapai stansi untuk mencapai kinerja
target yvang vang melebihi target yang ditetap-
ditetapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2, Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar sclaras dengan

sasaran strategis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efektifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memon- | 4 ] Memahami dan memberi  per-

hatian kepada isu-isu jangka pan-
jang, kesempatan atau kekuatan
politik yang mempengaruhi organ-
isasi dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pela-
vanan publik secara objelktif,
transparan, dan profesional dalam
lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yvang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objeltif,
netral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak ter-
pengaruh  kepentingan  pribadi
Jkelompokf partai politik.
Menerapkan strategi jangka pan-
jang yvang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemangku kepent-
ingan dalam menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar objeltif,
netral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi fke-
lompok.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun pro-
ETAm pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

- Menyusun

Program pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta menga-
lokasikan waktu untuk mengikuti
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pelatihan / pendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.

4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4.3. Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya SEeCAra konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan wunit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah dit-
erapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN  PIrOEram-program  per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
tusan masalah yang konsep  penyelesaian masalah
mengandung vang melibatkan beberapa/se-
risiko tinggi, luruh fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan bidang kerjanya yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan mengan-
risiko tisipasi dampak keputusan-nya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya (mitigasi risikoj.
B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstruketif] kerja dan masyarakat untuk
dan kreatif untuk senantiasa menjaga persatuan dan
meningkatkan kesatuan dalam keberagaman dan
efektifitas organ- menerima segala bentuk perbe-
jmani daan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan perbe-
daan latar belakang, agama/ke-
percayaan, suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama /kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik.
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C. Teknis

10. Advokasi Kebijakan

Bidang Investasi
dan Pertambangan

Kemampuan
untuk
mengevaluasi dan
mengembangkan
teknis advokasi
kebijakan bidang
investasi dan per-
tambangan

4.1 Mampu meclakukan evaluasi ter-
hadap teknik /metode fmelka-
nisme, melakukan pengembangan
atau perbaikan advokasi kebijakan
bidang investasi dan pertamban-
BAan.

4.2 Mampu  menyusun pedoman
Jjuknis wyang dijadikan norma
/standar prosedur/instrumen ad-
vokasi kebijakan bidang investasi
dan pertambangan.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bimbin-
Ean dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
investasi dan pertambangan.

11. Pengendalian Ke-

bijakan Bidang In-
vestasi dan Per-
tambang-an

Kemampuan un-
tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan
bidang investasi
dan per-
tambangan yang
sedang berjalan
dan mampu
menghasilkan
rencana aksi miti-
gasi terjadinya
hambatan-ham-
batan dalam
pelaksanaan ke-

4.1 Mampu mengidentifikasi kelema-
han dan kelebihan sistem pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang investasi dan pertambangan
vang sedang berjalan.

4.2 Mampu menghasilkan alternatif
solusi sebagai rekomendasi ke-
bijakan dalam proses pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang investasi dan pertambangan
vang sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan mem-
peroleh  dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi

- . . rekomendasi kebijakan Vang
bijakan bida - -
HERAT SIRAnE dihasilkan.
vestasi dan per-
tambangan
12. Analisis [su-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu) isu
Kerja Sama Inves- evaluasi dan strategiz bidang kerja sama
memberikan

tasi Pemerintah dan
Badan Usaha

rekomendasi tema
isu strategis yang
lebih tepat dan
prioritas bidang
kerja sama
investasi
pemerintah dan
badan usaha

investasi pemerintah dan badan
usaha yang lebih prioritas.

4.2 Mampu melakukan perbaikan
rumusan temajisu strategis dari
beberapa topik isu bidang kerja
sama investasi pemerintah dan
badan usaha.

4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
internal dan eksternal  atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi  tema
isu wutama bidang kerja sama
investasi pemerintah dan badan
usaha.
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13. Analisis Kelayakan + Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Investasi untuk mem- maupun program terkait analisis
bandingkan, kelayakan investasi
mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep penerapan kelayakan
serta menyempuir- investasi.
nakan analisis 4.3 Mampu menyvakinkan stakeholder
terkait analisis dalam pelaksanaan analisis
kelayakan kelayalkan investasi schingga
investasi memperoleh  dukungan, dan
memberikan bimbingan maupun
fazilitasi.

14. Analisis Strategi 4 Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Pengembangan In- untuk mem- maupun program terkait analisis
vestasi bandingkan, strategi pengembangan investasi.

mengkaji ulang, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
mengevaluasi, dan konsep pencrapan strategi
serta menyempur- pengembangan investasi.
nakan analisis 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
terkait analisis dalam pelaksanaan analisis
strategi strategi pengembangan investasi
pengembangan sehingga memperoleh dulkungan,
investasi dan memberikan bimbingan
Malpun fasilitasi kepada
stakeholder terkait analisis
strategi pengembangan investasi.

IIl. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Mutlak

Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Ekonomi/Manajemen Bisnis/Bisnis
Internasional  Kebijakan Publik

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan
Masional Thk. II [PIM II)

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang
Perencanaan dan
Penyiapan Kerja Sama
Investasi Pemerintah
dan Badan Usaha

2. Pelatihan di Bidang
Implementasi Kerja
Sama Investasi
Pemerintah dan Badan
Usaha

3. Pelatihan di Bidang
Pemantauan dan Ewval-
uasi Kerja Sama Inves-
tasi Pemerintah dan
Badan Usaha

4. Pelatihan di Bidang
Analisis dan Evaluasi
Hukum

www.peraturan.go.id



2023, No.513

-300-

3. Fungsional

1. Pelatihan Analis Ke-

bijakan
2. Pelatihan Analis
Hulmum
C. Pengalaman kerja 1. Memiliki pengalaman ¥

Jabatan dalam bidang tu-
gas yang terkait dengan
investasi dan per-
tambangan perencanaan
dan penyiapan kerja
sama investasi
pemerintah dan badan
usaha/implementasi
kerja sama investasi
pemerintah dan badan
usaha/pemantauan dan
evahiasi kerja sama in-
vestasi pemerintah dan
badan usaha secara ku-
mulatif paling singlat
selama 5 (lima) tahun
dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling
singkat 2 [dua) tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-
dang kerja sama investasi pemerintah dan badan

usaha

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang kerja sama
investasi pemerintah dan badan usaha

3. Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang kerja sama
investasi pemerintah dan badan usaha
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Nama Jabatan : Asisten Deputi Pertambangan
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Kemaritiman dan Investasi

Kode Jabatan : 1-03-04-07-60-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Asisten Deputi Pertambangan mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumu-
san, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksa-
naan kebijakan Kementerian/Lembaga yvang terkait dengan isu
di bidang Pertambangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yvang berlaku untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas
dan pencapaian kinerja yang diharapkan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  scluruh  pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam

pada nilai, norma segala situasi dan kondisi.

dan etika organ- 4.2. Mendulkung dan menerapkan

isasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, secrta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas pen-yim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada ta-
taran lingkup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi wyang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
Eanisasi.

4.3 Mengembangkan sisterm  yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-infor-
mengemukakan masi penting hasil diskusi dengan
pemikiran multi- pihak lain untuk mendapatkan
dimensi secara pemahaman yang sama; Berbagi
lisan dan tertulis informasi dengan pemanghku
untuk mendorong kepentingan untuk tujuan
kesepakatan meningkatkan kinerja secara kese-
dengan tujuan luruhan.
meningkatkan 4.2 Menuangkan  pemikiran/konsep

yvang multidimensi dalam bentuk

kinerja secara ;
tulisan formal.

keseluruhan
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4.3

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pe-
mangku  kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.2,

4.3.

. Mendorong unit kerja di tingkat in-

stansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang ditetap-
kan.

Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.
Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efektifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangks panjang,
kesempatan, atau
kekuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan

VANE transparan,
objektif, dan
profesional

4.2,

4.3.

.Memahami dan memberi per-

hatian kepada isu-isu jangka pan-
jang, kesempatan atau kekuatan
politik yang mempengaruhi organ-
isasi dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pela-
vanan publik secara objeltif,
transparan, dan profesional dalam
lingkup organisasi.

Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yvang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objeltif,
netral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok
/partai politik.

Menerapkan strategi jangka pan-
jang yvang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemangku ke pent-
ingan dalam menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar objeltif,
netral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadif ke-
lompaoke.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun pro-
Eram pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.2,

. Menyusun

program pengem-
bangan jangka panjang bersama-
sama dengan bawahan, termasuk
didalamnya penctapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta menga-
lokasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan/ Pendidikan /pengem-
bangan kompetensi dan karir.

Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
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umpan balik pada tataran organ-
isasi.

4.3. Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- 4.1 Mengarahkan wunit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih =iap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah dit-
erapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
€TApAN Program-program  per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambhilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
tusan masalah vang konsep penyelesaian masalah
mengandung vang melibatkan beberapa/se-
risiko tingsgi, luruh fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan bidang kerjanya yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan mengan-
risiko tisipasi dampak ke-putusannya
serta menyiapkan tindakan pe-
nanganannya (mitigasi risikoj.
B. Soszial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-tasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstrulketif] kerja dan masyarakat untuk
dan kreatif untuk scnantiasa menjaga persatuan
meningkatkan dan ktB-E.tUE].'I dalam keberagaman
efektifitas organ- dan menerima s:g.s_tla bentulk
P perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-be-
daan latar belakang, agama
Jkepercayaan, suku, gender, so-
sial ekonomi, preferensi politik un-
tuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/ kepercayaan,
suku, gender, sosial eckonomi,
preferensi politik.

C. Teknis
10. Advokasi Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
Bidang Investasi untulk hadap telknik /metode fmeka-
dan Pertambangan mengevaluasi dan nisme, melakukan pengembangan
mengembangkan atau perbaikan advokasi kebija-
teknis advokasi kan bidang investasi dan
kebijakan bidang pertambangan.
investasi dan 4.2 Mampu  menyusun pedoman

pertambangan

Jjuknis yang dijadikan norma
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fstandar prosedur/instrumen ad-
vokasi kebijakan bidang investasi
dan pertambangan.

4.3 Mampu memberikan alternatif
solusi terhadap hambatan-
hambatan, menyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder, memberikan bimbin-
Ean dan fasilitasi kepada
stakeholder atau instansi lain
terkait advokasi kebijakan bidang
investasi dan pertambangan.

11. Pengendalian Ke-

bijakan Bidang In-
vestasi dan Per-
tambang-an

Kemampuan un-
tuk menghasilkan
rekomendasi per-
baikan kebijakan
bidang investasi
dan per-
tambangan yang
sedang berjalan
dan mampu
menghasilkan
rencana aksi miti-
gasi terjadinya
hambatan-ham-
batan dalam
pelaksanaan ke-

4.1

4.2

Mampu mengidentifikasi kelema-
han dan kelebihan sistem pengen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang investasi dan pertambangan
vang sedang berjalan.

Mampu menghasilkan alternatif
solusi scbagai rekomendasi ke-
bijakan dalam proses pen-gen-
dalian pelaksanaan kebijakan bi-
dang investasi dan pertambangan
vang sedang berjalan.

4.3 Mampu menyakinkan dan mem-

peroleh dukungan dari stake-
holder terhadap alternatif solusi

- . . rekomendasi kebijakan YVang
byjakan bideng in- dihasilkan.
vestasi dan per-
tambangan
12. Analisis Isu-Isu Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi isu-isu
Strategis Bidang untuk melakukan strategis dan memilih 1 (satu) isu
Pertambangan evaluasi dan strategis bidang pertambangan
memberikan yvang lebih prioritas.
rckurr.lcndasi | 4.2 Mampu melakukan perbaikan
temna lE-Ll. SiraicEla rumusan tema/isu strategis dari
yang l:_bl._.l tepat beberapa topik isu bidang
dan prioritas
bidang pertambangan.
pertambangan 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
internal dan eksternal atas
pemilihan tema isu utama dan
memberikan rekomendasi tema
isu utama bidang pertambangan.
13. Analisis Kebijakan Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi kebijakan
Manajemen Per- untuk mem- maupun program terkait analisis
tambangan dan bandingkan, kebijakan manajemen pertam-
Hilirisasi Minerba mengkaji ulang, bangan dan hilirisasi minerba.
mengevaluasi, 4.2 Mampu membuat rekomendasi
BETtA MENYCImpLr- dan konsep penerapan kebijakan
nakan analisis mandjemen pertambangan  dan
terkait analisis hilirisasi minerba.
kebijakan 4.3 Mampu menyakinkan stakeholder
manajemen dalam pelaksanaan analisis
pertambangan kebijakan manajemen pertam-
dan hilirisasi bangan dan hilirisasi minerba
minerba

sehingga memperoleh dukungan,
dan memberikan bimbingan
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maupun fasilitasi kepada stake-
holder terkait analisis ke-bijakan
manajemen pertam-bangan dan
hilirisasi minerba.

14. Analisis Strategi 4
Pengelolaan Sumber|
Daya Mineral dan
Batubara

Kemampuan
untuk mem-
bandingkan,
mengkaji ulang,
mengevaluasi,
serta menyempLr-
nakan analisis
terkait analisis
strategi
pengelolaan
sumber daya
mineral dan
batubara

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi kebijakan
maupun program terkait analisis
strategi pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara.

Mampu membuat rekomendasi
dan konsep penecrapan strategi
penge-lolaan sumber daya mineral
dan batubara.

Mampu menyakinkan stakeholder
dalam pelaksanaan analisis
strategi pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara schingga
memperoleh dukungan, dan
memberikan bimbingan maupun
fazilitasi kepada stakeholder
terkait analisis strategi
pengelolaan sumber daya mineral
dan batubara.

IIl. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak.l Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah S-1,/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Teknik Pertambangan/Teknik
Geologi / Ekonomi f Kebijakan Publik/Administrasi Publik

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan
Masional Tk. II [PIM II)

B. Pelatihan
2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang
Pengelolaan Per-
tambangan Mineral

2. Pelatihan di Bidang
Pengelolaan Per-
tambangan Batubara

Strategi Pengem-
bangan Hilirisasi

4. Pelatihan di Bidang
Analisis dan Evaluasi
Hukum

3. Pelatihan di Bidang \

Mineral dan Batubara

3. Fungsional

1. Pelatihan Analis Ke-
bijakan

2. Pelatihan Analis Hukum

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman

tugas yang terkait
dengan investasi dan

Jabatan dalam bidang
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pertambangan/ pengel-
olaan pertambangan
mincral/pengelolaan
pertambangan batu-
bara/strategi pengem-
bangan hilirisasi mineral
dan batubara, sccara
kumulatif paling singkat
sclama 5 (lima) tahun
dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas koordinasi dan rancangan kebijakan di bi-

dang pertambangan

2. Kualitas analisis isu-isu strategis bidang per-

tambangan
3. Kualitas reckomendasi kebijakan
tambangan

di bidang per-

www.peraturan.go.id



307 2023, No.513

Nama Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Manajemen Administrasi Pemerintahan
Kode Jabatan : 1-03-04-01-10-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Kepala Biro Perencanaan mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan  koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan
penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran,
pemberian dukungan di bidang pengelolaan akuntabilitas
kinerja, pengelolaan kebijakan strategis, dan pengelolaan
persidangan di lingkungan HKemenko Marves dalam rangka
mendukung pencapaian kinerja instansi.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja
takan situasi kerja yvang mendorong seluruh
vang mendorong pemangku kepentingan me-
kepatuhan pada matuhi nilai, norma, dan
nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala

etika organisasi situasi dan kondisi.
4.2, Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
ctika yang tinggi, serta berani
MenNAangEUNg konsek-

uensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan lkode
etik fnilai-nilai VANE dil-
akukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja seting-
kat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komit- | 4.1 Membangun sinergi antar
men tim, sinergi unit kerja di lingkup instansi

yvang dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan
vang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil
pemikiran multidi- diskusi dengan pihak lain un-
mensi secara lisan tuk mendapatkan pema-
dan tertulis untuk haman yang sama; Berbagi

informasi dengan pemangku
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mendorong kesepa-
katan dengan tujuan
meningkatkan

kepentingan untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

kinerja sccara kese- 4.2 Menuangkan pemikiran/kon-
luruhan scp vang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk men-
dorong pemangku kepent-
ingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan
tujuan meningkatkan kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di ting-
kerja mencapai tar- kat instansi untuk mencapai
get vang ditetapkan kinerja yang melebihi target
atau melebihi hasil yang ditetapkan.
kerja sebelumnya 4.2, Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran strat-
egis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka mening-
katkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target or-
Eanisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1, Memahami dan memberi per-
mengevaluasi, mem- hatian kepada isu-isu jangka
perhitungkan dan panjang, kescmpatan atau
mengantisipasi dam- kelkuatan politik VANE
pak dari isu-isu mempengaruhi organisasi da-
jangka panjang, kes- lam hubungannya dengan
empatan, atau dunia luar, memperhi-
keluatan tungkan dan mengantisipasi
politik dalam hal dampak terhadap pelaksa-
pelayanan kebu- naan tugas-tugas pelayanan
tuhan pemangku publik secara objektif, trans-
kepentingan yang paran, dan profesional dalam
transparan, objek- lingkup organisasi.
tif, dan profesional 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-

yvanan publik yvang diseleng-
garakan oleh instansinya te-
lah selaras dengan standar
pelayanan yang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh  kepentingan  pri-
badi/kelompok/ partai politil.
4.3. Menerapkan strategi jangka

panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi/fkelompok.
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6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang da-
lam rangka men-
dorong manajemen
pembelajaran

4.1.

4.3.

Menyusun program pengem-
bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan ba-wa-
han, termasuk di dalamnya
penctapan tujuan, bimhb-
ingan, penugasan dan pen-
galaman lainnya, serta men-
galokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/ pendidi-
kan/pengembangan kompe-
tensi dan karir.
Melaksanakan Mmanajemen
pembelajaran termasuk eval-
uasi dan umpan balik pada
tataran organisasi.

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsis-
ten, melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit
kerjanya.

7. Mengelola Perubahan|

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.3

Mengarahkan unit kerja un-
tuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan ter-
masuk memitigasi risiko yvang
mungkin terjadi.

Memastikan perubahan su-
dah diterapkan secara aktif di
lingkup unit kerjanya secara
berkala.

Memimpin dan memastikan
pPCnerapan pProgram-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambhilan Kepu-

tusan

Menyelesaikan ma-
salah yang mengan-
dung risiko tinggi,
mengantisipasi dam-
pak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan; miti-
gasi risiko

4.1

4.2

4.3

Menyvusun dan/atau memu-
tuskan konsep penyelesaian
masalah yang melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam
organisasi.

Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang
kerjanya wyang berdampak
pada pihak lain.

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak ke-
putusannya serta menyiap-
kan tindakan penanganan-
nya |mitigasi risiko].

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-kan
perbedaan secara
konstruktif dan kre-
atif untuk mening-
katkan efektifitas or-
ganisasi

4.1

Menginisiasi dan merepre-
sen-tasikan pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senanti-
asa menjaga persatuan dan
kesatuan dalam keberaga-
man dan menerima scgala
bentuk perbedaan dalam ke-
hidupan bermasyarakat.
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4.2

4.3

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, pref-
erensi  politik untuk men-
capai kelancaran pen-ca-
paian tujuan organisasi.
Mampu membuat program
yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang, agama
Jkepercayaan, sulku, gender,
sosial ekonomi, preferensi
poliktik.

C. Teknis

10. Penyusunan
Perencanaan
Penganggaran

Kemampuan un-
tuk memberikan
rekomendasi
terkait
pPenyusSUNAan
pPerencanaan

PENEANEEATAN

4.2

4.3

Mampu membandingkan ef-
cktivitas penyusunan peren-
CANAAN PENEANEEATAN.
Mampu memberikan reko-
mendasi kebijakan terhadap
PENYLUSUNAan Pperencanaan
penganggaran dengan mem-
berikan rekomendasi yang te-
pat dan aplikatif menyanghut
kedudukan, tugas dan fungsi
lembaga dan unit-unit ker-
janya.

Mampu memberikan reho-
mendasi mengenai penyusu-
Man perencanaan  pengang-
EATan.

11. Pengelolaan Akunta-
bilitas Kinerja

Kemampuan untuk
merckomendasi
pengelolaan kinerja
organisasi

4.1

4.2

4.3

Mampu memberikan reko-
mendasi atas pengelolaan
kinerja organisasi.

Mampu memanfaatan hasil
penilaian kinerja organisasi
untuk penguatan pengelolaan
kinerja organisasi lainnya.
Mampu menetapkan rumu-
san Renstra dan LAKIP.

12. Penyusunan
Rencana Strategis
(Renstra) dan
Rencana Kerja
(Renja)

Kemampuan mem-
berikan rekomendasi
terkait penyusunan
rencana strategis
[renstra) dan renja

4.1

4.2

4.3

Mampu membandingkan
efektivitas penyusunan ren-
cana strategis [renstra) dan
renja.

Mampu memberikan relo-
mendasi kebijakan terhadap
penyusunan rencana strate-
gis (renstra) dan renja dengan
memberikan rekomendasi
yvang tepat dan aplikatif
menyangkut kedudukan, tu-
gas dan fungsi lembaga dan
unit-unit kerjanya.

Mampu memberikan reko-
mendasi mengenai penyusu-
nan rencana strategis
[renstra) dan renja.
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12. Penyusunan Laporan 4

Kinerja Instansi
Pemerintah

Kemampuan mem-
berikan rekomendasi
perbaikan terkait
Kebijakan penyusu-
nan laporan kinerja
berdasarkan hasil
evaluasi

4.1

4.2

4.3

Mampu melalukan evaluasi
terhadap  kebijakan  pen-
yusunan laporan kinerja
instansi.

Mampu menyusun norma,
standar, prosedur dan
kriteria wuntuk perbaikan
kebijakan penyusunan lapo-
ran kinerja instansi.

Mampu memberikan reko-
mendasi mengenai konsep
kebijakan penyusunan lapo-
ran kinerja instansi.

14. Manajemen Per- 4

sidangan

Kemampuan mem-
berikan rekomendasi
terhadap mana-
jemen persidangan

4.1.

4.2,

4.3.

Mampu mengevaluasi hasil
analisis yang dilakukan dan
memberikan rekomendasi
dalam rangka perbaikan
pelaksanaan pengelolaan
persidangan.

Mampu memberikan solusi
atas permasalahan jangka
panjang yvang bersifat strate-
gis pada pengelolaan per-
sidangan.

Mampu membuat langkah
antisipatif atas perubahan
lingkungan eksternal yang
dapat mempengaruhi pen-
gelolaan persidangan.

15. Pengelolaan Isu 4

Strategis

Kemampuan mem-
berikan rekomendasi
terhadap pengel-
olaan kebijakan
strategis

4.1

4.2

4.3

Mampu membandingkan
efektivitas pengelolaan ke-
bijakan strategis.

Mampu memberikan reko-
mendasi kebijakan terhadap
pengelolaan kebijakan strate-
gis dengan memberikan reko-
mendasi yang tepat dan ap-
likatif menyangkut kedudu-
kan, tugas dan fungsi lem-
baga dan unit-unit kerjanya.
Mampu memberikan reko-

mendasi mengenai pengel-

olaan kebijakan strategis.

IIl. FERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, dintamakan 5-2 atau 5-3

A. Pendidikan

2. Bidang Ilmu

Ekonomi,/ Manajemen/Kebijakan Publik/Administrasi
MNegara/Administrasi Pemerintahan

B. Pelatihan

1. Manajerial

il

Pelatihan Kepemimpi-
nan Nasional Tk. II [PIM
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2. Teknis

Pelatihan di Bidang
Penyusunan Pro-
gram dan Anggaran
Pelatihan di Bidang
Pengelolaan Akunta-
bilitas Kinerja
Pelatihan di Bidang
Pengelolaan Ke-
bijakan Strategis
Pelatihan di Bi-
dang Pengel-

olaan Per-
sidangan

3. Fungsional

. Pelatihan Perencana
. Pelatihan Analis Ke-

. Pelatihan Analis

bijakan

Anggaran

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengalaman

. SBedang atau pernah

Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan bidang
perencanaan penylst-
nan program dan ang-
garanfakuntabilitas
kinerja/ kebijakan
strategis / persidangan
secara kumulatif paling
singkat selama 5 (lima)
tahun dan/atau

menduduki Jabatan
Administrator atau JF
jenjang ahli madya pal-
ing singkat 2 [dua) ta-
hun

0. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I [IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Kualitas dokumen perencanaan program dan ang-

EAran

Kualitas dokumen kebijakan strategis
Kualitas dokumen hasil persidangan/rapat koordi-

nasi Menteri Koordinator

Kualitas dokumen akuntabilitas kinerja
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Nama Jabatan : Kepala Biro Hukum

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Manajemen Administrasi Pemerintahan
Kode Jabatan : 1-03-04-01-20-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Kepala Biro Hukum mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan
penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan,
advokasi hukum, pemberian dukungan kerja sama, dan
penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan
reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves dalam
rangka mendulkung pencapaian kinerja instansi.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja
takan situasi kerja Vang mendorong seluruh
yvang mendorong pemangku  kepentingan  me-
kepatuhan pada matuhi nilai, norma, dan etika
nilai, norma, dan organisasi dalam segala situasi

ctika organisasi dan kondisi.

4.2, Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik /nilai-
nilai wyang dilakukan olech
orang lain, pada tataran ling-
kup kerja sectingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komit- | 4.1 Membangun sinergi antar unit
men tim, sinergi kerja di linglup instansi yang
dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan va-
ng berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistermn yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dulkungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
ranghka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran multidi- dengan pihak lain untuk
mensi secara lisan mendapatkan pemahaman
dan tertulis untuk VANE Sama.
mendorong kesepa- 4.2 Berbagi informasi dengan
katan dengan tujuan pemangku kepentingan untuk
meningkatkan tujuan meningkatkan kinerja

secara keseluruhan.
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kinerja secara kese- | 4.3 Menuangkan pemikiran/kon-
luruhan sep yang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.

4.4 Menyampaikan informasi se-
cara persuasif untuk men-
dorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah
bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja seccara
keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di ting-
kerja mencapai tar- kat instansi untuk mencapai
get yang ditctapkan kinerja yang melebihi target
atau melebihi hasil yang ditetapkan.
kerja sebelumnya 4.2, Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran strat-
cgis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka mening-
katkan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4 1. Memahami dan memberi per-
mengevaluasi, mem- hatian kepada isu-isu jangka
perhitungkan dan panjang, kesempatan atau
mengantisipasi dam- kekuatan politik yang
pak dari isu-isu mempengarihi organisasi da-
jangka panjang, kes- lam hubungannya dengan
empatan, atau dunia luar, memperhitungkan
kekuatan dan mengantisipasi dampak
politik dalam hal terhadap pelaksanaan tugas-
pelayvanan kebu- tugas pelayanan publik secara
tuhan pemangku objelktif, transparan, dan
kepentingan vang profesional dalam lingkup or-
transparan, objck- ganisasi.
tif, dan profesional 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-

yanan publik yang diseleng-
garakan oleh instan-sinya te-
lah selaras dengan standar
pelayanan yvang objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, =serta tidak ter-
pengamuh kepentingan pribadi
Skelompok/ partai politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka

panjang yvang berfokus pada
pemenuhan  kebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar objebktif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi /kelompok.
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6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangks panjang da-
lam rangka men-
dorong manajemen
pembelajaran

4.2,

4.3.

Menyusun pProgram pen-gem-
bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya pencta-
pan tujuan, bimbingan, penu-
EABAN dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti pelati-
hanfpendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk ewval-
uasi dan umpan balik pada ta-
taran organisasi.
Mengembangkan orang- orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Perua-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja un-
tuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan ter-
masuk memitigasi risiko yvang
mungkin terjadi.

Memastikan perubahan su-
dah diterapkan secara aktif di
lingkup unit kerjanya secars
berkala.

Memimpin dan memastikan
PCOEeTAPAN  PrOEram-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambhbilan Kepu-
tusan

Menyelesaikan ma-
salah yang mengan-
dung risiko tinggi,
mengantisipasi dam-
pak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan; miti-
gasi risiko

4.2

4.3

Menyusun dan/fatau me-mu-
tuskan konsep penyelesaian
masalah yang melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam
organisasi.

Menghasilkan solusi  dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang
kerjanya wvang berdampak
pada pihak lain.

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak hke-
putusannya serta menyiapkan
tindakan PEenNAanganannya
|mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kre-
atif untuk mening-
katkan efektifitas or-
ganisasi

4.2

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan da-
lam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

www.peraturan.go.id




2023, No.513

-316-

4.3

gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tuju-
an organisasi.

Mampu membuat program
yang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agama/ kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, pref-
erensi politik.

C. Teknis

10. Pembentukan Pera-
turan Perundang-
undangan

Kemampuan untuk
merumuskan dan
menyempurna kan
Naskah Akademik
dan naskah
rancangan dalam
Pembentukan FPera-
turan Perundang-
undangan

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi system-
atika (teknik, metode, cara
kerja), menilai kelebihan dan
kekurangan sistematika, dan
mengembangkan sistematika
pembentukan peraturan per-
undang-undangan yang lebih
efektif dan efisien.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk  teknis, dan cara
kerja wvang dapat dijadikan
norma standar, prosedur, dan
instrumen pelaksanaan pem-
bentukan peraturan perun-
dang undangan.

Mampu meyakinkan stake-
holder pelaksanaan pemben-
tukan per-aturan perundang
undangan schingga mem-
peroleh dukungan; mem-
berikan bimbingan maupun
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait pem-
bentukan peraturan perun-
dang undangan.

11. Analisis Urgensi
Pembentukan Pera-
turan Perundang-
undangan

Kemampuan untuk
mengevaluasi serta
menyempurnakan
konsep analisis ur-
gensi Pembentukan
Peraturan Perun-
dang-undangan

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi system-
atika (teknik, metode, cara
kerja), menilai kelebihan dan
kekurangan sistematika, dan
mengembangkan sistematika
Analisis Urgensi Pembentukan
Perundang-undangan Yang
lebih efektif dan efisien.
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, dan cara
kerja yang dapat dijadikan
norma standar, prosedur, dan
instrumen pelaksanaan Ana-
lisis Urgensi Pembentukan Pe-
rundang-undangan.

Mampu meyakinkan stake-
holder pelaksanaan Analisis
Urgensi Pembentukan Perun-
dang-undangan schingga
memperoleh dukungan; mem-
berikan bimbingan maupun
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder.
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12. Adwvokasi Hukum

Kemampuan untuk
mengevaluasi dan
MENYLUSUn
perangkat norma
standar prosedur in-
strumen penyeleng-
garaan advokasi
hukum

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi system-
atika (teknik, metode, cara
kerja), menilai kelebihan dan
kekurangan sistematika, dan
mengembangkan sistematika
penyelenggaraan advokasi
huk-um yang lebih efektif dan
efisien.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, dan cara
kerja yang dapat dijadikan
norma standar, prosedur, dan
instrumen penyelenggaraan
advokasi hukum

Mampu meyakinkan stake-
holder penyelenggaran ad-
vokasi hulkum nasional se-
hingga memperoleh
dukungan, dan memberikan
bimbingan maupun fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait penyeleng-
garaan advokasi hukum.

13. Penyelenggaraan
Kerja Sama Luar
Negeri dan Dalam
Negeri

Kemampuan un-
tuk memberikan
rekomendasi
terkait

kebijakan kerja
sama luar negeri
dan dalam negeri

4.1

4.2

4.3

Mampu membandingkan
efektivitas kerja sama luar
negeri dan dalam negeri yang
dilakukan setelah dan sebe-
lum kerja sama dilakukan
dan dapat memberikan rek-
omendasi terhadap perbaikan
bentuk kerja sama luar negeri
dan dalam negeri kedepan
sesuai kebutuhan.

Mampu memberikan rekom-
endasi kebijakan kerja sama
dengan memberikan rekom-
endasi yang tepat dan ap-
likatif sesuai dengan bentuk
dan metode yang akan dikem-
bangkan kedepan terkait kon-
sep kerja sama luar negeri
dan dalam negeri.

Mampu meyakinkan stake-
holder terhadap konsep kerja
sama luar negeri dan dalam
negeri yang lebih baik dan
berguna.

14. Penyusunan Desain
Organisasi dan Tata
Laksana

Kemampuan untuk
memberikan rek-
omendasi terkait
efektivitas organisasi
dan tata laksana

4.1

4.2

4.3

Mampu membandingkan efek-
tivitas penyusunan struktur
organisasi dan tata laksana.
Mampu memberikan reko-
mendasi kebijakan terhadap
penyusunan strukitur organ-
isasi dan tata laksana dengan
memberikan rekomendasi
yang tepat dan aplikatif
menyangkut kedudukan, tu-
gas dan fungsi lembaga dan
unit-unit kerjanya.

Mampu memberikan reko-
mendasi mengenai kebutuhan
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restrukturisasi lembaga dan
besaran restrukturisasi.

15. Penyusunan 4 Kemampuan untuk | 4.1 Mampu melakukan ewvaluasi
Strategi Implemen- mengevaluasi dan terhadap teknis/metode [ =sis-
tasi Reformasi menyusun tem cara kerja menemu kenali
Birokrasi FH:I'E.HE'CET Mnorma kelebihan dan k.ckura.ngan

standar prosedur in- melakukan pengembangan

strumen Penyusu- atau perbaikan dalam
nan Strategi Imple- Penyusunan Strategi Imple-
mentasi Beformasi mentasi Reformasi Birokrasi

Birolrasi yang lebih efektif/efisien.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
VANE dijadikan norma
standar, prosedur, instrumen
dalam Penyusunan Strategi
Implementasi Reformasi Biro-
krasi.

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dulkungan dari
stakeholder terkait Penyusu-
nan Strategi Reformasi
Birokrasi dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Penyusu-
nan Strategi Imple-mentasi
Reformasi Birokrasi.

IIIl. FERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Jenis Persyaratan Uraian
Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau S-3

A. Pendidikan
Hukum /Manajemen/Kebijakan Publik / Administrasi

2. Bid Ik
e Pemerintahan fAdministrasi Negara

- Pelatihan Kepemimpinan
1. Manajerial . \
Nasional Tk. II [(PIM 0]

1. Pelatihan di Bidang
Perancang Peraturan
perundang-undangan

2. Pelatihan di Bidang
Advokasi dan Infro-

B. Pelatihan masi Hukum

3. Pelatihan di Bidang
Perjanjian Kerja
Sama

4. Pelatihan di Bi-
dang Organisasi,
Tata Laksana,
dan Reformasi
Birokrasi

2. Teknis
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3. Fungsional

. Pelatihan Perancang

Peraturan Perun-
dang-undangan

. Pelatihan Analis

Hukum

. Pelatihan Analis Ke-

bijakan

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengalaman

Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan bidang

hukum fperancang
peraturan

PUU fadvokasi dan
informasi hukum, kerja
sama, ortala RB secara
kumulatif paling singkat
selama 5 (lima) tahun
dan fatau

. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun

D. Panghkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Kualitas dokumen rancangan perundang-undangan
Kualitas dokumen naskah hukum dan informasil

hukum

Kualitas dokumen kerja sama
Kualitas dolkumen organisasi dan tata laksana
Kualitas dokumen reformasi birokrasi
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Nama Jabatan : Kepala Biro Komunikasi

Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Urusan Pemerintah : Manajemen Administrasi Pemerintahan
Kode Jabatan : 1-03-04-01-30-000

JABATAN PIMPIMAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAM

Ikhtisar Jabatan Kepala Biro Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketatausahaan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan
sistem informasi di lingkungan Kemenko Marves dalam rangka
mendukung pencapaian kinerja instansi.

Il. STANDAR KOMPETENSI
HKompetensi | Lewel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong  scluruh  pemanghku
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam
pada nilai, norma, segala situasi dan kondisi.
dan ctika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

yvang tinggi, serta berani me-
nanggung konsckuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengamhil tindakan atas penyim-
pangan kode etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat in-
stansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dar unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja or-
ganisasi.

4.3 Mengembanghkan  sistem  yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian

target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-info-
mengemukakan rmasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk mendorong pemangku kepentingan untuk
kesepakatan tujuan meningkatkan  kinerja
dengan tujuan secara ke-seluruhan.
meningkatkan 4.2 Memuangkan  pemikiran/konsep

yvang multidimensi dalam bentuk

kinerja secara
tulisan formal.

keseluruhan
4.3 Menyvampaikan informasi secara
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persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Oricentasi pada hasil Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yvang yvang melebihi target yang ditetap-
ditctapkan atau kan.
melebihi hasil 4.2. Memantau dan mengevaluasi
kerja sebelumnya hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran strategis instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja da-
lam rangka meningkatkan efektifi-
tas dan efisiensi pencapaian target
organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- | 4 1. Memahami dan memberi per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka pan-
memperhitungkan jang, kesempatan atau kekuatan
dan mengan- politik yang mempengarihi organ-
tisipasi dampak isasi dalam hubungannya dengan
dari isu-isu dunia Iuar, memperhitungkan
jangka panjang, dan mengantisipasi dampak ter-
kesempatan, atau hadap pelaksanaan tugas-tugas
kelkuatan pelayanan publik secara objelktif,
politik dalam hal transparan, dan profesional dalam
pelayanan kebu- lingkup organisasi.
tuhan pemangku | 4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
kepentingan yanan publik yang diselenggara-
yang transparan, kan oleh instansinya telah selaras
objektif, dan dengan standar pelayanan yang
profesional objektif, netral, tidak memihak,

tidak diskriminatif, serta tidak ter-
pengaruh  kepentingan  pribadi
Shelompokf partai politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-

jang yang berfokus pada pemenu-
han kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun ke-
bijakan dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompolk.
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6. Pengembangan diri

Menyusun pro-

4.1. Menyusun program pengem-
dan orang lain Eram pengem- bangan jangka panjang bersama-
bangan jangka sama dengan bawahan, termasuk
panjang dalam didalamnya penctapan tujuan,
rangka men- bimbingan, penugasan dan pen-
dorong mansa- galaman lainnya, serta menga-
jemen pembelaja- lokasikan waktu untuk mengikuti

ran pelatihan / pendidikan / pengem-

bangan kompetensi dan karir.
4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.
4 3. Mengembangkan orang-orang di-
sekitarnya sSeCcara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Peru- Memimpin peru- | 4.1 Mengarahkan wunit kerja untuk
bahan bahan pada unit lebih siap dalam menghadapi pe-
kerja rubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CTAPAN  Program-program —— per-
ubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu- Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutus-
tusan masalah vang kan konsep penyelesaian masalah
mengandung yvang melibatkan beberapa/se-
risiko tingsi, luruh fungsi dalam organisasi.
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak kepu- masalah yang kompleks, terkait
tusan, membuat dengan bidang kerjanya yang
tindakan penga- berdampak pada pihak lain.
manan; mitigasi 4.3 Membuat keputusan dan
risiko mengantisipasi dampak kepu-
tusan-nya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya [(mitigasi
risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresentasi-
kan perbedaan kan pemerintah di lingkungan
secara konstrulkctif] kerja dan  masyarakat untuk
dan kreatif untuk senantiasa menjaga persatuan
meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman
efektifitas organ- dan menerima segala bentuk
jmani perbedaan dalam kehidupan ber-
masyarakat.
4.2 Mampu mendayagunakan per-be-

daan latar belakang, agama/ke-
percayaan, suku, gender, sosial
cekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
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belakang, agama f kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis

10. Pengelolaan Komu- Kemampuan un- | 4.1 Mampu melakukan evaluasi ter-
nikasi dan Infor- tuk mengevaluasi hadap teknis/metode /sistem cara
masi Publik dan menyusun kerja menemu  kenali kelebihan

perangkat norma dan kekurangan melakulkan

standar prosedur pengem-bangan atau  perbaikan

instrumen CAra kerja pengelolaan

pengelolaan Ku:umunil-_caai, _In!'urrr_mai Publik

Komumilmai dan yvang lebih efektif/ efisien.

Informasi Pobbk | = Mampu Menyusun pedoman, pe-
tunjuk teknis, cara kerja yang di-
jadikan norma standar, prosedur,
instrument pelaksanaan pengelo-
laan Komunikasi, Informasi
Publik.

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-
peroleh dubkungan dari stakeholder
pelaksanaan pengelolaan Komu-
nikasi, Informasi Publik dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pengelolaan
Komunikasi, Informasi Publik.

11. Penyusunan Kemampuan un- | 4.1 Mampu mengevaluasi pelaksa-
Strategi Komu- tuk mengevaluasi naan strategi kKomunikasi dan
nikasi Publik strategi komu- mengidentifikasi kelemahan dan

nikasi, menyusun kelebihan strategi yvang dijalankan.
pedoman / petun- 4.2 Msu'npu menyusun pedoman, }:»c-
juk pelaksa- tun_11r1h‘. pclal.tsanaa.n., |:_::I:l_|.np_|.k
naan/teknia teknis strategi komunikasi.

T — 4.3 Mampu MeTANcang Program

strategi komu-
nikasi

komunikasi publik berdasarkan
skala prioritas dan kebutuhan
anggarannya untuk jangka pendek
dan menengah, yvang merupakan
bagian dari penyusunan strategi
komunikasi publik.

4.4 Mampu meyakinkan dan mem-

peroleh dukungan dari pemangku
kepentingan untuk pelaksanaan
strategi komunikasi.

12,

Pengelolaan Pusat
Data

Kemampuan un-
tuk mengevaluasi
pengelolaan pusat
data

4.1

4.2

Mampu mengevaluasi kinerja
pusat data dan prosedur teknis
yvang sudah ada terkait pengel-
olaan pusat data.

Mampu menyusun prosedur /pe-
tunjuk teknis terkait pengelolaan
pusat data.

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-

peroleh  dukungan dari  stake-
holder pelaksanaan pengelolaan
pusat data dan memberikan bimb-
ingan dan fasilitasi kepada in-
stansi lain atau stakeholder terkait
pengelolaan pusat data.
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13. Pengembangan 4
Aplikasi Umum
Dan Khusus

Kemampuan
untuk men-
gevaluasi
Proscs-proscs
pengembangan
aplikasi pada
instansi

4.1

4.2

Mampu mengevaluasi kinerja dan

proses pengembangan aplikasi,
kinerja layanan instansi setelah
memanfaatkan aplikasi, kebu-
tuhan pemutakhiran dalam

pengembangan aplikasi, prosedur
teknis yvang ada terkait pengem-
bangan aplikasi.

Mampu MENYLUSUn prosedur
teknis terkait proses pengem-
bangan aplikasi dan menentukan
pemutakhiran perangkat Ihunak
yvang terkait dengan aplikasi.

4.3 Mampu meyakinkan dan mem-

peroleh dukungan dari stakeholder
pelaksanaan pengembangan ap-
likasi umum dan khusus, dan
memberikan bimbingan dan fasili-
tasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pengembangan
aplikasi umum dan khusus.

14. Pelayanan 4
Keprotokolan

Kemampuan un-
tuk mengevaluasi
atau memperbailki
norma, standar,
dan pedoman
keprotokolan

4.1

4.2

Mampu mengarahkan pelaksa-
naan keprotokolan secara efebktif
dan efisien sesuai dengan tujuan
dan aturan yang berlaku.
Mampu mengevaluasi
naan keprotokolan.

pelaksa-

4.3 Mampu merumuskan rekomen-

dasi keprotokolan dalam rangka
pelaksanaan dan pengembangan
pedoman /standar pelayanan /per-
aturan terkait keprotokolan.

15. Manajemen Per- 4
kantoran

Kemampuan un-
tuk melakukan
rekomendasi ma-
najemen per-
kantoran

4.2

4.3 Mampu melakukan

Mampu memberikan rekomendasi
pengelolaan persuratan, barang
milik negara, kearsipan, keproto-
kolan, humas, data dan sistem in-
formasi, serta urusan kesekretari-
atan lainnya secara tepat dan ap-
likatif untuk perbaikan pengel-
olaan.

Mampu membuatkan klasifikasi,
standar dan sasaran untuk pen-
ingkatan kinerja BECATA
berkesinambungan.

perubahan
pengelolaan persuratan, barang
milik negara, kearsipan, keproto-
kolan, dan kesekretariatan
lainnya VANE berorientasi
teknologi.

III. FPERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang

Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau S5-3
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2. Bidang Ilmu

Manajemen / Komunikasi/Sistem Informasi/Teknologi
InformasifAdministrasi Publik/Sosial dan Politik

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan
Masional Tk. II [PIM II)

B. Pelatihan

2. Teknis

1. Pelatihan di Bidang
Keprotokoleran

2. Pelatihan di Bidang
Kehumasan

3. Pelatihan di Bidang
Sistem dan Data Infor-
masi

4. Pelatihan Komunikasi
Efektif

5. Pelatihan Tata
Usaha Pimpinan

3. Fungsional

1. Pelatihan Pranata
Komputer

2. Pelatihan Pranata Hu-
mas

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman |
Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan bidang
komunikasi/keprotokola
n/kehumasan/ sistem
dan data informasi secara
kumulatif paling singkat
selama 5 (lima) tahun
dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling
singkat 2 [dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I [IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas dokumen informasi dan layanan hubungan
masyarakat bidang Kemaritiman dan Investasi

2. Kualitas dokumen dan pelaksanaan sistem informasi

3. Kualitas layanan keprotokolan dan pimpinan
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Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

-326-

: Kepala Biro Umum

: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
: Manajemen Administrasi Pemerintahan

: 1-03-04-01-40-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Kepala
melaksanakan

Biro Umum mempunyai

koordinasi, fasilitasi,

memimpin dan
pelaksanaan

tugas
dan

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan
pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan pengelolaan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenko Marves dalam
rangka mendukung pencapaian kinerja instansi.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi |

Level | Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

4 Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong kepatu-
han pada nilai,
norma, dan etika or-
Eanisasi

4.1.

4.2,

4.3.

Menciptakan  situasi kerja
VANE mendorong seluruh
pemangku kepentingan me-
matuhi nilai, norma, dan ctika
organisasi dalam segala situasi
dan kondisi.

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar
etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya.
Berani melakukan  koreksi
atau mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai wyang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran ling-
kup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4 Membangun komit-
men tim, sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di linglkup instansi yang
dipimpin.

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian tar-
get kerja organisasi.
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
oTrganisasi.

3. Komunikasi

4 Mampu
mengemukakan
pemikiran multidi-
mensi secara lisan
dan tertulis untuk
mendorong kesepa-
katan dengan tujuan
meningkatkan

Mengintegrasikan informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku kepent-
ingan untuk tujuan mening-
katkan kinerja secara hkese-
luruhan.
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kinerja secara kese- | 4.2 Menuangkan pemikiran/kon-
luruhan sep yang multidimensi dalam
bentuk tulisan formal.

4.3 Menyampaikan informasi se-
cara persuasif untuk men-
dorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah
bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai tar- instansi untuk  mencapai
get yang ditetapkan kinerja yang melebihi target
atau melebihi hasil yang ditctapkan.
kerja sebelumnya 4.2, Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar
selaras dengan sasaran strate-
Els instansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sum-
ber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka mening-
katkan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik Mampu memoni- 4.1. Memahami dan memberi per-
tor, mengevaluasi, hatian kepada isu-isu jangka
memperhitungkan panjang, kesempatan atau
dan mengan- kekuatan politik vang mem-
tisipasi dampak pengaruhi  organisasi  dalam
dari isu-isu jangka hubungannya dengan dunia
panjang, kesem- luar, memperhitungkan dan
patan, atau mengantisipasi dampak ter-
kekuatan hadap pelaksanaan tugas-tu-
politik dalam hal pe- gas peclayanan publik sccara
layanan kebutuhan objektif, transparan, dan
pemangku kepent- profesional dalam lingkup or-
ingan yang trans- ganisasi.
paran, objektif, dan | 4.3 Menjaga agar kebijakan pe-
profesional layanan publik yvang di-seleng-

garakan oleh instansinya telah
selaras dengan standar pela-
yanan vyang objektif, netral,
tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, serta tidak ter-
pengaruh kepentingan pribadi
Shelompok / partai politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka

panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan pe-
mangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompolk.
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6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang da-
lam rangka men-
dorong manajemen
pembelajaran

4.1.

4.2,

4.3.

Menyusun Pprogram pengem-
bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penecta-
pan tujuan, bimbingan, penu-
EAsSAan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti pelati-
han/pendidikan / pengem-
bangan kompetensi dan karir.
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk eval-
uasi dan umpan balik pada ta-
taran organisasi.

Mengembangkan orang-orang
di sekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Perua-
bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memiti-
gasi risiko yang mungkin ter-
Jjadi.

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup wunit kerjanya secara
berkala.

Memimpin dan memastikan
pcnerapan prograim-program
pe-rubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambhbilan Kepu-
tusan

Menyelesaikan ma-
salah yang mengan-
dung risiko tinggi,
mengantisipasi dam-
pak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan; miti-
gasi risiko

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/fatau memu-
tuskan konsep penyelesaian
masalah yang melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam
oTrganisasi.

Menghasilkan solusi dari ber-
bagai masalah yang kompleks,
terkait dengan bidang kerjanya
yvang berdampak pada pihak
lain.

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak ke-
putusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya [mit-
igasi risiko].

B. Sosial Kultural

9. Perckat Bangsa

Mendayaguna-kan
perbedaan secara
konstruktif dan kre-
atif untuk mening-
katkan efektifitas or-
ganisasi

4.1

4.2

Menginisiasi dan merepresen-
tasikan pemerintah di ling-
kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan da-
lam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang,
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agama /kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, prefer-
ensi politik untuk men-capai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi.

4.3 Mampu membuat program
yvang mengakomodasi perbe-
daan latar belakang,
agama /kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, prefer-
ensi politik.

C. Teknis

10. Manajemen Sumber 4 Kemampuan untuk | 4.1 Mampu menyusun pedoman
Dava Manusia Apa- MEMYLISUN petunjuk teknis dalam penera-
ratur Sipil Negara perangkat norma pan manajemen SDM  ASN

standar prosedur in- {perencanaan SDM, analisis
jabatan, analisis beban kerja,

standar kompetensi, pe-
rencanaan pengembangan
kompetensi, evaluasi jabatan
manajemen kinerja, admin-
istrasi kepegawaian, sistem in-
formasi kepegawaian].

4.2 Mampu memberikan bimb-
ingan dan fasilitasi kepada
pengelola kepegawaian dalam
penerapan pedoman dan pe-
tunjuk teknis (perencanaan
SDM, analisis jabatan, analisis
beban kerja, standar kompe-
tensi, peren-canaan pengem-
bangan kom-petensi, evaluasi
jabatan manajemen kinerja,
administrasi kepegawaian, sis-
tem informasi kepegawaian).

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan stake-
holder terkait dengan konsep
manajemen SDM, pengem-
bangan dan penerapannya.

strumen penerapan
manajemen Sumber
Daya Manusia Apa-
ratur Sipil Negara

11. Manajemen Keu- 4 Kemampuan mem- 4.1. Mampu engevaluasi hasil ana-
angan berikan rekomendasi lisis yang dilakukan dan mem-
terhadap manajemen| berikan rekomendasi dalam
keuangan rangka perbaikan pelaksa-
naan pengelolaan keuangan.
4.2, Mampu memberikan solusi
atas permasalahan jangka
panjang yvang bersifat strategis
pada pengelolaan keuangan.
4.3. Mampu membuat langkah an-
tisipatif atas perubahan ling-
kungan ecksternal yang dapat
mempengaruhi pengelolaan
keuangan.
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12. Manajemen Per- Kemampuan untuk | 4.1 Mampu memberikan reko-
kantoran melakukan rek- mendasi pengelolaan persura-
omendasi mana- tan, barang milik negara,
jemen perkantoran kearsipan, keprotokolan, hu-
mas, data dan sistem infor-
masi, scrta UrISan
kesekretariatan lainnya secara
tepat dan aplikatif untuk per-
baikan pengelolaan.

4.2 Mampu membuatkan klasifi-
kasi, standar dan sasaran un-
tuk peningkatan kinerja
secara ber-kesinambungan.

4.3 Mampu melakukan  peru-
bahan pengelolaan persura-
tan, barang milik negara,
kearsipan, keprotokolan, dan
kesckre-tariatan lainnya vang
berorientasi teknologi.

13. Perencanaan Kemampuan untuk | 4.1 Mampu mengevaluasi dan
Pelaksanaan mengevaluasi dan mengantisipasi dampak dari
Anggaran melakukan mitigasi berbagai permasalahan yang

risiko dari berbagai muncul  dalam  perencanaan

permasalahan vang peclaksanaan anggaran.

muncul dalam 4.2 Mampu menghasilkan reko-

perencanaan mendasi solusi dari berbagai

pelaksanaan ang- masalah yang kompleks dalam

p— perencanaan pelaksanaan
BNEEATAT.

4.3 Mampu membuat rekomen-
dasi perbaikan teknik,/metode
faistem perencanaan pelaksa-
naan anggaran.

14. Pengelolaan Barang Kemampuan untuk | 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Milik Negara (BMN) mengevaluasi dan terhadap teknik/metode/ sis-

menyusun tem cara kerja, melakukan
perangkat norma pen-gembangan atau perbai-
standar prosedur in- kan cara kerja pengelolaan ba-
strumen dalam rang milik negara yang lebih
melakukan pengel- efektif dan efisien.
s 4.2 Mampu menyusun pedoman,
olaan barang milik . . .
petunjuk teknis, cara kerja
negara VaNnE dijadikan norma,
standar, prosedur, instrumen
pelak-sanaan pengelolaan ba-
rang milik negara.
4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh  dukungan dari
stakeholder terhadap pelak-sa-
naan pengelolaan barang milik
negara, memberikan bimb-
ingan dan fasilitasi kepada in-
stansi lain atau stakeholder
terkait pengelolaan barang
milik negara.
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15. Pengelolaan Penga- 4 Kemampuan untuk | 4.1 Mampu melakukan evaluasi
daan Barang/Jasa melakukan evalusasi efektifitas terhadap penggu-
Pemerintah terhadap efcktifitas naan sumber daya pada Pen-

pelaksanaan Penga- gadaan Barang/Jasa Peme-
daan Barang/Jasa rintah.
Pemerintah 4.2 Mampu melakukan evaluasi

efektifitas terhadap pen-
capaian sasaran/tujuan Pen-
gadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

4.3 Mampu melakukan evaluasi
kinerja terhadap instansi
pemerintah forganisasi masy-
arakat f/kelompok masyarakat
pelaksana swakelola.

4.4 Mampu melakukan pengel-
olaan Pengadaan Barang/Jasa
untuk pekerjaan dengan ma-
sukan (inpuf] berupa personil
dengan keahlian tertentu dan

bahan /material spesifik
sesuai jenis pekerjaan,
proses /metode  pelaksanaan
mengactl pada kaidah

keilmuan dibidang tertentu
dengan wvariasi pelaksanaan
VANg tinggi, dan /atau
keluaran (outpuf] yvang akan
dihasilkan dapat diukur
secara kuantitatif dan/ataun
diukur secara kualitatif yvang
ukurannya ditetapkan secara
terbuk karena sulit didefinisi-
kan.

IIIl. FERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya ter-
hadap jabatan

Jenis Persyaratan Uraian
Mutlak | Penting | Perlu

1. Jenjang Paling Rendah S-1/D-4, diutamakan S-2 atau 5-3

A. Pendidikan Manajemen /Akuntansi/ Manajemen

2. Bidang Ilmu | SDM /Manajemen Keuangan fAdministrasi
Pemerintahan / Administrasi Negara

Pelatihan Kepemimpi-

1. Manajerial nan Nasional Tk. II [PIM

II)

1. Pelatihan di bidang
kepegawaian

2. Pelatihan di Bidang
Anggaran dan Keu-

B. Pelatihan Aangan

3. Pelatihan di Bidang
Pengadaan Barang
dan Jasa

4. Pelatihan di Bidang
Pengelolaan
Aset/BMN

5. Pelatihan Ma-

2. Teknis

www.peraturan.go.id



2023, No.513

-332-

najemen Per-
kantoran

3.Fungsional

—

. Pelatihan Analis

Kepegawaian/SDM
Aparatur

. Pelatihan Pengelola

Barang dan Jasa

. Pelatihan Analis

Pengelolaan Keu-
angan APBN

. Pelatihan Asscssor

SDM Aparatur

C. Pengalaman kerja

. Memiliki pengalaman

Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan bidang
kepegawaian, anggaran
dan keuangan,
pengadaan

barjas /pengelolaan
asct/BMN sccara ku-
mulatif paling singkat
selama 5 (lima) tahun
dan/atau

. Sedang atau pernah

menduduki Jabatan
Administrator atau JF
jenjang ahli madya pal-
ing singkat 2 (dua) ta-
hun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

. Kualitas dokumen pengelolaan keuangan/Sistem

Akuntansi Instansi

. Kualitas dokumen Barang Milik Negara
. Kualitas dokumen dan layanan kepegawaian/SDM

Aparatur

. Kualitas layanan rumah tangga
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JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

kebijakan

teknis

Inspektur mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan,
PErLIMUSAn
mengendalikan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan
serta pengawasan lainnya dalam rangka mewujudkan tata
kepemerintahan yang transparan dan akuntabel di linglungan
Kemenko Marves.

pPEenEgAWASAN internal,

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Lewvel | Deskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu mencip- 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
takan situasi mendorong seluruh  pemanghu
kerja yang men- kepentingan mematuhi nilai,
dorong kepatuhan norma, dan etika organisasi da-
pada nilai, norma, lam segala situasi dan kondisi.
dan etika organ- 4.2, Mendukung dan menerapkan
isasi prinsip moral dan standar etika

vang tinggi, serta berani me-
nanggung konsekuensinya.

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengamibil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin.

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain se-
hingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan se-
mangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-in-
mengemukakan formasi penting hasil diskusi
pemikiran multi- dengan pihak lain  untuk
dimensi secara mendapatkan pemahaman yvang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk mendorong pemanghu kepentingan untuk
kesepakatan tujuan meningkatkan kinerja
dengan tujuan secara keseluruhan.
meningkatkan 4.2 Menmuangkan pemikiran/konsep
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kinerja secara
keseluruhan

yvang multidimensi dalam bentuk
tulizan formal.

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif wuntuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yvang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4. 1. Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target yang
ditetapkan.

4.2, Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran sirategis in-
stansi.

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
cfektifitas dan efisiensi pen-
capaian target organisasi.

3. Pelayanan Publik

Mampu memoni-
tor, mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengan-
tisipasi dampak
dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kelkuatan

politik dalam hal
pelayanan kebu-
tuhan pemangku
kepentingan

vang transparan,
objektif, dan
profesional

4.1. Memahami dan memberi per-
hatian kepada isu-isu janghka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik YANE
mempenganthi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas-tugas
pel-ayanan publik secara objebk-
tif, transparan, dan profesional
dalam lingkup organisasi.

4.2. Menjaga agar kebijakan pela-
yanan publik yvang diselenggara-
kan oleh instansinya telah
sclaras dengan standar pela-
yanan yvang ohjektif, netral, tidak
memihalk, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepent-
ingan pribadi /kelompolk/partai
politik.

4.3. Menerapkan strategi jangka pan-
jang vang  berfokus pada
pemenuhan kebutuhan pemang-
ku kepentingan dalam  me-
nyLsun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, ne-
tral, tidak memihak, tidak dis-
kriminatif, transparan, tidak ter-
pengaruh kepentingan pri-
badi/kelompok.
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6. Pengembangan diri

dan orang lain

Menyusun pro-
Eram pengem-
bangan jangka
panjang dalam
rangka men-
dorong mana-
jemen pembelaja-
ran

4.1. Menyusun program pengem-
bangan jangka panjang ber-
sama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnya penctapan
tujuan, bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /Pendidikan
Spengembangan kompetensi dan
karir.

4.2. Melaksanakan manajemen pem-
belajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organ-
isasi.

4.3. Mengembanghkan orang-orang di-
sckitarnya sccara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk po-
sisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Peru-

bahan

Memimpin peru-
bahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi pe-
rubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi.

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di ling-
kup unit kerjanya SCCATA
berkala.

4.3 Memimpin dan memastikan pen-
CrApPan PpProgram-program peru-
bahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Kepu-

tusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak kepu-
tusan, membuat
tindakan penga-
manan; mitigasi
risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutus-
kan konsep penyelesaian masa-
lah VANE melibatkan be-
berapa/seluruh fungsi dalam or-
ganisasi.

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang kom-
pleks, terkait dengan bidang ker-
janya yang berdampak pada
pihak lain.

4.3 Membuat keputusan dan meng-
antisipasi dampak kepu-
tusannya serta menyiapkan tin-
dakan penanganannya (mitigasi

risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perckat Bangsa Mendayaguna- 4.1 Menginisiasi dan merepresen-
kan perbedaan tasikan pemerintah  di ling-

secara konstrukctif]
dan kreatif untuk
meningkatkan
cfektifitas organ-
isasi

kungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga per-
satuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat.

4.2 Mampu mendayagunakan per-
bedaan latar belakang, agama
fkepercayaan, suku, gender, so-
sial ckonomi, preferensi politik
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untuk mencapai kelancaran pen-
capaian tujuan organisasi.

dan
menyesuaikan
metodologi audit
intern dengan
Analisis Tata Kel-
ola, Manajemen
Risiko, dan Pen-
gendalian dalam
Manajemen Risiko

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/fkepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis
10. Manajemen Audit Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi per-
Intern untuk berko- masalahan, urusan, dan per-tan-
laborasi dengan yaan staf.
rekan scjawat un-| 4.2 Mampu menvampaikan ck-
tuk mencapai spektasi dan tujuan bisnis yang
tujuan organisasi, jelas scrta mengaitkannya
dan berkontribusi dengan strategi organisasi.
dalam pengem- 4.3 Mampu menggunakan alat
bangan pendeka- penilaian dan pengujian yang be-
tan perencansan ragam untuk menilai kompetensi
anadit berbasis dan kapabilitas kandidat.
risilo untuk PKPT 4.4 Mampu bertindak scbhagai
teladan dengan menunjukkan
kinerja tinggi dalam tim serta
mampu meningkatkan kom-
petensi Hm.
11. Penerapan Standar Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi penerapan
Audit untuk mengeval- standar audit dalam penugasan

uasi penilaian audit intern.

kesesuaian unit 4.2 Mampu mengevaluasi peng-

APIP dengan gunaan dan intepretasi Standar

standar melahi Audit Intern dengan tepat.

penilaian internal | 4.3 Mampu mengevaluasi program

QAIP pengembangan dan penjaminan
kualitas [guality assurance and
improvement program).

12. Manajemen Risiko Kemampuan 4.1 Mampu mengevaluasi perenca-
untuk menilai naan penugasan audit intern ber-
penerapan dasar-kan risiko dan dampaknya
Analisis Tata Kel- terhadap organisasi.
ola Risiko, dan 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan
Pengendalian konsep  pengendalian  dalam
organisasi dalam kegiatan audit intern.
kegiatan audit 4.3 Mampu mengevaluasi budaya

kesadaran atas risiko

kecurangan (fraud) pada semua
level organisasi.
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13. Pelaksanaan Audit + Kemampuan 4.1 Mengendalikan teknis pelaksa-
Intern untuk naan penugasan audit intern un-
melaksanakan su- tuk memastikan bahwa tujuan

pervisi dan men- tercapai dan kualitas terjamin.
gendalikan teknis | 42 Mampu mengevaluasi peranghat
pelaksanaan audit dan teknik yang tepat untuk
intern pengumpulan data, analisis data,
interpretasi, dan pelaporan
dengan menggunakan Teknologi

Informasi.

4.3 Mampu mengevaluasi sumber
daya yang dibutuhkan dan
mengemukakan keterbatasan
atas penugasan audit intern.

4.4 Mampu mengevaluasi prosedur
tindak lanjut untuk memonitor
tindakan manajemen.

14. Pengembangan El Kemampuan 4.1 Mampu mendorong orang lain
Metodologi untuk untuk mengajukan ide-ide ino-
Pengawasan mengembangkan vatif dan memberikan umpan ba-

pendekatan-pen- lik yang positif untuk memasti-
dekatan inovatif kan bahwa ide-ide baru diterap-
untuk meningkat- i . . .
kan alcivitan ai- 4.2 Mampu memberikan kontribusi
dit intern. dan atas wawasan dan usulan untuk
' ) perubahan dan  peningkatan
mampu melatih . -
tim dalam meto-dologi audit mtc.:rn.

. 4.3 Mampu mengevaluasi hambatan-
IFICOCTINe Per- hambatan potensial dan sumber
bahan di dalam daya vang dibutuhkan untuk ini-
aktivitas audit in- siatif perubahan.
tern 4.4 Mampu mengimplementasikan

pro-gram perubahan pada se-
luruh fungsi audit intern dan tim
audit intern.

[Il. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Mutlak Perlu

Penting

1. Jenjang

Paling Rendah 5-1/D-4, diutamakan 5-2 atau 5-3

A. Pendidikan
2. Bidang Ilmu

Manajemen/Hukum/Manajemen SDM f Administrasi
Publik/Administrasi Negara

1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan
Masional Tk. II [PIM II)

B. Pelatihan

|SPIF).

1. Pelatihan Sistem
Pengendalian In-
tern Pemerintah

2. Teknis

2. Forensic Account-
ing and Fraud In-
vestigation.

3. Pelatihan Mana-
jemen Resiko.

4. Pelatihan Mana-
jemen Konflik.
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1. Pelatihan Auditor. |

2. Pelatihan Assessor
SDM Aparatur.

C. Pengalaman kerja

1. Memiliki pengalaman \
Jabatan dalam bidang
tugas yang terkait
dengan pengawasan
secara kumulatif paling
singkat selama 5 (lima)
tahun dan/atau

2. Sedang atau pernah
menduduki Jabatan Ad-
ministrator atau JF jen-
jang ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun

D. Pangkat

Paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas dokumen pengawasan intern Kemenkof
Marves
2. Kualitas dokumen hasil pemeriksaan /audit

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN
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